
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari 
Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956, Undang- 
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956, Undang-Undang 
Darurat Nomor 6 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah Tingkat II Termasuk Kata Praja dalam lingkungan 
Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang- 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1821) ; 

Mengingat 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a di atas, maka perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Tahun 
Anggaran 2016; 

a. bahwa dalam rangka tertib administrasi penyusunan 
Anggaran berbasis kinerja di Kabupaten Lampung Selatan, 
maka perlu disusun Pedoman Penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung 
Selatan Tahun Anggaran 2016; 

Menimbang 

BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

TENTANG 

PERATURANBUPATILAMPUNGSELATAN 
NOMOR 4 l- TAHUN 2015 

PROVINS! LAMPUNG 

BUPATI LAM PUNG SELATAN 



10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234 ); 

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

4. U ndang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 ten tang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 ten tang 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 
(Lernbaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor l); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2016 (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nornor 903); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 32 Tahun 2011 
tentang Pedornan Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersurnber dari APBD (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nornor 450) sebagairnana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nornor 540); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nornor 310); 



8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

5. Badan adalah Sadan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

dan perangkat daerah 
Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah adalah Bupati 
sebagai unsur penyelenggara 
Kabupaten Lampung Selatan. 

2. 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Pasal 1 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAN 2016. 

Menetapkan 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 1). 



Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercanturn dalam 
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, Kode 

Pasal 3 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Larnpung Selatan Tahun Anggaran 2016 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 2 

14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk menerima, menyimpan dan 
mengeluarkan barang. 

13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam 
proses pemakaian yang ada disetiap SKPD/Unit Kerja; 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program 
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 
se belum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri 
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran / pengguna barang. 



Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 10 

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 9 

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalm 
Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 8 

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 7 

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 6 

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 5 

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 4 



KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHUN 2015 NOMOR BERITA DAE 

Diundangkan di Kalianda 
pada tanggal (0 ('OVC~'\l\1Ct'" · 2015 
SEKRETARIS DAERAH UPATEN LAMPUNG SELATAN 

( 

KHERLANI 

Ditetapkan di Kalianda 
pada tanggal 10 {')OVCnl\?e..r 2015 
BUPATI LAMPUNG SELATAN 

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

mulai berlaku pada tanggal Peraturan Bupati 1n1 
diundangkan. 

Pasal 11 



10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012; 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang 
Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ; 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lemharan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti 
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234 ); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 
Nomor 1261, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4438); 

ten tang 
Republik 

Lembaran 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 04, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355 ); 

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286 ); 



16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 06 
Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata 
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2008 Nomor 06, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan Nomor 06), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 1 Tahun 2015 
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun 
2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Lampung Sela tan Nomor 1); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08 
Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Nomor 08); 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun 2016 [Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 903); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dari APBD (Serita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 
Tahun 2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 540); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450), 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 



8. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya 
disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan 
penganggaran yang berisi rencana pendapatan rencana 
belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana 
pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD. 

7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan 
tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui 
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung 
Sela tan. 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban 
daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah 
yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya 
segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak 
dan kekayaan daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

5. Badan adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 
Lampung Selatan. 

3. Bupati adalah Bupati Lampung Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan. 

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : 
1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Lampung Selatan. 

Pasal 1 

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN TAHON ANGGARAN 2016. 

17. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah 
Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Nomor 1). 

Menetapkan 



Kode dan klasifikasi Urusan Pemerintahan Daerah, 
Organisasi dan Unit Kerja sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 3 

Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tahun Anggaran 2016 
sebagaimana tercantum dalarn Lampiran I clan merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 2 

14. Penyimpan Barang Milik Daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk menenma, menyimpan clan 
mengeluarkan barang. 

13. Pengurus Barang Milik Daerah adalah pegawai yang 
diserahi tugas untuk mengurus barang daerah dalam 
proses pemakaian yang ada disetiap SKPD /Unit Kerja; 

12. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan 
patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada 
Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk setiap program 
sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kerja 
Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) 
sebelum mendapat persetujuan Dewan Perwakilan 
Perwakilan Rakyat Daerah; 

11. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah yang selanjutnya disebut KUA adalah 
dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, 
belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya 
untuk periode 1 (satu) tahun. 

10. Organisasi adalah unsur pemerintahan daerah yang terdiri 
dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Kepala 
Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah 
daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang. 



Standar Biaya Umum (SBU) sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran IX dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 10 

Kode Rekening Pembiayaan Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VIII dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 9 

Kode Rekening Belanja Daerah sebagaimana tercantum dalm 
Lampiran VII dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan 
dari Peraturan ini. 

Pasal 8 

Kode Rekening Pendapatan Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran VI dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 7 

Kode dan Program Kegiatan Unik/Khusus sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran V dan merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 6 

Kode Program dan Kegiatan Standar sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran IV dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini, 

Pasal 5 

Susunan Akun Keuangan Daerah sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

Pasal 4 



I. PEDOMAN UMUM 

1) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (RKA-SKPD) didasarkan pada Rencana Kerja masing-masing 

Satuan Kerja Perangkat Daerah dengan menitikberatkan pada Kebijakan 

Umum APBD (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) sesuai 

dengan hasil Penjaringan Aspirasi Masyarakat dan Rapat Koordinasi 
Pembangunan Kabupaten; 

2) Jumlah anggaran yang diusulkan oleh masing-masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah (SKPD) tertuang di dalam RKA-SKPD yang di 
dalamnya memuat: 
a. Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan 

Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD); 

b. Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(Formulir RKA-SKPD 1); . 

c. Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat 

Daerah [Formulir RKA~SKPD 2.1); 
d. Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per 

Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Formulir RKA-SKPD 2.2.1); 

e. Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan 

Kegiatan (Fonnulir RKA-SKPD 2.2); 

f. Rincian Penerimaan Pembiayaan (Fonnulir RKA-SKPD 3.1); 

g. Rincian Pengeluaran Pembiayaan (Formulir RKA-SKPD 3.2). 

3) Program dan kegiatan yang tertuang di dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 
dan Formulir RKA-SKPD 2.2 terdiri dari program dan kegiatan stander 
dan program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan; 

4) Program clan kegiatan standar adalah program dan kegiatan yang dapat 

dianggarkan oleh setiap SKPD (lihat Lampiran V) dan memiliki kode 

program mulai dari nomor 01 . sampai dengan nomor 14; 

5) Program dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan adalah 

program dan kegiatan yang hanya dapat dianggarkan oleh SKPD tertentu 
sesuai dengan kode urusan pemerintahan dan organisasi (lihat Lampiran 

VI) dan memiliki kode program mulai dari nomor 15 ke atas; 

PEDOMAN PENYUSUNAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2015 
TANGGAL 2015 



II. KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA, PEJABAT PELAKSANA 

TEKNIS KEGIATAN, PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAN 
PEJABAT PEMBUAT K0141TMEN. 
11 Kuasa Pencguna Anggaran 

a. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan, tugas, dan fungsi Pengguna 
Anggaran; 

b. Pengguna Anggaran · dapat melimpahkan sebagian kewenangannya 
kepada Kuasa Pengguna Anggaran, seperti pada SKPD Dinas 

6) RKA-SKPD disusun berdasarkan RKA dari Unit Kerja (Unit Pelaksana 

Teknis Daerah - UPrD). Dari RKA Unit Kerja digabung ke dalam RKA 
SKPD, oleh karena itu · setiap Unit Kerja secara berjenjang mcnurut 
tingkatan tanggung jawab organisasi menyusun anggaran masing- 
masing sesuai dengan Renstra Satuan Kcrja induknya dengan 

menitikberatkan pada KUA dan PPA; 
7) APBD disusun dengan pendekatan kinerja yaitu suatu sistem anggaran 

yang mengutamakan pencapaian hasil kerja atau tujuan yang ditetapkan. 
Konsekuensinya setiap kegiatan yang diusulkan dalam RKA-SKPD 

mencantumkan tolok ukur dan indikator kinerja, yaitu berupa masukan 

(Input), Keluaran (Output}, dan hasil (Outoomes;, 

8) Jumlah anggaran belanja yang diusulkan dalam RKA·SKPD berpedoman 

pada Standar Biaya Umum {SBU) yang terdapat dalarn pedoman ini dan 

Standar Satuan Harga Barang/ Jasa yang ditetapkan oleh Pemerintah 

Kabupaten Lampung Selatan; 
9) SKPD yang akan menyusun RKA-SKPD untuk Tahun 2016 harus sesuai 

dengan Kode Urusan Pemerintahan dan Organisasi yang dapat dilihat 

pada Lampiran III; 

10) Program dan kegiatan untuk masing-masing SKPD harus sesuai dengan 

program dan kegiatan yang berada pad a kewenangan U rusan 

Pemerintahan yang berkenaan: 
11) RKA-SKPD yang telah disusun oleh masing .. masing Satuan Kerja 

Perangkat Daerah akan dibahas oleh Tim Anggaran Pemerintah Dacrah 
(TAPD); 

12), Rancangan APBD (RAPBD) dibuat berdasarkan hasil penggabungan RKA- 
SKPD seluruh SKPD sampai dengan jenis pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan daerah yang selanjutnya disampaikan kepada DPRD unt:uk 
dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD yang jadwalnya akan 
ditentukan kemudian. 



I 

Bendahara Pcngeluaran ditetapkan dengan Keputusan Pengguna 
Anggaran; 

3) Bendahara Pengeluaran, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan 

Pemhutu Beo.dahara Peugeluaran 
a. Pada setiap SKPD diangkat satu bendahara pengeluaran dan beberapa 

pembantu bendahara pengeluaran; 
b. Khusus pada SKPD Dinas Pendidikan dapat menunjuk Bendahara 

Pengeluaran Pembantu di sekolah-sekolah yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

c. Khusus pada SKPD Dinas Kesehatan dapat menunjuk Bendahara 
Pengeluaran Pembantu di UPT Puskesmas yang ditetapkan dengan 
Keputusan Bupati; 

d. Bendahara pengeluaran dan bendahara pengeluaran pembantu 

ditetapkan dengan Keputusan Bupati sedangkan untuk Pembantu 

2) Bendahara Penerimaan 

a. Setiap SKPD yang tugas pokok dan fungsinya melakukan pemungutan 
pendapatan daerah diangkat satu bendahara penerimaan dan 
beberapa pernbantu bendahara penerimaan; 

b. Bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan Bupati dan 
pembantu bendahara penerimaan diangkat dengan Keputusan 
Pengguna Anggaran; 

c. Jumlah pembantu bendahara penerimaan didasarkan pada 
pertimbangan besarnya jumlah uang yang dikelola yaitu penerimaan 

Rp.500.000.000,· [lirna ratus juta rupiah) sampai dengan 
Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibantu oleh 1 (satu} orang 
Pembantu Bendahara Penerimaan dan penerimaan di atas 
Rp. l .000.000.000,- (satu milyar rupiah) dibantu oleh maksimal 2 (dua) 
orang Pembantu Bendahara Penerirnaan; 

d. Bendahara penerimaan dan pembantu bendahara penerimaan 
memperoleh honorarium setiap bulan yang besarannya diatur dalam 
Standar Biaya Umum (SBU) dan klasiflkasinya dikclompokkan dalam 
belanja langsung dengan jenis belanja pegawai, 

Pendidikan dapat menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran di sekolah- 
sekolah yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati; 

c. Kuasa Pengguna Anggaran bertanggung jawab atas pelaksanaan 
tugasnya kepada Pengguna Anggaran, 



5) Pejabat Pembuat Komitmen · 

a. SKPD yang melaksanakan pengadaan barang dan jasa dapat 
menunjuk 1 (satu) orang Pejabat Pembuat Komitmen, kecuali pada 

4) Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) 
a. Pada setiap SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya 

dapat menunjuk PPI'K paling banyak 6 (enam) orang kecuali pada 

Dinas Pekerjaan Umum ditunjuk PPTK paling banyak 14 {empat belas) 
orang, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan ditunjuk PPTK paling 

banyak 10 (sepuluh) orang, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 
ditunjuk PPTK paling banyak 8 [delapan) orang dan pada Bagian- 
Bagian di Sekretariat Daerah masing-masing dapat ditunjuk maksimal 
2 (dua) orang PPTK; 

b. Untuk Program dan Kegiatan Wajib yang harus ada pada setiap SKPD, 
PPTK adalah Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan/atau 

Kepala Sub Bagian Perencanaan; 
c. PPrK dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 

(tiga) orang Pembantu PPTK dengan tugas sebagai pembuat dokumen; 

d. PPTK tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pejabat Pembuat 

Komitmen, Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD, Pejabat 
Pengadaan Harang dan .Jasa, dan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan; 

e. PPI'K dan Pembantu PPTK ditetapkan dengan Keputusan Pengguna 
Anggaran; 

f. PPTK dan Pembantu PPTK diberi honorarium yang besarnya dihitung 

dari jumlah seluruh angg~an kegiatan yang dikelola, penganggaran 
honorarlumnya dianggarkan pada salah satu kegiatan yang paling 
besar, 

e. Jumlah pembantu bendahara pengeluaran pada setiap SKPD 
maksimal 3 (tiga) orang,· masing-masing sebagai Kasir, Pembuat 

Dokumen Pengeluaran Uang, dan Pengurusan Gaji, kecuali pada SKPD 

Kantor Camat, Sekolah-Sekolah dan Puskesrnas maksimal 2 (dua) 

orang masing-masing sebagai Pembuat Dokumen Pengeluaran Uang 
dan Pengurusan Gaji. Khusus bagian-bagian pada Sekretariat Daerah 

ditunjuk masing-masing 1 (satu) orang pembantu bendahara 
pengeluaran; 

f. Bendahara pengeluaran, bendahara pengeluaran pembantu dan 

pembantu bendahara pengeluaran memperoleh honorarium setiap 

bulan yang besarannya diatur dalam Standar Biaya Umum {SBU). 



Ill. KODE REKENING 
Dalam rangka penyusunan RKA-SKPD, setiap pendapatan, belanja, dan 

pembiayaan daerah harus rnenggunakan kode rekening yang terdiri dari: 

1) Kode Urusan Pemerintahan 
a. Kode urusan pemerintahan· terdiri dari 3 digit (X.XX); 

b. Satu digit pertama untuk Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan dan 

dua digit terakhir untuk Kode Urusan Pernerintahan sesuai dengan 
Kode Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang berkenaan; 

c. Kode urusan pemerintahan dapat dilihat pada Lampiran III. 

2) Kode Organisaai 

6) Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Pera11gkat Daerah 

(PPK·SKPD) 

a. Kepala SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatannya 

menunjuk Kepala Sub Bagian yang membidangi Keuangan sebagai 
PPK-SKPD; 

b. Untuk membantu pelaksanaan tugas PPK-SKPD. Kepala SKPD 
rnenetapkan 2 (dua) orang staf sebagai Pembantu Pejabat 
Penatausahaan Keuangan; 

c. PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai Pejabat Pembuat 
Komitmen atau Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan; 

d, Pernbantu PPK-SKPD tidak diperbolehkan merangkap sebagai 

Pernbantu Bendahara Penerimaan/ Pengeluaran; 

e. Untuk PPK-SKPD dan Pembantu PPK-SKPD memperoleh honorarium 

yang besamya disesuaikan dengan Standar Biaya Umum (SBU). 

orang; 
b. Bagi SKPD yang tidak memiliki pegawai yang memenuhi persyaratan 

untuk diangkat menjadi ·. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), maka 
Pengguna Anggaran merangkap eebagai Pejabat Pembuat Komitmen 
(PPK) sampal dengan adanya pegawai yang memenuhi persyaratan; 

c. Pejabat Pembuat Komitmen ditetapkan dengan Keputusan Pengguna 
Anggaran; 

d. Pejabat Pembuat Komitmen mernperoleh honorarium yang besamya 

berdasarkan pagu Belanja Langsung sebagaimana diatur dalam 

Standar Biaya Um um (SBU). 

SKPD Dinas Pekerjaan Urnum ditunjuk paling banyak 6 (enam) 

orang, Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan paling banyak. 2 (dua) 
orang) serta untuk Sekretariat Daerah ditunjuk paling banyak 3 (tiga) 



Berdasarkan Urusan Pemerintahan Daerah adalah kegiatan yang 

hanya dapat dilaksanakan o1eh SKPD tertentu; 

d. Kode kegiatan hanya diisi untuk kelompok belanja langsung sesuai 

dengan kode kegiatan yang bersesuaian. Sedangkan untuk kelompok 

belanja tidak langsung kode kegiatan diisi 00; 
e. Kode rekening untuk kegiatan Non Urusan dan kegiatan berdasarkan 

urusan Pemerintahan Daerah dapat dilihat pada Lampiran V dan 

Lampiran VI; 

f. Untuk SKPD yang menganggarkan pendapatan kode kegiatan ditulis 
00; 

5) Kode Akun 

a. Kade akun terdiri dari 1 digit (X); 

Kegiatan seluruh SKPD kecuali diatur lain oleh Edaran ini. 

a. Kode organisasi terdiri dari 2 digit (XX); 

b. Dua digit pertama untuk kode Satuan Kerja sesuai dengan Kode 

Urusan Pemcrintahan yang berkenaan. Dua digit terakhir untuk kode 

Unit Kerja/UPTD sesuai dengan Kode Satuan Kerja yang berkenaan; 
c. Kode Organisasi dapat dilihat pada Lampiran III. 

3) Kode Program 
a. Kode program terdiri dari 2 digit (XX); 

b. Kode program dengan nomor 01 sarnpai dengan nomor 14 adalah 

program yang dapat dilaksanakan oleh seluruh SKPD kecuali diatur 
lain oleh Edaran ini selanjutnya disebut Kade Program Non Urusan 
dan kode program 15 ke atas adalah kode program yang hanya dapat 
dilaksanakan oleh SKPO tertentu yang berada pada Kode Urusan 
Pemerintahan yang berkenaan selanjutnya disebut Kode Program 

Khusus/Unik; 

c. Kode program hanya dii~i untuk kelornpok belanja langsung sesuai 

dengan kode programnya yang bersesuaian. Sedangkan untuk 

kelompok belanja tidak langsung kode program diisi 00; 
d. Kade program dapat dilihat pada Larnpiran V dan Larnpiran VI; 

e. Untuk SKPD yang menganggarkan pendapatan dan pernbiayaan 

daerah kode program ditulis 00. 

4) Kode Kegiatan 

a. Kode kegiatan terdiri dari 2 digit (XX); 

b. Kode kegiatan dapat bernornor dari 01 sampai dengan nomor 99. 

Kegiatan terdirl dari kegiatan Non Urusan dan Kegiatan yang 

berdaaarkan Urusan Pemerintah Deerah: 

c. Kegiatan Non Urusan adalah kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh 



01 01 2 2 5 

Kode Rekening Belanja adalah: 

i.20 i.20 01 11 I 02 

Dari asumsi di atas maka Kade Rekening Pendapatan adalah: 

I 1.20 I 1.20 I 01 I oo I oo 4 2 2 o 1 o 1 

Belanja 

Penerimaan Pembiayaan 

Pengeluaran Pembiayaan 

Nama Kegiatan 

Penerirnaan dari Dana Alokasi Urnum 
Program Peningkatan dan Pengernbangan 

Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Kegiatan Penyusunan Standar Satuan 
Harga 

Pengeluaran untuk Pembelian Kertas 

Penerimaan pinjaman dari Bank 

Pengeluaran untuk Penyertaan Modal 

pada Bank Lampung 

Pendapatan 
Nama Program 

b. Kode akun dapat dilihat pada Lampiran IV. 
6) Kode Kelompok 

a. Kode kelornpok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri 

dari 1 digit (X); 

b. Kade kelompok pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat 
dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX. 

7) Kode Jenis 

a. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah terdiri dari 1 

digit (X); 

b. Kode jenis pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat 
pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Larnpiran IX. 

8) Kode Objek 

Kade objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat dilihat 

pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX. 

9) Kode Rincian Objek 

Kode rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah dapat 

dilihat pada Lampiran VII, Lampiran VIII, dan Lampiran IX. 
10) Contoh Kode Rekening 

Berikut ini contoh kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan 

dengan asurnsi-asumsi sebagai berikut: 

N ama satuan kerja Badan Pengelola Keuangan dan Aset 
Daerah 



b) Penetapan target pajak daerah clan retribusi daerah ha.rus 

didasarkan pada data potensi pajak daerah dan retribusi daerah 

di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah 

kabupaten/kota serta memperhatikan perkiraan pertumbuhan 

ekonomi pada Tahun 2016 yang berpotensi terhadap target 

pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah serta realisasi 

penerirnaan pajak daerah dan retribusi daerah tahun sebelumnya. 

a) Peraturan daerah tentang pajak daerah dan retribusi daerah 

berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas 
dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing. 

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah: 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD 

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

2) Klasifikasi Pendapatan 

Klasifikasi pendapatan menurut kelompok pendapatan daerah terdiri dari: 

a. Pendapatan Asli Daerah 

1) Petunjuk Umum 

a. Penyusunan anggaran pendapatan daerah didasarkan pada perkiraan 
pendapatan yang akan diterima dan diperoleh pada Tahun Anggaran 

2016; 

b. Anggaran pendapatan hanya disusun oleh Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya harus 

memungut, menerima, mencatat, dan menyetorkan pendapatan 
daerah ke rekening kas daerah; 

c. Anggaran pendapatan daerah dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 1. 

IV. PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAERAH 

Kode Rekening Penerimaan Pembiayaan adalah: 

11.20 I 1.20 I 07 
I 

00 ! 00 I 6 1 4 03 01 

Kade Rekening Pengeluaran Pembiayaan adalah: 

1.20 1.20 07 00 I: 00 6 2 2 02 01 



mendanai pembangunan dan/ a tau perneliharaan jalan serta 
peningkatan moda dan sarana transportasi urnum sebagaimana 
diamanatkan dalarn Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang Nomor 28 
Tahun 2009. 

10% (sepuluh per seratus). termasuk yang 

pada kabupaten/ kota, dialokasikan untuk 

paling sedikit 

di bagihasilkan 

d) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Kendaraan Bermotor 

c) Dalarn rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang 
bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pernerintah 

Daerah harus rnelakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan 

subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya 
pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan 

kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada 
wajib pajak daerah · dan retribusi daerah serta pengawasan 
penyetorannya. 

Selanjutnya, tren proporsi pajak daerah dan retribusi daerah 

terhadap total penclapatan selama 5 tahun mulai dari Tahun 
Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara 
nasional rata-rata sebesar 16,65%, clengan uraian untuk 
pemerintah provinsi rata-rata sebesar 87,78% clan untuk 

pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 64,22%. 

Tren proporsi pajak daerah clan retribusi daerah terhaclap total 

pendapatan asli daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun 
Anggaran 2011 sampai clengan Tahun Anggaran 2015 secara 
nasional rata-rata sebesar 79,28%, dengan uraian untuk 

pemerintah provinsi rata-rata sebesar 42,67% clan untuk 

pemerintah kabupaten/kota rata-rata sebesar 6,63%. 

Untuk itu, pemerintah daerah harus melakukan upaya 

peningkatan pendapatan daerah yang bersurnber dari pajak 

daerah clan retribusi daerah, rnengingat tren peningkatan pajak 

claerah clan retribusi daerah selama 5 tahun mulai dari Tahun 

Anggaran 2011 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 secara 

nasional meningkat rata-rata sebesar Rp26,56 trilliun atau 

25,61 %1 dengan uraian untuk pemerintah provinsi rata-rata 

meningkat sebesar Rpl 7,65 trilliun atau 24,21 % dan untuk 
pemerintah kabupaten/kota rata-rata rneningkat sebesar Rp8,90 

trilliun a tau 29 ,20%. 



a) Pendapatan hasil pengelolaan dana bergulir se bagai salah satu 

bentuk investasi jangka panjang non permanen, dianggarkan 

pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain-lain PAD Yang 
Sah, obyek Basil Pengelolaan Dana Bergulir, rincian obyek Hasil 
Pengelolaan Dana Bergulir dari Kelompok Masyarakat Penerima. 

3) Penganggaran Lain-lain PAD Yang Sah 

b) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang rnenjalankan fungsi 
kernanfaatan umum (public service oriented) adalah mampu 
meningkatkan baik kualitas maupun cakupan layanan dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 

a) Bagi Badan Usaha Milik Daerah yang menjalankan fungsi 

pemupukan laba (profit oriented) adalah mampu menghasilkan 

keuntungan atau deviden dalam rangka meningkatkan PAD; dan 

Pengertian rasionalitas dalarn konteks hasil pengelolaan kekayaan 

daerah yang dipisahkan: 

f] Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim 

kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima 

oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah {SKPD) atau Unit Kerja pada 

SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan 

Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun 
pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan 

Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, 

rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan. 

2) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan 

memperhatikan rasionalitas dengan memperhitungkan nilai 

kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan 

manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalarn jangka 

waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 52 Tahun 2012 ten tang Pedoman Pengelolaan Investasi 

Daerah. 

e) Pendapatan yang bersumber dari Pajak Rokok, baik bagian 
provinsi maupun bagian kabupaten/kota, dialokasikan paling 

sedikit 50% (lima puluh per seratus) untuk mendanai pelayanan 
kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang 

berwenang se bagaimana diamanatkan dalam Pasal 31 U ndang- 

Undang Nomor 28 Tahun 2009. 



Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-Pajak Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, 

penganggaran pendapatan dari DBH-Pajak didasarkan pada: 

1) Penganggaran Dana Bagi Hasil {DBH) 

a) Pendapatan dari DBH-Pajak yang terdiri atas DBH-Pajak Bumi 

dan Bangunan (DBH-PBB) selain PBB Perkotaan dan Perdesaan, 

dan DBH-Pajak: Penghasilan (DBH-PPh) yang terdiri dari DBH- 
PPh Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam 

Negeri (WPOPDN) dan PPh Pasal 21 dianggarkan sesuai Peraturan 
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-Pajak Tahun 
Anggaran 2016 dan dengan memperhatikan perkembangan 
realisasi pendapatan DBH Pajak selama 3 (tiga) tahun terakhir. 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan 

perimbangan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

b. Dana Perimbangan 

d) Pendapatan atas denda pajak daerah dan retribusi daerah 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelornpok PAD, jenis Lain- 
Lain PAD yang Sah dan diuraikan ke dalam obyek dan rincian 

obyek sesuai kode rekening berkenaan. 

c) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada 
Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah 

daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani 

Peraturan Presiden Nornor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan 

dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional 

pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri 
Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal 
Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan 

serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan 

Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah. 

b) Pendapatan bunga atau jasa giro dari dana cadangan, 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok PAD, jenis Lain- 
Lain PAD Yang Sah, obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan, 

rincian obyek Bunga atau Jasa Giro Dana Cadangan sesuai 

peruntukannya. 



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 
Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun 
Anggaran 2016 terdapat perubahan dan ditetapkan setelah 

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, 

(2) Infonnasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar 

alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. 

(1) Realisasi pendapatan DBH-CHT 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 
Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 
Anggaran 2013; atau 

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota Tahun 

Anggaran 2016 belum ·ditetapkan, penganggaran pendapatan dari 
DBH-CHT didasarkan pada: 

b) Pendapatan dari DBH-Cukai Hasil Tembakau (DBH-CHT) 

dianggarkan sesuai Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN 

Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Rincian DBH-CHT menurut provinsi/kabupaten/kota 
Tahun Anggaran 2016, dan dengan memperhatikan 

perkembangan realisasi pendapatan DBH-CHT selama 3 (tiga) 
tahun terakhir. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 
Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
Alokasi DBH-Pajak . Tahun Anggaran 2016 terdapat perubahan 
dan ditetapkan setelah Peraturan Daerah tentang APBD Tahun 

Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus 

menyesuaikan alokasi DBH-Pajak dimaksud pada Peraturan 

Daerah ten tang Perubahan APED Tahun Anggaran 2016 atau 
dicantumkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) bagi 
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 

Tahun Anggaran 2016. 

(1) Realisasi pendapatan DBH-Pajak 3 (tiga) tahun terakhir yaitu 

Tahun Anggaran ~015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 

Anggaran 2013; atau 

(2) Infonnasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar 

alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. 



(1) Realisasi pendapatan DBH-SDA 3 (tiga) tahun terakhir, yaitu 
Tahun Anggaran 2015, Tahun Anggaran 2014 dan Tahun 
Anggaran 2013, dengan mengantisipasi kemungkinan tidak 

stabilnya harga dan hasil produksi (lifting) minyak bumi dan 

gas bumi Tahun Anggaran 2016, serta dengan memperhatikan 

adanya pengalihan penyelenggaraan urusan pemerintahan 
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 tentang Pemerintahan Daerah; atau 

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 
Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

alokasi DBH-SDA Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, 
penganggaran pendapatan dari DBH-SDA didasarkan pada: 

c} Pendapatan Dana Bagi. Hasil Sumber Daya Alam (DBH-SDA), yang 
terdiri dari DBH-Kehutanan, DBH-Pertambangan Mineral dan 

Batubara, DBH-Perikanan, DBH-Minyak Bumi, DBH-Gas Bumi, 
dan DBH-Pengusahaan Panas Bumi dianggarkan sesuai 

Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 2016 atau 
Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi DBH-SDA Tahun 

Anggaran 2016. 

Penggunaan DBH-CHT diarahkan untuk meningkatkan kualitas 

bahan baku, pembinaan industri, pembinaan lingkungan sosial, 

sosialisasi ketentuan dibidang cukai dan/ a tau pemberantasan 

barang kena cukai palsu (cukai illegal) sesuai dengan amanat 

dalam Pasal 66C Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang 
Cukai dan Peraturan Menteri Keuangan yang dijabarkan dengan 

keputusan gubernur. 

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-CHT 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun 

Anggaran 2016 dengan pernberitahuan kepada Pimpinan DPRD, 
untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang 
perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam 
LRA bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan 

perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD 

Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan 
DPRD. 



(2) lnformasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai daftar 

alokasi transfer ke daerah Tahun Anggaran 2016. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Alokasi DBH-SDA diluar Dana Reboisasi yang merupakan bagian 

dari DBH-Kehutanan terdapat perubahan dan ditetapkan setelah 

peraturan daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, 

pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi DBH-SDA 

dirnaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2016 a tau dicantumkan dalam LRA bagi 
pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD 
Tahun Anggaran 2016. 

Apabila terdapat pendapatan lebih DBH-SDA diluar Dana 

Reboisasi Tahun Anggaran 2016 seperti pendapatan kurang salur 

tahun-tahun sebelumnya atau selisih pendapatan Tahun 
Anggaran 2015, pendapatan lebih tersebut dianggarkan dalam 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 
2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang 

tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan 

terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah 

tentang penjabaran · APBD Tahun Anggaran 2016, untuk 

selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 

Dalam rangka optimalisasi penggunaan Dana Bagi Hasil-Dana 

Reboisasi (DBH-DR) tahun-tahun anggaran sebelumnya yang 

belum dimanfaatkan dan masih ada di rekening kas umum 

daerah kabupaten/kota sampai dengan akhir Tahun Anggaran 
2015, pemerintah daerah Kabupaten/Kota menganggarkan 
kembali dalam Peraturan daerah tentang APBD Tahun 2016 atau 
Peraturan daerah tentang Perubahari APBD Tahun Anggaran 

2016 untuk menunjang program dan kegiatan yang terkait 

dengan rehabilitasi hutan dan lahan dengan berpedoman pada 
peraturan perundang-undangan. 

Pelaksanaan rehabilitasi hutan dan lahan oleh Pemerintah 

Kabupaten/Kota tersebut dilakukan sampai berakhimya Tahun 

Anggaran 2016 sesuai Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

120/253/SJ tanggal 16 .Januari 2015 tentang Penyelenggaraan 
Urusan Pernerintahan Setelah Ditetapkannya Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. 



Dalam hal Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun 

Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 
OAK Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, maka penganggaran 
DAK didasarkan pada alokasi DAK daerah provinsi dan 

OAK clan/atau DAK Tambahan clianggarkan sesuai Peraturan 
Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 2016 atau 

Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi OAK Tahun Anggaran 

2016. 

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian 
Keuangan diterbitkan setelah peraturan daerah tentang APBD Tahun 
Anggaran 2016 ditetapkan, pemerintah daerah harus menyesuaikan 

alokasi DAU dimaksud pada peraturan daerah tentang Perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2016. 

3) Penganggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Apabila Peraturan Presiden atau informasi resmi oleh Kementerian 

Keuangan dimaksud belum cliterbitkan, maka penganggaran DAU 

didasarkan pada alokasi DAU Tahun Anggaran 2015. 

Penganggaran DAU sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai 

Rincian APBN Tahun Anggaran 2016. 

Dalam hal Peraturan Presiden dimaksud belum ditetapkan, maka 
penganggaran DAU didasarkan pada alokasi DAU daerah provinsi, 
kabupaten clan kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan 
secara resmi oleh Kementerian Keuangan. 

2) Penganggaran Dana Alokasi Umum (DAU) 

Pendapatan yang berasal dari DBH-Migas wajib dialokasikan 

untuk menambah anggaran pendidikan dasar yang besarannya 
adalah 0,5% (nol koma lima per seratus} dari total DBH-Migas 

sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah 

Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan 

d) Pendapatan DBH-Pajak, DBH-CHT clan DBH-SDA untuk daerah 

induk dan daerah otonom baru karena pemekaran, didasarkan 

pada informasi resmi dari Kementerian Keuangan mengenai 
Alokasi Transfer ke Daerah Tahun Anggaran 2016 dengan 
mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan, 



Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 

2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 

Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah 

Tahun Anggaran 2oi6 belum ditetapkan, penganggaraan dana BOS 

terse but didasarkan pada .alokasi dana BOS Tahun Anggaran 2015. 

1) Penganggaran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) 
dialokasikan sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai rincian 
APBN Tahun Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan 

mengenai Pedoman Umum dan Alokasi Dana Bantuan Operasional 
Sekolah Tahun Anggaran 2016. 

Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

b. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Penyediaan dana pendamping atau sebutan lainnya hanya 

diperkenankan untuk kegiatan yang telah diwajibkan oleh peraturan 

perundang-undangan. 

Apabila Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN Tahun Anggaran 
2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi Dana 

Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah 

peraturan daerah ten tang APED Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, 

maka pemerintah daerah harus menyesuaikan alokasi Dana Alokasi 

Khusus dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk 

selanjutnya ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan 

APBD Tahun Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi 

pemerintah daerah yang 'tldak melakukan Perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan 
peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 

2016 dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 

kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 yang diinformasikan secara 

resmi oleh Kementerian Keuangan, setelah Rancangan Undang- 

Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2016 disetujui bersama 
antara Pemerintah dan DPR-RI. 



Apabila Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 

2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum 

dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 
Tahun Anggaran 2016 tersebut diterbitkan setelah peraturan daerah 
tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah 
daerah harus rnenyesuaikan alokasi TPG dimaksud dengan terlebih 

dahulu rnelakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan 

kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam 

peraturan daerah ten tang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih 

dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 

dan Alokasi Dana Bantuan Operasional Sekolah Tahun Anggaran 

2016 terse but diterbitkan setelah peraturan daerah ten tang APBD 

Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah harus 

menyesuaikan alokasi Dana BOS dimaksud dengan terlebih dahulu 

melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang penjabaran 
APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan kepada 

Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya ditampung dalam peraturan 
daerah tentang perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau 
dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 
melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 dengan terlebih 

dahulu melakukan perubahan peraturan kepala daerah tentang 
penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan 
kepada Pimpinan DPRD. 

2) Penganggaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) dialokasikan seeuai 

dengan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun Anggaran 
2016 at.au Peraturan Menteri Keuangan mengenai Pedoman Umum 

dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah 

Tahun Anggaran 2016. 

Dalam hal Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai 
Pedoman Umum dan Alokasi Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri 

Sipil Daerah Tahun Anggaran 2016 belum ditetapkan, 
penganggaraan TPG tersebut didasarkan pada alokasi TPG Tahun 

Anggaran :2015 dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran 

2014. 



4) Pendapatan daerah yang bersurnber dari bantuan keuangan, baik 
yang bersifat umum maupun bersifat khusus yang diterima dari 
pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota lainnya 

dianggarkan dalam APBD penerima bantuan, sepanjang sudah 

dianggarkan dalam APBD pemberi bantuan. 

Apabila pendapatan daer~ yang bersumber dari bantuan keuangan 

bersifat umum tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang 
APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah 

harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan dimaksud pada 

peraturan daerah ten tang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 

atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 

Apabila pendapatan daerah yang bersumber dari bantuan keuangan 
bersifat khusus tersebut diterima setelah peraturan daerah tentang 
APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka pemerintah daerah 

harus menyesuaikan alokasi bantuan keuangan bersifat khusus 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pernerintah 

Dalam hal penetapan APBD kabupaten/kota Tahun Anggaran 2016 
mendahului penetapan APBD provinsi Tahun Anggaran 2016, 
penganggarannya didasarkan pada alokasi Bagi Hasil Pajak Daerah 

Tahun Anggaran 2015 dengan memperhatikan realisasi Bagi Hasil 

Pajak Daerah Tahun Anggaran 2014, sedangkan bagian pemerintah 

kabupaten/kota yang belum direalisasikan oleh pemerintah provinsi 

akibat pelampauan target Tahun Anggaran 2015, ditampung dalam 

peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 
atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 

penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 dengan pemberitahuan 

kepada Pimpinan DPRD. 

3) Penganggaran pendapatan kabupaten/kota yang bersumber dari 
Bagi Hasil Pajak Daerah yang diterima dari pemerintah provinsi 

didasarkan pada alokasi belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dari 

pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2016. 



7) Dalam hal pemerintah daerah memperoleh dana darurat dari 
pemerintah dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek 

dan rincian obyek pendapatan Dana Darurat. 

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek 

dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkeriaan. 

6) Penganggaran pendapatan yang bersumber dari surnbangan pihak 

ketiga, baik dari badan, lembaga, organisasi swasta dalam negeri, 

kelompok masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan 
tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan 

kewajiban pihak ketiga atau pemberi sumbangan, dianggarkan dalam 

APBD setelah adanya kepastian pendapatan dimaksud. 

Dari aspek teknis penganggaran, pendapatan tersebut di atas 

dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan Lain-Lain 

Pendapatan Daerah Yang Sah, dan diuraikan ke dalam jenis, obyek 

dan rincian obyek pendapatan sesuai kode rekening berkenaan. 

Untuk kepastian pendapatan hibah yang bersumber dari pemerintah 
daerah lainnya tersebut didasarkan pada perjanjian hibah antara 
kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku pemberi dengan 

kepala daerah/pejabat yang diberi kuasa selaku penerima, 

sedangkan untuk penerimaan hibah yang bersumber dari pihak 

ketiga juga didasarkan pada perjanjian hibah antara pihak ketiga 
selaku pemberi dengan kepala daerah/ pejabat yang diberi kuasa 
selaku penerima. 

daerah yang tidak melalrukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016, 

untuk selanjutnya diberitahukan kepada Pimpinan DPRD. 

5) Penganggaran pendapatan hibah yang bersumber dari pernerintah, 
pemerintah daerah lainnya atau pihak ketiga, baik dari badan, 
lembaga, organisasi swasta dalam negeri/luar negeri, kelompok 

masyarakat maupun perorangan yang tidak mengikat dan tidak 
mernpunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban 

pihak ketiga atau pemberi hibah, dianggarkan dalam APBD setelah 

adanya kepastian pendapatan dimaksud. 



V. PENYUSUNAN ANGGARAN BELANJA DAERAH 
1) Petunjuk Umum 

a. Pengklasifikasian suatu belanja ke dalam kelompok belanja adalah 

dengan cara mengidentifikasi apakah belanja yang dikeluarkan 

tersebut termasuk ke dalam kelompok belanja tidak langsung atau 
belanja langsung. 

b. Belanja tidak langsung adalah belanja yang tidak dipengaruhi secara 

langsung oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga 

keberadaannya bukan merupakan konsekuensi ada atau tidaknya 

suatu program atau kegiatan. Karena tidak berkaitan dengan program 

dan kegiatan maka belanja tidak langsung tidak memiliki kode 
program dan kode kegiatan. Belanja tidak Iangsung dituangkan dalam 
Formulir RKA-SKPD 2.1. 

c. Belanja langsung adalah belanja yang dipengaruhi secara Iangsung 

oleh adanya suatu program atau kegiatan sehingga keberadaanya 

Pendapatan dana darurat dapat dianggarkan sepanjang sudah 

diterbitkannya Peraturan Presiden mengenai rincian APBN Tahun 
Anggaran 2016 a tau Peraturan Menteri Keuangan mengenai Alokasi 

Dana Darurat Tahun Anggaran 2016. 

Dalam hal Peraturan · Presiden rnengenai rincian APBN Tahun 

Anggaran 2016 atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi 

Dana Darurat Tahun Anggaran 2016 ditetapkan setelah peraturan 

daerah tentang APBD Tahun Anggaran 2016 ditetapkan, maka 

pemerin tah daerah harus menyesuaikan alokasi dana darurat 

dimaksud dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya 

ditampung dalam peraturan daerah tentang perubahan APBD Tahun 

Anggaran 2016 atau dicantumkan dalam LRA bagi pemerintah 
daerah yang tidak melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 

2016 dengan terlebih dahulu melakukan perubahan peraturan 

kepala daerah tentang penjabaran APBD Tahun Anggaran 2016 

dengan pemberitahuan kepada Pimpinan DPRD. 

Dana darurat diberikan pada tahap pasca bencana untuk mendanai 

perbaikan fasilitas umum untuk melayani masyarakat sebagaimana 

ditegaskan dalam Pasal 296 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014. 



2) lndikator Kinerja dan Klasifikasi Belanja 

a. Indikator Kinerja 

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dari suatu kegiatan yang 
menggambarkan tingkatan pencapaian suatu sasaran atau tujuan 
yang telah ditetapkan dalam Renstra. 

IU(A.SKPO 2.2. I 
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BELANIA 

maka belanja langsung harus merniliki kode program dan kode 
kegiatan, Belanja langsung dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 

2.2.1. 
d. Belanja Tidak Langsung menurut jenis belanja terdiri dari Belanja 

Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja 
Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan, dan Belanja 
Tidak Terduga, 

e. Khusus untuk PPKD (BPKAD) belanja tidak langsung dianggarkan 

dengan 7 (tujuh) jenis belanja yang lengkap pada Forrnulir RKA-SKPD 
2.1. Sedangkan untuk SKPD (SKPD selain BPKAD), belanja tidak 

langsung hanya Belanja Pegawai, dan diluar belanja tidak langsung 
adalah Belanja Langsung yang penganggarannya dituangkan dalam 

Formulir RKA-SKPD 2.2.1. 

f. Belanja Langsung memiliki 3 (tiga) jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, 
Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal. 

g. Diagram alur (flowchart) untuk mengidentifikasi belanja ke dalam 

kelompok belanja, dapat dilihat di bawah ini: 

an tersebut. Karena berkaitan dengan program dan kegiat 

merupakan konsekuensi karena adanya suatu program atau kegiatan 



2) Keluaran (Output) 

Tolak ukur kinerja berdasarkan produk (Barang atau Jasa) yang 

dihasilkan dari program · atau kegiatan sesuai masukan yang 
digunakannya, misalnya: 
a. panjang saluran irigasi yang dibangun (m); 
b. panjangjalan yang dibangun (km; 

c. luas areal sawah yang dicetak (hektar]; dan 

d. jumlah orang yang mengikuti pelatihan (orang), dsb. 

3) Hasil (Outcomes) 

Tolak ukur kinerja yang berdasarkan tingkat keberhasilan yang 
dapat dicapai berdasarkan keluaran kegiatan yang telah 
dilaksanakan, misalnya. 

a. jumlah anak sekolah yang dapat ditampung. 
b. peningkatan jumlah luas sawah yang beririgasi teknis. 

c. jumlah penduduk yang memperoleh pelayanan kesehatan, dsb. 

Indikator Kinerja hendaknya : 
a. spesifik dan jelas; 

b. dapat diukur secara obyektif; 
c. dapat dicapai, penting, dan harus berguna untuk 

menunjukan pencapaian keluaran, hasil, manfaat, dan 
dampak; 

d. harus cukup fleksibel dan sensitif terhadap perubahan; dan 

e. efektif, yaitu dapat dikumpulkan, diolah, dan dianalisis 
datanya secara efisien dan efektif. 

Untuk penilaian kinerja digunakan ukuran penilaian yang didasarkan 

pada indikator sebagai berikut: 

1) Masukan (Input) 

a. Tolak ukur kinerja berdasarkan tingkat atau besaran sumber- 
sumber, baik Sumber Dana, Sumber Daya Manusia, Material, 
Teknologi dan sebagainya yang dilaksanakan untuk 
melaksanakan program atau kegiatan. 

b. cantumkan Jumlah Dana untuk setiap jenis masukan; 

c. identifikasi .Jurnlah Sumber Daya Manusia yang diperlukan 
dalam pelaksanaan kegiatan, baik jumlah pengelola maupun 
yang dikelola bila ada (contoh: peserta pelatihan). 



b. Klasifikasi Belanja Daerah 

Klasifikasi belanja daerah merrurut kelornpok belanja adalah sebagai 

berikut: 

1) Belanja Tidak Langsung 

Belanja Tidak Langsung menurutjenis belanja terdiri dari: 

a) Belanj a Pegawai 
( 1} Belanja pegawai merupakan belanja kompensasi, dalarn 

bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang 
diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan 
sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, tennasuk 

di dalamnya uang representasi dan tunjangan pimpinan 

dan anggota DPRD serta gaji dan tunjangan Bupati dan 

Wakil Bupati serta penghasilan dan penerimaan lainnya 
yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) Belanja Gaji clan Tunjangan dihitung berdasarkan 

ketentuan peraturan kepegawaian yang berlaku. 
(3) Gaji dan segala jenis tunjangan lainnya dianggarkan 

berdasarkan daftar gaji bulan September 2014 dikali 14 
bulan kecuali tunjangan beras, ditambah Accres maksimum 
2,5 %. 

(4) Belanja Pegawai supaya diperhitungkan rencana kenaikan 

Gaji Pokok untuk pembayaran gaji ketigabelas terrnasuk 
dalam rangka pengisian Forrnaai Pegawai dalarn Tahun 

2015 dan untuk CPNS dihitung penuh sebagai PNS. 

(5) Fonnasi pejabat struktural yang belum terisi pada tahun 
2014 tetap dianggarkan penuh, 

(6) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi 

Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, Pirnpinan dan 
Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada APBD Tahun 
Anggaran 2016 dengan mempedornani Undang-Undang 

Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 
Nasional, Undang-Undang Nornor 24 Tahun 2011 tentang 

Sadan Penyelenggara J aminan Sosial (BPJS) dan Peraturan 

Presiden Nomor 12 Tahun 2013 ten tang Jaminan 

Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden 
Nomor 111 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas Presiden 
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. Terkait 

dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk 



pengembangan cakupan penyelenggaraan jaminan 

kesehatan bagi Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah, 

Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD di luar cakupan 
penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh 
BPJS, tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD. 

(7) Penganggaran penyelenggaraan jaminan kecelakaan kerja 

dan kematian bagi Kepala Daerah/Wakil · Kepaia Daerah, 

Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD dibebankan pada 

APBD dengan mempedomani Undang-Undang Nomor 40 
Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, 

Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2013 tentang 
Perubahan Kesembilan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 

14 Tahun 1993 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan 

Sosial Tenaga Kerja dan Peraturan Presiden Nomor 109 

Tahun 2013 ten tang Penahapan Kepesertaan Program 

Jaminan Sosial. 
(8} Penganggaran .Tambahan Penghasilan PNSD harus 

memperhatikan kemampuan keuangan daerah dengan 

persetujuan DPRD sesuai amanat Pasal 63 ayat (2) 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005. Kebijakan 
dan penentuan kriterianya ditetapkan terlebih dahulu 

dengan peraturan kepala daerah sebagaimana diatur dalam 
Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nornor 13 Tahun 

2006, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011. 
(9) Penganggaran Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah 
Nornor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan 

Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak Daerah dan 

Retribusi Daerah. 

(10) Tunjangan profesi guru PNSD · dan dana tambahan 

penghasilan guru PNSD yang bersumber dari APBN Tahun 
Anggaran 2015 melalui dana transfer ke daerah 

dianggarkan dalarn APBD pada jenis belanja pegawai, dan 

diuraikan ke dalam obyek dan rincian obyek belanja sesuai 

dengan kode rekening berkenaan. 
(11) Anggaran untuk Tenaga Harian Lepas Sukarela (THLS} 

dianggarkan dalam RKA-SKPD masing-masing. 



d) Belanja Hibah 

(1) Hibah adalah pemberian uang, barang/jasa dari Pemerintah 

Daerah kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah lainnya, 

Perusahaan · Daerah, masyarakat dan organisasi 
kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukkannya, 'bersifat tidak wajib dan tidak rnengikat, 

serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk 
menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah. 

(2) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD 

sedangkan hibah berupa barang/jasa dicantumkan pada 

RKA-SKPD masing-masing. 

(3) RKA·PPKD dan RKA-SKPD seoagaimana dimaksud pada 
angka (2) menjadi dasar penganggaran hibah dalam APBD 

c) Belanja Subsidi 
Pemerintah daerah dapat menganggarkan belanja subsidi 

kepada perusahaan/ lembaga tertentu yang menyelenggarakan 

pelayanan publik, antara lain dalam bentuk penugasan 
pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Umum (Public Service 

Obligation). Belanja Subsidi tersebut hanya diberikan kepada 
perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual dari hasii 

produksinya terjangkau oleh masyarakat yang daya belinya 

terbatas. Perusahaan/ lembaga tertentu yang diberi subsidi 

tersebut menghasilkan produk yang merupakan kebutuhan 
dasar dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Sebelum 
belanja subsidi tersebut dianggarkan dalam APBD Tahun 
Anggaran 2016, perusahaari/ lembaga penerima subsidi harus 

terlebih dahulu dilakukan audit sesuai dengan ketentuan 

pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara 

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah 

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 21 Tahun 2011. 

b) Belanja Bunga 
Belanja bunga digunakan untuk menganggarkan pembayaran 

bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang 

(principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka 

pendek, jangka menengah, danjangka panjang. 



ij Belanja Bagi Hasil 

{1) Belanja bagi hasil digunakan untuk menganggarkan dana 
bagi hastl yang bersumber dari pendapatan Pemerintah 
Daerah kepada Pemerintah Desa atau kepada Pemerintah 
Daerah lainnya sesuai dengan ketentuan perundang- 

undangan. 

e) Belanja Bantuan Sos~al 
(1) Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang, 

barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, 

kelornpok dan/ atau masyarakat yang sifatnya tidak secara 

terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 

dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. 
(2) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD 

sedangkan bantuan sosial berupa barang dicantumkan pada 

RKA-SKPD masing-rnasing. 

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada 
angka (2) menjadi dasar penganggaran bantuan sosial dalam 

APBD sesuai peraturan perundang-undangan. 

(4) Penganggaran belanja bantuan sosial yang bersumber dari 

APBD mempedomani peraturan kepala daerah yang telah 

disesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari 
APBD, serta peraturan perundang-undangan lain di bidang 
ban tuan sosial. 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 

Tahun 2011 ten tang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 

Sosial Yang Bersumber dari APBD, sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 
2012 ten tang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian 

Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber dari APED, serta 
peraturan perundang-undangan lain di bidang hibah. 



g) Belanja Bantuan Keuangan 

(1) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan 

bantuan keuangan yang bersifat umurn atau khusus dari 

Provinsi kepada Kabupaten, Pemerintah Desa, dan kepada 

Pemerintah Daerah lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten 
kepada Pemerintah Desa, dan Pemerintah Daerah lainnya 

dalam rangka. pemerataan dan/atau peningkatan 

kemampuan keuangan dan kepada partai politik. 

(2) Pemerintah provinsi atau pemerintah kabupaten/kota dapat 

menganggarkan bantuan keuangan kepada pemerintah 

daerah lainnya yang didasarkan pada pertimbangan untuk 

mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan 
urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia alokasi 

dananya dan/atau menerima rnanfaat dari pemberian 

bantuan keuangan tersebut, sesuai kemampuan keuangan 

masing-masing daerah. 

{3) Pernberian bantuan keuangan dapat bersifat umum dan 
bersifat khusus. Bantuan keuangan yang bersifat umum 
digunakan untuk rnengatasi kesenjangan fiskal dengan 

rnenggunakan formula antara lain variabel: pendapatan 

daerah, jumlah penduduk, jumlah penduduk miskin dan luas 

wilayah yang ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

Bantuan keuangan yang bersifat khusus digunakan untuk 

membantu capaian kinerja program prioritas pemerintah 
daerah penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan 

pemerintahan yang rnenjadi kewenangan penerima bantuan, 

(2) Penganggaran dana Bagi Hasil Pajak Daerah yang bersumber 

dari pendapatan pemerintah provinsi kepada pemerintah 
kabupaten/kota harus mempedomani Undang-Undang 

Nomor 28 Tahun 2009. Tata cara penganggaran dana bagi 

hasil tersebut harus memperhitungkan rencana pendapatan 

pajak daerah pada Tahun Anggaran 2016, sedangkan 

pelampauan target Tahun Anggaran 2015 yang belum 
direalisasikan kepada pemerintah kabupaten/kota ditampung 
dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016 atau 

dicantumkan dalam LRA bagi Pemerintah Daerah yang tidak 

melakukan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016. 



Pemanfaatan bantuan keuangan yang bersifat khusus 

ditetapkan terlebih dahulu oleh pemberi bantuan. 

(4) Bantuan keuangan kepada partai politik dianggarkan pada 

jenis belanja bantuan keuangan, obyek belanja bantuan 

keuangan kepada partai politik dan rincian obyek belanja 

nama partai politik penerima bantuan keuangan. Besaran 

penganggaran bantuan keuangan kepada partai politik 

berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 

24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 

Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan 

La po ran Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan 

Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 

Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara 

Penghitungan, Penganggaran Dalam APED, Pengajuan, 
Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan 

Bantuan Keuangan Partai Politik. 
(5) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 72 ayat (1) huruf b dan ayat 

(2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, pernerintah 

kabupaten/kota menganggarkan alokasi dana untuk desa 

dan desa adat yang diterima dari APBN dalam jenis belanja 

bantuan keuangan kepada pemerintah desa dalam APBD 
kabupaten/ kota Tahun Anggaran 2015 untuk membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan serta 

pernberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. 

(6) Selanjutnya, pemerintah provinsi dan kabupaten/kota dapat 

memberikan bantuan keuangan lainnya kepada pemerintah 

desa, sebagairnana diatur dalam Pasal 72 ayat (1) huruf e 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. 

(7) Dari aspek teknis penganggaran, dalam APBD pemberi 

bantuan keuangan, belanja bantuan keuangan tersebut 

hams diuraikan daftar nama pemerintah daerah/ desa selaku 

penerima ban tuan keuangan sebagai rincian o byek penerima 

bantuan keuangan sesuai kode rekening berkenaan. 



' 
kode rekening berkenaan. 

masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka pernberian 

hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau 

penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja tersebut 

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa sesuai 

7. Penganggaran belanja barang pakai habis disesuaikan 

dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan 

tugas dan fungsi SKPD, jumlah pegawai dan volume 

pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan 

barang Tahun Anggaran 2014. 

8. Penganggaran penyelenggaraan jaminan kesehatan bagi fakir 

miskin dan orang tidak mampu sesuai dengan Undang- 
Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 
Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 
tentang Penerima Bantuan Juran Jaminan Kesehatan dan 

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 sebagaimana 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013, 

yang tidak menj adi cakupan penyelenggaraan jarninan 

kesehatan melalui BPJS yang bersumber dari APBN, 

pemerintah daerah dapat menganggarkannya dalam bentuk 
program dan kegiatan pada SKPD yang menangani urusan 

kesehatan pernberi pelayanan kesehatan. 

9. Penganggaran belanja yang bersumber dari dana kapitasi 

Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan 

Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah yang belum 
menerapkan PPK-BLUD mempedornani Peraturan Presiden 

Nomor 32 Tahun 2014, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 

19 Tahun 2014 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan 

Kesehatan Nasional Untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan 
Dukungan Biaya Operasional Pada FKTP Milik Pemerintah 

Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 

900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014. 

10. Penganggaran Pajak Kendaraan Bennotor dan Bea Balik 

Nama Kendaraan Bennotor milik pemerintah daerah 

dialokasikan pada masing-masing SKPD sesuai amanat Pasal 
6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan 
besarannya sesuai dengan masing-masing peraturan daerah. 

11. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak ketiga/ 



12. Pengadaan barang/jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, 
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa. 

13. Pengadaan barang/ jasa yang akan diserahkan kepada pihak 

ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran berkenaan, 
dianggarkan pada jenis belanja barang dan jasa dengan 
mempedomani pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang- 
Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nornor 32 Tahun 2011, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Menteri Dalarn Negeri Nomor 39 Tahun 

2012, serta peraturan perudang-undangan lain dibidang 

hibah dan bantuan sosial. 
Pengadaan belanja barang/ jasa yang akan diserahkan 
kepada pihak ketiga/ masyarakat pada tahun anggaran 

berkenaan dimaksud dianggarkan sebesar harga 

beli/bangun barang/ jasa yang akan diserahkan pada pihak 

ketiga/ masyarakat ditambah seluruh belanja yang terkait 

dengan pengadaan/ pembangunan barang/ jasa sampai siap 

diserahkan. 

14. Penganggaran belanja perjalanan dinas dalam rangka 

kunjungan kerja 'dan studi banding, baik perjalanan dinas 

dalam negeri rnaupun perjalanan dinas luar negeri, 

dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya 

dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan 

dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi 
kebijakan pemerintah daerah, Hasil kunjungan kerja dan 

studi banding dilaporkan sesuai peraturan perundang- 

undangan. Khusus penganggaran perjalanan dinas luar 

negeri berpedoman pada Instruksi Presiden Nornor 11 Tahun 

2005 tentang Perjalanan Dinas Luar Negeri dan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang 

Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi 

Pejabat/Pegawai di lingkungan Kementerian Dalarn Negeri, 

Pemerintah Daerah, dan Pimpinan serta Anggota DPRD. 

15. Dalam rangka · memenuhi kaidah-kaidah pengelolaan 

keuangan daerah, penganggaran belanja perjalanan dinas 
harus mernperhatikan aspek pertanggungjawaban sesuai 

biaya riil atau lurnpsum, khususnya untuk hal-hal sebagai 

berikut: 



a. Sewa kendaraan dalam kota dibayarkan sesuai dengan 
biaya riil, Komponen sewa kendaraan hanya diberikan 

untuk Bupati, Wakil Bupati dan Pimpinan DPRD 

Kabupaten; 

b. Biaya transportasi dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 
c. Biaya penginapan dibayarkan sesuai dengan biaya riil; 

d. Dalam hal pelaksana perjalanan dinas tidak 
menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan 

lainnya, kepada yang bersangkutan diberikan biaya 

penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif 

hotel di kota tempat tujuan sesuai dengan tingkatan 
pelaksana perjalanan dinas dan dibayarkan secara 

lump sum. 

e. Uang harian dan uang representasi dibayarkan secara 

lumpsum. 

16. Standar satuan harga perjalanan dinas ditetapkan dengan 
Keputusan Kepala Daerah, dengan mernpedomani besaran 
satuan biaya yang berlaku dalam APBN sebagaimana diatur 
dengan peraturan perundang-undangan. 

1 7. Penyediaan . anggaran untuk perj alanan dinas yang 

mengikutsertakan non PNSD diperhitungkan dalarn belanja 

perjalanan dinas.: Tata cara penganggaran perjalanan dinas 

dimaksud rnengacu pada ketentuan perjalanan dinas yang 
ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. 

18. Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, 
bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan 

pengernbangansumber daya manusia Pimpinan dan Anggota 

DPRD serta pejabat/staf pemerintah daerah, yang tempat 

penyelenggaraannya di luar daerah harus dilakukan sangat 
selektif dengan mempertimbangkan aspek-aspek urgensi dan 

kompetensi serta manfaat yang akan diperoleh dari 
kehadiran dalarn pendidikan dan pelatihan, bimbingan 
teknis atau sejenisnya guna pencapaian efektifitas 

penggunaan anggaran daerah. Dalam rangka orientasi dan 

pendalaman tugas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten 

agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalarn Negeri 

Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan 

Pendalaman Tugas Anggota DPRD Kabupaten 
sebagaimana · diubah dengan Peraturan Menteri Dalam 



2) Belanja Langsung 

Belanja Langsung merturut jenis belanja terdiri dari: 

a) Belanja Pegawai 

Dalam rangka meningkatkan efisiensi anggaran daerah, 

penganggaran honorarium bagi PNSD dan Non PNSD 

memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas 

dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan sesuai dengan 

ke butuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka 

mencapai target kinerja kegiatan dimaksud. Belanja pegawai 

pada kelompok belanja langsung digunakan untuk pengeluaran 

honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan 
Pemerintah Daerah yang besarannya diatur dalam Standar 
Biaya Umum (SBU). 

b) Belanja Barang dan Jasa 

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan 

pengadaan barang yang nilai rnanfaatnya kurang dari 12 [dua 

belas) bulan dan/ atau pemakaian jasa dalam melaksanakan 
program dan kegiatan pemerintahan daerah, termasuk barang 

yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat atau pihak 
ketiga. 

1. Pembelian/pengadaan barang dan/atau pemakaian jasa 

mencakup belanja barang pakai habis, bahan/material, jasa 

kantor, premi asuransi, perawatan, kendaraan bermotor, 

cetak/penggandaan, sewa rumah/gedung/gudang/parkir, 
sewa sarana mobilitas, sewa alat berat, sewa perlengkapan 

h) Belanja Tidak Terduga 

{ 1) Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara 

rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun 
Anggaran 2015 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan 

yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, diluar 

kendali dan pengaruh pemerintah daerah. Belanja tidak 

terduga merupakan belanja untuk mendanai kegiatan yang 

sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan terjadi berulang, 

seperti kebutuhan tanggap darurat bencana, penanggulangan 

bencana alam dan bencana sosial, yang tidak tertampung 

dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun Anggaran 
2016, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan 

daerah tahun-tahun sebelumnya. 



dan peralatan kantor, makanan dan rmnuman, pakaian 

dinas dan atributnya, pakaian kerja, pakaian khusus dan 

hari-hari tertentu, perjalanan dinas, perjalanan dinas pindah 
tugas dan pemulangan pegawai, jasa instruktur/narasumber; 

2. Pembelian/pengadaan barang diklasifikasikan ke dalam 

belanja barang dan jasa apabila harga satuan barang 

tersebut lebih kecil dari Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu 

Rupiah). Pengecualian dilakukan atas barang yang menurut 
klasifi.kasinya masuk ke dalam kelompok belanja modal 

sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Barang tersebut harus diklasifikasikan ke dalam kelompok 

belanja modal walaupun nilai satuannya lebih kecil dari 

Rp.500.000,00 (Lima Ratus Ribu Rupiah); 
3. Belanja pemeliharaan yang termasuk ke dalam jenis belanja 

barang dan jasa adalah belanja pemeliharaan untuk 

mempertahankan fungsi pelayanan minimal dari aset milik 

Pemerintah Daerah. Namun dernikian, tidak termasuk 

pemeliharaan yang merupakan rehabilitasi berat sehingga 

aset milik Pemerintah Daerah bertambah fungsi, manfaat, 

serta umur ekonornisnya. Untuk pemeliharaan aktiva tetap 
berwujud batas minimum kapitalisasi menyesuaikan dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 

Standar Akuntansi Pemerintahan; 

4. Dalam rangka penganggaran pemeliharaan barang milik 
daerah mengacu pada Rencana Kebutuhan Pemeliharaan 

Barang Milik Daerah (RKPBMD) yang telah disampaikan 

kepada Bu pati Lampung Selatan melalui Pengelola Barang. 

5. Pemberian jasa .narasumber/tenaga ahli dalam kegiatan 

dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa dengan 
menambahkan obyek dan rincian obyek belanja baru serta 
besarannya ditetapkan dengan keputusan kepala daerah. 

6. Penganggaran uang untuk diberikan kepada pihak 

ketiga/ masyarakat hanya diperkenankan dalam rangka 

pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan 

atau penghargaan atas suatu prestasi. Alokasi belanja 

tersebut dianggarkan pada jenis Belanja Barang dan Jasa 
sesuai kode rekening berkenaan. 



3. Dalam rangka penganggaran belanja modal mengacu pada 

Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) yang 

telah disampaikan kepada Bupati Lampung Selatan melalui 

Pengelola Barang. 

4. Pemerintah daerah harus memprioritaskan alokasi belanja 

modal pada APBD Tahun Anggaran 2015 untuk 

2. Khusus untuk pengadaan aset tetap berwujud pada Program 
dan Kegiatan Wajib yang harus ada disetiap Satuan Kerja 

Perangkat Daerah, jika biaya-biaya yang timbul dalam rangka 

perolehan aset dimaksud diperuntukkan untuk beberapa 
kegiatan atau pengadaan maka belanja tersebut dianggarkan 

dalam jenis belanja pegawai at.au barang dan jasa; 

pengawasan; 

c) Belanja Modal 

1. Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau 

pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai 
manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan 

dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, 

peralatan dan rnesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan 

jaringan, dan aset tetap lainnya dianggarkan senilai harga 

beli atau bangun ditambah dengan biaya perencanaan dan 

Negeri Nomor 34 Tahun 2013 ten tang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 

tentang Pedornan Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota 

DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. 
19. Penganggaran untuk penyelenggaraan kegiatan rapat, 

pendidikan clan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya 

diprioritaskan untuk menggunakan fasilitas aset daerah, 

seperti ruang rapat atau aula yang sudah tersedia milik 

pemerintah daerah. 
20. Penganggaran pemeliharaan barang milik daerah yang 

berada dalam penguasaannya mempedomani Pasal 46 ayat 

(1) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Pasal 48 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah. 



8. Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran 

yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap berwujud 
yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan 

untuk digunakan · dalam kegiatan pemerintahan. Nilai aset 

7. Penganggaran pengadaan tanah untuk kepentingan umum 

mempedomani Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 

ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 

Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2014 

tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 

2012 ten tang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi 
Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dan Peraturan 

Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya 

Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan 

Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan 

Umum Yang Bersumber Dari APBD. 

6. Khusus penganggaran untuk pembangunan gedung dan 

bangunan milik daerah mempedomani Peraturan Presiden 

Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan 
Gedung Negara. 

pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana 

yang terkait dengan peningkatan pelayanan dasar kepada 

masyarakat. 

5. Penganggaran untuk pengadaan kebutuhan barang milik 

daerah dan pemeliharaan barang milik daerah menggunakan 

dasar perencanaan kebutuhan dan pemeliharaan barang 

milik daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Peraturan 

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 dan Pasal 7 Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007. Selanjutnya, 
untuk pengadaan barang milik daerah juga memperhatikan 

standar sarana. dan prasarana kerja berdasarkan Peraturan 

· Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang 

Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan 

Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja 

Pemerintahan Daerah. 



2) Klasifikasi Pembiayaan 

Klasifikasi pembiayaan daerah menurut kelompok pembiayaan daerah 

terdiri dari: 

a. Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Klasifikasi Penerimaan Pembiayaan Daerah menurut jenis penerimaan 

pernbiayaan terdiri dari: 

,VI. PENYUSUNAN ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH 

1) Petunjuk Umum 

a. Pembiayaan daerah hanya dianggarkan pada RKA Pejabat Pengelola 

Keuangan Daerah; 
b. Karena dalam penganggaran pembiayaan daerah tidak dikenal 

program dan kegiatan, maka kode program dan kegiatan ditulis 00; 

c. Penerimaan Pembiayaan Daerah dituangkan dalam Formulir RKA- 

PPKD 3.1 dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah dituangkan dalam 

Formulir RKA-PPKD 3.2. 

9. Segala biaya yang dikeluarkan setelah perolehan awal aset 

tetap (biaya rehabilitasi/ renovasi) sepanjang memenuhi nilai 

batas minimal kapitalisasi aset (kapitalization threshold), dan 
dapat memperpanjang masa manfaat atau yang dapat 

memberikan manfaat ekonomi dimasa yang akan datang 

dalam berntuk peningkatan kapasitas, atau peningkatan 

mutu produksi atau peningkatan kerja dianggarkan dalam 

belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I 

PSAP Nomor 7, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 

dan Pasal 53 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 

Tahun 2006, sebagaimana diubah beberapa kali terakhir 

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 

2011. 

tetap berwujud ~ang dianggarkan dalam belanja modal 

sebesar harga beli/bangun aset ditambah seluruh belanja 

yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai 
aset tersebut siap digunakan, sesuai maksud Pasal 53 ayat (1} 

dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 

2006, sebagairnana diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. 



Berdasarkan diagram di atas prosedur penyusunan RKA-SKPD adalah 

sebagai berikut: 

1) Setiap SKPD yang memiliki fungsi pengelolaan pendapatan daerah 

membuat Formulir RKA-SKPD 1 tentang Rincian Angaran 
Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Forrnulir RKA-SKPD 1 
memuat anggaran sampai rincian objek pendapatan daerah; 

RKA SKPD I '------- 

RKA SKPD 2.l - 

RKA SKPD z.i .r RKA Sl<PD 2.2 RKASKPD 

RKA SKPD3.l - 
RKA SKPD3.2 

~ 

VIl.PROSEDUR PENYUSUNAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN 
KERJA PERANGKAT DAERAH (RKA-SKPD) DAN BENTUK FORMULIR 
1. Prosedur Penyusunan RKA-SKPD 

f. Formulir RKA-SKPD 

b. Pengeluaran Pembiayaan Daerah 
Klasifikasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah menurut jenis 

pengeluaran pembiayaan terdiri dari: 
1) Pembentukan Dana Cadangan; 

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah; 

3) Pembayaran Pokok Utang; dan 

4) Pemberian Pinjaman Daerah. 

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

(SILPA); 
2) Pencairan Dana Cadangan; 
3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan; 

4) Penerimaan Pinjaman Daerah; 

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman; dan 

6) Penerimaan Piutang Daerah. 



2) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.1 tentang 

Rincian Angaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. Khusus untuk PPKD yaitu BPKAD (PPKD), anggaran 
belanja tidak langsung terdiri dari 8 (delapan) jenis belanja 

sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab V angka 1) huruf e, dan 

SKPD selain BPKAD hanya menganggarkan Belanja Pegawai. 

Formulir RKA-SKPD 2.1 memuat anggaran sampai rincian objek 

belanja daerah; 

3) Selanjutnya setiap SK.PD membuat Formulir RKA-SKPD 2.2.1 
tentang Rincian Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan 
Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Belanja langsung 

dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 terdiri dari belanja kegiatan 

standar dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan. Kegiatan 

standar memiliki kode program mulai dari nomor 01 sampai dengan 

14 dan kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan memiliki kode 

program mulai dari nomor 15 ke atas sesuai dengan kode program 

pada Urusan Pemerintahan dan Organisasi masing-masing SKPD. 

Formulir RKA-SKPD 2.2.1 memuat anggaran sampai rincian objek 

belanja daerah; 

4) Selanjutnya setiap SKPD membuat Formulir RKA-SKPD 2.2 tentang 

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan 

Kegiatan. Formulir RKA-SKPD 2.2 merupakan rekapitulasi dari 

Formulir RKA SKPD 2.2.1; 

5) Selanjutnya BPKAD selaku PPKD mernbuat Formulir RKA-SKPD 3.1 

ten tang Rincian Penerimaan Pembiayaan dan Formulir RKA-SKPD 
3.2 tentang Rincian Pengeluaran Pembiayaan. SKPD selain BPKAD 
tidak perlu membuat Forrnulir RKA-SKPD 3.1 dan Forrnulir RKA- 

SKPD 3.2. Formulir RKA-SKPD 3.1 dan Formulir RKA-SKPD 3.2 

memuat anggaran sampai rincian objek pembiayaan daerah; 

6) Selanjutnya dari seluruh formulir RKA-SKPD di atas direkapitulasi 

menjadi Formulir RKA-SKPD tentang Ringkasan Anggaran 
Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat 

Daerah. · Formulir RKA-SKPD memuat anggaran hanya sampai jenis 

pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. 



2) Berdasarkan diagram di atas, rancangan Perda APBD disusun 

berdasarkan seluruh RKA-SKPD yaitu RKA-SKPD non PPKD dan 

RKA-SKPD PPKD. Sedangkan RKA-SKPD baik RKA-SKPD non 

PPKD maupun RKA-SKPD PPKD disusun berdasarkan RKA Unit 

Kerja/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD), misalnya RKA-SKPD 

Dinas Pendidikan disusun berdasarkan rekapitulasi RKA-SKPD 

Dinas Pendidikan (anggaran Dinas Pendidikan di luar anggaran 

SMP dan SMA/ SMK) ditambah RKA-Unit Kerja SMP ditambah RKA- 

U nit Kerja SMA/SMK. RKA-SKPD Sekretariat Daerah disusun 
berdasarkan rekapitulasi RKA-Unit Kerja rnasing-rnasing Bagian 
pada Sekretariat Daerah; 

3) Program dan Kegiatan Standar 

a) Kegiatan standar dapat dianggarkan pada masing-masing Unit 

Kerja pada SKPD sepanjang hal tersebut memang diperlukan; 

b) Jumlah dan besaran kegiatan standar untuk masing-masing 
Unit Kerja diatur oleh Pengguna Anggaran; 

Rckapitulii.si RKA Se-Kabupaten 

RKA 
91DANG'BAClIAN 

RK.A 
BlDANG'BAOlAN 

RKA 
BIDANG'BAOl.AN 

RANCANOAN 
APBD RKA-SKPD 

RKA-UPTD 

RKA 
BIDANGr'BAGIAN 

RKA-SKPP 

RXA-tJPTD 

~kapitulDai RKA Tlngbt SKPD 

g. Rekapitulasi RK.A-SKPD tingkat SKPD dan Se-Kabupaten 

1) Berikut ini diagram penyusunan RKA-SKPD baik untuk tingkat 

SKPD maupun se-Kabupaten; 



c) Jumlah dan besaran kegiatan standar pada SKPD yang 

dituangkan dalam Formulir RKA-SKPD 2.2.1 merupakan 

rekapitulasi kegiatan standar dari RKA-SKPD Unit Kerja 2.2.1. 

4) Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan 

a) Unit Kerja pada SKPD tidak dapat menganggarkan kegiatan 

berdasarkan Urusan Pemerintahan apabila sudah dianggarkan 

oleh Unit Kerja yang lain; 

b) Bila suatu kegiatan berdasarkan Urusan Pemerintahan 

pelaksanaannya melibatkan banyak Unit Kerja pada suatu SKPD, 
maka penganggarannya hanya dilaksanakan oleh 1 (satu) Unit 

Kerja yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang paling 

mendekati atas kegiatan tersebut. 



• 
KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

~ - - --- --- 

RENCANA KER•A DAN ANGGARAN 
SATUAN KER•A PERANGKAT DAERAH 

[RKA-SKPDJ 

TAHUN ANGGARAN 2016 

Urusan Pemerintahan : x. xx .................. 

OrganlsasJ : x. xx. xx,,; .. , ..................... 

Pengguna Anggaran : 
a. Nama : . .. ········ 
b. NIP : c. Jabatan ............ 

• h••~••nll 

KODE NAMA FORMULIR 

RKA-SKPD Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Satuan Karja Perangk.at 

RKA-SKPD 1 Rincian Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah 
Daerah 

RKA-SKPD 2.1 Rindan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 

Rekapltulasl Rindan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Keglatan satuar 
RKA-SKPD 2.2 Kerja Perangkat Oierah 

RKA-SKPD 2.2.1 Rinclan Anggaran Belanja Langsung menurut Program dan Per Keglatan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah 

RKA-SKPD 3.1 Rlndan Peneriinaan Pembiayaan Daerah 

RKA-SKPD 3.1 Rindan Pengeluaran Pemblayaan Daerah 

2. · Format Forrnulir RKA-SKPD 

a. Sampul Depan RKA-SKPD 



NIP . 
,,.,,,,,, ,, t . 

Kallanda, .. 
KEPALA 5 KP D 

6 PEMBIAYAAAN 

S BELANJA 

2 1 

JUMLAH 
(RP) 

URAIA,_. KODE 
REKENING 

3 
4 PENDAPATAN 

Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan 
Satuan Kerja Perangkat Daerah 

: x. xx. xx . Organlsasl 

Urusan Pemerlntahan : X. XX . 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGG"RAN 2016 

RENCANA KERIA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

b. Formulir RKA-SKPD (Ringkasan Anggaran Pendapatan, Belanja dan 

Pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah) 



TANDA TANGAN NIP' JABATAN 

NIP .. 
........................................ 

Kalianda . 
KEPALA .. 

Keterangan 
TanggalPernbahasan 
Catatan Hasll Pembahasan 
1. 
2. 
Dst 

JUM~H PENDAPATAN 

5 3 

JUllLAH 
(RP) 

URAIAN 
RINCIAN PERHITUNGAN 

6=3x5 4 

KODE 
REKENING 

x. xx. )()( . Organisasl 

x. )(}( . Urusan Pemerintahan 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

c. Formulir RKA-SKPD 1 (Rincian Angaran Pendapatan Satuan Kerja 
Perangka t Daerah) 



N 

NIP .. 

icauanoa .. 
KEPALA .. 

JUMLAH 8ELANJA TIDAK LANGSU 

VRAUN KODE 
11.EICENING 

TAHUN 

2017 
TAHUN 201 .. 

Rlnclan Anggaran Belanja Tldak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah 

x, xx. xx . OrQanisasl 

x.xx . 

KABUPATEN lAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

d. Formulir RKA-SKPD 2.1 (Rincian Anggaran Belanja Tidak Langsung 
Satuan Kerja Perangkat Daerah) 



Ost 

NIP Nama No 
1 
2 

Tim An2garan Pemerintah Daerab 
JABATAN 

NIP .. 
.......... , ,,,,,,,, 

Kererangan 
Tanggal Pembahasan 
Catatan Ham Pcmbahasan 
I. 
2. 
Dst 

Kalianda, . 
KEPALA . 

fl - I lx'\\ 

KODE 
REKENING 

Jumlah Be ani a Lanesuna 

RINCIAN PERHTTIJNGAN nJMLAH 
Volume Satuan Harga Satuan (Rp) 

I 

URA IAN 

RINCIAN ANGGARAN BELANJA LANGSUNG 
MENURUT PROGRAM DAN PER KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

Kelompok Sasaran 

Hasil 
Keluaran 

Target Kinerja 

Masukan 

lndikator 
lndikator & Tolak Ukur Kinerja Belanja Langsung 

Tolak Ukur Kioerja 
Capaian Program 

Rp ' • ( ) 
Rp • ( ) 

: Rp - ( 4 ••••••••••••••• ) 

: x. xx x. xx. xx. xx. XXH . 
: x. xx. x. xx. xx. xx . 

Urusan Pemerlntahan 
Organisui 
Program 
Kcglatao 
Lokasl l{eelatan 
Jumlab Tabuo 2007 
Jumlab Tahun 2008 
Jurnlab Tahun 2009 

x.xx . 
X. XX. X. XX. XX . 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

e. Fonnulir RKA-SKPD 2.2.1 (Rincian Anggaran Belanja Langsung 

menurut Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah) 

http:xx.xx.xx


NIP··············-······ 

KaUanda, . 
ICEPALA .. 

lUMLAH 

&El.ANJA BAR.I.HG &. l 
TAHUNl017 

LO KASI 
KEG CATAN URAlAN 

TARG~~NEruA1--~~~~~~~~-=1AH==uN~n----~-----r--------t 
(ICUAMTITATIF) 1--------.-----=r=-:"---------r--------t 

Belanja Modal Jumlah PROCiRAM KEGIATAH 

KOOE 

Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan 
JUMLAH 

: x. xx. x. xx.. xx . Organisasl 

: x. xx . Urusan Pemertntallan 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

f. Fonnulir RKA-SKPD 2.2 (Rekapitulasi Anggaran Belanja Langsung Berdasarkan Program dan Kegiatan) 



No Nam a TANDA TANGAN ·NIP JABATAN 
1 
2 

dst 

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 

KETERANGAN 
TANGGALPEMBAHASAN 
CATATAN HASIL PEMBAHASAN 
1. 
2. 
dst 

NIP .. 
zrruner••••rr""""!J''"'""" 

KEPALA •••••••••••••• 
Kallanda, . 

JUMLAH PENERJMAAN PEMBIAYAA 

URAIAN Kode Rekenlng JUMLAH 
(RP) 

2 

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah 

Organisasi : X. XX. XX . 

Urusan Pemerlntahan : X. XX .••..........•....• 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN.2016 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

g. Fonnulir RKA-PPKD 3.1 (Rincian Penerimaan Pembiayaan) 



I 

KHERLANI 

Pj. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

TANDA TANGAN . NIP JABATAN Nam a No 
1 
2 

dst 

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH 

KETERANGAN 
TANGGALPEMBAHASAN 
CATATAN HASIL PEMBAHASAN 
1. 
2. 

dst. 

NIP . 
"Dini""""''''''''"'!!""""' 

KEPALA. ... 
Kalianda, 2016 

JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAA 

2 

JUMLAH 
(RP) 

URAIAN Kode Rekenlng 

3 

Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah 

Organisasi : X. XX. XX .. 

Urusan Pemerlntahan : X. XX . 

KABUPATEN LAMPUNG SELATAN 
TAHUN ANGGARAN 2016 

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN 
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH 

h. Formulir RK.A-SKPD 3.2 {Rincian Pengeluaran Pembiayaan) 



Otouoml 0.enh, Pemerlntahan Umum, Ad.In KeuDa, Pel'B.llgkat Daerah, Kepepwa.lan 
DEWAR PZRWAKILAN RAKYAT DABRAH 

DEWAN PERWAKII.O.N RAKYAT DAERAH 
BtJPAT'I DAii W.AXJI. BVPATI 

BUPATI DAN WAKIL BUPl\TI 

Keaatua.n BILllpa dll.ll Polltlk Dalam Negerl 
BADAH KESATUAH BAJfGSA DAN POLITlK 

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK 
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 

SATUAN POLIS! PAMONG PRAJA 
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 

Pcmuda d&ll Olah Rap 
DINAS PElllUl>A DAN OLAH RAGA 

DINAS PEMUDA DAN OLAH RAGA 

Pe11a.nam1U1 Modal 
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERlZINAN TERPADU 

SADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU 

K.operaal daD Uaaha Kecll Me11e11pb 
DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAH USAllA KECIL MENENGAH 

DINAS KOPERASI, PERINDUSTRIAN DAN USAHA KECIL MENENGAH 

Tenaga Kerja 
DrNAS TUAGA UR.IA DAN TRANSMlGRASl 

DlNAS TENAGA KERJA DAN TRANSMlGRASl 

Sostal 
DINAS SOSIAL 

DINAS SOSIAL 

Keluarga Bere11ca.na da11 Keluarga Sejahtera 
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

BADAN PEMBERDAYMN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA 

Kependudulwl daD Catatm Slpll 
DIMAS KEPERDtmU.KAlf DAN PENC.ATATAN SIPIL 

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL 

Llngkunp.n Hidup 
BADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 

SADAN LINGKUNGAN HIDUP DAERAH 
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMABAN 

DINAS KEBERSlHAN DAN PERTAMANAN 

Perhubunpu 
DrNAS PERHUBUNGAN 

DINA$ PERHUBUNGAN 

Pere11c1U1aan PcmhlLllguDILll 
BADAN PBRENCAifAAK PEMBANGUlfAN DAERAH 

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 

Pekerjaa.n Umum 
DINAS PEKERJAAN UMUM 

DIN'AS PEKERJA,AN UMUM 

Keae~taD 
DINAS KESEHATAN 

DINAS KESEHATAN 
RUMAH SAKIT 'UMUM DAERAH dr. Hi. BOB BAZAR, SKM 

RUMAH SAKJT UMUM DAERAH dr, Hi. 808 BAZAR, SKM 

Ul'U.an WaJlb 
Pe11dld.lkau 
DrNAS PENDlDIKAN 

DIN'AS PENDIDIKJ\.N 

1. 20 
1. 20. 1 
l. 20. 1. 1 
1. 20. 2 
l.20.2.l 

1 . 19 
1. 19. 1 
1.19.1.1 
1 . 19. 2 
1.19.2.l 
1. 19. 3 
1.19.3.1 

1 . 18 
1 . 18. 1 
1 . 18. 1 . 1 

1 . 16 
1 . 16. 1 
1 . 16 . 1 . 1 

1 . 15 
1 . 15. 1 
1.15.1.1 

1. 14 
1 . 14' 1 
1 • 14 . 1 . 1 

l . 13 
1 . 13 . 1 
1.13.1.1 

1. 12 
l . 12. l 
1.12.l.l 

1. 10 
1 • 10. 1 
1 . 10. 1 . 1 

1. 08 
1. 08. 1 
1.08.1.1 
1. 08. 2 
1.08.2.1 

1. 07 
1. 07. 1 
1. 07. 1. 1 

1. 06 
1.06.1 
1. 06. 1. 1 

1. 03 
1 . 03. 1 
1. 03. 1. 1 

1. 02 
1.02.1 
1.02.1.1 
1.02.2 
1 . 02 . 2 . 1 

1. 01 
1 . 01 . 1 
1 . 01 . 1 . 1 

LAMPIR,AB n ; PERATUR,AB BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOlllOR : A"2- TAHUN 2015 
TANOGAL: l 0 l-!OVl'M. bat 2015 

KODE DAJ( KLASlnKASI 
URUBAK PEllERUlTAH DABRAH, OROAZUSASI, DAH UNIT KER.IA 

KABUPATEN LAMPWIO SBLATAN TAlWW ANGGARAN 2016 



Uruaa.D Plllhan 
Pertania.D 
DlNAS PERKEBUNAN 

DINAS PERKEBUNAN 
OINAS PETERNAKAN 

DINAS PETER.NAKAN 
DIMAS PERTANIAl'I TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 

DlNAS PERTANlAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA 
BAD.AX PELAKSAlfA PENYULUBAlf PERTAl'IIAl'I PERIKANAN DAN KEHUTANAN 

BADAN PELAKSANA PENYULUHAN PERTANIAN PERIKANAN DAN KEHUTANAN 

Perp11atakaan 
BAD.Alf PERPUSTAKAAH DAN ARSIP DAERAH 

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH 

KoJDun.l.kMt da.ia Infonnatlk.a 
DINAS KOMUKIKASI DAN INFORMATIKA 

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 

Pembardaya.lU) Masyarakat dan Desa 
BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

SADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA 

Katahanan Pangan 
BADAN KETAHANAN PANGAN 

SADAN KETAHANAN PANGAN 

SEK,RETARIAT DAER.AH KABUPATEN 
SEKRETARlAT DAERAH KABUPATEN 

SEKRETARlAT DPRl> 
SEKRETARIA T DPRD 

DllWAS PENDAPATAN DAERAH 
DINAS PENDAPATAN DAERAH 

INSPEKTORAT 
INSPEKTORAT 

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH 
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH 

BAD.AK KEPEGAWAIAK PENDIDIKAK DAK LATIHAM 
SADAN KEPEGAWAIAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN 

SEKRETARlATDBWANPENGURUSKORPRI 
SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 

KECAMATAN RATAR 
KECAMATAN NATAR 

KECAMATAN TAl'l.JUBG BillTAl'IG 
KECAMATAN TANJUNG BINTANG 

KECAMATAN KALIAl'IDA 
KECAMATAN KALIANDA 

KECAMATAN SIDQMULYO 
KECAMATAN SlDOMULYO 

KECAMATAN KA.TIBUNG 
KECAMATAN KATIBUNG 

Kl!lCAMATAN PSl!a'fGAHAN 
KECAMATAN PENENGAHAN 

KECAMATAN PALAS 
KECAMATAN PAL.AS 

KECAMATAN JATI AGUNG 
KECAMATANJATIAGUNG 

KECAMATAN KETAPANG 
KECAMATAN KETAPANG 

KECAMATAN SRAGI 
KECAMATAN SRAGI 

KECAMATAN RAJ'ABASA 
KECAMATAN R.AJABASA 

KECAMATAN CAJIDIPURO 
KECAMATAN CANDlPURO 

Kl!lCAMATAN MERBAU MATARAM 
KECAMATAN MERBAU MATARAM 

KECAMATAN BAXA.UHENI 
KECAMATAN BAKAUHENI 

KECAMATAN TAN.JUBG SARI 
KECAMATAN TANJUNG SARI 

KECAMATAN WAY SULAN 
KECAMATAN WAY SULAN 

KECAMATAN WAY PANJI 
KECAMATAN WAY PANJl 

2 
2. 01 
2. 01 . 1 
2.01.l.l 
2. 01 . 2 
2.01.2.l 
2.01.3 
2.01.3.1 
2. 01. 4 
2. 01. 4. 1 

1. 26 
1. 26. 1 
1 . 26. 1 . 1 

l. 25 
1 . 25. l 
1 . 25 . 1 . 1 

l. 22 
1 . 22. ] 
1 . 22 . 1 . 1 

1 . 21 
1 . 21 . 1 
1 . 21 . 1 . l 

1. 20. 3 
1.20.3.1 
1. 20. 4 
1. 20. 4. 1 
1. 20. 5 
1 . 20. 5. 1 
1 . 20. 6 
1 . 20 . 6 . 1 
1 . 20. 7 
1 . 20 . 7 . 1 
1. 20. 7. 2 
1.20.8 
l. 20. 8. l 
1. 20. 9 
1. 20. 9. 1 
1. 20. 10 
1 . 20. 10. 1 
1 • 20. 11 
1 . 20. 11 . 1 
1 . 20. 12 
1 . 20. 12. 1 
1 . 20. 13 
1 . 20. 13. 1 
1. 20. 14 
1. 20. 14. 1 
1. 20. 15 
1 . 20. 15. 1 
1. 20. 16 
1 . 20. 16. 1 
1.20.17 
1.20.17.l 
1. 20. 18 
1 . 20. 18 . 1 
] . 20. 19 
1 . 20. 19 . 1 
1. 20. 20 
1.20.20.1 
1. 20. 21 
1. 20. 21 . 1 
1. 20. 22 
l.20.22.1 
1. 20. 23 
1. 20. 23. 1 
1. 20. 24 
1 . 20. 24. 1 
1. 20. 25 
1 . 20. 25. 1 
1 . 20. 26 
1 . 20. 26. 1 



KHERLANI 

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

Perdapnpn 
DINAS PERDAGAJi'GAJi' DAJi' PASAR 

DINAS PEROAGANGAN DAN PASAR 

Kelautan dan Peri.kanan 
DINAB KELAUTAR DAR PERIKAHAN 

DINAS KEU\UTAN DAN PERIKANAN 

Pariwlllata 
DINAS PARIWISATA DAB KEDUDAYAAB 

DlNAS PARIWISATA DAN KEBUDAYMN 

EDerld clan Sumbel'Un Milleral 
'DIRAS PltRTAMDANOAllt 'DAB eNBROI 

DINAS PERTJ\MBANGAN DAN ENERGI 

Kehutanan 
DINAS K,ElltJTA,NAN 

DINAS KEHUTANAN 

2 .06 
2. 06. l 
2.06.1.1 

2. OS 
2. 05. 1 
2. 05. 1 . 1 

2. 04 
2. 04. l 
2.04.1.1 

2.03 
2. 03. 1 
2.03.1.1 

2.02 
2. 02' 1 
2.02.1.1 

/( 



KHERLANI 

PJ. BUPATI LAMPUNG SELATAN, 

A set 

Kewajiban 
Ekuitas Dana 
Pendapatan 

Belanja 

Pembiayaan 
Non Anggaran 

Pendapatan-LO 
Be ban-LO 

2 
3 
4 

5 

6 

7 

8 
9 

SUSUNAlf AKUN KEUANGAN DAERAH 
KABVPATEN LAMPUNG SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2016 

LAMPlRAN tn: PERATURAN BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR 4"2 TAHUlf 2015 
TANGGAL: lO tJOVL~\,e.,.r 2015 



Program Pentngkatan Sarana dan Pnuarana Aparatur 

Pembangunan rumah jabatan 
Pem.bangunan rumah dinas 
Pembangunan gedung kantor 
Pengada.an mobil jabatan 
Pengada.an kendara.an dinas/ operasional 
Pengadaan. perlengkapan rum ah j abatan /din as 
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 
Pengadaan peralatan rumah jabatan/ dinas 
Pengadaan peralatan gedung kantor 
Pengadaan mebeulair 
Penge.daan Tanah 
Pemeliharaan ru tin /berkala rumah jabatan 
Pem.eliharaan rutin/berkala rumah dinaa 
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 
Pemeliharaan rutin/berkala mobiljabate.n 
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasiona.l 
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan rumah jabatan 
Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor 
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rurnah jabatan/dinas 
Pemeliharaan rutin/berkaJa peraJatan gedung kantor 
Pemeliharaan rutin/berkaJa meubelair 
Operasional KORSIK dan Pemeliharaan Alat 
Rehabilitaai sedmig/ berat rum ah jabatan 
Rehabilitaai sedang/berat rumah dinas 
Rehabilitaai sedmig/berat gedung kantor 
Rehabilitaai aedang/berat mobiljabatan 
Rehabilitaai sedang/berat kendaraan dinas/ opera&ional 
Penyediaan Jasa/Sewa Rumah Dinas 
Penataan dan Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Kcmunlkasi 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor (Bagian Umum) 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Kcndaraan Dinae/Operasional (Bagian Umumj 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor (Bagian Umum) 
Pmyediaan Jasa/Sewa Kantor 
Pmgamanan Aset Tanah 
Pemcliharaan rutin/berkala alat berat 

Program hlayanan Admintstra.i Pe,.lcantoran 
Penyed.iaari jaaa aurat menyurat 
Penyediaan jaea komunikaei, sumber daya air dan listrik 
Penyediaanjasa peralatan'der, perlengkapan kantor 
Penyediaan jaaa jaminan pemeliharaan kesehatan PNS 
Penyed.iaan jasa ja.minan barang milik daerah 
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasionaJ 
Penyediaanjasa adminietrasi keuangan 
Penyediaanjasa kebersihan kantor 
Penyediaan jasa perbaikan pera.latan kerja 
Penyedia.an Alat Tulia Kantor 
Penyedia.an barang cetakan dan penggandaan 
Penyediaan komponen instalasi listrik 
Penyediaan pera.latan dan perlengkapan kantor 
Penyediaan peralatan rumeh tangga 
Penyediaan behan bacaan dan peraturan perundang-undangan 
Penyedia.an bahan logist.ik kantor 
Penyediaan makanan dan minuman 
Rapat-rapat kordinasi dan konaultaai ke luar daerah 
Rapat-rapat kordinasi dan konsultaai ke dalam da.erah 
Penyedia.an Jua Kebersihan Rumah Jabatan 
Pengelolaan Administrasi Kepcgawaian 
Penyediaan Bahan Bacaan Koran dan Majalah 
Penyediaan Jasa Sewa Gedung 
Penyediaan Jasa Advetoriai, dan Penayangan Media Elektronik 
Penyediaan Jasa Sewa Kendaraan 
Penataueahaan kear eipan 

1.01 • 0:2 
1.01.02.01 
1.01. 02. 02 
1.01. 02. 03 
1.01. 02. 04 
1.01. 02. 05 
1.01. 02. 06 
1.01 . 02. 07 
1.01 . 02. 08 
1.01 . 02. 09 
1.01 . 02. 10 
1.01 '02. 11 
1.01 . 02. 12 
1.01 . 02 . 13 
1.01 . 02 . 14 
1.01 . 02. 15 
1.01 . 02. 16 
1.01.02.17 
1.01.02.18 
1.0 I . 02 . 19 
1.01 . 02 . 20 
1.01.02.21 
1.01 . 02. 22 
1.01. 02. 23 
1.01. 02. 24 
1.01. 02. 25 
1.01. 02. 26 
1.01. 02. 27 
1.01. 02. 28 
1.01'02. 29 
1.01. 02. 30 
1.01 . 02. 31 
1.01. 02. 32 
1.01. 02. 33 
1.01 . 02. 34 
1.01. 02. 35 

1.01. 01 
1.01 . 01 . 01 
i.01 . o 1 . 02 
i.01 . o 1 . 03 
i.01 . o 1 . 04 
1.01.01.05 
1.01.01.06 
1.01 . 01 . 07 
1.01. 01. 08 
1.01 . 01 • 09 
1.01 . 01 . 10 
1.01 . 01 . 11 
1.01 . 01 . 12 
1.01.01.13 
1.01 . 01 . 14 
1.01 . 01 . 15 
1.01. 01. 16 
1.01.01.17 
1.01 '01 ' 18 
1.01.01.19 
1.01. 01. 20 
1.01 . 01 . 21 
1.01.01.22 
l.01 . 01 . 23 
1.01.0l.24 
l.01.01.25 
l.Ol.Ol.26 

LAMPIRAN IV : PER,ATUR,Al'i BUPATI LAMPUNG SELATAN 
NOMOR TAHUN 2015 
TANGGAL; 2015 

KODE PROGRAM DAN KEGIATAN STANDAR 
KABUPATElf LAMPU?i'Q SELATAN TAHUX ANGGARAN 2016 



KHERLANI 

Pj, BWATI LAMPUNG SELATANt 

Program P•n,llUS'Unan Dokumsn hrencanaan dan Penganggaran 
Penyusunan RENSTRA SKPO 
Penyusunan RENJA SKPD 
Penyusunan RKA-SKPO 
Standar Operasional Prosedur 
Sistern Pengendalian Intern 
Standar Pelayanan Publik 

Program Pengadaon Sllllrana ln,fonriaat 6atuan KerjQ l'erangkae Dael"Clh 
Pembuatan Baliho 

Prognan .Pmdngkatan h"fl•mbanga.n St.Um Pelapomn Capalan Kfneija dan Keuangan 
Penyusunan le.poran capaian lcinerje. dan ikhtiaar realiaasi kinerja SKPD 
Pen)'\lsunan laporan keuange.n eemesteran 
Penyuaunan pelaporan prognosis rea1isasi e.nggaran 
Penyuaunan pelaporan keuangan akhir tahun 
Penataueahaan Barang Mililc Daerah 
Penyusunan dokumen program, kegiatan de.n angge.ran 

Program P•nfngkatan Kapaaltas :)umber Daya Apanrtur 
Pendidikan dan Pelatihan Fonnal 
Sosialisasi Peraturan Perundang undangan 
Bimbingan Tekriia lrnplernentasi Peraturan Perundang-undangan 
Peningkatan Jiwa Kesamaptaan Anggota Polisi Pamong Praje. 
Pendidikan dan Pelatihan Jabs.tan Fungsional 

Pro/lTfllft l'cUlfUta. .PtndaJW>uma Tuga.s PNS 
Pemulange.n pegawai yang pensiun 
Pemulangan pegawai yang tewa.s dalam melakaanakan tugas 
Pemindshan tugas PNS 
Pemberian Tali Asih Puma Bhe.kti PNS 

Progr-tirn Pentngkatan Dtatpltn Apanztur 
Pengadaan mesin e.baensi 
Penge.daan pakaian dinaa beserta perlengke.pe.nnye. 
Pengadaan pa)caie.n kerje. lapange.n 
Pengadaan pakaie.n KORPRI 
Penga.daan pakaie.n khueus heri-he.ri tertentu 
Operaaional PPNS den Evaluaai Abaensi SKPD Kabupaten Lampung Selatan 
Pengadaan Pakaian Linmas, Atribut/Perlengkapan 
Dokumenta.a.i Administraai Kepegawaian 

Sertifikasi Aset Tanah 
Pembangunan Sarana dan ?rasarana Telekomunikasi 
Pembangunan lnstalasi Listrik 
Pemeliharaan Rutin/Berkala lnstale.si Listrik, Air de.n Telephon 

1.01. 08 
1.01 . 08 . 01 
1.01. OB. 02 
l.Ol.OB.03 
1.01 . 08. 04 
101 . 08. 05 
1.0 l . OB. 06 

1.01 • 07 
1.01. 07. 01 

1.01. 06 
1.01. 06. 01 
1.01. 06 '02 
1.01. 06. 03 
1.01. 06 '04 
1.01. 06. 05 
1.01. 06. 06 

1.01 • 05 
1.01 . 05. 01 
1.01.05.02 
1.01 . OS. 03 
1.01. 05. 04 
1.01. 05. 05 

1.01. 04 
1.01. 04. 01 
1.01. 04. 02 
1.01. 04. 03 
l.01. 04. 04 

1.01. 03 
1.01. 03. 01 
1.01 . 03. 02 
1.01. 03. 03 
1.01. 03. 04 
1.01.03.05 
1.01. 03. 06 
1.01. 03. 07 
1.01. 03. 08 

1.01 . 02 . 36 
1.01 . 02 . 37 
1.01 . 02. 38 
1.01 . 02 . 39 

1V 



Urusan Wajib 
Pendidlkan 

P.-ogram Pendtdtkan Anak Usta Dini 
Pernbangunan Gedung Sekolah 
Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 
Pembangunan Ruang Kelas Sekolah 
Penembahan Ruang Guru Sckolah 
Pembangunan Ruang Locker Siswa 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Olah Raga 
Pembangunan Sarana dan Praaarana bcrmain 
Pembangunan Ruang Seba Guna/ Aula 
Pembangunan Teman, Lapangan Upacara dan Fasilitas Parkir 
Pcmbangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah 
Pcmbangunan Ruang Ibadah 
Pcmbangunan Ruang Perpustakaan Sekolah 
Pembangunan Jaringan rnstalasi L.istrik Sekolah dan Perlcngkapannya 
Pembangunan sarana Air Bereih dan Sanita.si 
Pengadasn Buku-buku dan Alat Tulis Siswa 
Selekel dan Pcngiriman Magang bagi Tenaga Pcndidik PAVO 
Pengadaan Pakaian Olah Raga 
Pengadaan Alat Praktik dan Pera.gs. Siswa 
Pengadaan Meubcllaii Sekolah 
Pcnga.daan Perlengkapan Sekolah 
Pengadaan Alat rumah Tangga Sekolah 
Pengadaan Sarana Mobilitas Sekolah 
Perncliharaan Rutin /Berka.la Bangunan Sekolah 
Perneliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Kelas Sckolah 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Guru Sekolah 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Locker Siswa 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarena dan Prasarana Olah Raga 
Pemellharaan Rutin/Berkala Sarana dan Prasa:rana Bermain 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Scrba Guna/ Aula 
Pemeliha.raan Rutin/Berkala Taman, Lapanpn Upacara dan Fasilitaa Parkir 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Ruang Unit Keaehatan Sekolsh 
Pemelihataan Rutin/~kala Ruang Iba.dab 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Perpustakaan Sckolah 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jaringan lnstalasi t.istrik Sekolah dan Perlengkapannya 
Perneliharaan Rutin/Berkala Sarans Air Bereih dan Sanitary 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat Praktik dan Pcraga Siswa 
Pemeliharaan Ru tin/Berk.ala Meubeleir Sekolah 
Pcmeliharaan Rutin/Berkala Pcrlengkapan Sekolsh 
Pcmeliharaan Rutin/Berkala Alat Rumsh Tangga Sekolah 
Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana Mobilitas Sekolah 
Rehabilitasi Sedang/Serat Elangunan Sekolah 
Rehabilitasi Sedang/Berat Rumah Dlnes Kcpala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah 
Rchabilitasi Sedang/Berat Asrema Siswa 
Rehabtlitasl Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah 
Rchabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru Sekolah 
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Locker Siswa 
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarena Olah Raga 
Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Bennain 
Rehabilitaei Sedang/Berat Ruang Seba Guna/ Aula 
Rehabilitasi Sedang/Berat Taman, Lapangan Upacara dan Faailitas Parkir 
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah 
Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang lbadah 
Rehabilitasi Sedang/Berat Perpuetakaan Sekolah 
Rchabilitasi Sedang/ Berat jarinpn lnetalaai L.i.atrik Sckolah dan Perlengkapannya 
Rehabilitasi. Scdang/Berat Saran.a Afr Beraih dan Sanitary 
Pelatihan Kompetensi Tenaga Pendidik 
Pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini 
Penyelenggarean Pendidikan Anak Usia Dini 
Pengembangan Data dan lnformasi Pendidikan Anak Usia Dini 
Penyw su nan kebijakan pendidikan anak ueia dini 
Pen emban an kurikulum bahan a'ar dan modal embela'aran endidikan anak usia dini 
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Monitoring dan Evaluasi Dana Rintisan Penyelenggaraan Proaea Pembelajaran Pendidikan Siswa PAUD 

Beasiswa Sl Tenaga Pendidik PAUD 
Lomba dan Penilaian Gugua PAUD 
MagangPAUD 
Pelatihen Data Pokok Pendidikan PAUD {OAPODl:K PAUD) Online 
Apresiasi Bunda PAUD 
Pengembangan Kreatilitas Anak Melalui Rumah Pintar 
Penyediaan kebutuhan alat pennainan edukatif (APE) Paud 
Pembangunan gedung sekolah 
Pembanguan rumah dinas kepala aekolah, guru dan penjaga aeko!ah 
Pembangunan ruang kelas aekolah 
Penarnbahan ruang guru aekolah 
Pembengunan laboratorium dan ruang praktlkum sekolah 
Pembangunan ruang locker siswa 
Pembangunan sarana dan prasarana oleh raga 
Pembangunan ruang aerba guna/aula 
Pembangunan taman, lapangan upacara dan Iaailitas parkir 
Pembengunan ruang unit kesehatan sekolah 
Pembangunan ruang ibadah 
Pembangunan perpuatakaan sekolah 
Pembangunanjaringan inatala.si listrik 
Pembangunan aarana air beraih dan sanitary 
Pengadaan buku~buku dan alat tulia siawa 
Pengadaan pakaian aeragam sekolah 
Pengadaan pakaian olahraga 
Pengadaan alat praktilc dan alat peraga Biawa 
Pengedaan meu beleur aekolah 
Pengadaan perlengkapan sekolah 
Pengadaan alat rumah tangga sekolah 
Pengadaan sarane mobilitas sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala bangunan sekolah 
Pemeliharaan rutin/bcrkala rumah dinaa sekolah, guru, penjaga sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang kelas sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang locker aiswa 
Pemeliharaan rutin/berkala sarana den praeerana olahraga 
Pemeliharaan rutin/berkala earana dan prasarana bermain 
Pemeliharaan nltin/berkala ruang serba guna/aula 
Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitas parkir 
Pemeliharaan rutin Zberkala ruang unit kesehatan eekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 
Pemeliha.raan rutin/berkalajanngan inatalaei liatrik sekolah dan perlengkapannya 
Pemeliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
Pemelibaraan rutin/berkala alat praktik dan peraga aiswa 
Pcmeliharaan rutin/berkala Meubeleur sekolah 
Pemelibaraan rutin/berkala pcrlengkapan aekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga ackolah 
Pcmeliharaan rutln/berkala sarana mobilitas aekolah 
Rehabilite.8 sedang/berat. bangunan selcolah 
Rehabilitaa aedang/berat Rumah dinaa kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
Rehabilitas sedang/berat asrama aiswa 
Rehabilitas aedang/berat ruang kelas sekolah 
Rehabilitaa aedang/berat ruang guru aekolah 
Rehabilitaa aedang/berat ruang locker si11wa 
Rehabilitaa sedang/berat aarana olah raga 
Rehabilitas sedang/berat sarana bermain 
Rehabilitae sedang/berat ruang serba guna/aula 
Rehabilitas aedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitaa parkir 
Rehabilitaa sedang/berat ruang unit kesehatan aekolah 
Rehabilitas eedang/berat ruang ibadah 
Rehabilitaa aedang/berat perpuatakaan sekolah 
Rchabilitas sedang/berat Jaringan inatalasi liatrik sekolah dan perlengkapannya 
Rehabilitas eedang/berat earana air benih dan sanitary' 
Pclatihan kompetcna.i tcnaga pendidik 
Pelatihan komoetensi siswa berorestasi 

Pembinaan dan Monitoring PAUD dalasn rangka. pcngembangan Program Non Formal dan lnfonnal 

Penyelenggaraan koordinaai dan kerja B1UD.a pendidikan a.nalt uaia dini 
Perencanaan daJl penyuaunan program pendidikan analt usia dini 
Publikaai d1111 aoaialiaaai pendidikan analt usia dini 
Monitoring, evaluasi. dan pelaporan . 
Pendidikan dan Pengembangan Ana.k Uaia Dini (PPAUD) 
Birnbingan Teknis Tenaga Pendidik PAUD dan Sosialiaaai Kurikulum PAUD 
Bimbingan Teknis Pengelola dan tenaga Pendidik PAUD den Sosialisasi Kurikulum PAUD dan TK 

Monitoring Pemberian Bantuan untuk Pendidik dan Pengembang Ana.k Usia Dini (PPAUD). Kegiatan 
Bunda PAUD dan Polisi. Cilik 

Penilaian Tenaga Pcndidik PAUD Teladan dan Lomba Kreatifitas Siawa PAUD dan Tenaga Pendidik PAUD 
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Program Pendfdfkan Menengah 
Pembangunan gedung sekolah 
Pembanguan rumah dinaa kcpala eekolah, guru den pertjaga aekolah 
Penambahan ruang kelaa sekolah 
Penam bahan ruang guru aekolah 
Pembangunan laboratorium dan ruang pratikurn aekolah 
Pembangunan ruang locker siswa 
Pembangunan sarana dan prasarana oleh raga 
Pembangunan ruang serba guna/aula 
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fas.ilitas parkir 
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 
Pembangunan ruang ibadah 
Pembangunan perpustakaan sekolah 
Pem bangunan jaringan inatalasl listrik 
Pembangunan sarana air bersia den sanitary 
Pengadaan buku~buku dan alat tulis Billwa 
Pengadaan pakaian eeragam sekolah 
Pengadaan pakaian olah raga 
Pengadaan alat praktik dan alat praga 
Pengadaan meubeleur aekolah 
Pengadaan perlengkapan sekolah 
Pengadaan alat rumah tangga sekolah 
Penga.daan sar-ana mobilitaa .ekolah 
Pemeliharean rutin/berkala bangunan sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinaa eekolah, guru, peajaga sekolah 
Pemeliha.raan rutin/berkala ruang kelaa aekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang guru eekolah 
Pemeliha.rasn rutin/bcrkala ruang locker 6iswa 
Pemeliharaan ruti.n/berkala sarana dan pra.sarana olahraga 
Pemeliharaan ruti.n/berkala sarana dan prasarana bermain 
Pcmeliharaan rutin/berk.al.a ruang serba guna/aula 
Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara den fasilitas parkir 
Pemehharaan rutin/berkala ruang unit keaehatan selcolah 

Pelatihen penyuaunen kurikulum 
Pembinaan Conun masyaralcat peduli pendidikan 
Pembinaan SMP terbuka 
Penambahan ruang kcla.a baru SMP /MTS/SMPLB 
Penyedlaan bentuen operasional aekolah (BOS Jenjang SD,Ml,SDLB dan SMP/MTS serta peaantren 
salafiyah dan satuan pendidikan non islamaetara SD den SMP 
Penyediaan biaya operasional madrasah 
Penyediaan buku pelejaran untuk SD/Ml/SDLB dan SMP/MTS 
Penyediaan dana pembangunan sekolah unutk SO de.n Ml dan SMP /MTS 
Penyelenggaraan paket A setara SO 
Penyelenggaraan Pake_t B setara SMP 
Pembinaan kelembapan dan manajemen aekolah dengan penerape,n manejemen berbaais sekolah (MBS) 
si88.tuan pendidikan da8ar 
Pembinaan minat, bakat den kreativitas siewa 
Pembangunan komprehensif teaching and leaning 
Pengembangan materi belajar mengajar dan metode pembelajaran dengan mengguriakan teknologi 
inforrnasi dan komunikasl 
Penyebarluasan dan acsialisasi berbagai inforrnasi dasar 
Penyediaan beasiswa retrival untuk anak putus sekolah 
Penyediaan beasiswa transisi 
Penyelenggaraan akreditasi sekolah dasar 
Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SD, SMP 
Monitoring evaluul. de,n pclaporan 
Laajutan pembangunan SON beringin keneana 
Rehabilitas.i SO, SMP dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui DAK 
Peftgadaan aJat peraga ti.eilca 
Survey Data tekn.ia SD dan SMP 
Pembinaan Sekolah Unggulan 
L.omba kreativitaa dan sains sekolah dasar 
Pengembangan materi belajar mengajar dan mctode pembelsjaran TK/SD 
Soeialisasi dan Monitoring Dana Bantuan Operasional Sekolah SD, SMP 
Dana Operasional dan Pemeliharaan SLB Sidomulyo 
Pendamping Sekolah Inklusi 
Pembinaan dan Monitoring UKS 
Persiapan Pemenang Lomba Usaha Kesehatan Sekolah (UKSJ ke ti.nglcat Nasional 
Sekolah Unggulan SD/SMP 
Olirnpiade Saine SD ( OSN SD) dan Olimplade Sains SMP ( OSN SMP) 
Pembangunan ruang kelaa baru dan rehabilitasi ruang kelaa 
Bimbingan teknia kurikulum pendidikan dasar 
Festifal Lomba Seni Siswa Nasional 
Monitoring Bantuan Siswa Miskin ( BSM ) / Program Indonesia Pintar (PIP) 
Sosialisasi dan Monitoring BOS SD, SMP Negeri 
Penyelenggarean Ujian Akhir Sekolah Berstandar Naaional Sekolah Dasar (UASBN SD) 
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring 
Bimtek Data pokok Pendidikan Dasar (DAPODIKDAS) 
Pengembangan Kurikulim Muatan Lokal 
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Program PendkHJcan non Farmar 
Pcmberdayaan tenaga pendidik non formal 
Pemberian bantuan operasional pendidikan non fonnaJ 
Pembinaan pendidikan kursus dan kelembagaan 
Pengembangan pendidikan keaksaraan 
Pengembangan pendidikan kecaknpan hidup 
Penyediaan sarana dan praaarana pendidikan non formal 
Pengembangan data. den informasii pendidikan non formal 
Pengembengan kebijakan pendidikan non formal 
?engcmbangan kurikulum, bahan ajar dan madel pembelajaran pendidikan non formal 
Pengembangan setifilcasi. pendidikan non formal 
Perenca.naan dan penyueunan program pendidikan non formal 
Pu blilcasi dan aoaiali.asi pendidikan non formal 
Monitoring evaluui den pelaporen 
Keltiatan Hardiknas dan olah raaa dalam ranllka H;ui Pendidikan Nasional 

Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
Pemeliharaan rutin/berlcala perpustakaan sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkalajaringan instalaai listrik sekolah dan perlengkapannya 
Penieliharaan rutin/berkala sarana air bersih dan sanitary 
Pemeliharaan rutin/berlcala alat praktik dan peraga siswa 
Pemeliharaan rutin/berlcala Mcubeleur sekolah 
Peme\iharaan rutin/berkala perlengkapan sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala sarana rnobilitas sekolah 
Rehabilitas sedang/berat bangunan sekclah 
Rehabilitas sedang/berat Rurnnh dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
Rehabilitas sedang/berat asrama siswa 
Rehabilitae ecdu:ig/bcrat ruang kelaa sekolah 
Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekolah 
Rehabilitas aedang/berat ruang locker siswa 
Rehabilitas aedang/berat &arana olah raga 
Rehabilitas sedang/berat sarana bennain 
Rehabilitas sedang/berat ruang serba guna/aula 
Rehabilitas sedang/berat taman, lapangan upacara dan Iasilitas parkir 
Rehabilitas sedang/berat ruang unit kesehatan sekolah 
Rehabilitas sedang/berat ruang ibadah 
Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah 
Rehabilitas sedang/berat Jaringan inetalaai listrik sekelah dan perlengkapannya 
Rehabilitaa &edang/bcrat aarana air bersih dan sanitary 
Pelatihan kompetenai tenaga pendidik 
Pelatihan penyuaunan kurilNlum 
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 
Pengembangan altcmatiflayanan pendidikan rnenengah untuk daerah-daerah pedesaan, terpencil dan 
kepulauan 
Monitaring Bantuan Oprasional Sekolah (BOS SMA/SMK Negeri 
Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu 
Penyelenggaraa.n paket C setara SMU 
Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMA, SMK 
Survey Data teknis SMA dan SMK 
Peningkatan kerja aama dengan dunia usaha dan dunla industri 
Rehabilitaai SMA, SMK clan Pengadaan SBJ'&na Pendidlkan mcle.lui DAK 
Pcnyc)cggeJ"IUIJl akreditas sekolah menengah 
Manitoring evaluaai d8n pelapcran 
Pengembangan matcri belajar mcngj\jar dan metode pembelejaran SMA, SMK. 
Uji kompetensi aiawa SMK 
Pelaksanaan OSN SMA TK Kabupaten dan Pengiriman Peserta kc Propinai 
Pe1aksanaan Monitaring Evaluasi K1'SP dan SNP SMA, SMK 
Peningkatan Kampctenai Guru SMK bekerj.asama dengan DUDI 
Belanja Operaeianal Manajemen Mutu ( BOMM) SMA/SMK Negeri dan Swasta 
Pengcmbangan Sekolah Standart Nasional ( SSN ) SMA/SMK 
Pengembangan Sekolah Standart Nasional RSJ31 SMA/SMK 
Bimtek Kurikulum Nasional SMA dan SMK 
Operasicnal Sekolah Pereiapan Negeri 
Dana Sharing Pendidikan bagi aiswa/eiswi SMK Unggulan dan T'erpadu di Negara Bumi !lir Kabupaten 
Lampung T'engah 
Lomba Keterampilan Siswa SMK 
Festifal lomba seni Biswa nasional SMA, SMK 
Sharing Pendidil.can Bagi Siswa SMK Unggulan den Terpadu (Beasiswa) 
Kewirausahaan SMK Negeri 
Sosialisasi bantuan siawa miskin (BSM) SMA/SMK 
Pernbinaan dan Monitoring ijin operaaional SMA dan SMK 
Ake.demi Komunitas Negeri [AKN) 
Penyelenggaraan UAS SMA, SMK dan Uji Kompetensi Siswa SMK 
Penyelenggaraa.n Seleksi Peneriniaan Peacrta Didik Baru (PPDB) SMA/SMK Negeri 
?enyaluran Bantuan Khusus Mund Miskin (BKMM) SMA, SMK dan Monitoring 
Lomba Pidato Bahaea. Inggrie 
Pembangunan ruang kelas baru (RKB) dan Pengadaan sarana pendidikan 
Pengadaan alat peraga fi&ika 
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Program Pendldtlam Luar Biasa 
Pembangunan gcdung ~kolah 
Pembangunan ruma.h dinas kepala sekolah, guru dan penjaga aekolilh 
Penambahan ruang kelaa seko!a.h 
Penambahan ruang guru sekolah 
Pembangunan laboratorium dan ruang praktikum aekolah 
Pembangunan ruang locker eiewa 
Pembangunan sarana dan prasarana olahraga 
Pembangunan ruang serba guna/aula 
Pembangunan taman, lapangan upacara dan fasilitas parkir 
Pembangunan ruang unit kesehatan sekolah 
Pembangunan ruang ibadah 
Pembangunan perpuatakaan sekolah 
Pembangunan jaringan inatalasi liatrik 
Pembangunan aarana air beraih dan sanitary 
Pengadaan buku-buku dan alat tulis siswa 
Pengadaan pakaian seragam sekolah 
Pengadaan pakaian ola.h raga 
Pengadaan alat praktik dan alat praga 
Pengadaan meu belair sekola.h 
Pengadaan perlengkapan sekolah 
Pengadaan elat rumah tangga aekolah 
Penga.daan aarana mobilitaa sekolah 
Pemeliharaan rutin/berlcala bangunan sekolah 
Pmieliharaan rutin/berkala rumah dinaa a.ekolah, guru, penje.ga aekolah 
Pemcliharaan rutin/berkala ruang kelaa eckolah 
Pemcliharaan rutin/bcrkala ruang guru aekolah 
Pemcliharaan rutin/berlcala ruang locker &iawa 
Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan praaarana olahraga 
Pemelihara.an rutin/berkala ruang serba guna/aula 
Pemeliharaan rutin/berkala lapangan upacara dan fasilitaa parkir 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang unit kesehatan sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang ibadah 
Pemeliharaan rutin/berkala perpustakaan sekolah 
Pemeliharaan rutin/berkalajaringan instalasi li11trik sekolah dan perlengkapannya 
Pcmeliharaan rutin/berkala earana air bersih dan sanitary 
Pemciliharaan rutin/berkala elat praktik dan peraga &iswa 
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan aekolah 
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan a.ekola.h 
Pemeliharaan rutin/berkala alat rumah tangga aekolah 
Pemeliharaan rutln/berkala aarana mobilitaa eelcolah 
Rehabilltas sedang/berat bangunan sekolah 
Rehabilitas sedang/berat Rumah dinas kepala sekolah, guru, penjaga sekolah 
Rehabilitas eedang/berat asrama siswa 
Rehabilitas a.edang/berat ruang kelas aekolah 
Rehabilitas sedang/berat ruang guru sekola.h 
Rehabilitae eedang/berat ruang locker &iswa. 
Rehabilitae aedang/bcrat aarana olah raga 
Rehabilitaa aedang/berat aarana bennain 
Rehabilitaa a.edang/berat ruang eerba guna/aula 
Rehabilitaa aedang/berat taman, lapangan upacara dan fasilitau patkir 
Rehabllltas sedang/berat ruang unit keaehatan aekola.h 
Rehabilitas a.edang/berat ruang ibadah 
Rehabilitas sedang/berat perpustakaan sekolah 
Rehabilitas sedan1t/berat Jarinii;an instalasi Jistrik sekolah dan perleni.rkapannya 

Pemberantaaan Buta. Akaara (Keakaaraan rungaionel) dan bantuan operaaionel PNF (Kegiatan Siger Mas) 

Pembinaan eckolah peduli narkcba 
Penyclengga188n peeantren kilat 
Blmtek penilik ae-La,mpung 
Kegiatan prestasl ola.hraga tingkat pelejar 
Lomba kompetensi mata pelajaran SD/Ml 
Pelaksanaan Paskibraka 
Bimbingan Teknis Pengelola dan Tutor Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), dan Bimtek Pengelola 
dan Instruktur Lernbaga Kursue dan Penguatan Kapasitas Kelembagaan PKBM 
Pembinaan Warp belajar 
Lomba dalam rangka percepatan pemberantaaan buta aksara 
Pembinaan dan Monitoring PKBM Penyelenggorn Pendidikan Kesetaraan dala.m rangka pengem bangan 
Program Penclidikan Non Formal 
Oprasional Sekretariat untuk Bantuan Insentif Tutor Paket dan Ketua/Pengelola PKBM 
Penguatan Kapuitas Kelembagaan PKBM 
Jambore PI'K-PNFl 
Operasional penilik PNF dan Tenaga pendidik PAUD 
Operasional dan Pengernbangan Kebijakan Pendidikan Non Formal 
Sosialisasi Bahaya Perdagangan Orang dan Pengarusutamaen Gender dan Jam bore fYI'K PNPI 

Sosialieasi Perlindungan Anak 
Pc:r!ombaan Drumband pc:lajar dan studi wisata pelajar 
Penyelenggaraan ajian Nasional Paket A, 8, C dan Monitoring 
Penyelenggaraan Ujian Nasional Paket C dan Monitoring 
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Pr'ogram Jfanctj'emen PeZayancin PendU:Ukan 
Pelaksanaan evaluasi basil kerja bidang pendidikan 
Pelaksanaan kcrjaaama secara kelembagaan di bidang pendidikan 
Pengendalian dan pengawasan penerapan azas efisiensi dan efektivitas penggunaan dan dekonsentrasi 
dan dana pembantuan · 
Soaialiea.ei dan a.dvokael berbagai peraturan pemerintah di bidang pendidikan 
Pembina.an Dewan Pcndidikan 
Pembinaan Ko.mite Sekolah 
Penerapan sistem dan infonnasi manajemen pendidikan/ICT 

Penyelenggaraan pelalihan, seminar dan lokskarya, serta diskusi ilmiah ten tang berbagai isu pendidikan 

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Peningkatan administra.si perkantoran 
Pendataan dan penyueunan profil pendidikan (Padati WEB) dan SIM NUPI'K 
Penyebarluasan infonnasi dan sosialisasi pendidikan llistem jaringan komputer /internet 
Ujian akhir sekolah SMA?MA/SMK dan monitoring SMP/SMA/MA/SMK 
Penyusunan LAKIP dan LKPJ 
Penyelengg8J'aan l.tjian Paket A dan B dan Monitoring 
Penyelenggaraan ujian paket C dan monitoring 
Updating Penyusunan Profil Pcndidilcan 
PAKEM (Pendldikan Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan) 
Pengelclaan Nomor Unik Pcndidik dan Tenaga KcpemliOikan ( NUPIK ) 
Penilaian Kinerja Sekolah 
Bimtek Pengembangan dan Pemanfaatan Sistem Teknologi Pendidikan (JCT) 
0-oeraaional Dewan Pendidikan · 

Program Pffflgembangan Budaga Baca dan Pembinaan Pery"atakacin 

Pemaeyarakatan mine.t dan kebiaaaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 

Pengernbangan minat dan budaya baca 
Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpuetakaan 
sekolah dan perpustakaan masyarakat 
Pelaksanaan kocrdianasi pengembangan perpustakaan 
Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 
Penyelenggaraan koordinasi pengembangan budaya baca 
Perencanaan dan penyusunan program budaya baca 
Publika.&i dan aosialiaaai minat dan buda.ya baca 
Penyediaan behan pustaka pcrpustakaan umum daerah 
Monitoring, evaluaai. dan pelaporan 
Ost ... 

Program P•ntngkatan Mutu P•ndfdfkan dan Tenaga Kependldlkan 
Pelaksanaan sertilikasi pendidik 
Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 
Pelatihan bagi pendidik untuk memenuhi standar kompetensi 
Pembinaan kclompok kerja guru (KKQ) 
Pembinaa,n lembaga penjamin mu tu penclidikan (LPMP1 
Pembinaan puaat pend.idikan dan pelatihan guru (PPPG) 
Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi (Sl PGSD) 
~ngerobangan znutu dan kualitas program pendidikan dan pelatinan bagi pendidik dan tenaga 
kcpendudukan 
Pengembangan aistem pendataan dan pemetaan pendidik dan tcnaga kcpcndidikan 
Pengembangan aistem penghargaan dan pertindungan terhadap profesi pendidik 

Pengembangan siatem perencanaan dan pengendalian program profesi pendidik dan tenaga kependidikan 

Monitoring, evaluasi dan pclaporan 
Pemilihan Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah dan Guru berprestaai dan Berdedikasi 
Pembinaan aekolah standar nasional (SSN) 

Pendidikan lanjutan bagi pendidik untuk memenuhi standar kualifikasi [penyetaraan S 1 PGSD) 

Bimbingan Telmi11 Tenaga Administrasi dan Kepala Sekolah 
Pemilihan Kcpala Sekolah dan Guru berprestasi dan berdedikasi 
Seleks.i Guru rintiBBll sekolah berstandar intemasional [RSB!) 
Monitoring dan Evalutuli Pelaksanaan Sertifikasi Pendidik 
Bimtek Tenaga Administrasi Sekolah 
Bimtek Guru Agama dan Bahasa Lampung 
Monitoring Pelaksanaan sertifikasi 
Program Sl guru dalamjabatan (PPKHB) 
Sosialisaai pennendilmas tentangjuknis pelaksanaan jabatang fungsional dan angka kredit 
Penilaian, penetapan angka kredit PNS fungsional 
Data base kepegawaian tenaga pendidik 
Administraai Tim Proees Pemberian Tambahan Penghaailan Guru 
Monitoring Guru Honor Mumi (OHM) 

~habilitas sedang/berat sarana air bersih dan sanitary 
Pelatihan kompetensl tcnaga penclidik 
Pelatiha11 Pcnyusunan kurikulum 
Pembinaan forum masyarakat peduli pendidikan 
Monitoring evaluaai dan pelaporan 
Ost ... 
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Ke1ehataa. 
Program Obae clan Pllrbekalalt KeHhatan 

Pengadaaan obat dan perbelcalan kesehatan (OAK) 
Peningkatan pemerat.aan obat dan perbekalan keeehatan 

Peningkatan ketcrjangkauan harga obat dan perbekalan kesehatan terutama untuk penduduk miakin 

Peningkatan mu tu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit 
Peningkatan mutu penggunaan obat dan perbekalan kesehatan 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Pembinaan Pengclol.aan Obat Poskeedea 
Penyebaran Jnformaai dan ~a Pengamanan Sediaan Farmasi 
Penyuluhan Swamedika&i 
Pembin.aan Bi.dang Obat dan Kosmetika 
Soaialilali. clan Monitoring Pengsunaan Obat Raeional 
Pen luhan tentan11: bahava obat dan kosmetik Qalsu 

Program Pen(n.gkatan Mutu PembeU:Varan SD/SMP/SMAISMk 
Pengadaan Fallilitas Laboratorium Multi Study. 

Program Peningk<1tan Keglatan BeU:V<1r MengoJar PAUDi]'K/SD/SMP/SMA/SMK 
Pembangunan Ruang Kelas Baru, Unti Gedung Baru dan Pengadaan Meubellair 

Program BanUian Operqaional Sekotah 
Subsidi kegiatan rutin sekolah TK,SMP,SMA,SMK Negeri 
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah Berstandar Nasional Sekolah Casar (UASBN SD) 
Penyelenggaraan Ujian Akhir Sekolah SMP dan Monitoring 
Penyelenggaraan UAS SMA/SMK dan Uji Kopetensi Siswa SMK 
Penerimaan Siswa Baru SMA/SMK Negeri 
Uji Kompetensi Siswa SMK 
Monitoring guru honor murni 
Monitoring Sekolah Binaan dan Sekolah Standar Nasional, SD, SMP 
Rintisan Sekolah Beratandar Intemasional { RSB[ ) SMA, SMK. 
Sekolah Standar Nasional ( SSN I / Sekolah Model SMA, SMK 
Operasional I Dana Khusua Murid Mialcin ( BKMM l SMA dan SMK Ncgeri 
Oprasional sekolah TK, SDLB, SMP, SMA, SMK Negeri melalui dana BOSDA 
Dst ... 

Program Penin.gkat.an Sarana dan Pnuanuui Pendidtkan 

Rehabilitaai ecdang/berat bangunan sekolah, penambahan RKB SD/MJI, SMP, SMA dan meubelair 

Rehabilita.ei sedang/bcrat bangunan sekolah, penambahan RKB SD/Ml, SMP 
Pembangunan Unit 5ekolah Baru (USS) SMA Negeri l Rajabaae. 

Pengadaa.n Meubelair Sekolah Luar Biasa (SDLB) Bumi Daya Kee. Sidomulyo (Dana Pendamping) 

Vnit Sekolah Bani (USS) SON Qunung Terang Kecamatan K.alianda 
Penyediaan Alat Permainan Eduktatif (APE) untuk Lcmbaga Fonnal dan Informal 

Pengadaan Sarana Teknik Infonnasi Komunikasi untuk Sekolah Mcnengah Kejuruan (SMK) Negeri 

Pengadaan Meubelair 
Kegiatan dana penyeauaian 
Rehabilltasi Gcdung Taman Kanak-Kanak 
Pembangunan Sarana Pmdidilca.n ( DID ) 
Rehabilitaai SD, SMP dan Pengadaan Sarana Pendiclikan melalui OAK 
Dana aharing SMA Al Kautsar 
Pengadaan Meubelair Ruang Kelas SMA, SMK 
Pengadaan Meubellair Ruang Kelas SMK 
Pembuatan data inventarisasi teknis SD dan SMP 
Pembuatan data inventarisaai teknis SD wilayah II 
Pernbuatan data inventarisasi teknis SMP wilayah I 
Pernbuatan data invcntarieaei teknis SMP wilayah 11 
Pembuatan data inventarisasi teknis SMA, SMK 
Pembuatan data Inventarieasi teknis SMK 
Pernbuatan media pembangunan sekolah 
Lanjutan pembangunan SDN beringin kencana 
Rehabilitasi SMA, SMK dan Pengadaan Sarana Pendidikan melalui OAK 
Pengad.aan Meubelair Ruang Kela.a SD, SMP 
Dat ... 

Operasional Pengawas Sekolah 
Opera.aional Sekole.h TIC, SDLB, SMP 
Opera.aional PGRJ Kabupaten Lampung Selatan 
Operasional MKSS SMP/SMA/SMK ( 3 MKSS) 
Peringatan Ha.ri Pcndidilca,n Nasional 
Operaaional UPI'D dan Operu.ional Penpwas Sekolah 
Pu blikalJi Kinerja Pendidilca.n 
Publikasi Kinerja Pendidikan I Stand Pendidikan dalam Rangka Pameran Pembangunan tingkat Propinsi 
Lampung) 
Pernbuatan Visua,lisasi Pembangunan lnfonnasi Publik 
Pernbuatan Website Dinas Pendidikan 
Penyusunan Data Capaian sistem mfonnasi dan evaluasi 
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Program Peng•mbangCVl Obat A•li lndotU1•ia 
Fasilitaai pengembangan dan penelitian teknologi produksi ta.naman obat 
Pengembangan standariaasi ta.naman obat bahan a.lam indonesia 
Peninidcatan -promoai obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar ne11:eri 

Prognun Perrgqi:uaacm Obcit dart Mcikcman 
Peningkatan pemb~yaan konsumen/masyarakat di bidang obat dan makanan 
Peningkatan pengawasan kcamanan pangan dan bahan berbahaya 
Peningkatan kapaaitas laboratorium pengawaaan obat dan makanan 
Peningkatan pcnyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan 
Monitoring, e1'aluasi dan pelaporan 
Peningkatan mutu,Pembina81\ da.n Pengendalian Peredaran Makanan dan Mim.1man 
Peningkatan Pemberdayaan Konsumen/Masyarakat di Bidang Kosalkes 
Razia Pengarnanan sediaan fannasi dan makanan 
Ost ... 

Program UpalfG. Kesehatan Masyarakat 
Pelayanan kesehatan pcnduduk miskin di puskesmas dan jaringannya 
Pemeliharaan dan pemulihan kcsehatan 
Pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesrnas dan jaringannya 
Penyelenggaraan penccgahan dan pemberantasa.n penyalcit menular clan wabah 
Perbaikan gizi mayarakat · 
Revitaliaaai sitem kcsehatan 
Pelayanan kel'atmaaian dan perbekalan keeehatan 
Pcngadaan peralatan dan perbelcalan kesehatan term.asuk obat generik eacnsial 
Pcningkata,n keaehata.n maayarakat 
Peningkatan pcla,yanan keaehatan bagi pengungsi korban bencana 
Penlngkatan pela.yanan dan penanggulangan masalah kesehater, 
Pcnyediaan biaya operasional dan pemeliharaan puskesmas 
Penyelcnggaraan penyehatan lingkungan 
Monitoring, eva,luasi dan pelaporan 
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan 
Pemulihan Tenaga Kesehatan Teladan (Dokter,Perawat/Bidan,Gizi Kesmas] 
Soaialiaasi Konail Kesehatan Maayaralcat 
Penanganan Ocm8Jll Bcrclarah Dengue (DBD) Secara Terpadu 
Pertemuan Evaluasi Kinerja Puskeamas 
Bhekti Sosia.1 Sunata,n Masai Dalam Rangka HKN 
Sosialisaai Baha,ya Penyakit Kanker 
Pemberantasan Penyakit TBC 
Penyusunan Profll Kesehatan 
Pengembangan aistem informaai kesehatan 
Review sistem pcncatatan dan pelaporan tingka.t deea puskesmaa dan Kabupaten 
Pclatihan ICD-10 ba.gi petugas puskesmas di Jakarta 
Pembcrian Pelayanan Kesehatan Dasar bagi Masy Yg Bclum Tercover Asuransi (JAMKLSDA) 
Pelatihan pctugas puekeemas surveylen berbasis ma11yarakat 
Penanggulangan Penyakit Campak (PIN Campak) 
Operasional Pe.m.eliharaan Keeehatan Maayaralcat bagi PNS dan Pcnaiunan 
Operaa.ional Pelakaa.naan Program JAMKESMAS 
Evaluasi Laporan SP2TP Puskewnas Terpadu 
Penilaian Tenaga Keaehatan Tcladan 
Evaluaal Kinerja Dan Penyueunan PTP Puskeemas 
Penyuaunan RanPcrda Retribusi Pelayanan Kc:aehatan Dasar Puskesmas 
Pelayanan keeehatan penduduk miskin/kurang mampu (JAMKESMAS) 
Musrenbang Kesehat.an. 
Koordinasi dan Evaluaai Program Kesehatan 
Pertemuan da.larn rans:<a peningkatan surnber daya kesehatan dalam rangka penanggulangan krisi s 
akibat bencana 
Pertemuan Reakai Cepat (TRC) dalarn penyusunan rencana kontigensi penanggulangan bencana 
Soaia.liaai;;i petugas kesehatan puakesmas rawan bencana 
Pelayanan Kesehata.n lansia 
Pelayanan Keaehatan Keluarga Bereneana 
Peningkat.an. Pcrencanaan Pendayagunaan SOM 
Pelayanan Jaminan Pcraa.linan (JAMPERSAL) 
Pelayanan Kesehatan pada Daerah Kepulauan clan Deea Tertinggal 
Sosialiaaei dan Koordinaai Upaya Kceehatan Penunjang 
Peningkatan Kualitas Pelayanan Keischatan Dasar 
Jaminan Kesehatan Nasional (JKNJ 
Peningkatan Manejemen Puskesmas 
Upaya Keaehatan Maayaraka.t pada Situasi Khu:iuis 
Sosialisa&i Jaminan Keaehetan Nasional (JKN) 
Pcninglcatan Kualitaa Sumber Daya Kesehetan 
Koordina.s.i dan Sosiali888i Sistem Jaminan Kesehatan Nasional IJKN) 

Monitoring penggerak penggunaan obat rasional 
Koordinaa.i Pelaksanaan Jarninan Kesehatan Nasional 
Pcndamping Pengada.a,n Obat dan Perbeka.lan Kesehatan 
Pengadaan Obat-Obatan Essensial 
Pengadaan Obat-obatan Penunjang Program Kesehatan 
Penyusunan Rencana Kebutuhan dan Pengadaan Obat aerta Pcrbckalan Kesehatan 
Pengadaan Obat-Obatan, Reagen dan Alat Penunjang Program Keaehatan 

1.02. 18 
1.02. 18. 01 
l.02. 18. 02 
1.02. ts. 03 

1.02. 17 
1.02 . 17. 01 
1.02. 17. 02 
1.02.17.03 
1.02. 17. 04 
1.02. 17. 05 
1.02. 17 . 06 
1.02. 17. 07 
1.02. 17. 08 
1.02. 17. 09 

1.02. 16. 41 
.1.02. 16. 42 
1.02. 16. 43 
l.02. 16. 44 
1.02. 16. 45 
1.02. 16. 46 
1.02. 16. 47 
1.02. 16. 48 
1.02 . 16 . 49 
1.02. 16 . 50 
1.02.16.51 
l.02. 16. 52 
1.02. 16. 53 
1.02 . 16 . 54 
l.02. 16. 55 

1.02 . 16 
1.02. 16 . 01 
1.02. 16. 02 
1.02. 16. 03 
1.02.16.04 
i.02. 10. oe 
l.02. 16. 06 
1.02. 16. 07 
1.02. 16. 08 
1.02. 16. 09 
1.02 . 16. 10 
l.02. 16. 11 
1.02. 16. 12 
1.02. 16. 13 
1.02 . 16. 14 
1.02 . 16 . 15 
1.02. 16. 16 
1.02. 16. 17 
1.02. 16. 18 
1.02. 16. 19 
1.02. 16. 20 
1.02. 16. 21 
1.02. 16. 22 
1.02. 16. 23 
1.02. 16. 24 
1.02. 16. 25 
1.02. 16. 26 
1.02. 16. 27 
1.02. 16 . 28 
1.02. 16. 29 
1.02. 16. 30 
1.02 . 16 . 31 
1.02. 16. 32 
1.02. 16. 33 
1.02. 16. 34 
1.02. 16. 35 
1.02. 16. 36 
1.02. 16. 37 
1.0:2 . 16. 39 
1.02. 16. 40 

1.02 . 15 . 13 
1.02. 15. 14 
1.02. 15. 15 
1.0:2. 15. 16 
1.02. 15. 17 
1.02. 15. 18 
l.02. 15. 19 



Program Penceguharz durz Penangg1dangan hnyaktt Menular 
Penyuluhan DBD dan Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 
Pengadaan alat Cogging dan bahan·bahan fogging 
Pengadaan vaksin penyakit menular 
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak aeko!ah 
Pelayanen pem:egahan dan penanggulangan penyakit menular 
Pencegahan penularan pcnyakit endemik/epidemik 
Pemuanahan/karantina sumber penyebab penyakit menular 
Perungkatan lmunisasl. 
Peningkatan aurveillance epideminologi dan penanggulangan wabah 
Peningkatan komunika.ei., inCormasi dan edukasi {kie) pencegahan den pemberantasan penyakit 
Monitoring, evaluaei dan pelaporan 
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Malaria dan Filariasis 
Peningka.tan Penanggulanga.n Pe:nye.kit Menular Langaung : TBC • lSPA (P~ak Rokok) 
Peningkatan Pemberantasan Penyakit Bersumber Binatang {DBD,Malaria,Rabies) 
Eradiksi Folio 
Pengendalian menghadapi pandemi avian influen&a. Lampung Selatan 
Peningkatan pemberantaaan Penyakit kueta 
Peningkatan Pt::mberantasan Penyaki.t Diare 
Peningkatan Pembetantaaan Penyakit ISPA 
PemberantaaQn Penyakit Rabies 
Pcningkatan Sistcm Kcwaspadaan Dini dan Respon Kasus Berpotensi KLB 
Peninllka.tan Surveilana Berbasia Maavarakat fCommunitv Base Surveilansl 

Program Pengembangan UngkunQan S.hat 
Pengkajian pensembangan lingkungan sehat 
Penyuluhan menciptalcan lingkungan sehat 
Sosialisasi kebijakan lingkungan sehat 
Stimulan Jamban Keluarga Sehat 
Perbaikan dan Pengawaaan Kualitas Air 
Stimulanjamban dan SPAL aehat di Desa Miskin 
Pengembangan klinilc aanitasi di Puskesmas 
Pengembengan Sanit&ai Total Berbaaie Me.eyarakat (STBMJ 
Advokasi dan Pengembangan Forum Kabupaten dan Kecamatan Sehat 
Pengawaaan dan Pengembangan Lingkungan Sehat (Pajak RokokJ 
Sosialieaai dan Pcnggalengan Kabupatcn Sehat 
Dukungan Program Percepatan Pembangunan Sanitaai Pemukiman {PPSP) Bidang Kesehatan 

Program Perbaikarz Glal MasJIClrakat 
Penyusunan pct.a inCorroaai masyarakat kurang gizi 
Pemberian tambahan makanan dan vitamin 
Penanggula.ngan kurang energi protein (KEP} 
Pemberde.yaan masyarakat untuk pencapaien keluarga aadar gi.zi 
Peningka.tan giz:i lebih 
Monitoring, cvalu&Bl dan pelaporan 
Peningkatan Qizi Masyarakat 
Penyuluhan Tentang Gizi kepada Siswa SD s/d SMA 
Pertemuan Pemantauan Wilayah Setempat (PWS) Gizi 
Pelayanan Gizi Buruk 
Pengembangan Posyandu Peduli TAT ITumbuh AktifTangge.p) 
Peningkatan Pelayanan Gizi Belita dan !bu Hamil 
Pemberian Suplemen pada !bu Hamil KEK 
Peningkatan Keluarga Sadar Gizi (K.adarzi) 
Upaya Penurunan Olzi Kurang 
Peningkatan Poaywidu untuk Tumbuh Kembang Balita dan Remaja Putri 

Pn>tirwn Prornon Kaehatan clan Pem)erdaJl(lan ~t 
Pengembanga.n media promosi dan inform.a.al aadar hidup achat jPajak Rokok) 
Penyuluhan ma.syaral(a.t pola hidup sehat 
Peningkatan pendidikan tenaga penyuluh kesehatan 
Monitoring, evaluaei dan pelaporan 
Peningkatan Mutu Promosi Kesehatan 
Pembinaan \omba bidang kesehatan (?Sl/GSI, UKBM, PJKSS, UKS, PHBS, Nakerwan) 
Pemberdayaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) 
Pemberdayaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) 
Sigcnnaa Biclang Kcachatan 
Soaialisaai Penerapan PHBS di Sekolah 
Fasilitaei Satuan Katya Bhakti Husada (SBH) 
Peningkatan SDM Promkes Puskeemas se Kabupaten Lampung Selatan 
Pembinaan dan Pemantauan Kegiatan Poskesdes Desa Siaga 
Pelatihan Kader Poakesdes 
Kampanye ABAT (Aku Bangga Aku Tahu) HIV AIDS 
Pengadaan Media Promoai Program Keaehatan (Pajak Rokok) 
Penguatan Kinerja Kader Kesehatan 
Penyusunan Profil Kesehatan 

Pengembangan sistem dan layanan informasi terpadu 
Peningkatan kerjasama antar lernbaga penelitian dan industri terkait 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Peningkatan Penyebaran dan pcngamanan obat tradisional yang berba,baya bagi ma.syarakat 
Pelatihan petugaa puakeamaa dan kader TOGA Puakesme.e 

1.02. 22 
1.02. 22. 01 
1.02. 22. 02 
1.02. 22. 03 
1.02. 22. 04 
1.02. 22. 05 
1.02. 22. 06 
1.02. 22. 07 
1.02. 22. 08 
1.02. 22. 09 
1.02. 22. 10 
1.02. 22. 11 
l.02. 22. 12 
1.02. 22. 13 
1.02. 22' 14 
1.02. 22. 15 
1.02 . 22. 16 
1.02. 22. 17 
1.02. 22. 18 
1.02. 22. 19 
1.02. 22. 20 
1.02. 22 '21 
1.02. 22. 22 

1.02. 21 
1.02. 21 . 01 
1.02. 21. 02 
1.02. 21 . 03 
1.02 . 21 . 04 
1.02. 21 . 05 
1.02. 21. 06 
1.02. 21. 07 
1.02. 21. 08 
1.02. 21. 09 
1.02. 21. 10 
1.02. 21. 11 
1.02. 21. 12 

1.02. 20 
1.02. 20. 01 
1.02. 20. 02 
1.02. 20. 03 
1.02. 20. 04 
1.02. 20. 05 
1.02. 20. 06 
1.02. 20. 07 
1.02. 20. 08 
1.02. 20. 09 
1.02. 20. 10 
1.02 . 20 . 11 
1.02 . 20 . 12 
1.02. 20. 13 
1.02. 20. 14 
1.02. 20. 15 
1.02. 20. 16 

1.02. 19 
1.02. 19. 01 
1.02. 19. 02 
1.02. 19. 03 
1.02.19.04 
1.02.19.05 
1.02. 19. 06 
1.02.19.07 
1.02. 19. 08 
1.02. 19. 09 
1.02.19.10 
1.02 . 19 . 11 
1.02 . 19. 12 
1.02. 19. 13 
1.02.19.14 
1.02.19.15 
1.02. 19. 16 
1.02 . l 9 . 17 
1.02.19.18 

1.02. 18. 04 
1.02 . 18 . 05 
1.02. 18. 06 
1.02. 18. 07 
1.02. 18. 08 



Progrwn p111.Ur,glca.Can acvwsa cf4n pnuanma rumah scikti 
Pembanaunan N.mah ae.kit 

Program pengadaat&, penU.gkatan dan perbaUcan sarana dan prcu;arana 
Pembangunan puekesmaa 
Pembangunan puekesmas pcmbantu 
Pengadaan puakesmu persalinan 
Rehabilitasi aedang / berat Puskesmaa Induk dan Pembangunan Pagar 
Pembangunan Polindes/Poskesdes (Pajak Rokok) 
Pembangunan Gedung Laboratorium Puskesrnas 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Puekesmas (Pengadaan Alat-alat Kesehatan {OAK)) 
Pengadaaan sarana dan prasarana puskesmas pembantu 
Pengadaaan sarans dan prasarana puskesmas perairan 
Pengadaan sarana dan prasarana puskesrnas keliling 
Pengadaan sarans. clan praserana posyandu 
Peningkatan puakcsmas menjadi puskesmas rawat inap [Pajak Rokok) 
Peningkatan Puskeainas menjadi Puskesmaa Rawat lnap (Pajak Rokok) 
Pemeliharasn rutin/bcrkala sarana dan prasarana puskesmu 
Pemeliharaan Ntin/berkala sarana dan prasarana puskeemae pembantu 
Pemeliharaan rutin/bcrkala sarana dan prasarana puekeamas perairan 
Pemeliharaen rutin/bcrkala sarana dan prasarana puskesmas keliling 
Pemeliharaan rutin/berkala !ISJ'ana dan praearana posyandu 
Peningkatan puskesmas meajadi puskesmaa rawat inap (Pajak Rokok) 
Peningkatan pualcesmas pembantu mcnje.di puokesmaa 
Rehabilitasi Sedang / Berat Puskesma.11 Pembantu (Pajak RQkolc) 
Rchabilitaai eedang/bcrat puskesmas pcrairan 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Pembangunan Gedung Obat (DAK) 
Pembangunan poakelldea,Pengembangan Puskcsmas dan Puatu/OAK 
Pembangunan Gcdung Laboratorium Puskcsmaa (DAU) 
Pembangunan Gudang Obat Puskesmaa ([nlraatrukturl 
Pembangunan Poakcsdes 
Pembangunan puakesmas pembantu (lnfrastrukturl 
Pembangunan Rumah Pelindung !ncenerator 
Pengadaen Alat-alat Kesehatan 
Pembang1.1nan !PAL Puskeemas Rawat lnap 
Rehabilitasi rumah dinas paramedis dan pengadaan 11.mbulana (DAK) 
Rehabilitasi Sedang/Berat Puokcamas lnduk Non Pcrawatan (OAK) 
Rehabilitaai Sedang/Berat PuskesmBB lnduk Non Pera.we.tan 
Pcngadaan ADlbulans/Pualing Transport (DAK) 

Program Pel'ayanan Keaehatan Pendlldllk Miskin 
Pelayanen operasi katarak 
Pelayanan kceehatan THT 
Pelayanan operaei bibir sumbing 
Pelayanan sunatan maeal 
Penanggulangan !SPA 
Penanggulangan penyakit cacingan 
Pelayanan keschatan kulit dan kelamin 
Pelayanan lcesehacan akibat gizi buruk/bu sung lapar 
Pelayanan keschatan akibat lurnpuh kayu 
Monitoring, evaluaai dan pclaporan 
Pclayanan keaehatan Komunitas Adat Terpeneil 
Pelayanan kesehatan keluarga miskin/subaidi Propinai (Lanjutan) 
Bantuan Biaya Pelayanan Kesehatan Keluarga Miakin 
Opcrasional Pelayanan Kesehatan Keluarga Miskin 
Ban tuan Pelayanan Kesehatan Gakin (Su bsidi Propinsi) 

Program Standarisasl Pelayunan Kuehatan 
Penyusunan atandar kcaehatan 
EvaJuasi dan pengembangan standar pelayanan kcaehatan 
Pembangunan dan pemutakhiran data da!ISJ' standar pelayanan keitehatan 
Penyuaunan naskah akademie 
Pcnyu sunan standar analisis bclenja pelayanan kesehatan 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Peningkatan kincrja Majclis Keschatan Kabupatm ( MKK ) 
Pemantapan konaep rancangan Penta, tentang perizinan bidang keaehatan 
Perencanaan dan Pcmbe~a.an Sumber Daya Manuela 
Sosialisa.si dan Persiapan Akreditasi Puekesmas serta Pendampingan Sadan Layanan Umum Daerah 
IBLUD) 

Pcningkatan Pclayanan lmunisasi Bagi Anak Sckolah (BIAS) 
Pengamatan dan Pencegahan Pcnyakit Bagi Calon Jcmaah Haji 
Survey SST kelompok reeiko tinggi HIV /AIDS 
Pcna.nggulengan Penyakit HIV /AIDS/IMS 
Pcningkatan Surveilans PD31 (Pcnyakit yang dapat dicegeh dcngan imunisasi] 
Kwnpanye Campak dan Polio 
Penanggulangan Kaaua GHTR 
Peningkaten Progra,m lmuniaaei Rutin Pada Bayi den Wa,nita Usie. Su bur {Pajak Rokokl 
Peneegahan Penyakit Tidak Mcnular (Pl'M) 
Penanggulangan Pcnyakit Diare, Kusta den Rabies 

1.02. 26 
1.02. 26. 01 

1.02. 25 
l.02. 25. 01 
1.02. 25' 02 
1.02. 25. 03 
1.02. 25. 04 
1.02. 25. 05 
1.02. 25. 06 
1.02. 25. 07 
1.02.25.08 
l.02.25.09 
1.02 . 25 . 10 
1.02. 25. 11 
l.02. 25. 12 
1.02. 25. 13 
1.02. 25. 14 
1.02. 25. 15 
1.02. 25. 16 
1.02. 25. 17 
1.02. 25. 18 
1.02. 25. 19 
1.02. 25. 20 
1.02. 25. 21 
1.02. 25. 22 
1.02. 25. 23 
1.02. 25. 24 
1.02. 25. 25 
1.02. 25. 26 
1.02. 25. 27 
1.02. 25. 28 
l.02. 25. 29 
1.02. 25. 30 
1.02. 25. 31 
1.02. 25. 32 
1.02. 25. 33 
1.02. 25. 34 
1.02. 25. 35 
1.02. 25. 36 

1.02. 24 
1.02. 24 . 01 
1.02. 24. 02 
1.02. 24. 03 
1.02. 24. 04 
l.02. 24. 05 
1.02. 24. 06 
1.02. 24. 07 
1.02. 24. 08 
1.02. 24. 09 
1.02. 24. 10 
1.02 . 24 . 11 
1.02 . 24 . 12 
1.02 . 24 . 13 
1.02. 24. 14 
1.02 . 24 . 15 

1.02. 23 
1.02. 23. 01 
l.02. 23. 02 
1.02. 23. 03 
1.02. 23. 04 
1.02. 23. 05 
1.02. 23. 06 
1.02. 23. 07 
1.02. 23. 08 
1.02. 23. 09 
1.02. 23. 10 

1.02. 22. 23 
1.02. 22. 24 
1.02. 22. 25 
1.02. 22. 26 
1.02. 22. 27 
1.02. 22. 28 
1.02. 22. 29 
1.02. 22. 30 
1.02. 22. 31 
1.02. 22. 32 



Program X.m1traan peningkatan p•fa&ranan lcu•ha&an 
kemitraan aauranai. keadla.tan ma.syarakat 
Jcemitraan pencegahan dan pemberantaaan penyekit menular 
kemitraan pengolahan llmbah rumah aakit 
Kemitraan alih telmologi 
Kemitraan peningkatan kualitas dokter dan paramedis 
Kemitraan pengobatan lanjutan bagi pasien rujukan 
Kemitraan pengobatan bae;i pa.sien kurang mampu 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Health Work Fon:e and Services Projek (HWS) 
Community Water Scrvice11 and Health Project (CWSHP} 
PcninD'kat.an fttt&n aerta masvarakat dalam pelavanan keechatan 

Program p•meHhcuuan •arana dan pruaarana rumah aakit 
Pemeliharaan rutin/berkala rumah saki.t 
Pemeliharaan rutin/bcrkala ruang poliklinik nimah sakit 
Pemeliharaan rutin/bcrkala gudang obat/apotik 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang rawat inap rumah sakit (WIP, VIP, Kelas l,ll,IIl) 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang gawat darurat 
Pemeliharan rutin/bedcala ruang ICU. ICCU 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang operasi 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang terapi 
Pcmeliharaan rutin/berkala ruang isolaai 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang bersalin 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang inkubator 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang bayi 
Pemeliharaan rutin/berkala ruang rontgen 
Perneliharaan rutin/berkala ruang laboratorium rurnah sakit 
Pemeliharaan rutin/berkala kamar jenazah 
Pemeliharaan rutin/berkala instalasi pengo\ahan Iimbah rumah sakit 
Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kee.ehatan rumah sa}tlt 

Pemchharaan rutin/berkals ambulance/mobil jenazah 
PemelihaTaan rutin/berkala mebeleur rumah sakit 
Pemeliharaan rutin/berkala p"rlengkapan rumah sakit 
Monitoring, evaluaai den pelaporan 
dst., ., ...•... 

Pembangunan ruang poliklinik rumah aakit 
Pembangunan gudang obat/apotik 
Penambahan Ruang Rawat Inap Rumah Sakit [WIP, VIP, Kelae I, II den Ill) 
Pengembangan ruang gawat darurat 
Penga,mbangan ruang ICU, [CCU, NICU 
Pengembangan ruang operasi 
Pengambangwi. rua.ng terapi 
Pengembanpn ruans ieolaai 
Pcngembangan tulUlg berealin 
Pengembanga.n tulUlg inkubator 
Pcngembangan ruang bayi 
Pcngembangan ruang rontgen 
Pengembanga.n ruang laboratorium rumah sakit 
Pembangunan kamsr jenazah 
Pernbangunan instalasi pengolahan limbah rumah sakit 
Rehabilitasi bangunan rumah sakit 
Pengadaan Alat·Alat Kesehatan Rumah Sakit 
Pengadaan obat-obatan rumah aakit 
Pengadaa.n ambulance/ mobil jenazah 
Pengada.an mebeleur rumah sakit 
Pengadaan perlimgkapan rumah tangga rumah aakit 
Pengadaan bahan·bahan logi.stik rumah sakit 
Pengadaan pcncetaksn administrasi dan surar menyurat rumeh aakit 
Pengembangan tipe rumah saldt 
Monitoring, evaluas.i dan pelaporan 
Pcnga.da.an peralatan Jcesehatan inatalasi gawat darurat (100) 
Pembangunan UTD RS 
Peningkatan Pelayanan Laboratorium Kabupaten Lampung Selatan 
Pengadaan Alat-alat UTD Rumah Sakit 
Penge.daan peralalan Ponex 
Pengadaan pembangunen Gedung Ponex 
Pengembangan Ruang lGO Rumah Sakit 
Pengcmbangan Ruan.g IPAL Rumah Sakit 
Penambahen R\lang Rawat Inap Rumah Sakit (WIP, VIP, Kelaa l, 11 dan III)/ OAK 
Pcnambahan Ruang Rawat lnap Rumah Sakit (WIP, VIP, Kelas 1, II dan U l/Pendamping 
Pembangunan Gedung High Care Unit 
Pengembangan Ruang Rawat lnap ( Kelae I, II, 111 dan VIP) 
Pengadaan Sarana Pendukung Pelayanan Rurnah Salot 
Pengembangan ruang rawat inap anak kelas Ill (DAI<) 
Pengadaan rnceneratcr (OAK) 
Pengernbangan ruang rawat inap kelas l 
Pembangunan Inetalasi Air Bersih Rumah Sakit 
Rehabilitasi Ruang Inatalas.i Farrnasi 
Pembangunan Ruang Haemodialisa/ OAK 

1.02. 28 
1.02. 28. 01 
1.02. 28. 02 
1.02. 28. 03 
1.02. 28. 04 
1.02. 28. 05 
1.02. 28. 06 
1.02. 28. 07 
l.02. 28. 08 
1.02. 28. 09 
1.02. 28. 10 
1.02. 28. 11 

1.02. :27 
1.02. 27. 01 
1.02. 27. 02 
1.02. 27. 03 
1.02. 27. 04 
1.02. 27. 05 
1.02. 27. 06 
1.02. 27. 07 
1.02. 27. 08 
1.02. 27. 09 
1.02. 27. 10 
1.02. 27. 11 
1.02. 27. 12 
1.02. 27. 13 
1.02 . 27 . 14 
1.02 ' 27 . 15 
1.02 . 27 . 16 
l.02 . '27 . 17 
1.02 . 27 . 18 
1.02. 27. 19 
1.02.27.20 
1.02. 27. 21 
1.02. 27. 22 

1.02. 26. 02 
1.02. 26. 03 
l.02. 26 '04 
1.02' 26. 05 
1.02. 26. 06 
1.02. 26. 07 
1.02. 26. 08 
1.02. 26. 09 
1.02. 26. 10 
1.02. 26. 11 
1.02. 26. 12 
1.02. 26. 13 
1.02. 26. 14 
1.02' 26. 15 
1.02. 26. 16 
1.02.26.17 
1.02. 26. 18 
1.02. 26. 19 
1.02. 26. 20 
1.02. 26. 2l 
1.02. 26. 22 
1.02. 26. 23 
1.02. 26. 24 
1.02. 26. 25 
1.02 . 21) . 26 
1.02. 26. 27 
1.02. 26. 28 
1.02 . 21) . 29 
1.02. 26. 30 
1.02. 26. 31 
1.02. 26. 32 
1.02. 26. 33 
1.02. 26. 34 
1.02. 26. 35 
1.02. 26. 36 
1.02. 26. 37 
1.02. 26. 38 
1.02. 26. 39 
1.02. 26. 40 
1.02.26.41 
1.02. 26 .42 
1.02. 26. 43 
1.02. 26. 44 
1.02. 26. 45 



Proaram Jcuninan Mutu hlauanan rOualit:u Assurance) 

Progrom Pentngkatan Mwtu Pelal/anan Fannast Rumah Saktt 
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Pasien 

Progrom Pentngko.ttin Pelayan11.n Kuehatan PNS 
Pclayanan Kcschatan PNS Melalui ASKES 

Pr"ogram Pentngko.ttin Pengelolaan ltlanq}emen Rwmah Saktt 
Persiapan Pembentukan Baden Layanan Umum ( BLU ) RSUD kaliE1nda 
Akreditaai Rume.h Salcit 
Pcrsiapan Pembentukan Sistem Jnfonnasi Manajemcn Rumah Salcit (Billing System) 
Lomba Citra Pelayanan Prima 
Monitoring dan Evaluasi BLUD 
Pembuatan Sistcm lnfonnasi PPK BLUD Berhe.sis Aplikasi 
Monitoring dan Eveluasi BLUD 
Eveluaai SPM 

Jl'rugram Pentngkatan Pelapinan UPT Balat Laborutori1Ull ~tan 
Peningkatan pela,yanan pcmerikaaen kim.ia keaehatan, kimia k1inilc dan mikrobiologi 
Pdayanan Laboratorium Pualcesmaa 
Pcmcrilcsaan kimiajajanan anak sckolah 

Program hntn11ko.tan .lr:l'anq/enurn Ke~gawcdan Kctaehatan 
Sosieliaasi la:pegawaian dan operaaional tata ueana 
Penyusunan dan cvaluaai analiaia beban kerja 

Program PelaJIGnan Kuehatan Usaha Kuehattiri Sekolah (UKSJ 
Pembinaan usaha keeehatan sekolah (dokter kecil] 
Pembangunan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Kesehatan [Lanjutan] 
Operasicnal Peningcaten Pclayanan Kesehaten Masyarakat di Puskesmas UP1' & OKK 
Pelayanan kesehatan reprodukei remaja dan Ueaha Kesenatan Sekolah [UKS) (Pajak Rokokl 

Program ~ntn,Jcatan lcaNlamattin Um. melahtrkan dan anal!: 
Penyuluhan keaehatan bagi ibu hamil dari keluarge. kurang mampu 
Perawatan berkala bagi !bu hamil dari keluarga kurang mampu 
Peningkatan Kemampuan Tenaga Ke!iehatan (Bid.an) dalam Asuhan Persalinan Nonnal 
Sosialiisaai percncana.an peraalinan. dan pcncegahan komplikaai 
Pembahasan kasua kematian ibu dan anak 
EveluaBi. program keuchatan ibu 
Evaluaai program keaehatan anak 
Pelayanan keaehatan ibu dan anak (Pe,je.k Rokok) 
Pelayanan Kcsehatan Anak Sckolah (UKS) 
Pclayanan Keaehatan Keluarga Bercncana 
Pclayanan Keaehatan Keluarga Berencana, Uaia Sekolah dan Lanjut Uaia 
Deteksi Dini Hypotiroid Kongenital {Pajak Rokok) 
Pergerakan Program Diatrik Team Problem Solving (DTPSl 

Program JHngawa.san dan pengendalian qsehattiri makanan 
Pengawaean keamanan dan keeehatan makanan hasil industri 
Pengawasan den pengendallan keamanan dan kesehatan makanan hasil prcduks! rurnah tangga 
Pengawass.n dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 
Monitoring, cvaluaai dan pelaporan 
dat . 

Program penfngko.tan pelaJlanan ke•ehatan falUI~ 
Pelayanan pemeliharaan lcesehatan 
rekruitmen tenaga pcrawat kesehatan 
Pendidikan dan pelatihan pcrawatan keaehatan 
Pembangunan puaat-puaat pelayanan keaehatan 
Pembangunan panti e.whan 
Pclayanan keaehatan 
Monitoring, evaluui dan pelaporan 
dat . 

Program peningkatan pelayanan kcr.sehatan anak baltta 
Penvuluhan keeehatan anak balita 
lmunisasi bagi anak belita 
Relcrutmcn tcnaga pclayanan kesehatan anak balita 
Pclatihan dan pendidilcsn perawatan anak halite. 
Pembangunan aarana dan praaarana khusus pelayanan perawatan anak balita 
Pembangunan panti aauhan 
Monitoring, cvaluasi dan pelaporan 
Lomba Balita Indonesia Tingkat Kabupaten 
Pelayanan kesehatan anak dan pernbinaan kadcr 
Pengadaan kohort be,yi, anak belita, Ibu, huku KIA dan fonnulir MTBS 

Penyusunan dan Pcmbahasan Draft Rapcrda JAMKESDA 
Pclayanan Kcsehatan Warga Binaan Masyarakat Hukum Kee. Balikpapan Selatan 
Kemitraan Peningkatan Kualitaa Deleter den paramedis 

1.02. 39 

1.02. 38 
l.02 . 38 . 01 

1.02. 37 
l.02 . 37 . 01 

l.02. 36 
1.02. 36. 01 
1.02. 36. 02 
1.02. 36. 03 
1.02. 36. 04 
1.02. 36. 05 
1.02. 36. 06 
1.02. 36. 07 
1.02. 36. 08 

1.02. 35 
1.02. 35. 01 
1.02. 35. 02 
1.02. 35. 03 

1.02. 34 
1.02. 34. 01 
1.02. 34. 02 

1.02. 33 
l.02. 33. 01 
1.02. 33. 02 
1.02. 33. 03 
102. 33. 04 

1.02. 32 
1.02. 32. 01 
1.02. 32. 02 
l.02. 32. 03 
1.02. 32. 04 
1.02. 32. 05 
1.02. 32. 06 
l.02. 32. 07 
1.02. 32. 08 
1.02. 32. 09 
1.02. 32. 10 
1.02. 32. ll 
1.02. 32. 12 
l.02. 32. 13 

1.02. 31 
1.02. 31 . 01 
1.02 . 3 I . 02 
1.02. ai , 03 
l.02. 31. 04 
1.02. 31. 05 

1.02. 30 
1.02. 30. 01 
1.02. 30. 02 
1.02. 30. 03 
1.02. 30. 04 
1.02. 30. 05 
1.02. 30. 06 
1.02. 30. 07 
1.02. 30. 08 

l.02. 29 
1.02 . 29. 01 
1.02. 29. 02 
l.02. 29. 03 
1.02. 29. 04 
l.02. 29. 05 
1.02. 29. 06 
1.02. 29. 07 
1.02. 29. 08 
1.02. 29. 09 
1.02 . 29 . 10 

1.02. 28. 12 
1.02. 2B. 13 
1.02 . 28. 14 



Program tanggap dantnztjala11 danjembatgn 
Rehabilitasi lnfrastruktur dalam kondisi tanggap darurat 
Rehabilitasi iembatan dalam kondisi tane:e:ap darurat 

ProgrfU11 tnapebt tcondi.tjalan dan.Jernbotan 
lnspekai konc:lial jalan 
lnapeksi konc:lisi jembatan 
Monitoring, evaluaai dan pe\aporan 
Oat ... 

ProgrQ111 RehablUtaaWamelthanzan Tahuf/Bra1Uong 
Perencanaan rehabilitaa/pemeliha.raan talu d,bronjon 
Monitoring. evaluaai dan pelapora.n 
Ost ... 

Program RehabiUta.f/Pemeltharaan. JaZan dan Jembatan 
Perencanaan rehabilitasi perneliharaan jalan 
Perencanaan rchabilitaai pemeliharaan jembatan 
Rehabilita.si/Pemeliharaan Jalan periodik 
R.ehabilitaai pemeliharaan jembatan 
Monitoring. evaluaa.i dan pelapora.n 
Rehabilltaai/Pcmeliharaan Jalan Dana DAK Non-OR 
Peme!iharaan Jal.&n den Jembatan 
RehabiliUUsi jalan dana penanganan pasca bencana alam 
Rehabilitaai/Pcmeliharaan Jalan dan Jembatan 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan (DAK) 

l'r'Dgram pemhangunan Turqp!Tahtt&mrof\/o"'1 
Perencanaan turap/tarud bronjong 
Survei ~miringan lereng turap 
Pembangunan talud 
Monitoring, evalullSi dan pelaporan 
Ost ... 

Program pemba11pna11 •alurQn drQtnfiac/goro11g-gorong 
Perencanaan pembangunan saluran drainase 
Survei kantor aaluran drainase 
Pcmbangunan &liluran drainue/Gorong·gorong 
Monitoring. evaluaai dan pelapora.n 
Dat ... 

Pekerjaan Umum 
Program Pembangunan Jalan dan .hrnbotan 

Perencanaan pernbangunan jalan 
Survei kantor jalan dan jernbatan 
Pembangunan Jalan 
Perencanaan pembangunan jembatan 
Pembangunan Jalan dan Jembatan Kab. Lampung Selatan 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Pembangunan Jalan Dana Penyesuaian (AD HOC) 
Pcmbangunan dan Peningkatan Jalan lingkungan 
Pembangunan Jalan Poroa Kabupaten Lampung Selatan (PlP) 
Pembangunan Jalan (dana atimulua) 
Pembangunan Jalan Poros Kabupaten Lampung Selatan (DAK lPDI 
Pembangunan Jalan dan Jembatan II 
Pcmbangunan Jalan dan Jembatan 111 
Pembangunan Tranaportasi Perdesaan (DAK) 
Peningkatan Jalan dan Jembatan Kabupaten Wilayah Barat 
Peningkatan Jalan dan Jembatan Kaeupaten Wilayah Tengah 
Pentnglmtan Jalan dan Jcmbatan Kabupaten Wilayah Timur 
Peningkatanjalan danjembatan (dana OAK) 
Pembangunan infraatruktur transportaei perdeeaan 
Pembangunan dan Peningkatan Jalan Linglrungan Wilayah Barat 
Pcmbangunan den Peningkatan Jalan Lingkungan Wilayah Tengah 
Pembangunan dan Peningkatan J~an Llngkungan Wilayah Timur 

Program Pelayanan Unggulan dalam Rangka Pencapaian MDG'S 
Mobile Klinik VCT 

Program PmlnQlcatan Jfum Pelo.ganan Kesehatan BLUD 
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan 

ProQnzm PeniRQkatan KuaHtoa LoglltWc Xepenzwcztan 
Pertemuan Man.ejemen Logiatilt Keper&.wlWl.n 

• Pembinaan Tenaga Perawat (Paramedis) 
Sosialieasi Pembentukan Tim Panitia Mutu Rumah Sa.kit 
Pertemuan dalam Ra.ngka Soaia.lisaai Pengendallan dan Pencega.han infckai ( PPI) 
Oiklat Teknia Perawat 

Diklat keperawata,n. (ICU, PONEK, BTCt.S, Perinatologi, Manejemcn Bangsal, Mlllla,iemen Keperawatanl 

1.03. 21 
1.03. 21 . 01 
1.03. 21 . 02 

1.03. 20 
1.03. 20. 01 
1.03. 20. 02 
1.03. 20. 03 
1.03. 20 '04 

1.03. 19 
1.03 . 19. 01 
1.03. 19. 02 
1.03. 19. 03 

1.03. 18 
1.03' 18. 01 
1.03. 18. 02 
l.03. 18. 03 
1.03. 18. 04 
1.03. 18. 05 
1.03. 18. 06 
1.03. 18. 07 
1.03. 18. 08 
1.03. 18. 09 
l.03. 18. 10 

1.03. 17 
1.03. 17 . 01 
1.03. 17. 02 
1.03. 17. 03 
1.03. 17. 04 
1.03. 17. 05 

1.03 . 16 
1.03. 16 .01 
1.03 . 16 . 02 
1.03. 16' 03 
l.03. 16. 04 
1.03. 16. 05 

1.03 
1.03. 15 
1.03. 15. 01 
l.03. 15. 02 
1.03. 15. 03 
1.03. 15. 04 
1.03. 15. 05 
1.03. 15. 06 
1.03. 15. 07 
1.03. 15. 08 
1.03. 15. 09 
1.03.15.10 
1.03 . 15. 11 
1.03 . 15. 12 
1.03.15.13 
1.03 . 15. 14 
1.03 . 15. 15 
l.03 . 15 . 16 
1.03. 15. 17 
1.03 . 15. 18 
1.03. 15. 19 
1.03. 15. 20 
1.03 . 15 . 21 
1.03. 15. 22 

1.02 . 44' 
1.02. 42. 01 

1.02. 41 
1.02. 41. 01 

1.02 .40 
1.02. 40. 01 

1.02. 39. 01 
1.02. 39. 02 
1.02. 39. 03 
1.02. 39. 04 
1.02. 39. OS 



Program hmbangunan Iiifrastruktur Perrl.aaaA 
Operasional RIS-PNPM (BOP) 
Operasional Pendamping Kegiatan Pcmbangunan lnfrastruktur Perdesaan ( PPIP I 
Ooerasional Pembanirunan lnfrastruktur Perdesa.an (PPIP) 

Program Pcnnbangunan Prasarana Pemsrbltah Daerah 
Pembangunan Prasarana Pernerintah Daerah (OAK) 

Program Penanganan Prisca Benc:ana Alam 
Penanganan Pasea Bencana (dana stimulus) 

Program Parthipast Maayarakat 
Partisipasi Maeyarakat 

Program Peiwedl4cua da.n Pen11olaha.n Atr Bak&& Duna ~ NoA·DR 
Pcmbangunan praaarana pengambila.n dan saluran pembawa 
Rehabilitaai earana pengambilan dan laluran pembawa 
Pemcliharaan aa,rana penpmbilan dan 8111uran pembawa 
Pembangunan aumur-1umur air tanah 
Peningkatan partialpaai rnasyarakat dalam pengelolaan air 
Peningkatan Di1tribusi Penyediaan Air Baku da.na OAK non DR 
Pembangunan saran dan praaarana e.ir minum IKK 

Program hn11fllflban11an dan Pen11elalaan Jarlngan Inoasl, Rawa dan Jarlngan Pengalran 
Perencanaan pembangunan jaringan irigasi 
Perencanaan pembangunan jaringan air bereih, air min um 
Perencanaan pembangunan reservoir 
Perencanaan pembangunan pintu air 
Perencanaan norrnaliaasi saluran suagai 
Pernbangunan Jaringan Air Bersih/Air Minum 
Pembanguan reservoir 
Pembangunan pintu air 
normalilBSi eungai dan pengembangan irigaai 
Rehabilitasi/Pemcliha.raan Jaringan lrigaai 
Rehabilitaai pemeliharaan jaringa.n air beniih 
Rehabilitasi pemeliharaan reservoir 
Rehabilit.asi pemeliha.raan pintu air 
Rehabilitaei pemeliharaan nonnaliusi aliran eungai 
Optimalisa&i fungeijaringan irigasi yang telah dibangun 
Pemberdayaan pctani pcmakai air 
Monitoring, evaluaei dan pelaporan 
Rehabilite.si/Pemeliharaan Jaringan Irigaei (OP I 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Loan ADB 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigaei (Dana DAK) 
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi Dana Hibeh 
Pernbangunan Embung dan Jaringannya 
Rehabilitaei dan Peningkatan Jaringan lrigasi (DAU l 
Operallional Komisi lrigasi dan Water Resources Data Center (WRDC) 
Pemeliharaan jaringan I rigasi 
Rehabilitasi/Pemelihara.an Nonnalisasi Saluran Sungai (Adhoc) 
Rehabilitasi dan Peningkatan J9.ringan lrigasi 
Pengelolaan Sungai dan lrigasi 
Pengelolaan Sungai, rawa dan ja..ringan pengairan lainnya 
Normalisasi saluran dan rawa 
Komisi irigasi kabupaten lampung aelatan 

Program P•ntngmtcul aarana dan Pra.sarana Kebinamargaan 
Pembangunan gedung balai latihan kebinamarg11$1 
Pembangunan gcd\lng workahop 
Pcm.bangunan laboratorium kebinamsrgaan 
Pengadaan alat-alat berat 
Pengada.an peralatan dan perlcngkapan bengkel alat-alat berat 
Pengadaan alat-a).at ukur clan bahan laboratorium kebinamargaan 
Rehabilitaei/pcmeliharaan gedung balai latihen kebinamarpan 
Rehabilitas!/pemeliharaan gedung workshop 
Rehabilitaei/pemeliha.raan Laboratorium kebinamarpan 
Rehabilit.asi/ pemeliharaan alat-alat berat 
Rehabilitasi/pcmeliharaan peralatan perlengkapan bengkel 
Rehabllltaai/ penieliharaan alat-alat ukur dan bahan laboratoriurn kebtnamargaan 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Oat. .. 

PengendaUan Bar\fir 
Penyusunan sistern infonnasi daiabase jalan 
Penyusunan sistem infonnasi database jembatan 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 

Monitoring, cvaluaai. dan pclaporan 
Oat... 

1.03. 30 
1.03. 30. 01 
1.03. 30 .02 
1.03. 30. 03 

1.03. 29 
1.03. 29. 01 

1.03. 27 
1.03. 27. 01 

1.03. 26 
1.03. 26. 01 

1.03. 25 
1.03. 25. 01 
1.03. 25. 02 
1.03. 25 .03 
1.03. 25. 04 
1.03. 25. OS 
1.03. 25. 06 
1.03. 25. 07 

1.03. 24 
1.03. 24. 01 
l.03. 24. 02 
1.03. 24' 03 
l.03 '24 '04 
1.03. 24. 05 
l.03 24 . 06 
l.03. 24. 07 
1.03. 24. 08 
l.03. 24. 09 
1.03. 24. 10 
l.03. 24. 11 
1.03. 24. 12 
l.03. 24. 13 
1.03. 24. 14 
1.03. 24' 15 
1.03. 24. 16 
1.03. 24 . 17 
1.03. 24 . 18 
1.03. 24' 19 
1.03. 24. 20 
1.03. 24 '21 
1.03. 24' 22 
1.03. 24. 23 
1.03. 24 '24 
1.03 '24. 25 
1.03' 24. 26 
1.03. 24 . 27 
1.03. 24. 28 
l.03.24.29 
1.03. 24. 30 
1.03. 24 . 31 

1.03. 23 
l.03. 23. 01 
1.03. 23. 02 
1.03. 23. 03 
1.03. 23 '04 
l.03. 23. 05 
1.03. 23. 06 
1.03. 23. 07 
l.03. 23. 08 
1.03. 23. 09 
1.03. 23. 10 
1.03. 23. 11 
1.03 - 23. 12 
1.03. 23. 13 
1.03. 23. 14 

l.03. 22 
l.03 . 22 ' 01 
1.03.22.02 
1.03. 22. 03 

1.03. 21. 03 
1.03. 21 .04 



Program Pengembangan Perumahan/Permultiman 
Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Berbasis Komunitas (BSPS-BK) 
Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPMJ 

Program pengelolaan numg ter&uka hCJau 
Rence.na penataan ruang terbuka hijau lingkungan etrategis 

Progrvm PengembGRQCUI, hngelolaan dan Konaeniaai ningat. cfanau dart SDA latnn,va 
Pembangunan embung dan jaringan 

Program PengendaUan Ba'l}tr 
Pengembangan/pengelolaan daerah rawa dan eungai dalam rangka pengedalian banji.r 
Normalieasi eungai dan rawa 

Program P•ntllgkata.n Pembangunmn Sarana Dan Pra$arana Olahraga 
Pentngkatan pembangunen sarana dan nrasarana olahraga 

Program PengendaHan Peman,faata.n Ruang 
Pelatihan Aparatur Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang 
Pengendalian Pemanfaatan Ruuig Berbasle GIS Wilayah Kawasan I {5 Kecamatan) 
Pengendalian Pemanfaatan Ruang Berbaais GIS Wilayah Kawa.sen II (5 Kecarnatan] 
Pengawa.san pemanfaatan ruang 
fasilitaai kcnsultaal publik dan FGD rencana detail tata ruang (RDTR) 

Program hmbangunan da.n Penlnglcata.n Irifrutn&lctur 
Pembangunan dan PeningkatE111 Infrastruktur 
Pembangunan Prasarana Sanitaei dan Permukiman 
Pembangunan Gedung Kantor 
Rehabrlitasi Sedang / Berat Gedung Kantor 

Program Ptrmbangwuzn Kawa.san Strut,cgiat dan Cepat Tundnih 
Pembangunan clan Peningkatan lnftraattuktur I 
Pembangunan clan Peningkatan lnCrastruktur 

Program Penyu.sunan Harga Satuan Upah dan Bahan 
Survey penyusunan harga satuan upah clan bahan konetruklli 

Program Peningkatan Sarana dan Pra$aruna Pameran Pembangunan 
Peningkatan Sarans dan Prasarana Parneran Pembangunan 

Program Pen.Jldhatan. Llngkungan Perumahan 
Pembangunan Jaringan air beraih/air minum (OAK) 
Pembangunan Sarana dan Prasarana Permuldman 
Percepatan Pembangunan Sanitaai Pcrmukiman di Da.crah 
Pembangunan Pruarana Sanitaai Perumahan dan Pemukiman 
Penyediaan sarana air bersih dan sanitaei dasar terutama bagi masyarakat miskin 
Penata ruang terbuka hijau 
Pembangunan Jaringan air beraih/air minum {OAK [PD) 
Penyediaan Air Beraih dan Sanitasi Dasar Masyarakat (OAK) 
Pembangunan Praaarana Sanitasi Perumahan dan Pemukiman (OAK) 
Pendampingan kegiatan PAMSIMAS Kab. Lampung Selatan 

Program Jt.ng•lllbangan KIMr,la Peng•lolaan Av Jfin1U11 dczn Av £fmZiah 
Siatcm Pentcdian Air Minum ( SPAM ) 
Kegiatan penyediaan air minum clan eanitaai berbaais m.aaya.ra.kat (PAMSIMAS) 
Inventariaaei Kelayakan Teknie Lokaei OAK Air Minum dan Sanitasi 

Program hlNU\(aatan Ruang 
SoBialisasi Kebijakan, Norma, Standar, Prcsedur clan Manual Pemanfaatan Ruang 
Penyusunan latjian lingkungan hidup strategis 

Program Penilngkatan hrenconaan, Monitoring dan Ei.ou:luasl 
Penyueunan database dan monitoring pembangunan infrastruktur bidang pekerje.an um um 
Perencane.an pembangunan bidang bina marga 
Perencanaan pembangunan bidang cipta k.arya 
Perencanaan pembangunan bidang pengairan 

Program perwnc:anaan tata Ruang 
Survey dan Pemetakan 
Penyusunan Rence.na Detail Tata Ruang Kawaaan 
Penyusunan Renca,ne. Teknie Ruang Ka.wa.san 
Penyuaunan Muter Plan 
Penyusunan Zoning Teles Kecamatan Kalianda dan Natar 
Penyusunan kebijakan untuk rencana detail tata ruang 

Program Pernban.gun.can Sarona Dan Pn:raarana Pemerintahan Daerah Dana LIAK non DR 
Pembangunan Sarena dan Prasarana Pemerintahan I Dana DAK non DR ) 

Pembangunan infraatruktur perdesean program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri (RIS-PNPM) 
(BO~ 

1.03. 47 
1.03.47.01 
1.03. 47. 02 

1.03. 46 
1.03. 46. 01 

1.03. 45 
1.03. 45. 01 

1.03. 44 
1.03. 44. 01 
1.03. 44. 02 

1.03. 43 
1.03. 43. 01 

1.03. 42 
1.03. 42. 01 
1.03. 42. 02 
1.03. 42. 03 
1.03 . 42 . oi; 
1.03. 42. 05 

1.03. 41 
1.03.41.01 
1.03.41.02 
1.03. 41 . 03 
1.03. 41 . 04 

1.03. 40 
1.03. 40. 01 
1.03. 40. 02 

1.03. 39 
1.03. 39 '01 

1.03. 38 
1.03. 38. 01 

1.03. 37 
1.03. 37 . 01 
1.03. 37. 02 
1.03. 37. 03 
1.03. 37. 04 
1.03. 37. 05 
1.03. 37. 06 
1.03. 37. 07 
1.03. 37. 08 
1.03. 37. 09 
1.03. 37. 10 

1.03. 36 
1.03. 36. 01 
1.03. 36. 02 
1.03. 36. 03 

1.03. 35 
1.03. 35. 01 
1.03. 35. 02 

1.03. 34 
1.03. 34. 01 
1,03. 34. 02 
1.03. 34. 03 
\.03.34.04 

1.03. 33 
1.03. 33. 01 
1.03. 33. 02 
1.03. 33. 03 
1.03. 33. 04 
1.03. 33. 05 
1.03. 33. 06 

1.03. 31 
1.03 . 31 . 01 

1.03. 30. 04 



Program Pengendauan Pen.cema.run Dan Petusakan LbtgkungCU& Hid.up 
Koordinasi Penilslan Kota Sehat/ Ad.ipura 
Penyusunan, norma, standar dan kriteria pemanfaatan ruang 
Penyueunan kebijakan pengendalian peman!aatan ruang 
Pengawasan Pelaksanaan Kebiiakan Bidan~ LinRkunii:an Hidup 

Penata.an Ruang 
Program Penmcanaan Tata Ruang 

Penyusunan kebijakBJ'I tentang penyusunan rencana tata ruang 
Penetapan kebija.kari tentang RDTRK. RTRK dan RTBL 
Sosialisasi peraturan perundang-undangan tentang rencana tata ruang 
Penyusunan rencana tate.ruang wilayah 
Penyusunan rencana detail tata ruang kawasan 
ldentiflkaai kawasan permukiman kumuh di tiap kecamatan 

Program pcma-lo'laon areat pemakcunan 
Penyusunan kebijakan, norma, stander, prosedur dan manual pengelclaan areal pemakaman 
Pengumpulan dan analiBis database jumlah jiwa yang meningg&J 
Koordlnaai pengclolaan a.real pemakaman 
Koordinaai penatasn areal pemakaman 
Pembcrian Permnan Pemakaman 
Pembangunan sarana clan prasarana pemakaman 
Pemeliharaan urana dan prasarana pernakaman 
Monitoring den cvaluui. 
Dst ... 

Progrrun penblgkat.cvl kNklgAGn dCIR pe:nugahan llahaJIG kebaltarrut 
Penyu.sunan norma, standar, prosedur dan manual pencegahan bahaya kebakaran 
SosialisaBi norma, stander, prosedur den manual pencegahan bahaya kebakaran 
Koordinasi perUinan pemanfaatan gedung 
Pengawasan pelaksanaan kebijakan peneegahan kebakaran 
Kegiatan pendidikan dan pelatihan pertolongan dan pencegahan kebakaran 
Kegiatan relautmen tenaga sukarela pertolongan bencana kebakaran 
Kegiatan penyu.luhan pencegahan bahaya kebakaran 
Pengadaan sarana dan prasarana peneegahan bahaya kebakaran 
Pemeliharaan aarana dan prasarana penegahan bahaya k.ebakaran 
Rehabilitaai sarana dan prasa.rana pencegahan bah~ kebakaran 
Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya k.ebakaran 
Peningkatan pelayanan pcnanggulangan bahaya kebakaran 
Monitoring, evaluaei dan pelaporan 
Dst ... 

Program pe:rbaUcan perumaha.n aldbat bencana alan\f'.sosial 
Faailitasi dan stimula.ai rehabilit.aai rumah akiba.t be.ncana aJam 
Fasilltasi dan 1timulll8i. rehabilit.aai rumah akibat bencana aoaial 
Monitoring, evaluaai. dan pelaporan 
Dst ... 

Program PerriNrdayaan Komunita.s Perumahan 
Fui.litaBi pemberian krcdit mikro untuk pembangunan dan perbaikan perumahan 
Fasilitasi pembangunan prasarana dan BW'BJl.a dasar permukiman berbasis masyarakat 
Peningkatan peran serta masyarakat dalam peleetarian lingkungan perumahan 
Peningkatan aistem pemberian kredit pemilikan rumah 
Sosialisasi dan fasilitasi jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum 
Koordinaai pengawaaan dan pengendalian pelakaanaan peraturan perundang-undangan bidang 
perumahan 
Dst... 

Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Dst... 

Program LCngkungCIR B•hat PcrMmahan 

Koordinui. pengawaaan dan pengendalian. peJ.akaanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 

Penyediaan aarana a.ir beraih dan aanitaBi daear terutama bagi maayarakat iniskin 
Penyu\uhan dan pengawasan kuelitas lingkungan sehat perumahan 
Pengendalian dampak reslko pencemaran lingkungan 

Penetapan kebijakan dan strategi penyelenggaraan keseraeian kawasan dan Iingku ngan hutan berimbang 

Perum.ahan 
Program Peng•mbangan Peruniah.a.n 

Penetapan kebijaka.n, strategi dan program perumahan 
Penyusunan Norma, Standar, Pedoman dan Manual [NSPM) 
Koordinasi penyelenggaraan pengembangan perumahan 
Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 
Kocrdmasi penyelenggaraan pengernbangan perurnahan 
Fas1htasi dan stimulasi pernbangunan perumanan masyarakat kurang mampu 
Pembangunan earana dan praaarana rumah sederhana sehar 
Monitoring, evaluaei dan pelaporan 
det ... 
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Program Ker;aaa.ma Pembangunan 
Koordinaai kcrjaaama wilayah perbataaan 
Koordinaai. kerjasama pembangunan antar daerah 
Faailitas kerja &am& dengan dunia u&aha/lembap 
Koordinaai dalam pemecahan maselah-maaalah da.erah 
Koordinasi dan faailitasi OAK Bidang Pendidikan, Keiiehatan dan KB 
Koordinaai dan fasilitasi DAK 
Koordinaai dan fa.silitasi program kemi&kinan (Program pusat dan da.erah) 
Koordinasi dan evaluaai paaca program penaggulangan kcmiskinan di perkotaan (?2~ 
Penyusunan R.enstra dan RAD KLA Kabupaten Lampung Selatan 
Evaluaai De11a Tertinggal 
Koordinaai dan F&llilltaai OAK Bidang Ke11ehatan dan Pendidikan 
Koordinaai dan Fa.silitasi Program Pembanguna.n Daerah Tertinggal (PDT) 
Penyuaunan lndikator ICe~ahteraan Rakyat (lnkeara} Kabupaten Lampung Selatan 
Evaluaei Pdakaanaan Tahun 11 RPJM Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2011-2015 
Evaluaai Kebijakan Pcnanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Lampung Selatan 
Koordinaei Perencanaan Bidang Penelitian Pengcmbangan dan Pcndataan 
EvaJuas.i Peruh Wa.ktu RPJMD Kabupaten Lampung Selatan 
Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

Penyuaunan dan analisis data/infonnasi perencanaan dan pembangunan kawasan rawan bencana 

Pcnyusnan da.n data/Wormasi perencanaan pembangunan ckonomi 
Penyusunan prom daerah tertinggal 
Penyusunan Data Potensi Daerah 
Pcnyusunan laporan-laporan tahunan Bappeda 
Penyueuna.n indck kemahalan konstruksi Kabupaten Lampung Selatan 
Pemutakhiran peta &dm.inlatraai Kabupatcn Lampung Selatan 
Pengembangen Media Jnformaai Publik jWebsitcJPemerintah Kabupaten Lampung Selatan 
Penyuaunan lndcke Pt:mbangunan Manusia Kabupatcn Lampung Sclatan 
Pcnyusunan Produk Domeatik Regional Brute (PDRB) Kabupaten Lampung Selatan 
Penyuaunan Pro61 Data Potensi Daerah Kabupatcn Lampung Selatan 
Media In!ormaai. Pcmbangunan Daerah 
Pcnyusunan lnflaal. Kabupaten Lampung Selatan Tahun 2014 
Penyusunan lnfomiasi Pembangunan Kecamatan 
Updating Data Spaaial Kabupaten Lampung setatan 
Pengembangan Sistem lnfonnasi Profil Daerah (Database) Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Indeks Harga Konsumen Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Buku Analisis lndikator Ekonomi Makro Kabupaten Lampung Sclatan 
Penyusunan Buku Pcndapatan Regional Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Buku data Pembangunan Kabupaten Lampung Selatan 

Perencana11.n Penibangu:c.a:c. 
Program Pengembangan DatQ/lriformasl 

Pcngumplan, Updeting, analisis data informasi capaian target klnerja program dan kegiatan 

Penyusunan dan pengumpulan data/infonnasi kcbutuhan penyusunan dokumen perencanaan (IKK) 

Program Pema:rif aata.n Ruang 
Survey dan lnventariaasi data apasial infrastruktur berbasis G!S di tiap kecamatan 

Program Pengernbanoan Kbulrja Pengelola.a.n Peraampaha.n 
Pengembangan Tehnologi Pengolahan Persampahan 

Program Pentn,mtan KuaHt.u Aba I"'omvul Swnbsr Da.J1a Alam Dan Ungkunoan Hidtlp 
Pengembangan data infonnaai lingkungan 

Program PengendaUan Pencemaran dan Pentsakan Ltngkungan Hidup 
Koordinasi penilaian kota sehat/adipura 
Pemantauan Kualitas Lingkungan 
Pengawasan pela.ksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 
Pcningkatan peringkat kinerja perueahaan (Proper) 
Peningkata.n peran 11erta masyarekat dalain pengendalian lingkungan hidup 

Program PengendaUan Pemarifaata.n Ruang 
Penyusunan kebijakan pengendalian pema.nfaata.n ruang 
Penyusunan proaedur dan manual pengendalian pemanfaatan ruang 
Fasilitas penlngkatan peran serta masyarekat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
Pelatihan sparat dalam pengendalian pemanfaatan ruang 
Pengawaaan pemanfaatan ruang 
Koordinasi dan faailitaai penyusunan pemanfaatan ruang linta&! kabupaten/kota 
Sosialisa.si Kebije.kan Pengendaltan Pemanfaatan Ruang 
Pembuatan Patok GSB 
Monitoring dan Evaluasi pengendalian pemanfaata.n ruang 

Survei pemctaan 
Pelatihan &plU'at d.allijn pemanf aatan ruang 
Soaialiaaai kebijakan nonna, atandar pro.edur dan manual pema,nfaatan ruang 
Koordinasi dan faailltasi penyuauna.n peanfaatan ruang lintaa kabupatcn/kota 
Peningkaten Peringkat Kinerja Peruaahaan (Prop~ 
Peningkatan Peran Sena Masyarekat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup 
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Program Peranoanaan Pembcutgunan Daer-ah 
Pengembangan partiaipa.&i masyarakat dalam perumusan program dan kebjjakan layana.n publik 
Penyusunan rancangan RPJPD 
Penyelenggaraan muarenbang RPJPD 
Penetapan RPJPD 
Penyuaunan rancangan RPJMD 
Penyelcnggara.an musrenbang RPJMD 
Penetapan RPJMO 
Penyusunan Rancangan RKPD 
Penyelenggaraan Muarenbang RKPD 
Penetapan RK.JMD 
Koordinae.i Penyusunan La.pora.n Akuntabilitaa Kinerja lnatansi Pemerintah Daerah (LAKIP) 
Koordi.nasi Penyuvunan Laporan Keterangan Pertsnggungjawaban (LKPJI Bupati Lampung Selatan Tahun 
2015 
Koordinaai Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Akhir Masa Jabatan Bupati 
(AMJJ 
Penyelenggaraan Muarc:nbang Kabupaten 
Rapat Koordinasi Kecamatan den Perencanaan Pembangunan 
Penyusunan KUA dan PPA 
Penyusunan Rancangan (Draft) RPJP 
Penyusunan Rancangan (Draft) RPJM 
Monitoring Tugae Pembantuan di l<abupaten l..ampung Selatan 
Penyusunan perencanaan desa-desa pusat pc:rtumbuhan 
Penyelengganan Muarenbeng Tingkat Kecamatan 
Perencanaan Umum Bappeda 
Koordinaai Perencanaan Bidang Ekonomi Bappeda Kabupaten Lampung Selatan 
Koordinaai dan Monitoring D8na OAK Kabupaten Lampung Selatan 
Penyelenggaraan Muarenbang Ice Kecamawn 
Penyuaunan Perda RPJP Kabupaten Lampung Selatan 2011-2025 
Reviai dan Penyuaunan Pt:nia RPJMD :IDl 1 • 2015 
Sosialisaai Perencanaan Pembaneunan 

Pro(Jram Pentngkatan Kopasitas Kelsrnbagaan Percncancian Pembangunan Daarah 
Peningkatan kemampuan teknie aparat perencana 
Sosialisasi kebijaka.n perencanaan pembangunan daerah 
Bimbingan teknis tentang perencanaen pernbangunan daerah 
Dana pendamping dan penunjang operasional PIU proyek SCBD 
Koordinaei Perencanaan Irigasi Partisrpatif 
Pengelolaan Sistem lrigasi Partiaipatif Kabupaten 1..ampung Selatan 
Tindak Lanjut lmplementasi Kegiatan Peningkata.n Kapasitas 

Program Penmcanaan .t'cngembc:n1gan Kom-Kottl Menengah Dan Besar 
Koordinasi. penyeleaaian pennasalahan penanggana.n sampah perkotaan 
KoordinBBi penyeleaa.ian penyelesaian tranaportasi perlcotaan 
Koordinasi penanggulangan dan penyeleaa.ian bencana alam/sosial 
Koorclinasi perencenaan penangganan pusat-pusat pcrtumbuhan ekonomi 
Koordinaai percncanaan penangganan puaat-pusat lnduatri 
Koordinasi perencanaa.n penangganan pusat-pusat pendidikan 
Koordinasl perencanaan penanganan perumahan 
Koordlnaai perencanaan penangganan perparkiran 
Koordinasi perencanaan air minum, dreinase dan sanitas] perkctaan 
Koordinasi penangguJangan limbah rumah tangga. dan industri perkotaan 
Monitoring, evaluasl cl.an pelaporan 
Rencana Induk Air Baku Ka.bupaten Lampung Selatan 
Penataan Bakauheni eebagai kawasan wieaia 
Penyuaunan RP3KP Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Database Perumahan dan Kawaaa.n Permukiman di Kabupaten Lampung Selatan 

.Prvgram r.nncanaan hngernbmqian W'Ua.J,'Gh Stnzte1ta Dan C.pat Twnlnch 
Soaialieaai kebijaka.n pemerintah dalam pengembangan wila.yah atrategia dan cepat tumbuh 
Koordinasi penetapan rencana tata ruang wilayah atrategia 
Penyuaunan Perencanaan Pengembangan Wilsyah Strategia dan Cepat Tumbuh ( Study Kaaus 20 
Kecamatan di Kabupaten Lampung Sela.tan ) 

Kajian Ekonomi, Sosial Budaya dan Kewilayahan Untuk Pc:mbangunan Inatltut Teknologi Surnatera 

Prvgram pengembangan wtlayah perbcitasan 
Koordinasi penyeleaa.ian maealah perbataaan ant.ar daerah 
Soai.alisasi kebijelc.en pemerintah dalam penyeleaa.ian perbataaan antar negara 
Koordinasi penetapan rencana tata ruang perbataaa.n 
Penyuaunan perencanaan pengembangan perbatasan 
Monitoring. evaluaal dan pelapore.n 
Oat ........ 

Evaluaai. Komoditas Pertanian Dalam Penyusunan Income Uaaha Tani di Kabupaten Larnpung Se1atan 

Evaluasi Renja SKPD Kabupaten Lampung Selatan 
Koordinasi Kebijaka.n Pembangunan Daerah 
Koordina.si Jaringan Penelitian Perencanean Pembangunan Bidang Litbang dan Pendataan 
Evaluasi pencapaian indikator kinerja utama (lKUl Kabupaten Lampung Selatan 
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Program P•nincanaan P•mbangunan Ekonomi 
Penyusunan Mastcrplan Pembangunan Ekonomi Daerah 
Penyusunan Indikator Ekonomi Daerah 
Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 
Koordinasi pcrcncanaan pcmbangunan bidang ekonomi masyarakat 
Penyusunan tabel input output daerah 
Penyusunan maaterplan penanggulangan kemiskinan 
Penyusunan indikator dan pcmetaan daerah rawan pangan 
Monitoring. evaluaai dan pelaporan 
Pola Pcngembangan Komoditas Bcrbasia Agribiania (Pendukung Program Propinai dale.Jn Pengentasan 
Kemialdnan) 
Statistik indikator ckonomi desa tertinggal (Program Sigcr Maa) Kabupatcn Lampung Sclatan 
Tim lmordinaai prograro perccpatan pcnanggulangan kcmiskinan (Program Siger Mas) Kabupaten 
Lampung Selats.n 

Tim koordinasi dan forum terpadu fe.ailitaa komoditaa unggulan pisang Kabupaten Lampung Selatan 

Revitalisasi pcngembangan ekonomi lokal (Program Nasional) 
lnventarisa&i (CD profllc multimedia) lcawasan-lcawasan miskin pemukiman peeisir Kabupaten Lampung 
Selatan] 
Muercnbangtan ainkronisaai, lmordinaai dan faailitaai pcrcncanaan aektoral pcrekonomian Kabupaten 
Lampung Selatan 
Penyusunan statiatik ckonomi dacrah Kabupaten Lampung Selatan (Program Nasional) 
Fasi!itasi kerja sama program bantuan pcnnodalan Kabupatcn Lampung Sclatan 
Inventarisasi aplikasi dan seminarisasi ekonomi kera.kyatan Kabupaten Lampung Selatan 
Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten lampung Selatan 
Koordinasi Fa.ailitasi Pelaksanaan dan Evaluasi Pemanfaatan DAK Bidang Ekonomi Kabupaten Lampung 
Sela\an 
Perencanaan Um um Bidang E:konomi 
Penyusunen arah dan strategi pengembangan pariwisata Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan cluster ekonomi Kecamatan Tanjung Bintang Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Strategi Pengembangan Pariwi&ata Melalui Altematif Rutc Pcrjalanan Kabupaten Lampung 
Sela tan 
Penyusunan dan Analials Aspck Pengcmbanp.n Elmnomi Lokal Kabupaten Lampung Selatan 
Penyuau.nan ldcntifikaai Uaaha Unggulan pada Sektor Basia di Kabupaten Lampung Selatan 
Evaluasi dan Monitoring Program Unggulan Kab.Lampung Selatan 
Penyuaunan Evaluasi Kinerja Ekonomi Daerah Kabupaten Lampung Sela.tan 
Penyusunan Analiais dan Strategi Pengcmbangan Wilayah Berbaaia Pertanian Kabupaten Lampung 
Se Iatan 
Penyusunan Analisis dan Strategi Pengembangan Wilayah Berbaais Pertanian Kabupaten Larnpung 
Sele.tan 
Penyusunan Kebijakan den Strategi Pengembangan UMKM Kabupaten LampungSelat 
Kajian Minawisata Cesa Bcrundung Kecamatan Kctapang 
Kajian ~ngembangan Potensi/Produk Unggulan Kecamata.n 
Penyuaunan Kebijakan dan Strategi Pcngembangan uaaha Ternak Sapi 
Penyusunan Perencana.an Pusat·Pusat Pertumbuhan Ekonomi Daerah 
Analisis Kescnjangan Pembangunan Antar Wilayah Kab. Lampung Sclatan 
Kajian Pendirian BPR 
Penvusunan Naskah Akademik dan PERDA Pengelolaan Wilavah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 

Penyusunan Pelaporan Aksi Penc~sa.han den Pemberantasan Korupsi Kabupatcn Larnpung Sclatan 

Penyuaunan KUA/PPAS 
Pcnyuaunan Le.poran Tahunan [annual-report] 
Evalua.si. Renja SKPD 
Penyusunan SOP Renstra 
Evaluaai Dampalc Pembangunan Jalan Poroa Kecamatan 
Pelapora.n Rencana Afuii Pemberentaaan dan Pengawasan Koruplli 
Penyusunan RKPO 
Penyusunan, pcnyiapan, Updating data dan peajaringan aapirasi masyarakat 
Penyuaunan Rancangan Awal RPJM RPJMD 
Pcnyelcnggara.a,n Muerenbang RPJMD 
Koordinasi penyusunan laporan reforma.81 birokrasi bidang akuntabilltas 
Penyelnggaraan Muarenbang RKPO 

Penyuaunan Rancangan Akhir dan Perda RPJMD tahun 2016 • 2020 Kabupaten Lampung Sclatan 

Penyelcnggaraan Muerenbang RPJMD 
Analiaia Daaar Kebijakan Elmnomi Makro Pembangunan Oaerah Kabupaten Lampung Sclatan 
Koordinaai Penyuaunan Laporan Refonnaai Birokrasi Bidang Akuntabilitas 

Penyusunan Naakah Akademik PERDA Pendirian BUMD (PI') 
Penyusunan KUA/PPAS Perubahan 
Koordinaai dan Monitoring PelakGaJlaan Tupa Pembantuan (TPJ Kabupatcn Lampung Selatan 
Penyusunan Lsp>ran Pcri.odik Unit Kerja Preeiden Pmgawaaan dan Pengcndalian Pcmbangunan Daerah 
(UKP41 
Penyuaunan Le.poran Tahunan Bappeda 
Penyuaunan Indikator Pembangunan Kab, Lampung Selatan 
Monitoring Pcrencana.an Pembangunan Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Optimalisasi Peran Masyarakat dalam Penyusunan Perem:anaan Daerah 
Penguatan Perananan Organiaasi Pengelola Kawasan Reklarnaai, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur RPJMD den RKPD 

1.06.22.31 
1.06. 22. 32 
1.06. 22. 33 
1.06. 22. 34 
1.06' 22. 35 
1.06' 22. 36 
1.06. 22. 37 
l.06. 22. 38 

1.06. 22. 30 

1.06. 22. 25 
1.06. 22. 26 
1.06. 22. 27 
1.06. 22. 28 
l.06. 22. 29 

1.06.22.21 
l.06. 22. 22 
1.06. 22. 23 
1.06. 22. 24 

1.06. 22. 16 
1.06. 22. 17 
1.06. 22. 18 
1.06. 22. 19 
l.06. 22 . 20 

1.06. 22. is 

1.06 . 22 . 13 
1.06. 22 . 14 

1.06. 22. 12 

1.06. 22. 10 
1.06. 22. 11 

1.06. 22 
1.06. 22. 01 
1.06. 22. 02 
1.06. 22. 03 
1.06. 22. 04 
1.06. 22. 05 
1.06. 22. 06 
1.06. 22. 07 
1.06. 22. 08 
1.06. 22, 09 

1.06. 21. 53 
1.06. 21. 54 
1.06. 21. 55 

1.06. 21. 40 
1.06. 21 • 41 
1.06. 21. 42 
1.06. 21 . 43 
1.06. 21. 44 
1.06.21.45 
1.06. 21. 46 
1.06. 21 . 47 
1.06. 21 . 48 
l.06. 21. 49 
1.06. 21. 50 
1.06. 21 . 51 
1.06. 21. 52 

1.06.21.38 
1.06. 21 . 39 

1.06. 21. 33 
1.06. 21 . 34 
1.06. 21 . 35 
l.06. 21. 36 
1.06.21.37 

1.06. 21. 29 
1.06. 21. 30 
1.06. 21 . 31 
1.06. 21. 32 



1.06. 24 
l.06. 24. 01 
1.06. 24. 02 
1.06. 24. 03 
1.06. 24. 04 

1.06. 23. 26 

1.06. 23. 25 

1.06. 23. 17 
1.06. 23. 18 
1.06. 23. 19 
1.06. 23. 20 
1.06. 23. 21 
1.06. 23. 22 
1.06. 23. 23 
1.06. 23. 24 

1.06 . 23 . 16 

1.06. 23. 14 
l.06 . 23 . 15 

1.06. 23 
1.06. 23. 01 
1.06. 23. 02 
l.06. 23. 03 
1.06. 23. 04 
1.06. 23. 05 
l.06. 23. 06 
1.06. 23. 07 
l.06 '23. 08 
1.06. 23 '09 
1.06. 23. 10 
1.06. 23. 11 
l.06. 23. 12 
1.06. 23. 13 

1.06. 22. 68 

1.06. 22. 65 
1.06. 22. 66 
1.06. 22. 67 

Program. Pereru:anaan Pra.sczrana W'Ua,llClh Dan Sumbotr DaJld ALun. 
Koordinaoi muterplan perhubungan daerah 
Koord.inasi penyusunan masterplan pengcndalian aumber d.a.Ya alam dan lingkungan hidup 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Perencanaan bidami: inl1'1lstruktur KabuDaten La!n.Dun1r: Selatan 

Penyusunim Buku Potens.i Desa se-Kabupaten Lampung Selatan 
Pembuatan Maket Wilayah Pcnyebaran Serana Pendidikan, Keeehatan & Kemiekinan Kabupaten 
Lampung Selatan 
Pembuatan Media Publikasi Pembangunan dibidang Pemerintah Sosial dan Budaya Kabupaten Lampung 
Selatan 
Kajian Implentaai Program Aka.demi Kom'unitas di Kabupaten Larnpung Selatan 
Pembuatan Peta Data Scberan Sarana Prasar®a Pendidikan dan Kesehatan 
Penyusunan Buku Saku Aku Bangga Menjadi Warga Peduli AIDS 
Penyusunan Statiatik Potensi Desa se Kab. Lampung Selatan 
Pemutakhiran data aebaran aar®a pendidikan, kcsehatan 
Penyusunan buku aaku soaial dan budaya 
Koordinasi Pcrencanaan Bidang Pcmerintahan, Sosial dan Budaya 

Penyusunan Buku Perkembangan dunia Pendidikan dan Kesehatan Kabupaten Lampung Selatan 

Penyusunan kebijakQl\ strategi penyediaan infraatruktur dan jaringW1 pendukung bagi pengembangan 
ekonomi daerah di Kabupatcn La.mpung Selatan 
Koordinasi dan Monitoring Program Gerbang Desa. (mendukung program provinsi) 

Program. Ps"'n.canaon SCNl"!al dan Budo.Jla 
Koordinasi masterplan pendidikan 
Koordinasi penyusunan masterplan kesehatan 
Koordinasi dan faeilitasi perencanaan pembangunan daerah bidang pemerintah sosial budaya 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Perencanaan Umum Bidang Sos.ial Budaya 
Penyuaunan Pron! Kemiakinan Kabuptuen Lampung Selatan 
Penyusunan lndikator Kesejahteraan Sosial Kabupaten Lampung Selatan 
Koordinas.i Perencanaan Bidang Sosi.al clan Budaya 
Pcmbua.tan Media Publikaal Soaial Buda.ya Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Data Potenai Desa Kabupaten Lampung Selatan 
Pcmbuatan Sistem Informaai Geografi Kondiai Soaial. Buda,ya Lampung Selatan 
Kajian lrnplementaai Program Akadcmi Komunitsa di Lampung Sela.tan 
Kajian Kapaaitaa dan Stratcgi Pengcmbangan Kcbhinekaan Ma.syarakat Kabupaten Lampung Selatan 

Penyu sunan Rencana Zonasi Rinci Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZRWP3K) 
Penyusunan Kajian Pengembangan Administratif Kecamatan dan Deea 
Pcnyusunan Buku Relleklli dan Publikasi Pencapaian Pembangunan 
Pcnyusunan analiaia perekonomian dauah Kab. Lampung Selatan 
Pelaksanaan program CSR Kab. Lampung Sela!an 
Penyusunan perencanaan bidang Pertanian, Pcrkebunan, Peternakan, Pcrikanan, Kehutanan dan 
.Parlwisata Kabupatcn Lampung Selatan 
Penyueunan perencsnaan bidang lndustri, Dunia Usaha, Keuangan dan Pertambangan Kabupaten 
Lampung Selatan 
Penyusunan model pengembangan ekonomi kreatif untuk mendukung sektor pariwisata 
Penyusunan road map pembangunan pertanian terpadu dan berkelaajutan 
Penyusunan Rencana ProgrPm lnveataai Jangka Mcnengah {RPJJM) Kawaaan Minapolitan di Kabupaten 
Lampung Selatan 
Penyuaunan AnaliBis Pcngaruh Alokasi Anggaran Terhadap PDRB Sektor Pertanian Kabupaten Lampung 
Sela.tan 

Kajian Potensi Sumber PAD Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Reneana Strategia [Renatra] Pesisir Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Zonasi Ke.wasan Peaisir Kabupaten Larnpung Selatan 
Analiais Faktor-Faktor Penentu Daya Tarik Inveatasi DaJam Pembangunan Ekonomi Daerah 
Kajian Kinerja lmplemntaai Teknologi Rcproduksi Temak Terhadap Perkernbangan Sapi Potong di 
Kabupaten Lampung Selatan 
Kajian Dampalc Diskontinueitas Jalur Bakauheni • Kalianda Terhadap Perekonomian di Kabupaten 
Lampu ng Sele.tan 
Kajian Potensl Sumbcr Daya dan Lingkungan di Rencana Lokaai Kawasan lndustri Way Sebalang 
Kabupaten Lampung Selatan 
Persiapan Pembentukan BUMD Kab. Lampung Selatan 
Penyusunan Studi Pendahuluan Pernbangunan Kawaaan Industri Ketapang 
Penyusunan Masterplan Kawaean Pertanian Ka.b. Liunpung Selatan 
Penyusunan Masterplan Pereepatan Pcmbangunan Ekonomi Kabupaten (MP3EK) Latnpung Selatan 
Penyusunan Rencana Aka.i Pengelola Wilayah Peeieir dan Pulau-pulau Kecil (RPWP3Kl Kabupaten 
Lampung Selatan 
Pcnyuaunan Rcneana Pengelola Wilayah Pea.i.air dan Pulau-pulau Kecil (RPWP3K) Kab. Lam-Se! 
Faeilitas dan Pen}'Uaunan Databa.ae Program CSR Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Roadmap Sistem lnovasi Daerah [SlDA) Kabupaten Lampung Selatan 
Kajian Dampak Diekontinuitas Jalur Bakauheni-Kallanda terhadap Perekonomian Kabupaten Lampung 
Se\atan 
Kajian Populasi Mamalia Laut Kabupaten Lampung Selatari 
Kajian Carrying Capacity dalam Pengembangan Temak Rurninansia di Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Pengembangan Kawasan Agropolitan Kabupaten Lampung Selatan 

1.06. 22. 64 

1.06. 22. 58 
l,06' 22. 59 
1.06. 22. 60 
1.06. 22. 61 
1.06. 22. 62 
1.06. 22. 63 

1.06. 22 . 55 
1.06 . 22 . 56 
1.06. 22. 57 

1.06. 22. 51 
1.06. 22. 52 
1.06. 22. 53 
1.06. 22. 54 

l.06. 22. 46 
1.06. 22. 47 
1.06. 22. 48 
1.06. 22. 49 

1.06' 22. 50 

1.06. 22. 45 

1.06. 22. 44 

1.06 '22. 39 
1.06. 22. 40 
1.06. 22. 41 
1.06. 22. 42 
1.06. 22. 43 



J1ro9n:1m pmdngbn.cm rraaanan angbtcui 
Penyuluhan dan Pemilihan Awak Angkutan Penumpang 
Peningkatan diaiplin maayaralcat di jalan raya 
Temu wicara pengelola angkutan umum guna meningkatkan lceselamatan penumpang 
Kegiatan uji kel.ayalcan saran transportasi guna keeelamtan penumpang 
Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 
Kegiatan penciptaan keamanan dan kenyamanan penumpang dilingkungan terminal 
Kcgiatan pengawaaan peralatan keamanan dalam keadaaan darurat dan perlengkapan pertolongan 
pertama 
Kegiatan penataan tempat-tempat pembcrhcntian angkutan umum 
Kegiata.n penciptaan disiplin dan pemeliharaan keber&ihan di lingkungan terminal 
KeQ'.iata.n oenciptaan Iawnan cenat, tenat. murah dan mudah 

Program RehabUl.ttul. dan PstMll.haraan Pnuiarana dan FaaiHttu LUlJ 
Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kcndaraan bennotor 
Rehabilitasi/pemeliharaan pra&arana balai pengujian kendaraan bennotor 
Rehabilitasi/pemeliharaan sa.rana dan praaaranajembatan timbang 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Rehabilitasi/~meliharaanTerm~al 
Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perambuan dan Faailitas LLAJ 
Pl:ngadaan kclcngkapan terminal ecmentara Bahauheni 

hrbubwipn 
Progrum hmbaSWUIUUI Pnuarana dan Fasl.llta.a Perhubungan 

Perencanaan pembangunan praaarana dan faflilitaa perhubungan 
Penyusunan norma, kebijalcan, standar dan prosedur bidang perhubungan 
Koordinasi dalam pembangunan praaaranan dan fasilitaa pcrhubungan 
Peningkatan Keselamatan Transportasi Laut 
Pembangunan sarana dan praparanajembatan timbang 
Peningkatan pengelolaan terminal anglcutan sungai, danau dan penycbrangan 
Peningkatan pengelolaan terminal angku tan darat 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pembangunan prasarana perhubungan 
Pengkajian dan pengcrnbangn ai:stem in!ormasi 
Perhubungan de.lam angka 
Analisis daereh rawan kecelakaan lalu lintas 
Pendataan kapal - kapal nela,yan di wila,yall kabupaten lampung selatan 
Rehabilitasi I pemeliharaan praaarana dan. faailitasi LLAJ 
Sosielisasi Akai Keselaniatan Pelayaran 
Kajian Teknis dan Pl:metaan Alur Pelayaran 

Progro.m Percepatan Pembangunan Santta.st Pennuktman (PPSP/ 
Penyelenggaraan Percepatan Pembangunan Sanitasi Pcrmukiman (PPSP) 

Medta Iriforovul. Pembangunan Daerah 
Penyusunan Calender or Event Kabupaten Lampung Sclatan 
Pembuatan Media ln!onnasi Pembangunan Daerah 
Parneran Pembangunan Bappeda Kabupaten Lampung Selatan 

Program P•ftCUIQgulangan X.rn&.kinan 
Koordinaai Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 
Penyu sunan Profi1 Kemiskinan Kabupaten Lampung Selatan 

Koordinasi OAK infrastruktur Kabupaten Lampung Selatan 
Kajian Llngkungan Hidup Strategis 
Koordinasi penataan rua,ng Kabupaten La,mpung Selatan 
Penyusunan Renca,na Tata Ruang Wilayab Kabupaten Lampung Selatan 
Koordinaai Sarana da.n Praaarana Wilayah Kabupaten La.mpung Selatan 
Penyusunan Rs,nca,nga.n Perda RTRW Kabupaten La.mpung Selatan 
Optimali&alli Fungai Sadan Koordinasi Penataan Ruang Dacrah (BKPRDJ 
Pembangunan/Pengembangan Kali.anda Trade Center (KTC) 
Pembaha.ruan dan Pencetakan Peta 
Penyusunan Rencana laduk Sietem Pereampahan Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Master Plan Pengembangan Kota Kalianda 
Review Rencana Program !nvestasi Jangka Menengah 
Penyusunan RDTR Kece.matan Katibung 
Penyueunan Master Plan Kawasan Rest Area Masjid Ku bah Intan Kalianda 
Penyusunan Site Plan l{awasan Perumahan Kota Baru Lampung 
Penyusunan Site Plan Kawasan Perurnahan Kota Baro Lampung 
Penyusunan RDTR Kecamatan Ketapang 
Penyusunan Rencana lnduk Kawaae.n lnduatri Katibung 
Penyu eunan Ranperda dan Soaialiaui RDTR Kecamatan Katibung 
Penyusunan Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kabupaten Lampung Selatan 
Review RPLJM dan PPSP Kabupaten Lampung Selatan 
Koordinaei program pengembangan kawasan perdesaa.n berkelanjutan 
Sinkronisasi dan koordinasi program pengembangan kawasan pengembangan kawasan Perdesaan 
Berkelaniutan (P'lKPB) 
Koordinasi penanganan perurnahan dan percepatan pengelDlaan air minum dan sanitasi 
Kajian faktor ketimpangan wilayah (unbalance growth) Kab. Lamsel 
Kajian Faktor Peninjauan Kembali RT RW Kab. Larnpung Selatan 

1.07. 17. 08 
1.07. 17. 09 
1.07. 17. l{) 

1.07. 17 
1.07. 17. 01 
1.07. 17. 02 
1.07. 17. 03 
}.07. 17. 04 
1.07. 17. 05 
1.07. 17. 06 
1.07. 17. 07 

1.07. 16 
1.07. 16. 01 
1.07 . 16 . 02 
1.07. 16. 03 
1.07. 16. 04 
1.07. 16. 05 
1.07. 16. 06 
1.07. 16. 07 

1.07 
1.07. 15 
1.07. 15. 01 
1.07. 15. 02 
1.07. 15. 03 
1.07. 15. 04 
1.07. 15. 05 
1.07. 15. 06 
1.07. 15. 01 
1.07. 15. 08 
1.07. 15. 09 
1.07 . 15. 10 
1.07 . 15 . 11 
1.07. 15. 12 
l.07. 15. 13 
1.07. 15. 14 
1.07. 15. 15 
1.07. 15 . 16 

1.06. 27 
1.06.27.01 

1.06. 26 
1.06. 26. 01 
1.06. 26. 02 
l.06. 26. 03 

1.06. 25 
1.06. 25. 01 
1.06. 25. 02 

1.06. 24 . 28 
1.06. 24. 29 
1.06. 24. 30 

1.06. 24. 05 
1.06. 24. 06 
1.06. 24. 07 
1.06. 24. 08 
1.06. 24. 09 
1.06. 24. 10 
1.06. 24. 11 
1.06. 24. 12 
1.06. 24. 13 
1.06. 24. 14 
1.06. 24. 15 
1.06. 24. 16 
1.06. 24. 17 
1.06 . 24 . 18 
1.06. 24. 19 
l.06. 24. 20 
l.06. 24. 21 
l.06. 24. 22 
1.06. 24. 23 
1.06. 24. 24 
1.06. 24. 25 
1.06. 24. 26 
1.06. 24. 27 



Proaram Ptlnaendalion .Penc.maran dan hrusakan Unakunaan Hfduo 

Lb1gkungan Hid11p 
Program Pengembangan Kinerjo. Pengelolaa.n Per$ampahan 

Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah 
Pcnycdiaan praaarena den sarena pengelolaan persampahan 
Penyusunan kebijakan kerjase.ma pengclolaan peraampahan 
Peningkatan operaai da.n pcmcliharaan prasarana dan aarana persampahan 
Pengembengan teknologi pengolahan persampahan 
Bimbingan teknis per88Dlpahan 
Kerjasama pengelolaan peraampahan 
Kerjasama pengelolaan aampah antar daerah 
Sosialiaasi kebijakan pengelolaan persampahan 
Peningkatan peren eerta masyarakat dalam pengelolaan pcraampahan 
Monitoring, C"Yaluasi dan pelaporen 
Peningkatan Operasional dan Pemeliharaan Prasarana den Sarena Persampahan 
Partisipasi Peny1UJJ.paian lnformasi Pengelolaan Persampahan 
Pembangunan Sarana den Praaarana Persampahan 
Penyuaunen Siatem lnformasi Pengelolaan Persampahen 
Penyusunan data persampahe.n den pclayanan aedot lumpur tinja 
Reviai perda retribum pels,yanan keber-.ihen 

Program Pentnglcatan KJ21XUttaa Bvmber Daya Apcuucur U&1 
Pelatihan pengamMan tindak kecelakaan 
Pelatihen Peraturan Baris berbarie 
Selekai Pcnerimaan Anggota Dinas Perhubungan 
Penge.daan bahan keperluan pcngujian kendaraan bennotor 
Pelatihan clan monitoring kinerja petugaa opraaional 

Program Sarana dan Prasarana Pameran Pembangunan 
Pameran dan prnmosi tingks.t kabupaten 

Program Kerja.sama lt\formasl dengan Mas Media 
Publikasi lmplementasi Kebijakan Berbegai Sektor Kabupaten Lampung Selatan 

Program hngemboltgan Kom.unikaaf.It\formast dan Media MCINCI 
Pengkajian clan Pengembangan Siat.em lnfonnasi 

Program hnguatan Desentnzllscut Fislcal .Dcin Pen;epatan Pembangunan Dcierah 
Peningkatan Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintaa 
Peningk.atan Faailitaa Pelayanan Angkutan Penumpang 
Pembangunan Fasilitaa Pendukung Pelabuhan Khusua 

Perogram PenJ1edlaa.n dan Prasarana Perduaan Te't'tinggal 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Perairan (OAK) 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Transportasi Darat dan Perairan (Pendamping) 

1'roflram Peniqlcatan KetayaJccua h{JOJHlraBUut Kendaraan Bermotor 
Pelatihan peningkatan dan Illonitorlng kincr:ja petugaa cperaaional 
Pengadaan be.hen keperluan pengujian kendaraan bermotor 
Dst ... 

Program pcmgendaUan dan pengamanan lalu lint.mi 
Pengadaan rambu·rambu lelu lintas dan Marka Jalan 
Pengadaan marks jalan 
Pengadaan pa.gar pengaman jalan 
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 
Pengawasan. Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 
Pengadaan Rambu • Rambu LaJu Llntas (DAK) 
Pengendalian dan Pcngawasan Lokaai Pa.rkir 

Program Pembangunan Sarana dan Praczt'Qna Perlwbungan 
Pembengunan gedung terminal 
Pcmbangunan halte bus, taxi gedung temtinal 
Pembangunan jcmbatan penycbrangan gcdung terminal 
Pemban~nan faailitaa pendukung pclabuh.an khusua 

Pengumpulan dan analisis data base pelayananjasa angkutan 
Pengemba.nga.n earana dan praaarana pelayananjasa nagkutan 
Fasilitaai perijinan di bidang perhubungan 
Forum lalu lintas kabupaten lampung selatan 

Pemilihan de.n pemberian penghargaan sopir/juru mudik/awak kendaraaan angkutan umum teladan 

Koordinui dalaln pcningkatan pclayanan angkutan 
Monitoring, eveluaai da,n pelaporan dalaln peraiapan waha,na tata nugraha (WTN) 
Pelatihan Peningkatan Kinerja Petugaa OperaaioneJ 
Pengumpu\an analiais databaae pelayanan a.nglrutan {load faktor a.ngkutan pedesaan) 
Sosialisasi penyuluhan ketertiben lalu lintaa dan engkutan 
Pengcmbangan informaai publilc (WEBSITE) Dinas Perhubunggn Kabupaten Lamsel 
Sosialisasi Akal Ke&elamatan dan Pekan Transporta.si berlalulintas tingkat provinei 
Perencanaan Jaringan Anglcutan Perintis dan Angkut.an Barang 

1.08. 16 

1.08 
1.08. 15 
1.08. 15. 01 
1.08. 15. 02 
1.08. 15. 03 
1.08. 15. 04 
1.08. 15. 05 
1.08 .15 .06 
1.08. 15. 07 
1.08. 15. 08 
1.08. 15. 09 
1.08. 15' 10 
1.08 . 15. 11 
1.08. 15. 12 
1.08. 15. 13 
1.08. 15. 14 
1.08.15.15 
1.08 . 15. 16 
1.08.15.17 

1.07. 26 
l.07. 26. 01 
1.07. 26. 02 
1.07 '26. 03 
1.07. 26. 04 
1.07 '26. 05 

1.07. 25 
1.07. 25. 01 

1.07. 24 
1.07 . 24 . 01 

1.07. 23 
1.07. 23. 01 

1.07' 22 
1.07 . 22 . 01 
1.07. 22. 02 
1.07. 22. 03 

1.07. 21 
1.07. 21 . 01 
l.07. 21 . 02 

1.0'7 • 20 
1.07. 20. 01 
1.07. 20. 02 
1.07. 20. 03 

1.07. 19 
1.07' 19. 01 
1.07' 19. 02 
1.07. 19. 03 
1.07 . 19. 04 
1.07. 19 . 05 
1.07. 19. 06 
1.07' 19. 07 

1.07. 18 
1.07. 18. 01 
1.07. 18. 02 
1.07. 18. 03 
1.07. 18. 04 

1.07. 17. 16 
1.07. 17. 17 
1.07. 17. 18 
1.07. 17. 19 
1.07. 17. 20 
1.07. 17 . 21 
1.07. 17. 22 
1.07. 17. :23 

1.07. 17. 11 
1.07. 17 . 12 
1.07.17.13 
1.07. 17 . 14 
1.07. 17 . 15 



Program Pengelotaan dan rehabmta.at ekoal.stamp•uuir dcxn laut 
Pen~elolaan dan rehabilitaai ekoaistem pesisir dan lau t 

Program Pe~Uan kelK&karan hutan 
Pcnga.daan aJat pema.dam kebakaran hutan 
Pemctaan kawasan rawan kebakaran hutan 
Koordinasi pengendalian kcbakaran hutan 
Penyusunan norma, standar, proaedur dan manual pcngendalian kebakaran hutan 
Sosialisasi kcbijakan pencegahan kcbalcaran hutan 
Monitoring. evaluasi dan pelaporan 
Dst .... 

Program pengembangan ekowUiata dan Jaso. Hngkltngan dt kawasan·kawa.san kon.seroas~ 
Pengcmbangan ekowisata dan jasa lingkungan di kawa.san konaervaai 
Pengembangan konacrvaai laut dan hutan wisata 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Dat . 

Program Penfnglrat.an PenoendaHan Polusl 
Pengujian emisi kendaraan bennotor 
Pengujian emiei udara akibat aktivitaa induatri 
Pengujian kadar poluRi limbah padat dan limbah cair 
Pcmbangunan tempat pembuangan benda padat/cair yang mcnimbulkan polusi 
Pcnyuluhan dan pengendalian poluai dan pencemaran 
Monitoring. cvalua.si dan pelaporan 
Dst ...... 

Program Penfnglcatan Kualitwi dan .Abu 1'\(onnml Sumber Daga .Alam dan UngkMngan 
Peningkatan edukaai dan komunikaai mesyaraka.t di bidang lingkungan 
Pengembangan data dan informaal lingkungan 
Penyusunan data sumberdaya alam dan neraca sumber daya hutan (NSDHl nasional den daerah 
Penguatan jejaring informasi lingkungan pusat dan daerah 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) 
Penyusunan RPPLH 

Sosialisasi pedoman standar dan proaedur rchabilitaai terumbu karang, mangrove, dan padang larnun 

Pcningkatan peran eerta masyarakat dalam rchabilltasi den pemulihan cadangan SDA 
Monitoring, evaluui dan pelaporan 
Ost ... 

Pn»gram .Rdhclbllita.i dan PsnwHhan Cadangan SwrW.r daya .Alam 
Pengelolaan dan rehabilitaai terumbu ks.rang, mangrove, padang lamun, estuaria dan teluk 
Perencanaan dan penyu&unan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan 
hid up 
Rchabilitasi hutan dan lahan 
Pengembangan kelcmbagaan rehabilitasi hutan dan lahan 

Penyuaunan pedoman stander dan prosedur rchabilitasi terumbu karang, mangrove, dan padang lamun 

Program Perlindunoan dun Koiuenasi Sumber Daya Alam 
Konservs.si Sumber Daya Air dan Pengcndalian Kerusakan Sumber-Sumbcr Air 
Pantai dan Laut Lestari 
Pengembangan dan Pemantapan Kawaaan Kcnaervasi Laut, Suaka Perikanan, dan Keanekaragaman 
Hayati Laut 
Pengernbangan Ekowisata dan Jasa Lingkungan 
Pcngendalian Dam.pale Perubahan lklim 
Pengendalian Kcrusaka.n Hutan dan Laban 
Peningkatan KDnaervui Daerah Tangkapan Air dan Bumber-aumber Air 
Pcngendalian dan Penp.wasan pemanfaatan SDA 
Koordinaai pengelolaan koneervasi SDA 
Pengelolaan keanekaJ'agaman he.ye.ti dan ekoaistem 
Pengembangan cl.an Pengelolaan Kawa.Mn World Heritage Laut 
Pengembangan Kerjaaama PengeJolaan Kawasan Koneervui Laut Regional 
Peningkatan peran serta maeyarakat dalam perlindungan dan konscrvasi SDA 
Koordinaai peningkatan pengelolaan kawasan konaervasi 
Monitoring, cvaluaai dan pelaporan 
Menuju Indonesia Hijau 
lnventarisasi Gas Rumah Kaea 

Koordinasi Penilaian Kata Sehat/ Adipura 
Penyusunan Kebijaka,n Pengendalian Pecemaran dan Perusakan Llngkungan Hidup 
Pemantauan kualitas lingkungan 
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hid up 
Pengkajian Dampak Li.ngkungan 
Sosialisasi lPAL dan Spetic Tank Komunel kepada masya.rakat dan BimbLtigan Teknis Calon Pengelola 
TPA/lPLT 
Pemberdayaa,n Ui.boratorium Linglamgan Hidup 
Revisi perda retrebusl pelayanan eedot tinja 
Peng.ambilan dan Pengujian Sample Air Secara Labcratorie 

1.08' 23 
1.08. 23. 01 

1.08. 22 
1.08. 22. 01 
1.08. 22. 02 
1.08. 22. 03 
1.08. 22 '04 
1.08. 22. 05 
1.08. 22. 06 
1.08. 22. 07 

1.08 • 21 
1.08. 21 . 01 
1.08. 21 . 02 
1.08. 21 .03 
1.08. 21. 04 

i.ee , 20 
1.08. 20. 01 
1.08. 20. 02 
1.08. 20. 03 
1.08. 20. 04 
l.08. 20. 05 
1.08. 20. 06 
1.08. 20. 07 

1.08. 19 
1.08. 19. 01 
1.06.19.02 
1.08. 19. 03 
1.08. 19. 04 
1.08. 19 '05 
1.08. io . 06 
1.08. 19. 07 

1.08. 18. 07 
1.08. 18. 08 
1.08. 18. 09 

1.08. 16. 06 

1.08. 18. 03 
l.08. 18. 04 
1.08. 18. 05 

1.08. 11 
1.08. 18. 01 
l.08, 18. 02 

1.08. 17. 04 
1.08.17.05 
l.08. 17 '06 
1.08. 17. 07 
1.08. 17. 08 
1.08. 17. 09 
1.08.17.10 
1.08. 17 . 11 
1.08.17.12 
l.08 ' 17 . 13 
1.08 . 17 . 14 
1.08 . 17 . 15 
1.08 . 17 . 16 
1.08' 17. 17 

1.08. 17 
1.08. 17 . 01 
1.08. 17. 02 
l .OB. 17. 03 

1.08. 16. 07 
1.08. 16. 08 
1.08. 16. 09 

l.08. 16. 01 
1.08 . 16 . 02 
1.08. 16 .03 
1.08 . 16 . 04 
1.08 . 16 . 05 
1.08. 16. 06 



Kependudukan du. Catabul Sipll 
Progrum Penatacm AdndnWtrl;aat Kepcndudukan 

Pcmbangunan dan Pengoperasian SCAK Secara terpadu 

Ent.ri data daftar rumah tangga (ORT) menuju sistem informasi adminiatrasi kcpcndudukan [SJAK) 

Implcmentasi aiatem adminiatraai kependudukan (membangun updating dan pemeliharaanl 
Pembentukan dan penetaan sistem koneksi NIK 
Koordinasi alstem pelaksanaan kebijakan kependudulcan 
Pengolahan dan penyuaunan laporan infonnalli kependudukan 
Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan 
Pengembangan database kcpendudukan 
Penyusunen kebijakan kependudukan 
Peningkatan kapaaitaa apa:rat kependl.ldukan dan catatan sipil 
Sosialisasi kebiiakan kenendudukan 

Prognzm Pelayanan Admint.rtrast Pertanahan 
Penyediaan Makan dan Minum 
Rapar-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Dacrah 
Penycdiaan Jasa. Tenaga Administrasi 
Pemeliharaan Rutin/Bcrkala J\lat·alat Adminietraai. Kantor 
Pcmeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 
Pengadean Pakaian Dinu & Perlengkapannya. 
Penaertifikatan Tanah Meaal (PRODA) Kota Balikpapan 
Survey den Pemetaan Penggunaan Tanah Skala 1 : 25.000 
Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan 
·Redist.ribusi Te.nab Negara 
Pembuate.n titik Daser Telmia Orde-4 dan Pernbuatan Lembar Peta Pendartaran Fonnat Digital Skala 1 : 
5.000 
Updating/ Unirikaai Peta 

Program Peny.-r.aaian korifllk·koiifltk pertanahan 
Fasilitaei penyelcsaian konflik-knnflik pertanehan 
Peninjauan Loka.si, Pengukuran dan Penyelesaian Administrasi Pertanehan 

Program Peng•mbangan Sistctm ln/orrna.al Pertanahan 
Penyusunan a&etem informasl pertanahan yang handal 
Oat ... 

Program hnataan pengua.saan, pemUtkan, penggunaan dan pcrnan/aatan tanah 
Penatae.n penguaaaan, pemilikan, penggune.an dan pemanfaatan t.anah 
Penyuluhan hukum pertana.han 
Pencadangan Te.nab untuk Kegiatan Pembangunan 

PorbmllJ&ILD 
Program pembcuagwum au.t.m pcndaJfaran tcllacdl 

Plmyusunan aistem pendaf\aran tanah 
Sosialisa.Bi eistem pendaftatan tanah 
Ost... 

Program Opttrnasi Pcmdapatan Anggaran Daerah 
Birntek Pelaksanaan Perda No. lo Tahun 2011 di Llngkungan DPDK dan Sosialisasi Perda No. 16 Tahun 
2011 bagi Pedagang 

Program Pambtnaan Pcdagang Kaki Uma dan Asongan 
Pengadaan Sarana dan Prasarana Keberaihan Pasar 
Pernbinaan dan Penataan Pedagang Pasar PEMDA Kab. Lampung Selatan 

Prugrum hntngkatan qlaWn.P Perdagangan .Dalam Negcri 
Pengembangan lnformaai Pasar dan Distribuai Barang 

Program Penga.daan Lampu Penenzngan Jalan 
Pemasangan l..ampu JaJan di Kabupaten Lampung Selatan 
Pengawasan Usaha Kelistrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan Umum 
Penatausahe.an LPJU Milik Daerah se-Kabupaten Lampung Sele.tan 
Pcrencanaan Pcmbangunan Pemasangan Lampu Jalan di Kabupatcn Lampung Selatan 
Pcngawasa.n uaaha kelietrikan dan pemeliharaan lampu taman 

Program Pengelolaan niang terbuka h(lau (RTHI 
Penyusunan kebijakan, ncrma.staridard prosedur dan manual pengelolaan RTH 
Sosielisasi kebijakan, nonna, standard, prosedur dan manual pengelolaan RTH 
Penyusunan dan analisis data/infonnasi pengelolaan RTH 
Penyuaunan program pengemba,han RTii 
Penataan RTH 
Pemeliharaan RTH 
Perbaikan Taman 
Pengadaan bibit 
fasilitaai kegiat.an hari-hari besar 

Pengembangan sistem manajemen pengelolaan pcsisir Iaut 
dst .... 

1.10. 15. 03 
1.10. 15. 04 
1.10.15.05 
1.10' 15. 06 
l.10. lS. 07 
1.10. 15. 08 
1.10. 15. 09 
1-10.15.10 
1.10. ~5. ll 

1.10 
1.10. 15 
1.10 . lS. 01 
l.10.15.02 

1.09.19.12 

1.09. 19 
1.09,19.01 
1.09. 19. 02 
1.09. 19. 03 
l.09. 19. 04 
1.09. 19. 05 
1.09. 19. 06 
1.09. 19. tn 
1.09. 19. 08 
1.09. 19. 09 
l.09. 19. 10 
1.09. 19. 11 

1.09. 18 
1.09. 18. 01 
1.09. 18. 02 

1.09. 17 
1.09. 17. 01 
1.09. 17. 02 

1.09. 16 
l.09. 16. 01 
1.09. 16. 02 
1.09. 16. 03 

1.09 
1.09. 15 
1.09. 15. 01 
1.09. 15. 02 
1.09. is . 03 

1.08. 28 
1.08. 28. 01 

1.08. ~7 
1.08. 27. 01 
108. 27. 02 

1.08. 26 
1.08. 26. 01 

l,08. 25 
1.08. 25. 01 
1.08. 25. 02 
1.08. 25. 03 
1.08. 2S. 04 
1.08. 25. 05 

1.08. :24 
1.08. 24. 01 
1.08. 24. 02 
1.08. 24. 03 
1.08. 24. 04 
1.08. 24. 05 
1.08. 24. 06 
1.08. 24. 07 
1.08. 24. 08 
1.08. 24. 09 

1.08. 23. 02 
1.08. 23. 03 



Program Pcnlnglcatan peran. Hrtcl dan A:eaetanian gender d111am pemba.ngunan 
Ptmbinaan or&"aniaae.i perempuQJl 
Pendidikan dan pelatihan pcningkatan peran serta dan kesetaraan gender 
Penyuluhan bagi ibu rumah tangga dalam membangun kelllarga aeja.htera 
Bimbingan manajemen use.ha bagi perempuan daiam mc:ngc:lola ullaha. 
Pameran hallil karya percmpuan di bidang pembangunan 
Monitoring, evaluaai den pelaporan 
dst ... 

Program Peninglcatan Kualitaa Hidup da.n P•rlindungan Perempuan 
Pelakaenaan kcbijakan perlindungan perempuan di daerah 
Pelatihan bagi pelatih (TOT) SOM pelayanan dan pendampingan korban KDRi 
Penyueunan siatem perlindungan bagi perernpuan 
Sosialisas.i dan advokasi kebijakan penghapusan buta aksara perempuan (PBAP) 
Sosialisasi dan advolcas.i kebijakan perlindungati tenega kerja pci-empuan 
Sosialisasi sistcm pencatatan dan pelaporan KORT 
Penyusunan prom pcrlindungan pcrempuan Jansia dan cacat 
Fasilitasi up~a perlindungan perempuan terhadap tindak kekera.san 
Monitoring, evaluasi clan pelaporan 
Pcningkatan Kualitaa Kctcrampilan Pcrempuan 
Pembinaan Daaa. Wi1m& 
dst ... 

Program Penguatan Kelemba.gaa.n Pengarusu.t.amaan Gender dan Anak 
Advokasi dan fasilitasi PUG bagi perernpuan 
Fasilitaai pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2T?2) 
Pemetaan pounai organisaai dan lembaga ma.ayarakat yang berperan dalam pemberde.yaan perempuan 
dan anak 
Pcngcmbangan materi dan pelakaanaan KIE tentang kcaetaraan dan keadilan gender (KKG) 
Evaluaai pclaksanae.n PUG 
Pengembangan eisteen in!onnasi Gender den Anak 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Pemberdayaan Perempuan 
Sosialisasl den Faailitasi Pengarusutamaan Gender (PUG) 
Operaslcnal Pembinaa.n Kclompok Kerja Bina Keluarga TKI (Pok;ja 8KTKI) 
Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan 
Pemberde.yaan lembaga yang berbasis gender 
dst ... 

Pele.ksanaan ooaialisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perernpuan dan 
per1indungan anak 
Monitoring. evaluasi dan pelaporan 
Operasional Ruma.h Pintar 
dst ... 

Pemberdayaan Perempuan da.a. Pc.rll.ndunga.a. Auak 
Program keaenufa.n brb(l'aka.n pentngkata.n kuaHta.s Anak dan Perempuan 

Perumusan kcbijalcan peningkatan kualitas hidup pcrempuan d.i bid.ang ilmu pengetahuan dan teknologi 

Pcrumusan kcbijakan peningkatan peran den posisi perempuan di bidang politik dan jabatan publik 

Program Pemben:fCQtGan Kelembaga.an Ku~ahtera.an So•lal 
Peningkatan Kualitas SOM Kesejahteraan Masyarakat 

Pragra.m Pemb'1uuui Anak 'l'•rlontat' 
Pengcmbangan Bakat dan Keterampilan Anak Teriantar 

Program P•layanan dan RehabUlta.id K~a.ht.ruan So.jal 
Monitoring, Evaluui dan Pelaporan 
Pcningkatan Kualitaa Bagi Lanjut Uaia 

Program Bldang Kul!la.hteraan Scaled 
Pelayanan dan rehabilitaei keesos ( Peningkatan Kualitae Bagi Lanjut Usia l 
Pelatihan Keterampi1an Bagi Keluarga Miskin 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pengernbangan bakat dan keterampilan ana.k kurang mampu 
Peningkatan kualitas SOM Kesos bagi Organisasi Sosial Masyaralcat (Orsos) 

Monitoring, EvalullBi, Penyuluhan den Pengawasan Pelayanan Kependudukan da,n Pencatatan Sipil 

Prom.olli Pelayanan Kcpendudukan dan Pencatatan Sipil 
Pen.ingkata.n Tertib Adminietraai Kependud1,1kan dan Pcncatatan Sipil 
lntegritaa Untaa Scktor Pelayanan Kependudukan 

Peningkatan kapasitaa keacimbangan kepcndudukan 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Peningkata.n pelaya,na,n akta-aJcta catatan sipil 
Pengelolaan premi auu;ranBi ruma.h tang,ga millkin 
Pemutakhiran data penduduk 
Pela.ksana.an Soslaliaa.ai Pemutahiran data Kependudukan, Penerbitan NIK dan Pereiapa.n Penerapan e- 
KTP 

1.11. 18 
l.11 . lB. 01 
l.11. 18. 02 
1.11. 18. 03 
1.11 . 18. 04 
l.11.18.05 
1.11. 18. 06 
1.11.18.07 

1.11. 17 
1.11 . 17. 01 
1.11. 17. 02 
1.11. 17 .03 
1.11.17.04 
1.11 . 17. OS 
1.11 . 17. 06 
1.11 . 17 . 07 
1.11.17.08 
l.11 .17 .09 
l.11.17.10 
1.11 . 17. 11 
1.11.17.12 

1.11. 16 .04 
1.11. 16. 05 
1.11. 16. 06 
l.ll.16.07 
l.11 . 16 . 08 
1.11 . 16. 09 
l.ll.16.10 
1.11 . 16. 11 
1.11.16.12 
1.11 . 16. 13 

1.11. 16 
l.11. 16 .01 
1.11 . 16 . 02 
1.11.16.03 

I.ll.15.04 
1.11 . IS. 05 
1.ll.:S.06 

1.11 . 15. 03 

1.11.15.02 

1.11 
1.11. 15 
1.11.15.01 

1.10. 19 
1.10.19.01 

1.10. 18 
1.10. 18. 01 

1.10. 17 
1.10.17 .01 
1.10.17 .02 

1.10. 16 
1.10 . 16. 01 
1.10. 16. 02 
1.10.16.03 
1.10. 16. 04 
1.10. 16. 05 

1.10. 15. 19 
1.10. 15. 20 
1.10 . 15. 21 

1.10 .15.18 

1.10. 15. 12 
1.10. 15. 13 
l.10. 15. 14 
1.10. 15. 15 
1.10. 15 . 16 
1.10.15.17 



Keluerga Beroneana clan Keluarga Sojahtora 
Progrum Keluargo;i BerEncana 

Penyedlaan Pele,yanElll KB dan Ala.t Kontrascpsi bagi Keluarga Milikin 
Pclayanan KIE 
Pcningkatan Perlindungan Hak Reprodukai lndividu 
Pelatihan Pl.KB dan PKB Tingkat Ne.aional 
Orientaai Penilaian Angka KTedit Pcnyuluh Keluarga Bereneana [ PKB) 
Penilaian Anglea Kredit Pcnyuluh Keluarga Bcrencana ( PKB ) 
Operaeional Pclayanan KB Melalui TN! Manunggal KB Kcsehatan (TMKK) 
Opcraaional Pelayanan KB/KS Melalui Kesatuan Gera.lc (Kesrak} PKK-KB-Kesehatan Tk.Kabupaten dan 
Provinsi 
Operasional Pelayanan KB Mclalui Kesatuan Geralc (Kesralc) PKK - KB - Kesehatan Tk. Nasional 
Penerangan KB/KS melalui mobil unit penerangan (MUPEN) 
Bhakti lkatan Bidan Indonesia (!Bl) 
Penilaian Keluarga Harmonis, IMP, PLKB/PKB dan UPPKS Tk. Provinsi 
Pelayanan KB Ke1iling (TKBK) 
Pertemuan lengkap petugaa lapangan KB 
Lomba KB di Lingkungan Peruaahaan 
Pckan Promoai Program KB/KS dan Oelanggeng Dagang Kelompok UPPKS 
Peringatan Harganas Tk. Kabupaten 
Pelatihan PLKB ds.n PKB Tk. Naaional 
Pelayanan KB Keliling (TKBK] 
Penyediaan Mobil Penerangan {MUPEN) KB 
Penyediaan kendaraan bennotor roda dua bagi PKB/PLKB dan PPLKB 
Peng.adaan Publik AdrclSll (Wireless) Sara:ia KlE 
Penyediaan kendaraan bcrmotor roda dua bui PKB/PLKB dan PPLKB f Pendamping DAKl 

Prog"1m Ker;Ja TP PICK Bf.dang Keaehc.tan, Kelestanan Ltngkungan Htdup dan Perencanaan Sehat 
(Polr,Ja IV) 

Orientasi Program Kcrje. 
Peningkatan Mutu Kehidupan Keluarga 
Penilaian Lomba P3KSS, Nakerwan dan GSl/PSI Tingkat Provinai Lampung 
Peningkatan Kualitas SOM melalui Hari Kesatuan Gerak PKK-KB-Ke11Chatan 
dat ... 

Program Ker:Ja 77' PKK Bldang Sandang, Pangan, Petumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga 
(Po~a 111} 

Sandang, Pangan, Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga 
Penilaian Lomba Desa Tingkat Provinsi Lampung 
.det ... 

ProgramIC.r.Ja 77' PKK Bldang Pendldtkon, K.UrampUan, dan Pengembangan Kehldupan 
Berkaperaal (Polr,Ja .D) 

Soaialiaasi. dan Pelatihan 1P3K 
Pcningkatan Raaa Kebangaaan dan Kecintaan terhadap Pcjuang Wanita 
Sosialisasi dan Pelatihan 1P3PKK, Lomba UP2K, BKB dan PAUD 
Pelakeanaan Lomba UP2K, BKB dan PAUD 

Program Ket;a TP PKK Bfdang Penghayatan, Pengamalan Panca.sfla dan Gotona Royon9 (Pok.ja 1} 

Pembinaan Mental dan Spiritual Kelompok Ibu - !bu PKK 
Seminar Sehari Komunika.s.i. E!ektif 
dst ... 

Pro(lram. Ketja S.~ TP, PKK 
Operasional SeJcretariat PKK Kabupaten Lampung Selatan 
Seminar Sehari Komunikasi Efekti! 
Sosialisasl dan Pelatihan LP3K 
Sandang, Pangan, Pcrumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga 
Orientasi Program Kerj a 
Lomba AdminiBU'asi PKK, Kader PKK dan Pernbinaan Daaa Wi111Da 
Operasional untuk Anak YatiJn Piatu 
Opera.sione.l untuk Peringatan Hari Kartini, HUT RI den Harl Ibu 
Peningkatan Kualitas SDM melalui Gerakan PKK untuk Kesrak 
Pcngadaan ATK untuk Kecamatan Dan Deaa. 
Pcmbinaan PKK Tingkat Kecamatan 
.Soeialiaaai Poadaya dan UCKS Kabupaten Lampung Selatan 
Pameran Promosi Produk KerajinElll TP PICK 
Jembore Tingkat Provinsi dan Nasional 
dst ... 

Program Penguatan Ke&ijakan Peningkatan KuaHta. analc dan Perempuan 
Operasional Rumah Pintar Kabupaten Lampung Selatan 
Pembinaan Kader P3KSS, Nakerwan dan Pokjanal GSJ 
Workshop Peningkatan Perempuan dalam Pengambilan Keputusan 
Sostalisaei Pencegahan Pernikahan Dini bagi Pelajar 
Operasional Gugus Tugas Kota La.yak Anak 
Sosialisa.si Pencegahan dan Pemberantalll:lll Kejahatan Seksual Terhadap Anak 
dst ... 

1.12.15.09 

1.12.15.lO 
1.12.15.11 
1.12.15.12 
1.12 . 15' 13 
1.12 . 15. 14 
l.12 . 15 . 15 
1.12. 15. 16 
1.12. 15. 17 
1.12 . 15' 18 
1.12. 15. 19 
1.12. 15. 20 
1.12.15.21 
1.12. 15. 22 
1.12. 15. 23 

1.12 
1.12. i s 
1.12. 15. 01 
1.12. 15. 02 
1.12. 15. 03 
1.12.15.04 
1.12. 15. 05 
1.12.15.06 
l.12. 15. 07 
l.12. 15. 08 

1.11 . 24 '01 
1.11. 24. 02 
1.11 . 24. 03 
1.11. 24. 04 
1.11 . 24. 05 

1.11. 24 

l.l l . 23' 01 
1.11 '23. 02 
1.11 . 23' 03 

1.11. 23 

i.n , 22 .01 
1.11. 22. 02 
1.11. 22 .03 
1.11. 22. 04 

1.11. 22 

l.ll.2L.Ol 
1.11.21.02 
1.11.21.03 

1.11. 21 

1.11 . 20 
1.11 . 20' 01 
1.11.20.02 
1.11. 20. 03 
1.11. 20. 04 
1.11. 20. 05 
1.11. 20. 06 
1.11 . 20. 07 
1.11 . 20. 08 
1.11 . 20. 09 
1.11. 20. 10 
1.11. 20. 11 
1.11 . 20. 12 
1.11 . 20. 13 
1.11.20.14 
1.11. 20. 15 

1.11. 19 
1.11. 19. 01 
1.11 ' 19 . 02 
1.11.19.03 
I.] 1. l 9. 04 
1.11.19.05 
1.11.19.06 
1.11.19.07 



Program Pcngmnbangan Ballan lnJormaat Tcntang Pengasuhan Dan Pembmaan TUmbuh Kembang 
Analc 

Pengumpulan bahan informaai tentang pengaauhan dan pembinaan tumbuh kembang anak 
Pembinaan Ketahan Keluarga. 
Lomba Bina Kelua.rga Balita Tingkat Provinsi 
Pelayanan Vaksinatii Bagi Balite. dan Anak Selcolah 
Pelayanan Pem:egahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 
dst... 

Program Peningkcdan Pcna.ngg1dangan Narkoba, PMS tennasuk HP// AIDS 
Penyuluhan penanggulangen narkoba, PMS termaeuk HlV / AIDS 
dst ... 

Program hngembangan Pusat PelciJIClncin lnJonw:ui dan KonaeHng KRR 
Pendirian pusat pelayanan in!ormasi dan konscling KKR 
Fasilitasi !onJm pel&,yanan KKR begi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sckolah 
Pcngadaan Serana KEl Keschatan Reproduksi Remaja 
Orientasi B&&i Fasilitator PIK - KRR dan SKR 
Pembinaan Pusat Jn!ormaai dan Konaultasi Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK- KRR) 
Dat... 

Program Prornosi Kuehatan Ibu, Bqyi dan Anqk m.elalut Kelornpok Kegtatan dt Masyarakat 
Penyuluhan keaehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat 
dst ... 

Program Pembinaan Peron Sert« Ma.sgarakat dalcim Pelaganan KB,l.ICR yang Mandiri 
Faailitast pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 
Peningkatan Pendapatan Kelompok UPPKS 
Soaialisasi Program Bina Keluarga TKJ/ new 
Pelaksanaan Pendataan Keluerga 
Penyusunan Analisa dan Dampak Program 

Pembentukan dan pelatihan kader P3KSS,Nwcerwan dan Poltjanal GSI untuk persiapan lornba Tk. Provinsi 

Sosialisasi kebijakan Kota La.yak Anak ( KLA ) di kecam.atan 
Operasional Pembinaan peTempuan tani 
Peningkatan Promosi Hasil Pendataan Keluarga 
Temu Kader UPPKS 
Pengolahan Huil Pendataan Keluerga 
Koordinas.i Pengelolaan Program 
Orientasi Petugas Pendataan Keluarga 
Sosialisasi Undang-undang tentang Perlindungan Anak 
Forum Anak Daerah 
Orientasi Tribina Kader BKB, BKR dan BKL 
Orientasi Saka Kencana 
Sosi.aliaasi Koalisi Kependudukan 
Opcrasional Pu.sat Pemberda,yaa.n Keluarga Scjahtera 
Rapat kt>ordinaai Badan PP clan KB 
Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Sadan PP clan KB 
Soaialill&lli Pelaporan Klinik KB dan Pclapotan Pcngendalian Lapangan KB 
Orienta.ai Penginputan Pelaporan Klinik KB dan Pengendalian La.pangan KB 
Pembuatan Analiea Program KB 
Pembinaan BKB, PPKBD dan Sub PPKBD 
Lomba lnstitusi Masyarakat Pedesaan (lMP) 
Lomba Cerdas Cermat BKB HI 

Program PelallfZnqn Kontraupsi 
Pelayanan kom1eling KB 
Pelayanan pemaeange.n kontraaepsi KB 
Pengadaan slat kontraaepal clan peralatan media 
Pcleyanan KB media opcrui 
dst... 

Program Kesehatan Reprodulud Rerna.}a 
Sosialiaaai Kesehatan Reproduksi Remaja ( KRR l Bagi Kelornpok Remaje. 
dsr ... 

Penyediaan Mobil Pelayanan KB Keliling (Pendamping DAK) 
Pl::ngadaaµ Publik Adreas (wireleas) aatana KIE (Pl::ndamping OAK) 
Fasilita.ai Kr:loinpok Ekonomi Produktil Perempuan di Deaa Prima 
Pengadean Sarana Pclayanan KB dan KIE (OAK dan Pcndamping OAK) 
Analisia Jabatan Sedan PP dan KB 
Standar Operasional Proscdur (SOP) 
Analisis Beban Kerja Badan PP dan KB 
Kesatuan Gerwe PKK·KB Tingkat Kecamatan 
Orientasi Program Ketahanan Keluarga (BKB, BKR, BKL, UPPKS) 
Revitalisasi Petugaa Uni La.pSAgeil KB 
Monitoring, Evaluaaf dan Pelaporen 
.Pembinaan Kelompok Bina Keluarga Balita (BKB), PPKBD dan Sub PPKBD 
Lomba Bina Kelua.rga Balita Tingkat Provinsi 
Lomba Pengelolaan dan Kader BKB 

1.12. 22. 01 
1.12. 22. 02 
l.12. 22. 03 
1.12. 22. 04 
1.12. 22. 05 
I. l 2 . 2:! . 06 

1.12. :it~ 

1.12 . 21 
1.12. 21. 01 
1.12. 21. 02 

1.1:i. ao 
1.12. 20. 01 
l.12. 20. 02 
1.12. 20. 03 
1.12. 20. 04 
1.12. 20. 05 
1.12. 20' 06 

1.12 . 19 
1.12.19.0l 
1.12.19.02 

1.12. 18. 07 
1.12. 18. 08 
1.12. 18. 09 
l.12. 18 . 10 
1.12. 18. 11 
1.12. 18. 12 
1.12.18.13 
1.12. 18. 14 
1.12. 18. 15 
1.12. 18. 16 
1.12.18.17 
1.12. 18. 18 
1.12.18.19 
1.12. 18. 20 
1.12. 18. 21 
1.12. 18. 22 
1.12. 18. 23 
1.12. 18. 24 
1.12. 18. 25 
1.12. 18. 26 
1.12. 18. 27 

1.12. 18 
1.12. 18. 01 
1.12. 18. 02 
1.12. 18. 03 
1.12.18.04 
1.12. 18 .05 
1.12. 18. 06 

1.12. 17 
1.12. 17 .01 
1.12.17.02 
1.12.17.03 
1.12. 17. 04 
1.12.17 .05 

1.12. 16 
1.12.16.01 
1. I 2. 16. 02 

1.12. 15. 24 
1.12. 15. 25 
1.12.15.26 
1.12. 15. 27 
l.12. 15. 28 
1.12 . 15 . 29 
1.12. 15. 30 
1.12.15.31 
1.12. 15. 32 
1.12. 15. 33 
1.12. 15. 34 
1.12. 15. 35 
1.12.15.36 
1.12.15.37 



1.13. 16. 05 
1.13. 16. 06 
l.lJ. 16. 07 

1.13. 16. 04 

Peningkatan kualltas pelayanan, sarana dan pra.aai-ana nhabilltaai kceejahteraan sosial bagi PMKS 

Pclaksana.an KIE konselingdan kampanye sosial bagi Pcnyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 

Pelatihan keterampilan dan praktck belajar kerja bagi anak terlantar tcnnasuk anakjalanan, anak cace.t, 
anaknakal 
Pelayanan pllikoeoaial bagl PMKS di trauma centre terrnaauk beg!'. korban bencana 
Pembentukan puaat infonnalli penyandang cace.t dan trauma center 

Pclayanan dan perlindungan aosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan pcrempuan dan anal< 

Program PelGJICJ.nGn dan RelJQbUlftul K-Bjaht.raan Soaial 

Pcngembangan Kcbijakan tentang akscs sar1111a dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lans1a 

Sodal 
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Kom1mitaa Adat Telpl!'ncil {K4 TJ dan Penyandang MO$G1'ih 
.K~Clhtdraan Soskd (PMKSJ Latn.nga 

Peningkatan kemampuan (Capacity Building) petugae dan pendamping sosial pemberdayaan fakir m.iekin, 
KAT dan PMKS lainnya 
Pelatihan ketenunpilan beruaaha bagi keluarga miakin 
Faailitaai manajemcn uaaha bagi keluarga miakin 
Pengsdaan earana dan praaarana pcndukung uaaha bagi keluarga miakin 
Pclatihan la:trampilan bagi penyandang mua1ah keeejahterean aoeial 
Operaaianal Program Raakin 
Bantu.an Subllidi Karp Berea 
d11t. .. 

Progrgm Kerja Anagota Dharma Wanita Pena.tuan di Bidang Ekanami 
Pcngembanpn Kcmandirian Uaaha Anggota Dharma Wanita Persatuan Secara Profesional 
Pelaksanaan Pemberds.yaan Ekonomi Produktif 
dst ... 

Program Kerja. Anggota Dha.rma Wanita Peraa.tuan di Bfdang Pendidtlcan 
Peningkatan Pengetahuan dan Keterarnpllan Melalui Pendidikan 
Beasiswa Bagi Putra Putri DWP d1111 PerpustaJcaan Scrta Tam811 Bacaan 
Peningkatan Keterampilan melalui Pendidikan TK DWP 
Beasiswa bagi Putra-Putri Anggota DWP 
dst ... 

Penyusunan Rencana Program Kerja, Penetapan Program Kerja dan Evaluaai Pclaksanaan Program Kerja 

Peningkatan Semangat Kebersamaan dan Kreatifitas Anggota Dharma Wanita Persatuan 
Rapat-rap at, Muedaprop dan Bimtek Dharma Wanita Persatuan 
Operaaional Sekret.ariat Dhanna Wanita Persatuan 
Perbendaharaan Dhanna Wanita Peraatuan 
Selekoi Dhaima Wanita ldule 
Seminar Etika da.n Kc:pribadian 
Peningkatan Pcngclolaan Adrnini11traai Unaur Pelakaana DWP 
dst .. , 

Program Kerja Anggota Dharma Wanita Pe,..~atuan di B£da.ri.g Sekn..tarlat 

Program Kerja Anggota Dharma Wanita Persatuan di BUl.ang Sostal Bud'1JIC' 
Penyuluhan Penanggulangs.n Narkoba, HIV/ AIDS, Keaehatan Je.smani dan Rohani 
Bhakti Sosial dan Penghijauan 
Lomba Baca Puei Bertema Pahlawan 
Wisata Rohani, Wiss.ta Huaa.da dan Ceramah Kesehatan Alat Reprod.ukai Wanita 
Peninglcatar1. Semangat Kebersamaan dan Kualitas Anggota Dharma Wanita Persatuan 
dst... 

Program Pengembangan Pie.sat Pe1a11Gnan lt\fonnaat 
Pemblnaan Pueat Wonnaai d.an Konsultaai Kc:aehaian Reprodukai R.emaja \PiK-KRR) 
Sosialisa.si Pusat (nformaei dan Konsultasi (PIK) Remaja Tahap Tumbuh 
Sosialiaasi Pusa.t lnfonnasi dan Konaultaai IPiK} Remaja Tahap Tcgak 
Sosialisa.si PIK Remaja Tahap Tumbuh, Tegak dan Tegar 

Program Pengembangan Model Opera.stonal BKB·Posyandu·PAUD 
Pengkajian pcngembangan model opera.aional BKB-Posyandu-PAUD 
Studi banding kcterpadu1Ut program po1:1yandu, BKB dan PAUD 
Pclatihan keterampilan berueaha bagi keluarga miskin 
Pcngadaan aarana dan prasarana pendukung uaaha bagi keluarga miakin 
Pe.latihan keterampilan bagi pcnyandang mualah kcaejahtcraan aoaial 
d.at ... 

Program Pmyiapan Tenaga Pcndamping Kelompok Bina Kelumva 
Pclatihan tenaga ·pcndamping kelompok bina keluatsa di Keca.matan 
Pembinaa,n Kelompok Bina Keluarga 
Pernbinaan Kelembagaan lnatitusi Maeyan1kat Pedesaan 
Pembinaan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga 
dst ... 

1.13. 16. 00 

1.13 .16 .02 

1.13. 16 
1.13.16.01 

1.13.15.02 
1.13. 15. 03 
1.13. 15. 04 
1.13. 15. 05 
1.13. 15. 06 
1.13. 15. 07 
1.13. 15. OB 

1.13. 15. 01 

1.13 
1.13. 15 

1.12. 2~ 
1.12.29.01 
1.12. 29. 02 
1.12. 29. 03 

1.12. 28 
1.12.28.01 
1.12. 28. 02 
1.12. 28. 03 
1.12. 28. 04 
1.12. 28. 05 

1.12. 27. 02 
1.12. 27. 03 
1.12. 27. 04 
1.12. 27. 05 
1.12. 27. 06 
1.12. 27. 07 
1.12. 27. 08 
1.12. 27. 09 

1.12. 27 
l.12.27.01 

1.12. 26 
1.12.26.01 
1.12. 26. 02 
1.12. 26. 03 
1.12. 26. 04 
1.12. 26. 05 
1.12. 26. 06 

1.12. 26 
1.12. 25 . 01 
1.12. 25. 02 
1.12.25.03 
1.12. 25. 04 

1.12. 24 
l.12. 24 . 01 
1.12. 24. 02 
1.12. 24. 03 
1.12. 24. 04 
1.12. 24. 05 
1.12.24.06 

1.12. 23 
1.12. 23. 01 
1.12. 23. 02 
1.12. 23. 03 
1.12. 23. 04 
1.12. 23. OS 



Program P.nangll"lonlan KemUJMan 
Bantuan Modal UMha Oana Bctplir kepada Keluarp Miakin 

~yuwnan Modul Peqemba.ngan Wlra Utaha 8aru Modul Incubato1' Butineea Center (lBC) (Lanjutan) 

Pelatihan TenQga Kaja K.eluarp. Milkin 
Pelayanan Tenaga Kerja Bqi Keluarga Miakin 
Opera.aional SaC\lan Tupa ~a Kegiata.n (l..altjutan) 
Monitoring Cakupan Kerja Ga)dn Puca Pelatihan (1.aniutan) 
f"el&U.han Keterampilan Teoega Kerja bagj Keluarga Mialcin (Lanjuta.n) 
Pemberian Biaya Pendidikan Bui Siawa Y81'111: Bcraaal dari Keluarga Miskin 

Pnlgram hnbso'""°" hnanfplan11an NcarkolNI daA HIV/AU>S 
Penanggulanga.n M&aa141h Nart<oba dan HJV /A.IDS 
det ... 

Pr-ogram~ X.~czan .W:."1Gh~ ~l 
Peningkatan peran aktll maayaraJcat dan dunia uaaha 
Peningkatan jejarinc kerjuama pelaku-pelaku uaaha lceec:jahteraan aoaial maay'lralult 
Peningk.atan kualitae SOM keaejahteraan eoaial ma•yvakat 
Pengembangan model kelembagaan perlindungan llO&ial 
Operaaione.J Pendarnping Kelompok Utah& Ber~a (KUBE) 
Pembina.an den pemberia.n ba.ntuan modal usaha bagi Uaaha Ekonomi Deaa Simpan Pinjarn (UEDSPJ 
Ke:urahan 
Bimbingan 1'ela1i1 bagi Petugas Pendamping Kelompok Uaaha Bersarna (KUBE) 
Bimbingan Pemantapan Pe.keija Soaial Masyarakat (PSM) 
Penyuluhan So.UU Masyarakat 
Penyuaunan ProGl Kelurahan 
~ Bulan Bhalai Goton1 Royonc Muyar.kal 
Pelatiban Perencanaan Paniaipatil' Pembangunan Maayaralcat Oeaa (P'JMD) 
det ... 

~ pembUaaan eb ~41111 ~it aa.lal (•b ~ PSK, ftlV'kolHa s-nJIGJdt 
-..tcrf tabo•ya/ dan 

Pendidikan dan pe\atiban ketenunpilan beruaaha bagi eke penyandang penyaScit ao&ial 
Pembangunan pueat bimbingan/ konacling bagi eka penyandang penyalcit 80aial 
Pemantauan kemajuan penabahan eikap menu.I elul peayandang penyak:it soaial 
Pcmberdayaan ck.e penyandang penyakit eoaiaJ 
Monitoring, cva.luaal dan pelaporan 
dat ... 

Progr-am JNmbl,.aa" pantc <Uul"•"I' panCC jompo 
Pembangunan &arafla dan prasarana panti aauhan/ jompo 
Rehabilitasi scdang/ berat bMgunan panti uuh11.n/ jompo 
Opera.al dan pernelihlU'«Ml.11 oararul dan pruarana pa.nti asuban/ jompo 
Pendidikan dan pelatlhan bagi penfhuni pend aauhan/ jompo 
Peningkatan ketct'ampilan ~naa:a pelatih dan pendidik 
Monitoring. ev~uaai dlUl pclapore.n 
Monitoring clan pembinaan pa.nti aeuhan dan jompo dan KV6E Oakln 
dat ... 

Program~ para 1»""4n4an17 e-at ~ e-- 
Pendaiaan penyand&ng C8dlt du peQyaldc ~iwaan 
Pemt>angunan e&r1Ml& dan praaarana puaWIWUl para pcnyandana cacat cl.an traUDl& 
J>endidikan dan pe\aribM ba,i pcnyandang ca.cal dan eke U'&Utna 
Pendatyagunaan paca penyudang cacat dan ea ·trauma 
PeninglcatM keicrampilu te:naea pclatih Clan pend.14ilc 
Pendat.aan dan eoaiali.aai rehal>llitaai penyandang cac:.at 
dst ... 

Peny\&1Una11 bbi.lakan pelayuflll du rehabilicul .o8a1 b6li penyandane mualah keeejaht.ere.an Soaial 

IC.oordinaei peNJQUeen abljakan dan tikronilUi pelakaanaan \ipaya·upaya penangu.lengan kendakinan 
dan pe:nuNnan kuc:njanpn 

~ mual&h-mualah etrat.eii• yang menyanput tan(!laP cepat darurat dan kcjadian luar bi.aea 

Monitoring. evaluui dan pelaporan 
Pelaya.n.an dan pelind\inpn eolial Janaia 
Pembinaan Wa.n.ita 'tuna Soeila (WTS) 
Kegiatan Peinbinaan Pelayanan dan Rehabilltaai Soaial btg) Tuna Soeial 
Dapur Umum Tanaplp Darurat Benc:ana 
Pe~embanpn Vea.ha Elconomi ProdulctiC para Penya.ndang Cacat dan LK3 

.....,,.,rc:utt ~ an.cat c.Tlant.al" 
~beni\lnan earana clan prua.rana tempat pe.naropunga.n anek terlante.r 
Pela.tihan keterampjlan dan praktek bd~a.r kerja bag) anek terlanw 
Penyu.unan data dan analiale permaaa.lahan an.ek terlantar 
Pengembangan ba.k.al dlUl keterampllan anak terlantar 
Peningkatan ketera.mphan tenaga pembinaan anak terlantar 
Monitoring. C'faluasi dan pelaporan 
dst ... 

1.13. 23. 03 
l.13. 23. 04 
l.13. 23. OS 
U3. 23. 06 
L J3. 23. 07 

l.13. 23. 08 

1.13. 23 
1.13. 23. 01 
l.13. 23. 02 

1.13. 22 
1.13. 22. 01 
1.13. 22. 02 

l.13.21.07 
1.13. 21. 08 
1.13. 21.09 
1.13.21.10 
1.13.21.11 
1.13. 21. 12 
1.13. 21 .13 

1.13. 21 
1.13.21.01 
J.13. 21. 02 
1.13. 21. 03 
1.13. 21 . 04 
1.13. 21 . OS 
1.13.21.06 

1.13. 20. 01 
1.13. 20. 02 
l.13.20.03 
1.)3.20.04 
1.13. 20. OS 
1.13. 20. 06 

1.13. 20 

1.13. 19 
1.)3.19.0l 
1.13. 19.02 
1.13. 19. 03 
1.13. 19. 04 
1.13.19.0S 
1.13.19.06 
1.13. 19 '07 
1.13. 19. 08 

1.13. 18 
1.13 . 18. 01 
l.13. 18. 02 
1.13. 18. 03 
l.13. 18. 04 
1.13. 18. OS 
1.13.)8.06 
1.13. 18. 07 

1.13. 1'7 
l.13. 17. 01 
l.13. 17. 02 
1.13. 17. 03 
l.13.17.04 
1.13. 17. 05 
1.13.17 .06 
1.13. 17 .07 

1.13. 16. 11 
1.13.16.12 
1.13 .16.13 
1.13. 16. 14 
1.13 . 16. IS 
1.13. 16. 16 

1.13.16.10 

1.13 .16 .09 

1.13 .16. 08 



1.14. 17. 06 
1.14.17.07 
]. 14 . 17 . 08 
1.14 . I 7 09 
\.14. '.7. 10 
1.14.17 11 
1.14.17.12 
1.14. 17. 13 
1.14.17.14 
1.14.17.15 
1.14.)7.16 
l.14.17.17 
l.14.17.18 
1.14. 17. 19 

I . 

1.14.17.04 
1.14.17.05 

1.14' 17 
1.14.17.01 
1.14.17.02 
1.14.17.03 

1.14 . 16. 15 
1.14. 16. 16 
1.14. 16. 17 
1.14 . 16 . 18 
1.14 .16.19 

1.14. 16. 13 
1.14 . 16 . 14 

Program PerUndungan Pengern!Hingan Lambaga Ketl!nagaksr:/aan 
Pengendalian dan pembinaan lembaga penyalur tenaga kerja 
Fasilitasi penyelesaian prosedur penyelesaian perselisihan hubungan induetrial 

Fasilii:asi penyelesaian prcsedur pemberian perlindungan hukum danjaminan aosial ketenagakerjaan 

Sosialisasi peraturan tentang ketenagakerjaan 
Peningkaten pcngawasan, perlindungandan penegakkan hukum tehadap keselamatan dan kesehatan 
kerja 
Penyusunan kebijakan standaris.as.i lembaga penyalur tenaga kerja 
Pemaritauan kinerja lembaga penyalur tenaga kerja 
Moniwring, evaluasi dan pclapcran 
Pcmcnk:saan Pertama, Ulang/Bcrkala, Khusus/Kasus 
Pcnycdikan Terhadap Perui>ahaan Yang Melanggar Peraturan Penrndanga.n 
Pengawasan dan perlindungan tenaga kerja 
Audit SMK3 (Siatem Management Kcselrunatan dan Kesehatan Kerja) di Peruaahaan 
Pi::mbekalan Ahli K3 (Ke&elamatilll dan Keaehaten Kerjal 
Pembinaan K.emiuaan Organiaaai Pek.erjadan Organill&fli Penguaaha 
Pembina.an Lembaga Kerjaaama Bipartit 
Pereidangan/Pertemuan (LKS Tripartit, Tim Dctiluii Dini, Dewan Pcngupahan) 
Fasilitasi Pembentukan Lemba.ga Kerja.a&l:D4 Biparti.t 
Pmyuluhan I PcJna.sya.ra.katan Hubungan Industrial 
Penvuluhan Peran dan Funii:ai SP/SB 

Program Peningkatan Keumpatan Kerja 
Penyusunan informa&i bursa tenaga kerja 
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 
Kerjaaama pendidikan dan pelatihan 
Penyia.pan tenaga kcrja eiap paka.i 
~ngem.bengan kelembagun produktivlw dan pclailhan kcwirausahean 
Pembcrian faailit.a.Bi dan mendorong aiatem pendanaan pelatihan berbasia maayaralcat 
Monitoring. cvaluasi dan pclaporan 

Monitoring den Evaluasi Kepprea No.4 / 1980 ten tang W a.jib Lowongan kerja di PT dan Tenaga Asing 

Monev UU No.4/ 1980 tentang wtljib lapor lowongan kerja perusahaan,hubungan industrial dan syarat 
kerja 
Pemagangan Nasional 
JOB Markel Fair (JMfl / Pameran Bursa Kerja 

Menyusun Porpekai Ketenagakerjaan lingkup Lokal dan Regional, Mengalisasis dao Mengevaluasi dampak 
Kegiatan Ekonomi dan Pernbangunan terhadap Penciptaan Perluasan Kesempatan Kerja 

Membuat Naskah / bentuk lainnya untuk penyebarluasan Informasi Pasar Kerja 

Menyuaun Pedoman Penuntun Jabatan Menyuluh dan Pelayanan Konaultasi Bimbingan Jabatan 

Pembuatan Renetra Ketenagakerjaan 
lnfonnasi Pasar Kerja On-Une 
Dana Pendamping Padat Ka.tya Produktif 
Dana Pendamping Padat KaJya Jnfraatruktur 
dat ... 

Tenap.X..sja 
Program Peninglcatan KuaUta. dan Produktlllita. TcR04la X.Qo. 

Penyuaunan data buc tenaga ,kcrja dacrah 
Pcmbangunan balai la.tihan keija 
Pengadaan peralatan pendidikan dan keterampilan bagi pencari kerja 
Perungkatan profesicnaliame tenaga kepelatlhan dan instruktur BLK 
Pengadaan bahan dan mater! pendidikan dan keterampilan kerja 
Pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi pencari kerja 
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan prasarana BLK 
Rehabilitaei &edang/ berat sarana dan praearana BU{ 
Monitoring, cvaluasi clan pelaporan 
Pt:latihan/BIMTEK Peninglcatan Produktivitas Tenaga Kerja 
Peningkatan Pelatihan Tenaga lcerja 
Pelatihan Tenaga Kcrja di BLK 
Pelatihan Kerja Sektor Informal untuk Penyandang Cacat 
dat ... 

Program Pemblnaan Boated dan Pahlauian 
Pemberian Ge\ar Daerah Kepala Tokoh dan Tokoh Masyarakat Kabupaten Lampung Selat.en 
Penanaman nilaJ-nilai kepahlawanan, kcperintisa.n keaetiakawanan aoaial dan pemeliharaan Tamen 
Makam PahlawlUl (TMP) 

Progrtlm Keliuu9a Ha.rapan (PICH} 
Pendarnpingan Pregram Kelua.rga. Harapan (PKH) 
dst. .. 

Program Pcn~nggukmgun Kurban Bencana 
Penyediaan BufTer Stock bencana di Lampung Selatan 
dst... 

Bantuan Modal Usa.ha Dana Bergulir kepada Keluarga Miskin (Subsidi) 

1.14.16.10 
l.14.!6.ll 
1.14. 16. 12 

1.14. 16. 09 

1.14. 16 
1.14 . 16 . 01 
1.14. 16. 02 
1.14. 16 .03 
1.14. 16 .04 
1.14. 16 .05 
1.14. 16. 06 
1.14. 16. 07 
1.14. 16. 08 

1.14 
1.14 I 15 
1.14 • 15. 01 
1.14. 15. 02 
1.14. 15. 03 
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l.14 . I 5 . 05 
l.14.15.06 
1.14 . 15. 07 
1.14. 15. 08 
1.14' 15' 09 
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1.14. 15.11 
1.14. 15 . 12 
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1.14. 15. 14 

1.13. 26 
1.13. 26. 01 
1.13. 26. 02 

1.13. 25 
L13.25.01 
1.13. 25. 02 

1.13. 24 
1.13 . 24 . 01 
1.13. 24. 02 

1.13. 23. 09 



Program Pengemban.ggn Kelllfrquaghaczn dan Keunggulan KompetttifUsah.a KecU Menengah 
Fasilitasi pcngcmbangan inkubator teknologi dan bisnis 

Mc:mfasilitasi peningkatan kemitraan investasi Us.aha Kecil Menengah dengan perusahaan asing 

Memfaeilit&!i peningkatan kemitraan usaha bagi Uaaha Mikr'o Kecil Menengah 
Peningkatan kerja sama dibidang HAK1 
P'asilitasi Pengembangan sarana promosi basil produksi 
Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 
Pelatihan manaiemen pengelolaan kooerasi/ KUD 

Koperu! dan Uaaha Kecll Menenpb 
Program pcncl,ptaart UtUm U•aha Kectl .lircnengah yang kondusV 

Penyusunan kebijakan tentang Uaaha Kecil Menengah 
Sosialieasi kebijab.n tentang Uaaha Kccil Menenph 
Fasilitasi kemudahan fonnalisasi badan Uaaha Kecil Menenph 
Pendirian unit penanganan pengaduan 
Pengkajian dampak regulaai/ kebijakan nasional 
Perencanaan, koordinaai dan pengembangan Usaha Kecil Menengah 
Pengembangan jaringan infrastruktur' Usaha Kecil Menengah 
Fasilitasi pengcmbangan Usaha Kecil Menengah 
Pasititasi Permasalahan proses produksi Usaha Kecil Menengah 
Pernberian Faailitasi Pengamanan kawaaan Usaha Kecil Menengah 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan. 
Diklat Management UKM 
Monitoring dan evaluui UKM penerima dana Program Pemerintah 
Penilaian UKM Berprestaai 
Pengembangs.n Wirauaaha baru UKM 
Promosi / pameran dagang UKM 
Temu uaaha kemitraan bagi UKM 
Diklat Achievement Motivation Training (AM1' bagi UKM 
Bazar bereama Industri Kerajinan UKM / IKM 
Monitoring Dana Bergutir 

Program Tenaga Kcrju. Jrandtrt (TKMJ 
Penciptaan Wira Ueaha Baru Melalui Pemberdayaan Tenaga Kerja Mandiri (TKM) 

Program Promoet KAltan41JalulrJaan 
Lomba Bidang Kctenegakerjaan clan Promosi. Pembangunan 
Promo&i Pembangunan 

Program Pengembangan SLrttm lrlfortna.$1 Ketenagakerjaan 
A.plikasi seksi pelatihan dan produktivitas tenaga kerja dan tata usaha umum (Lanjutan) 
dst ... 

Program Penlngkatan PengaUJaBan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3} 
Pengujian Peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) 
dst ... 

Program Penyefacdan Kaaua-X'asu.s 

Penyelesaian PcraeUaihan Hubungan Industrial, Pemutuean Hubungan Kerja, Unjuk Rasa/Mogok Kerja 

dst ... 

Program Penanggv.langon Kvmilrktnan 
Pelatihan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miskin 
Bantuan Alat Ketcrampilan Kerja Secara Kelompok Bagi Penduduk Miskin 
Operasional Satuan Tugas Pelakaanaan Kcgiatan (Lanjutan) 
Monitoring Cakupan K.erja Gakin Paac:a. Pelatihan ( Lanjutan ) 
Pelatihan Ketcrampilan Tenaga Kerja Bagi Keluarga Miakin (Let\jutan) 
dat ... 

Program Pembinaan dan Pengembangan Produkttvftas Tenaga Kerja 
Bimtek Pengembangan Produktivitas Tenaga Kerja (Lanjutanl 
Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Perhotelan (Lanjutan) 
Peningkatan Tenaga Kerja Bidang Ptamusa,ii (Lanjutan) 
dst ... 

Program Pentngkatan Keterampilan Tenaga Kerja 
Pelauhan Keterarnpilan Tenaga Kerja (t.anjutan] 
dst ... 

Monitoring Pela.kaa.naan Upah Minimum Kota (UMK), Upa!l Minimum Sektor Propinsi (UMSP) 
Pembinlllltl PembuD.te,n PK.PP, PKB 
Pemantauan da.n Pengumpulan Data PHK Bipartit 
Survey Paear-paaar & Pcnetapan Nilai Kebutuhan Hidup La.yak (NHKL) dan UMK 
Penertiban Perizina.n 
Pembinaa.n dan Pcrlindungs.n TKW dan Anak 
Peningkata,n Perlindungan Pekcrja Wanita dan Anak 
Peningkatan Pertindungan Pekerja Wanita dan Anak 
BPJS Ketenagakerjaan (TIU.S) 

1.15. 16. 03 
1.15. 16. 04 
1.15. 16. 05 
l.15. 16. 06 
1.15. 16. 07 

1.15. 16 
1.15. 16 . 01 
l.15. lfJ.02 

I.IS 
1.15. IS 
1.15. 15 . 01 
1.15.15.02 
1.15. 15. 03 
1.15 . 15. 04 
1.15. 15. 05 
1.15. 15. 06 
l.15.15.07 
1.15. 15. 08 
1.15 . ls . 09 
1.15.15.]0 
1.15.15. 11 
1.15 . 15 . 12 
1.15. 15. 13 
1.15 . 15. 14 
1.15. 15. 15 
1.15. 15. 16 
1.15. 15. 17 
1.15 . 15. 18 
1.15. 15. 19 
1.15.15.20 

1.14. 27 
1.14. 27. 01 

1.14. 26 
1.14. 26. 01 
1.14. 26. 02 

1.14. 25 
1.14. 25. 01 
1.14. 25. 02 

1.14. 24 
l.14 . 24 . 01 
1.14 . 24 . 02 

1.14. 22. 02 

1.14. 22 
1.14. 22. 01 

1.14. 20 
1.14.20.01 
1.14. 20. 02 
l.14. 20. 03 
1.14. 20. 04 
1.14. 20 .05 
1.14. 20. 06 

1.14. 19 
1.14.19.01 
1.14.19.02 
l.14. 19. 03 
l.14. 19. 04 

1.14. ]8 
1.14. )8. 01 
1.14.18.02 

1.14. 17. 20 
1.14. 17. 21 
1.14.17.22 
1.14. 17. 23 
1.14. 17. 24 
1.14. 17. 25 
1.14.17.26 
1.14 . 17. 27 
1.14 . 17 . 28 



langan Kemtsktnan Tema:du Pe 

.Pmdnglcatan Abu clan Autata.t P.nnodo1-1Co,,.,._. 
Fasilitaai Aksea Permodalan bagi Koperaai 

Penlngkatan Kualttaa SDM .Koperaai 
Pcningkatan Partieipaai Anggota 
Pendidikan Kewirauaahaan dan Kewirakopera&ian/Perkoperaaian 

Penguatan KeZ..mbagaan Kopera.ti 
Koperaei On Linc 
Penil.aian Keeehatan KSP/USP Koperasi 
Pcmeringkatan Koperaai 
Po)tja Pembina.an Koperasi 
Pembubara.n, Penggabungan, Pcleburan Bad.an Hukum Koperasi 
Pelakaanaan Pckan Kopera.al !Wta Dcpok 
Fasilitasi Pcningkatan Aktifitas Usaha Kopcrasi 
Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Kopcrasi 
Fasilitasi Kelembagaan Kopcrasi 
Sosialieasi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 Tentang Perkopcrasian 

Progrf2m Penlngkatan lndustn Rumah tangga, lndunrt KecH dan Menengah 
lnventarisasi dan Evaluasi Program lndagkop 
Monitoring dan Evaluasi lnduetri (IKAH) 
Monitoring dan Evalua.ai Induetri (lr..MEA) 
Monitoring dan Pcmbinaan Kelembagaan dan Uaaha Kopera.Bi 
Monitoring dan Evaluaai bagi UKM jSeksi UKM) 
Pengawaean BarliUlg dalwn Keadaan Terbungkue (Seksi. Metrologil 
Pcngawaaa.n / Kontrol Tugaa Kemetrologian (Seksi Metrologi) 
Pcngawasan I Monitoring barang-Barang Parcel (Sckai. Metrologi) 
Pcnyuluhan Uaaha lndagkop (Pcjabat Fungsional) 
Pcnyuluhan Uaaha Kecil da.n Koperaai 

Proflram Peninglcatan KuaUtaa KeZ..mbagaan .Koperut 
Koordinasi pelaksanaan kebijakan dan program pembangunan koperaai 
Peningkatan earana dan prasarana pendidilcan dan pelatihan perkoperasian 
Pembangunan aieU!m infonnaei perencanaan pengembangan Perkoperaaian 
Soaialisasi prinsip-prinaip pemahaman perkoperasian 
Permbinean, pengawasan dan penghargaan kopera.ai. berprestasi 
Peningkatan dan pengcmbanganjaringan kerjasama usaha keperasi 
Pcnyebaran model-model pola pengembangan koperaei 
Rintiaen penerapan teknologi eederhana/ manajcmen modem padajenis-jenis usana kopcraei 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Monitoring dan Evaluaai Koperasi Penerima dana Program Pemerintah 
Magang Pengurue Koperaai 
Penilaiom Kopera.Iii Berprcstaai 
Pengembangan Wirausaha Barn 
Sosialisaai Pcmbuatan Akta Koperasi oleh Notaris 

Program Pengernbangan Siatem Pen(lukung UH11ui Bagi U•aha IJ/ltkro Keet[ Menengah 
Sosialiaasi dukungan informaai penyediaan permodalan 
Pengembangan klaster bisnis 
Koordinasi pernanfaatan fasilitas pernerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperaai 
Kocrdmasr penggunaan dana pemerintahan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 
Pemantauan pengelolaan penggunaan dana pemerimah bagi Usaha Mikro Kccil Menengah 
Pengembangan sarans pemasaran produk Usaha Mikro Kecil Menenga 
Penyelenggaraan pernbinaan induatri rumah tangg, indusui kecil dan induatri rnenengaa 
Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro Kecil Menengah 
Pengembangan Kebij&k.an dan program peningkatan ekonomi lokal 
Monitoring, evalua.ai. dan pelaporan 
Ost. . 

Sosialisasi HAKl kepada Usaha Mikro Kecil Mcnengah 

Soaialisaai dan pelatihan pola pengclolaan limbah industri dalam menjaga kelestarian kawasan UMKM 

Monitoring, eva,lua.ai. dan pelaporan 
Bimbingan Penyuluhan Anggota KUKM dan Dukungan Lomba Dcsa/UKS/P3KSS 
Penilaian Tingkat Keschatan !Wperas.i Simpan Piajam ( KSP/USP- Koperas.i) 
Pengembangan produk unggulan komoditi piaeng 
Pengcmbangan dan Pcmallllfllll Produk Kopera.Bi 

Pcningkatan Peran Koperas.i DalEUD Rangka Mendukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan 

Birnbingan Teknis Administraei Kelompok dan UMKM 
Pendataan Usaha Kecil Mcnengah 
Sosialisalii La.unchlng Peraturan Bupati dan Perpres Tahun 2014 tentang Perizinan UKM 
Bimbingan Teknis UKM 
Pclatihan bagi Pelaku Uaaha Kecil Menengah 
Tcmu Uaaha kemitraan !Wprasi 
Pcmeta.an den Pendataan Kopraai 
Bimbingan Teknis Pcrkopraaian 

1.16. 23 

1.15. 22 
l,15. 22. 01 

1.15. 21 
l.15 . 21 . 01 
1.15. 21. 02 

1.15. 20 
1.15. 20. 01 
1.15. 20. 02 
1.15. 20 .03 
1.15. 20. 04 
1.15. 20. 05 
1.15. 20. 06 
1.15. 20. 07 
1.15. 20. OS 
1.15. 20. 09 
1.15. 20. 10 

1.15. 19 
1.15.19.0l 
l.15. 19 .02 
1.15.19.03 
1.15. 19. 04 
1.15. 19. 05 
l.15.19.06 
1.15. 19. 07 
1.15.19.08 
1.15. 19. 09 
1.15. 19. 10 

I.IS. 18 
1.15. is. 01 
1.15. 18. 02 
1.15.18.03 
1.15. 18. 04 
1.15. 18. 05 
1.15. 18. 06 
1.15. is . 07 
1.15. 18. 08 
1.15. lB. 09 
1.15. 18 . 10 
l.15. 18. 11 
1.15. 18. 12 
1.15 . 18 . 13 
1.15.18.14 

1.15. 17 
1.15.17.01 
1.15.17.02 
l.l5 17. 03 
1.15 . \ 7 04 
l.15.17.05 
1.15. l 7. 06 
1.15. 17. 07 
1.15. 17. 08 
1.15.17.09 
1.15.17 .10 
1.15.17.11 

1.15. 16 . 16 
l.15. 16. 17 
1.15 . 16 . 18 
l.15.16.19 
1.15. 16. 20 
1.15. 16. 21 
1.15. 16. 22 
1.15. 16. 23 

1.15. 16 . 10 
1.15. 16. 11 
1.15. 16. 12 
1.15. 16. 13 
1.15. 16. 14 
1.15. 16. 15 

1.15.16.08 
1.15. 16. 09 

http:115.18.14
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Operasional Tim dan Sekretariat Tim Penegakan Perda. dari Bidang Perizinan di\ingkungan Pemerintah 
Kab Lampung Selatan 
Pengacaraan Lintas sektor Peruaahaan Skala Bcsar yang Mengajukan Pcrzinan 
Registrasi Pembina.an Perekonomian Daerah 
Pengelolaan Pclayanan Perizinan 
Pcmbuatan Media Sadar Rctribulli dan Pencng 

OptimaliN.Si aanina kantor pelayanan perizinan terpadu satu pintu IP21'SP) Kabupaten Lampung Selatan 

Program hnblgkattui hnda.patan .UU Daerah dan Bktmag Pcri1dnan 5tirat Iafll Tempat Usaha 
(SITV} Merk d1111 Undang-undang Ganggu1111 (Ho) 

Program hnfngkatan PAD dt Bfdang Pengcnd4l"'11. J\sngcuua.aczn clan hrilln.an 
Pembuatan Program Aplikasi SIM Perizinen Satu Pintu 
Monitoring dan Pcngawasan Perizinan Bagi Masyaral<At dan Dunia Uaaha 
Pembahasan terpadu tim teknis Dinas/lnstansi tentang Perueahaen akala menengah dan besar yang 
mcngajukan perizinan 
Sosialisasi de.n koordinasi dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu satu pintu 
Sosialisaai dan Pendataan Dokumen Perizinan dalam rangka meningkatkan pelayanan perizinan terpadu 
satu pintu 
Reviai Perda Nomor 13 Tahun 2011 tentang lzin Mendirikan Bangunan 
Sosialisaai dan Pembinaan tcnte.ng Kctentuan Perizinan 
Pcndataan b:in Mcmbangun Bangunan Milik Perusahaan 
Monitoring, EvaJuasi dan Penertiban Dokumen Perizinan kepada Pelaku Usaha di Wilayah Kab. Lampung 
Selatan 
Pengelolaan Website lnformasi di Bidang Perizinen den Pengaduan 

lnvcntruisasi Penyelesaian PermasaJahan Pengaduan Masyarakat dan Pelaku Usaha [PenanamlU\ Modal) 

Sosialisasi tentang Pela.yanan Perizinan 
Koordina.si Pela,yanan Perizinan 
Monit0ring, Evaluui dan Penertiban Dokumen Perizinan kepada Pelaku Usaha 
Pcngelolaan Website lnfonnasi di Bidang Perizinan dan Pengaduan 

lnventariaaai Penyeleaaian Pennaealahan Pengaduan Maayarakat dan Pelaku Usaha (Pen1Ul8Dlan Modal) 

Soaialiaaei tcntang Pe~ Pcrizinan, lnformasi den Pcnanganan Pengeduan 

Program Pentngkatan Perwuuunan Modal 
Promosi investasi dan penanaman modal 
Penyusunan potenai dan peluang inve11tasi 
Sistem Pelayanan lnformaai dan Pcrizinan tnvcatasi accara Elcktronilc (SPlPISE) 

Program Penytapan potensl sumberdaya, aarana dan prasarana daerah 
Kajian potensi aumberdaya yang terkalt dengan investaet 
Pemetaan Potensi Surnber Daya Investasi 
Pengadaan Sarana Prasarana Pramaai dan Pcnanaman Modal 

Progrum Pentngkatan lkltm ln~t dan Rcaltaast Inioesta.t 
Penyusunan kebijakan investaai bagi pembangunan fuilitaa Infrastruktur 
Memfasilitasi dan koordinaai kerjaaama di bidang investaai 
Penyusunan Cctak Bitu (Master Plan) pengembangan penanamen modal 
Pengembangan System lnformaai Pcnanaman Modal 
Penyu11unan lliateD2 i.nCormasi penanaman modal di daerah 
'PenyedCThanaan prosedur perijinan dan pcningkata.n pcla.yanan penanaman modal 
Kajian K.cbijak.an penanaman modal 
Pemberian inacntif investasi di wile.yah tertinggal 
Monitoring, cvaluaei dan pelaporan 
Perkuatan Kopcrasi Dalarn Rangka Mcndukung Produk Unggulan Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Naskah Akademik dan Perda InsentifFiskal 

Peuna.maa MoclaJ, 
Program hn(ngkatan Promoat d1111 Kerjasama lnuuta.l 

Peningkata.n faalliatasi terwujudnya kerjuama atrategia antar uaaha beaar dan Ueaha Kecil Mcnengah 

Pengembangan potenai unggulan dacrah 

Fasilitasi dan koordinasi percepatan pembangunan kawaaan produksi daerah tertinggal (P2KPDT) 

Koordinasi e.ntar lembaga dalam pengendalian pelakaanaan inveatasi PMDN/ PMA 
Kocrdinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 
Peningkatan kcordinasi den kerjasama di bideng penanaman modal dengan instansi pemerintah dan 
dunia usaha 
Pengawaaen dan evahiasl ldnerja den aparatur Sadan Penanamen Modal Daerah 
Peningkatan kualitas SOM guna pengingkata.n pela.yenan inveatasi 
Penyelengga.raan pameran inveatasi 
Monitoring, evaluaei dan pclaporan 
Promosi dan Penanaman Modal 
PeD2binaan, Pengendalian PMA / PMDN daD Penyuaunan LKPM 
Sosialiaaai Pengendalian PMA/PMDN dan Penyuaunan LKPM 
Penyuaunan Laporan Kcgiatan Penanaman Modal 

Pengcmbangan Uaalia Mikro di Lokaai Kcmi&kinan dan P'2WKSS 
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.Program .P9'"-"gkat4n pcrun HrtG Mpemudoan 
Pembinaan Organiaa8i kepemudaan 
Pendidikan dall pelaUhan daaar kepemimpinan 
FaaiJJta.ai 4kai bhakd aoaiaJ kepemudaan 
Faailitui pekan temu wicara orprueul pemuda 
Penyuluban pencephan penaunaan narkoba dilca.lanpn genel'Mi mud& 
Lomba la'eaai dan ~ eulia llmiah dl.kalan&an po;cnuda 
Pembinaan pemuda peJopor keamanan lingJmnpn 

Peanacta du OlU a.p 
Program .P.AgcmbczngGn dean K.-rcutan K•b(lcd:an P~a 
~ndataan potenai kepemudaan 
Pemant.auan dan evaJuaei pelakeanaen pernbangunat1 pemuda 
Pcneliuan dan pengkajian kebijakan·kebijakan pembangunan kepemudaan 
Pcngembangan aiaum infonnasi manajemen kepemudaan bcrbasia E·YOUTti 

Penyusunan pedoman k.omunikaai, ioCormaai, edukaei clan advokaai tent&i~ kepemimpinan pemuda 

Penyueunan ranc:angan pola kemitraan anw pemuda dengan mbyarebt 
Perluaaan penyueunan rencana ake.i daerVl bidang kepemudaan 
Pen.tmuean kebij.ic.an ke~ueahu.n ~ pemuda 
Monitoring. evaluaai dan pelaporan 
Ot1t . 

.f'roQram pcngembanplt ~ Pf"'1•lol4tua bkcq.can hd"l/(l 
Faailitaat Pengembangen kemitraan den~ LS.M dan penaaahaan awaata 
Faailltaai Ppcmbentukan kemitraan uaaha profeai anw daetah 
Membangun )(.emjtraan pengelolaan kebuda\Yaan antar daerah 
Monitoring. nalw\Al dan pdaporan 
Oat .........•..... 

Program P•t1t1•1o"'4n K.,-agamon lhAdllJIG 
Pengembanean keaenian datl kebudayaan daerah 
Peoyuaunan alalem inlormaai data ba.ee bi<IAulg kebudayaan 
Peoyelenggaraan dialog keb1.1dayaan 
Faeil.itaei perkembangan ke.ragaman budaya daerah 
f'aeiliteai penyelengaraan !eatival buda.ya daerah 
Seminar dalam rantrJgl revttali4Mlli dan ce-ictue.lia.aal bud&ya lokal 
Monitoring, evaJuMi clan pe.laporan pelakaanaan peng.embanp.n keanekAragaman budaya 
Lomba Tari Oeerah Ttngkat Pel.ajar SLTP dan St.TA 
Lomba Lag\! Daerah 1mglcat Pelajar SL'J'P dan Sl..TA 
Festival KompangM anter Kecam11.tan Se·Kabu.paten Be.tan& Hari 
Festival Raja Bau Lampung Selatan 
Lomba tali dacrah clan lagu daerah 
Lomba Kescni.an TradisionaJ 

~ ~·~lollacrn ~ .ltukJIG 
Puilitaal partitlpaai uiuyve.kat dalam pengelolaan kekayean budaya 
Pelestarian 6.UC dan kandunpn bahan pu•taka t.umaeuk nMkah kuno 
Penyusunan kebijakan pengelolaan kekayaan budaye lokal daerah 
Soaialisaai pengelolaan kdtayaan budaYa lokal daerah 
Soeialiaaai Peleat.arian Cagar Bude.ya da.n Kep1.1rbakal.aan 
Pengembangan kebudayaan datl pariwieat.a 
Pengembe.tlgan nilai dan geogra!i aejarah 
Perekaman dan diejtaliaul bahan pust.aka 
Perumuean 'Kebijalcan wjarah Oan purbaka.la 

Penpwaae.n. o:ionitorina. evWu..t dan pe1-poran pe.1alcaana&.n pro,ram pen&elolaan kek.ayaan budaya 

~duk\U'SM pcQ&dolaan muaeum dan tam~ buda,ya di dacrah 
~oeeJoJaan 1auya ceuw clan iw,a rekam 
Pai&embanpn data bue listal lnJ'onnui aejarah purbakala 
~blnaan SM.P Terb1&ka 
Det. . 

Kebudayam 
Progmm P•ng~an NUal Buda,JIG 

Peleetarian dan aJ<tualiaaal adat budaya daerah 
PenatagUnaan NLUah kUno nuaantara 
Ptnyueunan ubij.ic.n tentang budaya lobl daerah 
Pemanatauan du eo1aluai pelakeanaan program pen1emb&npn nilai budaya 
Peroberian dulainpn, pengbarpan dan kerjatama d.i bidang budaya 
Pagelaran Pent.u Seni Budaya di DaJain Daerah 
Pagc\van Promoai Buda1a di Lu'-T Dauah 
Pengemban~ dN1 Pele1tarian Sejarah Budaya Lampuog Selatan 
Pemelihanlan RudnfBerQ&a Bangunan Sekolah 
Peoyelenggaraao Pendictikan Anak Uaia Dini 
Perekat Adat Budaya Lanapung Selalall · 
Soeielioui, Pembi.naan, ~gembanp.n Bahaea dan Akeat'll l.anlpun1 
Peneembangan ~ aktualleaai &dat budaya 

Registrasi perekonomlan daerah 

1.11. 16 
1.18. 16. 01 
1.18.16.02 
l.18. 16. 03 
1.18.16.04 
1.18.16.05 
1.Ul.16.06 
1.16. 16. 01 

l.18. 15. 06 
1.18 . 15. (Tl 
1.18. 15. 08 
1.18. 15. 09 
1.18.15.10 

1.18 
1.18. 15 
1.18. 15. 01 
1.18. 15. 02 
1.18.15.03 
1.18. IS. 04 
1.18.15.05 

J.17. 18 
l.17. 18. 01 
1.17. 18. 02 
1.17. 18. 00 
l.17.18.04 
1.17. 18.05 

1.17. 17 
l.17 . 17 . 01 
1.17.17.0'l 
l.17.17.03 
J.17. 17. 04 
1.17.17.0S 
1.17.17.06 
1.17. 17. (Tl 
1.17. 17. 08 
1.17. 17. 09 
l.17.17.10 
1.17 . 17. 11 
l.17. 17. 12 
1.17. 17. 13 

l.17. 16. 11 
1.17. 16. ll 
l.17. 16. 13 
1.17 .16.14 
1.17. 16. 15 

1.17. 16 
i.rr . 16. 01 
l.17.16.02 
l.17.16.03 
l.17.16.04 
l.17. 16. OS 
Ll7.16.06 
1.17.16.07 
l.17. 16. 08 
l.17. 16. 09 
t.t7 .16.10 

l.17 
I.IT. 15 
l.17.15.0l 
l.17. 15 .02 
1.17. ts .oa 
l.17. 15 .04 
1.17. 15. 05 
1.17. 15 .06 
.l.17. 15 .07 
l.17. 15 . 08 
1.17. 15. 09 
1.17. IS . 10 
l.17 .15.11 
1.17.15.12 
1.17.15.13 

1.16. 20. 07 

http:Oat............�
http:1.17.15.02


Program Pemblnaan dan Pemaayarakatan Olahraga 
Pelaksanaan identifikasi bakat dan potensi pelajar dalam olahraga 
Pelaksana.a.n identit'ikasi dan pengcmbangan olahraga unggulan daerah 
Pcmbibitan dan pcmbinaan olahrsgawan berbakac 
Pembina.an cabang olahraga preetaai di tingkat daerah 
Lige. Pcndidikan Indonesia 
Penyclengpraan kompetiai olahraga 
Pemaaaalan olahraga bagi pclajar, mahasiawa dan masyarakat 
Pcmberian penghargaan bagi. insan olahrap yang berdedikasi dan berpreatasi 

Pengembangan dan Pemanfaatan IPTEK olahraga eebagai pcndorong peninglcatan prctasi olahraga 

Pengembangan olahraga lanjut usia termasuk penyandang cacat 
Pengembangan olahraga rekreaal 
Pembina.an olahragayang berkembang di masy&Iakat 
Peningkatan manajemen organisaai olahraga tingkat perkumpulan dan tingkat daerah 
Peningkatan peran eerta masyarakat dan dunia usaha dalarn pendanaan dan pembinaan olahraga 
Pembinaan Organiaaei Kepeinudaan 
Lomba 02SN SMA, SMK dan pengiriman atlit ke tingkat Propinsi 
Lomba 02SN, SMP, SMA den pengiriman atlit prestaai ke tingkat Propinai dan Nasional 
Olehraga Uaia Dini (Pel.ajar Tingkat Sekolah Dasar / SD) 
Pekan Olahraga cacat Daerah ( PORCADA ) dan Porcaprep ( Pekan Olehraga Caca Propinsi ) 
Olahre.ga Tradisional 
Pelatih Waait Olahraga Volly Ball 
Pemberian Bantuan Peralatan Olahraga 
Pengadaan Kom.puter 

Kegiatan Pekan Olahraga Pdajar/Kejuaraan Daerah Pela.jar dan Pengiriman Atlet ke Tingkat Propvinsi 

Kegiatan Olahraga dalam Rangka HUT Lampung Sela.tan 
Pekan Olahrap. Guru dan Kluyawan (PORGUKARj TK.Kabupaten 
Selek8i Paskibraka dalam Rangka Mentperingati HUT RI dan Pcngiriman Peeerta 
Kegia.tan Upacara 
Seleksi Duta Pemuda TK.Kabupaten dan Pengiriman Pemuda 
Pengadaan Peralatan Kantor dan Komputer 
Kompetis.i Olahraga Pelajar Tingkat SD, SMP, SMA/SMK ee- Kabupaten Lampung Sele.tan 
Lomba 02SN SD dan 02SN SMP dan Pengiriman AUit ke Tingkat Propinsi 
Lomba 02SN, SMP dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Propinsi 
Lomba 02SN, SMA, SMK dan Pengiriman Atlit ke Tingkat Propinsi 
Pembinaan Organisasi Kepemurl.aan 
Pelatihan Juri dan Wa&it 
Pcnyelenggaraan Kompetiei Olahraga Relcreasi (Lomba Senam Poco-Poco) 
Peinbinaan Ca.bang O\ahrega ?resta&i di Tingl<;at Daerah (Pelatihan Senam Siger 17 KecamatanJ 
Pembinaan Badan Pembine.an Olahr a Pel 'ar Seluruh Indonesia BAPOPSI di 17 Kecamatan 

Program Pengembangan Keb(Jcikan dan ManoJemsn Olahraga 
Peningkatan mutu organise.Bi dan tenaga keolahraga.an 
Pengern bangan aietem 11ertifikaai dan standartsaal profesi 
pengembangan perencanaan olahrsga terpadu 
Pemantauan dan evaluasi peJaksanaan pengembangan olahraga 
Pembina.an manajcmen organieasl olahraga 
Pcngkajian kebijak.an-kebijakan pembangunan olahraga 
Penyusunan pola. kcmitraan pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan dan pengernbangan 
industri olahraga 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Ost . 

Program UpgJID. pencegahan pengtdahflunaan narkoba 
Pernberian penyuluhan tentang bahaya narkoba bagi pemuda 
Ost ... 

Program pen'1141katan upgJID. peruunbuhan lcewlniu.sahaan dan kecakapan hldup pemuda 
Pelatihan kcwiraueahaan bagl pemuda 
Pelatihan keterampilan bagi pemude. 
Ost . 

Parneran prestasi huil karya pemuda 
Monitoring, evaluesi dan pelaporan 
Dialog Pemuda 
Pertukaran Pemuda Anta,r Propinai ( PPAP) 
Mase. Orientasi Siawa ( MOS ) 
.Pele.tihan pelatih PASKRIBAKA 
Temu Katya Siawa 
Pengadaan Alat Studio 
Pelatfhan Manajemen IJBQha Ekonomi Produktif (VEP) Karang Taruna 
Seleksi dan pengiriman peserta PASKIBRAKA ke tingkat Provinsi dalam rangka HUT RI 
Pernbinaan Pemuda Pelopor/Mandiri melalui Organisaai Kepernudaan 
Pelatihan Kelompok Usaha Pemuda Produktif (KUPPl 
Fasilitasi dan Monitoring Pasca Sarjana Penggerak Pembangunan Pedesaan (PSPJI 
Bhakti Pemuda Antar Propinsi I BPAP) 
Pelatihan Ketrampilan Pemuda Perdesaan 
Pengukuhan Puma Paslcibraka. Indonesia (PPPI) 

1.18. 20. 25 
1.18. 20. 26 
1.18. 20. 27 
1.18. 20. 28 
1.18. 20. 29 
1.18. 20. 30 
1.18. 20. 31 
1.18. 20. 32 
l.18. 20. 33 
1.18.20.34 
1.18.20.35 
i.rs . 20. 36 
1.18. 20. 37 
1.18. 20. 38 
1.18. 20. 39 

1.18. 20. 10 
1.18 . 20 . 11 
1.18. 20. 12 
1.18. 20. 13 
1.18. 20. 14 
1.18. 20. 15 
1.18. 20. 16 
1.18.20.17 
1.18. 20. 18 
1.18. 20. 19 
1.18. 20. 20 
1.18.20.21 
1.18. 20' 22 
1.18. 20. 23 
1.18. 20. 24 

1.18.20 
1.18. 20. 01 
1.18. 20. 02 
1.18.20.03 
1.18. 20. 04 
1.18. 20. 05 
1.18. 20 .06 
1.18. 20. 07 
1.18.20.08 
1.18. 20. 09 

1.18. 19. 08 
1.18.19.09 

1.18. 19 
1.18. 19 . 01 
1.18 . 19. 02 
1.18.19.03 
1.18. 19. 04 
1.18. 19. 05 
1.18. 19. 06 
1.18.19.07 

1.18. 18 
1.18' 18. 01 
1.18' 18. 02 

1.18.17 
1.18.17 .01 
1.18. 17. 02 
1.18. 17. 03 

1.18 . 16 . 08 
1.18. 16. 09 
1.18.16.10 
l.18 . 16 ' 11 
l.lB. 16. 12 
1.18. 16. 13 
1.18. 16 . 14 
1.18. 16. 15 
1.16. 16' 16 
1.18. 16. 17 
1.18. 16. 18 
1.18.16.19 
1.18. 16. 20 
l.18. 16 .21 
1.18. 16. 22 
1.18. 16' 23 

http:DsL.....��.��


Kesatuan Banpa. d.a.a. PollWr. DalanJ. ff•ierl 
Program ,,.rdrigkat.cul keczmanan dan bngamaruin Hn9kwlgan 

Penyiapan tcnaga pengcndali kemanan dan kenyaman l.ingkungan 
Pemban<ninan nns lo.oa/ ronda 

Progrum Pemblllaan Kepramuka.ara KW{U"Cab La:mpi<rag Bsla:tan 
Operasional Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Lampung Selatan 
Kursus Pembina Pramuka Mehir Tingle.at Lanjutan (KMLI 
Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kewirausahaan 
Kursus Orientaai Pimpinan Satuan Katya. Ce.bang 
Akai Pramuka Peduli Karya Bakti Lcbaran 
Kirab Tunas Kelapa 
Raimuna Cabang Pramuka Penegak dan Pendega 
Sidparcab Pram.uka Penegak/ Pandega dan Rapat Kerja 
Partisipaai Kcgiatan Tingkat Dacrah/Nasional 
Kuraus Orienta.Bi Singkat Majelia Pembimbingan dan Andalan 
Pitaran Pelatih Pembina Pramuka 
Lomba Ketera.mpillU\ Kepre.mukaan (LKK] Pra.muka Penggalang 
Ost ... 

Prognun hmbinaan P•nwda daA Olah Raga 
Pembangunan Gedung Olah Raga 
Penyelesaian Gedung Olah Raga 
Pengadaan S~ring Board Gedung Olah Raga/Dome 
Site Development GOR 
Pembangunan Aula Graha Pemuda KNPI 
Pembangunan Stadion Balikpapan 
Pembangunan Lapangan Tenis 
Pembibitan dan Pembina.an Olahraga Berbakat 
Ak8i Pramuka Peduli Karya Bhakti Lebaran 
Kegiatan Seminar Undang-Undang No.40 Tahun 2009 
Pengukuhan Puma Paakibraka Indonellia (PPI) 
Pembinaan dan Pclatihan Karang Taruna ae-Kabupaten Lampung Sclatan 
Pcrkemahan Antar Satuan Katya Pramuk.a (PERANSAKA) 
Pengiriman Kontingen Cabang dalam Rangk.ol Raimuna Nasional X 
Sidang Paripuma Cabang dan Ra.pat Kerja Cabang 
Lomba Tingkat III Regu Pramuka Penggalang 
Pengiriman Kontingen Cabang dalarn rangka Lomba Tingkat IV Regu Pramuka Penggalang 
Pelatihan Pembina Pramuka Mahir Lanjutan 
Gladian Pimpinan Satuan 
Fasilitaai Fungsi Kwartir Cabang Gerakan Prarnuka Lampung Selatan 
Kegiatan Pelatihan Survey · 
Kegiatan Donor Darah 
Sosialisasi Sadar Hukum Pengurus KNP[ Se-Kabupaten Lampung Selatan 
Pclatihan Koperasi Anggota KNPI Lampung Selatan 
Musyawarah Daerah dan Pclantikan KNPI 
Fssilitasi dan Monitoring Pemuda Sarjana Penggerak Pernbangunan Pedesaan (PSP3) 
Sosieliaasi Pengurua KNPI Kabupaten Lampung Selatan 
Karang Pamitran Pembina Pramuka Gelombang I 
Karang Pamitran Pembina Pramuka Gelombang 11 
Pesta Pramuka Siaga 
Jam bore Cabang Pramuka Penggalang 
Giat Prestasi Pramuka Penegak dan Pandega 
Kursu a Pembina Pramuka Mahir Tingkat Dasar (KMD) 
Pelatihan Kewirauaahaan 
Perkemahan Wirakarya 
Muapanitcracab dan Muacab ke Xlll 
Pengiriman Kontingen cabang Jambore Nasional Tahun 2016 
Pendataan potcnui kcpcmudaan (KNPll 

Program Perdngkatan Sarana dan ~ Oklhnaga 
Peningkatan pembangunan saran dan prasarana olahraga 
Pemantauan dan evaluasi pernbangunan aa.rana dan praearana olehraga. 
Pengembangan dan pemanfaatan iptek dala.m pengembangan sarana dan praaarana olahraga 
Peningk.atan peran dunia usaha.'tlalam pengembangan. earana dan prasarana clahraga 
Pemeliharaan rutin/ berkala sarana dan praaarana olahraga 
Pengadaan Sarena dan Prasarana Otah Rqa SMA 
Persiapan Pengembangan Struktur Uf'I' Pengelolaan Sarana dan Prasarana Olahraga 
Operaaional UPT Pengelolaan Sarana dan Praaanma Olahraga 

Pemblnaan Sadan Pembinaan Olahraga Mahasiswa Indonesia (BAPOMI) 
Pemhibitan dan Pemblnean Olahraga Berbakat (Pelatihan Atlit dalam rangka Persiapan PORPROV) 
KompetiBi Olahraga Atletik 
Kompetist Olahraga Pencak Silat 
Kompetisi Olahraga Kejuaraan Pelajar Daerah (KEJURDAl 
Pembinaan Ce.bang Olallraga di Tingkat Daerah 
IV!giatan PORPROV 
Soailiaaai Senain Keaegaran Jasmani 
Penyclenggaraa,n Kmnpetiai Olahraga 1'ingkat Keca,matan 
Penyclenggaraan Kompetiai 01.a,hre.ga tingkat Kabupatcn 
Lomba Gerek Jalan Sehat 

1.19 
1.19. 15 
1.19. 15. 01 
1.19. 15. 02 

1.18. 23 
1.18.23.01 
1.18. 23. 02 
1.18. 23. 03 
1.18. 23. 04 
1.18. 23. OS 
1.18. 23. 06 
1.18 . 23 . f.Y1 
1.18. 23. 08 
1.18. 23. 09 
1.18. 23. 10 
1.18 . 23 . 11 
1.18. 23 . 12 
1.18. 23. 13 

1.18. 22 
1.18. 22. 01 
1.18. 22. 02 
1.18. 22. 03 
1.18. 22. 04 
l.18 . 22 . 05 
1.18. 22. 06 
1.18. 22. 07 
1.18. 22. 08 
1.18. 22. 09 
1.18. 22. 10 
l.18. 22. 11 
1.18.22.12 
1.18. 22. 13 
1.18. 22. 14 
l.18.22.15 
1.18 . 22 . 16 
1.18 . '22 . I 7 
l.18.22.18 
1.18.22.19 
l.18.22.20 
1.18. 22. 21 
l.18. 22. 22 
1.18. 22. 23 
1.18. 22. 24 
1.18. 22. 25 
1.18. 22. 26 
1.18. 22. 27 
1.18. 22. 28 
1.18. 22. 29 
l.18. 22. 30 
1.18. 22. 31 
1.18. 22 .32 
1.18. 22. 33 
1.18. 22. 34 
1.18. 22. 35 
1.18. 22. 36 
1.18. 22. 37 
1.18. 22. 38 

1.1a. 21 
1.18. 21 . 01 
1.18. 21 . 02 
l.18.21.03 
1.18.21.04 
1.18. 21 . 05 
1.18.21.06 
1.18. 21. 07 
1.18.21.08 

1.18. 20. 40 
1.18. 20. 41 
1.18.20.42 
1.18. 20. 43 
1.18. 20. 44 
l.18. 20. 45 
l.18. 20. 46 
1.18. 20. 47 
1.18. 20. 48 
1.18. 20. 49 
1.18. 20. so 



P1v9ram brnttnmn JMRg•mbangGn wawaaan bbczngsaan 
Pameran promosi pembangunan Tk. Propinsi 
Pameran promoai pembangunan Tk. Kabupaten 
SosialiSSBi dan Diskusi Wawasan Kebangsaan 
Sosia1isasi Pcnnendagri No. 08 dan 09 Tahun 2006 
Sosialisasi PERMENDAGR! NO 33 TAHUN 2012 
Hari Ulang Tahun K.abupaten Lampung Selatari 
Perubahan Lambang Daerah 
Pc:rubahan Nama Rumah Sakit 
Perubahan Nama-Nama Jalan 

Program pengembangan wawaaan bbangliaan 
Peningkatan toleranai dan kerukunan dalam kehidupan beragama 
Peningkatan r881l solidaritaa dan ilea.tan 11osial dikalangan masyarakat 
Peningkatan Kcaadara,n Masyarakat Akan Nilai-nilai Budaya Bangsa 
Pameran Promosi Pembangunan Tingakt Propinsi 
Sosialisasi Wawasan Kcbangsaan 
Pamcran Promosi 11:mbangunan Tingkat Kabupaten 
Pentas Seni dan Budaya, Festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 
Pelestarian Idiologi Bangsa dan NegBTa 
Oprasional Tim Penanganan Kerukunan Anter Umat Beragama 
Tim oprasional pendidikan wa\l.asan 
Pengembangan Infonnaai Publik ( WEBSITE) Sat POL PP Kabupatcn Lam Sel. 
Pusat Pendidikan Wawe.san Kebangaaan 
Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) 
Sosialiaaai dan pengukuhan Adat Lampung 

Program pemelfharaan kantranf:tbmas dan pancegahan tlndak kriminal 
Pengawasan pengendalian dan evaluaai kegiatan polisi pamong praje. 
Peningkatan kerja sama dengan aparat keamanan dan teknik pencegahan kejahatan 

Kerjasama pengembangan kernampuan aparat polisi parnong praja dengan TNI/ POLRI dan Kejakeaan 

Peningkatan kapasitae aparat dalam rangka pelakeenaan siskamwakarsa di daerah 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Penyuluhan Keamanan, Ketenteraman dan Kctcrtiban Terhadap Masyarakat 
Penertiban Gubuk-Gubuk Liar disepanjang Damija 
Pcle.tihan PPNS Anggota Polisi Pamong Praja Kabupaten Lampung Selatan 
Peninglcatan Jiwa Kceamaptaan Anggota Poliei Pamong Praja 
Opera.si Gcrak.s.n Disi.plin Nasional 
Pcnambaha,n Peralatan Drum Bend dan Kooraik Anggota Polisi Pamong Praja 
Operasi razia reklame, spanduk dan sejenie 
Operasi penertiban ane.kjalanan (ANJAL) / GEPENG 
Operasi penertiben gelandangan psikotik (Orang Gila) 
Pelatihan Pengcmbangan Anggota POL PP dengan TN!/POLRl 
Dst... 

Pelatihan pengendalian keamanan da.n kenyamaaan lingkungan 
Pengendalian kebiaingan dan ganggua,n dari kegiatan tnasyarakat 
pengendalian kea.manan lingkungan 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pembine.an Anggota Linmas Lomba Desa 
Pembinaan Anggota Linmas Lomba P3KSS 
Pelatihan dan Pcmbekalan Anggota Lintnaa 
Pengawaaan Ba,ngunan, lahan dan penertiban umum di kelurahan 
Patroli wilayah kc:C8Platan 
Petugaa Poliai Bangunan, lahen dan lingkungan 
Pembinaan Mental Rohe.ni 
Simulasi Penanganan Bencana Banjir Model 3 Tunglcu 
Monitoring / pcmantauan maaalah yang berkernbang dalam rangka menyikapi situasi dan kondisi 
Kabupaten Lampung Selatan 
Kerjasama Pengembangan Kemampuan Aparat Polisi Pamong Prejii dengan TN!/ POLR! 
Silaturahmi Anggota Llnmas se Kabupaten l.ampung Selatan 
Dialog dan Komunikasi antara Pemerintah dengan LSM den Ormas 
Panitia Selekai Penambahan Personalia Anggota Poliai Pamong Praja 
Pembenwkan Forum Kewaapadaan Dini Masyarakat ( FKDM ) untuk 17 Kecamatan 
Sosialisaai dan Pcmbekalan Forum Kcwaepadaan Dini Masyerakat ( FKDM I 
Pelatihan Sawen Keamanan Lingkungan Maayarakat (Linmaa) Deaa 
Pcndukung Opcraaional Pemilu Legislatif 
Pengamanan Jalannya Pemilu Preaiden 
Pengamenan Jalannya ~mllihan Gubemur 
Pelatihan Dilhuas PHH ( Penanganan Huru Hara ) 
Pemantauan kegiatan orang asing (NGO) 
Operasional Penegakan Peraturan Daerah di Kabupaten Lampung Selatan. 
Pelatihan Satuan UNMAS Desa 
Pendukung pengamanan Pernilukada 
Patroli aiaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat 
Pengawalan dan Pengamanan Pejabat dan Tamu VVIP 
Pense.man aset - a.set Daerah (piket) 
Pengamanan dan Pengendalian Maa89. (dalmaa) 
Patroli Siaga 

1.19. 18 
l.19.18.01 
1.19. 18. 02 
1.19.18.03 
1.19.18.04 
1.19.18.05 
l.19.18.06 
1.19.18.07 
!.19' 18' 08 
1.19. 18 .09 

1.19.17 
1.19.17.01 
1.19. 11. 02 
1.19.17.03 
1.19.17.04 
1.19. 17. 05 
1.19.17.06 
1.19.17.07 
1.19.17.08 
1.19' 17. 09 
1.19.17.10 
l.19.17.11 
1.19.17.12 
1.19 . 17 . 13 
1.19.11, 14 

1.19.16.04 
1.19.16.05 
1.19.16.06 
1.19. 16. 07 
1.19. 16. 08 
1.19. 16. 09 
1.19.16.10 
1.19. 16. 11 
1.19. 16 . 12 
1.19.16.13 
1.19.16.14 
l.19.16.15 
1.19.16.16 

1.19. 16 
1.19 . 16 . 01 
1.19.16.02 
1.19. 16. 03 

1.19.15.16 
1.19.15.17 
1.19.15.18 
1.19.15.19 
1.19. 15. 20 
1.19.15.21 
1.19.15.22 
1,19. 15. 23 
1.19.15.24 
1.19. 15. 25 
1.19.15,26 
1.19.15.27 
1.19. 15. 28 
1.19. 15 '29 
1.19.15.30 
1.19 . 15 ' 31 
1.19. 15. 32 
1.19. 15. 33 
1.19.15.34 
1.19. 15. 35 

1.19.15.03 
1.19.15.04 
1.19.15.05 
1.19. 15' 06 
1.19.15.07 
1.19. 15. 08 
1.19. 15. 09 
1.19. 15. 10 
1.19. 15 . 11 
1.19. 15. 12 
l.19. 15. 13 
1.19. 15. 14 
1.19. 15. 15 



Program Pemlllnaan. dGn Pcudngkatan Stabilttaa Keamanan 
Melaksanakan Piket Pos Penan111rulane:an Bencana dan Pemrungsi {Posko PB!l] 

Program pencegaha.n dint dan penanggu.langan korban bencana alam 
Pemamauan dan penyebarluasan informaei poteneL bencana alam. 
Pengadaan tempat penampungan sementara dan evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana 
alam 
Pengad.aan sarana dan prasarana evakuasi penduduk dari ancaman/ korban bencana alam 
Pengad.aan logiatik dan obat-obatan bag\ pcnduduk di tempat penampungen aementara 
Pelatihan Penanggulangan Bencana Bagi Anggota Satlak PB dan Petugas Operasional Desa 
Pelatihan Satgas Penanunlangan Benc=a 
Sosialisaai dan Penyuluhan Bencana Alam 
Operator Posk.o Penanggulangll.ll Bencana 
Penge ndalian Penyelenggararui Penanggu langan Be ncana 
Rapat Koordinasi Anggota Satgas Komunilcasi Penanggu!angan Bencana 
Pemetaan Daerah Rawan Benear.a 
Optimalisasi SATGAS komunikasi Penanggulangan Bencana 
Pelatihan Dasar Manajemen Pengu.rangan Resiko Bencana 
Simulas.i Pcnanggulangan Bencana 
Pembangunan Jalur Evakuasi 
Sosialisasi dan Pcnyuluhan Pra Bencana 
Penyusunan profil BPBO 
Sosialisasi pcngurangan resiko bencana 
Penyu:iunan pctaja.lur cvakuui Tsunami 
Monitoring Evaluaai dan Pelaporan Dacrah potenai rawan bencana 
Oat ... 

Program pendfdUca.n politUc rnaagarakat 
Penyuluhan kepada masyarakat 
Koordinaei Forum Diakusi Politilc 
Pembiayaan Tim Koordinator dulrungan kelancaran pelaksanaan Pilkada Lampung Selatan 
Penyusunan data base partai politik dan Ormas 
Dialog politik dan pembangunan bagi kaum perernpuan 
DESK pemilihan Kcpala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 
Monitoring Evaluaai dan Pelaporan 
Penyuluhan Kepada Maayarakat (UU Politik) 
Veri1Ucaai Bantuan Parpol 
Soaialias.ai Politik Kepada Maayarakat 
Penyusunan dan Penyampaian Laporan Pileg dan Pilpres 
Forum Kewaapadaan Dini Maayare.kat 
Penanganan Kon!lik Soaial 
Tim terpadu penanganan dan keamanan dalam negeri I rencana e.ksi 
Dst ... 

Program pentngka.tan pemlHlninta..sGn pengczklt maaganzkat (pekatJ 
Penyuluhan pencegahan peredaran/ penggunaan minuman keras dan narkoba 
Penyutuhan pencegahan berkembangnya pr'1ktek proetitusi 
Penyuluhan pencegahan peredaran uang pelsu 
Penyuluhan pencegahan dan penertlban aksi premanlsme 
Penyuluhan pencegahan dan penertiban tindak penyelundupan 
Penyuluhan pcncegahan praktck pcrjudian 
Penegakan Peraturan Daerall Melalui Operasi Bersama Dinas Terkait 
Peninglcatsn K.eaamaptaan Anggota Satuan Polisi P&mQng PreJa 
Soaialiseai Kcgiatan PPNS 
Penegakan Peraturan Daerah pada Sadan Uaaha 
Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Dacrah 

Program pemHrdGJIGan ma.qc:&rqkat 1'Rtuk rrwmJaga ketef'tiban dan ksGrnanGn 
Pembentukan satuan keamanan lingkungan di maayare.kat 
Forum Diekv&i Politik lnteligen Daerah (KOMINDA) 
Pcnyuluhan Kepada Masyare.ka.t 
Veriflkaai Bantuan Parpol 
Pelatihan Pengendalian Kcamanan dan Kenyamanan Lingkungan 
Dialog dan Komunikaai antara Pemerintall dengan !..SM dan ORMAS 
Ost ... 

Sosialieasi Forum Komunikasi antar Tokoh Adat, Agama dan Masyaral<at 
Sosialisa.si Pennendagri Nornor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman Pcndaftaran ORMAS dan !..SM 
Pembinaan Forum Komunikasi Kearnanan Tokoh Adat.Agarna dan Masyarakat 
Pembina.an Forum Komunikasi Antar Umat Beragama, Tokoh Adat dan Tokoh Masyarakat 
Birntek Keormaaan 
Vcrifikasi administrasi dan verifikasi faktuw Ormes, LSM, dan bantuan Ormes 
Soaialisasi forum pembauran bangsa 
Sosialisaai. dan diskusi. bela negara 
Monitoring dan Evaluasi (Tim Koordinaai pilcg dan pilprcs) 
Penertiban banner, spanduk, atiker celcg dan eaprea dan cawapres serta bendera partai politik 
So&ialiaaai pemilu melalui media m.aaa, elektronik dan spanduk 
Sosialiseai Undang • undang nomor 17 tahun 2013 
Sosial.lsaai dan Panbcntukan tim pcmbauren bsngu. 
Pendataan, Pendaftaran dan verifikasi bantuan ormaa 
Monitoring dan pendataan ecni dan budaya 
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I 

l'rofnun Poentn~kcdun dan hng.mbangan .P«ag•lolaall ~an l)(urola 
Penyueunan analieta etandar belanja 
Penyuaunan Standar Satua.n Harga 
~nyuaunan kebijQJcnn 4'lNntanai pemerlntah dacrah 
Penyuaunan eietem dan proaedur pc:ngelotaaa keuanpn da.erah 
Penyu$unan rancanean per.aturan daerQh tentans pajak dacrah dan m:ribuai 
Penyueunan Rancanpn Pera.tu ran Daerah tcntang APBO 
~nyuaunan Rancanpn Pwaturan KDH ~tang Penjabaran APaD 
Penyueunan Rancanpn Petaturan O~ah tentang PerubQban APBD 
Pmyuaunan Rancanpn Petaturan Kepala Daerah tentan& ~abaran Perubahan AP90 
Penyuaunan .Rmcanpn Peraturan Dacrah Tentan& Pertanggungjawaban Pelakaana.an APBD 

~nyuaunan R&ncanpn Peraturan KDH Tent.ans Penjabaran ~rtangung Jawaban PelakMnaan APBD 

Penyuaunan Siatcm lnformaei Kcuangan Da.erah/Penyusunan Laporan Tliwulan 
Penyuaunan $i1tem infom:11u1i pengclo\aan ~uangan dacrah 
Sosialis<ui paket rcgul&& tcntang pengelolean kcuangan daerah 
Bimbingan Teknia hnplcmerua1'i P.i<ct Regulasi Tcntans Pengclola.&ll Keuangan Oaera.h 
Pcnin~katan manaiemen batan2 aeet daerah 

l"roflrv.rrt P•n"-lllccaton P•l.a.NQnan Ktcltnd.tan Kcpala Durall dan Wakll K•pala D<u1rah 
Dialog/Audienal dengan tokoh·tQkoh maayaraka1, pitnpinan/~ggo1.a organiaaei eoaial dan 
kemuyaralcatan 
Fcnerimaan Kunjungan Kelja f>ejabat Nege.ra/Oeparemcn/L.embap/Non Oeportcmen 
Rapat P'oruni Koordineal Pimpinan Oaerah 
Rapat Koordinui Pejabat Pemerintah Daerah 
Kunjung.n kerja/lnapekai kepala daerah/"akil lcepala dacrah 
Koordinaei denpn pem.erintah pueat pemerintah daerah lainya 
Koordiniud K.erja Sama Pl:mbatlgunan l\ntat Daerah 
Faailitaai, Monitoring <Ian Koordina.ai Pelaksanaan Kerjaaama Antar Lombaga Pcmerintah, Luar Negeri, 
Pih&)( kctisa dan l..ombQ81a lntemaaional 
Brie(i.ng Pcjabat Pemerintah Oaerah 
Pelayanan kd>UNban rumah tangga Kepa.la Oaerah/Wekil Kepa.la Oaerah 
Rapat IC.oordinati Moeiaai Peinerintah Kabupaten Seluruh Indonesia ( APKASI I 
Rapal Koordinaai Tekni.• Ke~ 
Rapat IC.oordioui <Ian IW.njunpn K.erja. Pejaba.t Punerintah Pae.rah Kabupaten l.asnpung Selaian di l.uar 
Pnrrinel 
Koordmaei K.eijaaama ~bangun.an antar Lembaga. 
Soaialiaaai Peraturan Menter! Dalam Ncgeri Nomor 4 ,.ahun 2010 tentans Pcdoman Pela,yan.n 
Adminiatre.ei ~rpadu KeQUnatan 
Pembina.an Pela.vanan Adrnin.iauasi Terpadu Kc«rnaUUl (PATEN) Kabupatcn L.ampung Sclatan 
WorkAthop Olonoml De.erah 
Pcmekaran Keaunatan Kabupaten 1.ampung Selatan 
Pct\)'Uaunan hrda tent.ans Tata c.ra ~aMn\a d.aer&h Kabupaten Lampung Sclatan 
Pelantikan dan Sereh Tcrima Jabatan Bupati Lampung ScJe.tan 
Monitoring Pelakaanaan Kerj~ Daerah 

Faeilitasi dan Dulcungan Stal Ahli dalam Menuqjeng Pelekunaan Pemerintahan dan Pembangunan 

OtoDo.t l>a•n.b, PemcrlDt&bu UmllQl, Adm JCe&l.Da, Peraapat Da•nb, K.opepwa.lul 
l>ro(lram hnlngMt.An Kopaslta. lAmbaga P•rwalcilan Rolq/at Dca•roh 

Pembahaaan Rancanpn Peraturan OaercU\ 

Hearing Oialoa dan Kom.unUcaai Dengan Pejabal Pemerlntah Oaerab clan Tokob Muyarakal/ Agama 

Rapat-RApat Al-1 Kelenckapan ~wan 
Rapat~Rapat Pwipuma 
Kegiatan Reaee 
Kunjungan Kerja PUnpinan dan Anggota OPRD Oalam Oaerah 
Peningkatan kapeaitas pimpinan dan anggota DPRD 
Sosie.lieaei Penttu.ran Penm<h\ng·Vndangan 
Ku njunpn Kerja Pimpi.nan dan Anggota OPRO Kcluar Dacrah 
Belanja kegjatan penunjang operaaional pimpinan OPRD 
dtt ... 

Progrom Rehabllltaa dtUt .R•i:o~ 
Soailliual clan peny\aluh.an J>(loca Ben~a 
Penyetenggaraan rehabillta81 dan rekonattukai pa.sea bencana 
ln•entarieaei dan ldenciflkaei Keruglan, K.erueo.kan Paaca &ncana 
Monitoring dan e.aluali puca bencana 
Ost ... 

l'rogram Kft1Gt"lll'at4n dan Logbfflc 
Pengendallan Pcnanggulangan Bencana 
Oat ... 

Komuniw 1ntelejen Oaera1) (Kominda) 
Pembinaan Orpnieaai Kemaeyara)auan dan Pertcmuan Silaturahm.t Paguyuban 
Monitoring Kondiei Politik Kota Pra Pilgub Kaltim 2008 
Pendataan Eks. G.30 S.PKI 
Koordinaei Antleipaei Keamanan Kota 
Oat ... 
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Pembinaan PPTK dan Pembantu PPTK Lingkup Sekretariat Daerah Kabupaten Lampung Selaten 
Pelatihan Pengadaan Barang/ Ja.sa Pemerintah Secara Elektronik 
Penyuaunan Per-aturan Bupati tentang Pedoman Pengadaan Secara Elektronik 
Pembina.an, Monitoring. dan Evaluaai Pengelolaan Banmg Milik Daerah 
Penghapuean Ba.rang Milik Daerah 
Soaialiaaai. Peraturan Kepala Daerah tcntang Pedoman Penyueunan RKA·SKPD 
Peningkatan Pengelolaan Adminiatra.si Ku Daerah 
Monitoring Bclwtja Hibah dan Bantuan Sosial 
Pt:natauaahaan Bareng Milik Daerah 
Penyuaunan Sietem dan Proscdur Penatausahaan Keuangan Daerah 
Peneluauran Baraniz Milik Dacrah 

Peningkatan manajemcn investaai daerah 
Reveluasi appraisal asct/barang da.erah 
Intenliflkaai dan Ekateneiilkalli Sumbcr-Sumber Pendapatan Daerah 
Penyusunan Laporan Bsta.ng Milik Daerah (LBMO) Kabupaten 
Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah 
Penyusunan laporan mutasi barang 
Penatausahean Administrasi Keuanga.n 
Eveluasi dan Monitoring SPJ Bendahara 
Penyueunan aiatem dan prosedur ~tanai pemerintah daerah 
Aeistenei penyueunan neraca akhir ; 
Penyuaunan Pel'aturan KOH tentang Pedoma.n Penyuaunan APBD 
Penyueunan laporan triwulana.n 
Pengembansa,n St.tem Adminiatrasl. Kaa Daere.h 
Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Pembangunan Daera,h 
Penyuaunan Evaluaai dan Pelaporan Rcaliaasl Anggaran 
Pcnyusunan siatem inCormaai lPPD dan IlPPD Kabupaten Lainpung Selatan 
Peningkatan SOM Pengelolaan Pembangunan Da.erah 
Peningkatan Pengelolaan Administraai K.a.s Daerah 
Peningkatan Pengelolaan Administraai Perbendaharaan 
Peningkatan Pengelolaan Administrasi Belanja Pegawai 
Sensue dan Penilaian ASET 
Asistensi Penyueunan Laporan Keuangan SKPD 
Pelatihan Pengadaan Ba;ang/Jaaa Pemerintah dan Ujian Sertiflkasi 
Sosialisasi Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaa.n Barang/Ja.sa Pemerintah 
Koordinaei Pengendalian dan Pemantauan DAK 
Penyueunan lndikator Kinerja Utama {!KU) Kabupaten Lampung Selatwt 
Pembinaan Jasa Konatrukai 
Penyusunan dan Evaluasi lndikator Kinerja Kunci Pemerintah Daerah 
Verifikasi dan Monitoring Pajak Bumi dan Bangunan 
lntenaifikaai dan Ekteneifikasi Sumber-Sumber Pajak Daerah 
Monitoring Dan Evaluaai Penerimaan Pajak-Pajak Daerah 
Koordinasi dan Scsialisasi Percepaten Pembangunan 
Sosialieaei Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah 
Pelakaanaan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Gant.i Rugi (TP-TGR) 
Pemutahiran Data Wajib Pajak Penerange,n JaJan Umum l PPJU ) dan Evalua&i Pcnerimaan PPJU Wilayah 
Kabupa1en Lampung Sclatan 
Bulan Bakti/Bulan Panutan PBB Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Pelaporan Pltjak-Pejak Daerah 
Koordinasi dan Monitoring PNPM-MP / RIS-PNPM 
Publikaai lklan La.yana.n Maayarak:at Tcntang Sadar Pajak Daerah 
Operaeional Unit Layanan Pcngadaan 
Penyusunan Pedoman Pengadaa.n Barang dan .Jasa 
Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah [LKPD) 
Penyusunan Peraturan KDH ten tang Kebijakan Akuntans! Pemerintah De.erah dan Sistem Akuritan si 
Pemerintah Daerah Kab. Lampung SeJatan 
Pelatihan Aparatur Pengelola Keuangan SKPD ten tang Tata Usaha Keuangan Daerah 
Aeistensi Siatem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah 
Seminar Capaian Program Pembangunan 
Konsolidasi dan KoordinaBi Penyusunan Anggaran Sekretariat 
Penataueahaan dan Kearsipan Keuangan Sekretariat 
Penyusunan Laporan Keuangan Sekretariat 
Koordi.naei Pengendalian Administraai Keuangan dan Aaet Pemerintah Pusat di Kabupaten Lampung 
Selatan 
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sumbangan Pihak Ketiga 
Penyusunan Rancangan Pere.turan Daerah tentang Penanaman Modal 
Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemakaian Kekayaan/Asct Daerah 
Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik 
Dae rah 
Peningkatan Sarena dan Praaarana untuk peteiapan pendaerahan PBB P2 
Pcndamplnp.n Pendaerahan PBS 
Soaialiaaai. Penatauaahaan Administrasi Keuangan pads. Lingkup Sekrete.riat Daerah Kabupaten 
Pt:nertiban Barang Milik Daerah 
lnlraetruktur Jaringan Pengelolaan PBB 
Sistem lnfonnaai Manajemen PBB 
Modilikluli dan lmplesnentaai Aplikasi Sismiop PBB 
Penyuaunan Laporan Keuangan Dana Tu.gas Pembantuan dan Urusan Bersama 
Analisa Kebutuhan dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 

Penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Standarisasi Sarena dan Pi-asarana Pemerintah 
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.PrciQrcun PenCnQkataa Pro,..fonolilme Tencroa hmertba & Aparctu,. P•~a..._,. 
Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemerilcaa dan Aparatur Pengawaoon 
Pelatiha.n TeJcnie Penpwasan dar. Penilalan Akunt.abillt.aa Kinetja 
Soe.ialiaaai Peralllran Perundan.g· undangan 
Bimbingan Telmia lmpl.ementaei PenaturlUl Pen.mci.ng-undangan 
~latiha.n Pengembanpn Tenaga Peinetiicea dan Aparatur Pengawuan di li.ngkungan lnepektorat Kab. 
Lam-.el 
Bimbinpn Tekni• Peneawaaan Uruean Pemerintahan Oaera.b dan Bimtek Barang dlUl Jeaa Pemerintah 
Kab\lpat:eQ Lampung SeJat.an 
Pelatih.n Teknia ~uyueunan UiP, PKP, KXP Aparatur Pengawa.aan di Lltigkungan lnapekt«at Lampuna 
Selatan 
Pelatihan Mekan.iame Reviu Laporan Keuansan Pemerintah Daerah 
Pelatihan Komputer 0*'8m Mcnunjang UiP dan Admin Petkantoran 

Jlrogrrurt ~~katan Swum Petlga- lntcmat & ,,_"'1'tnda1'an P.lab<inaan l{jtbfjaJcon JCDH 

Pelakaanaan Penpwa.Mn Internal Secenl J;lerlcala 
Pe.nanpnan Kuue ~uan di I.in&kUnsan Pemerintah Oauah 
Pengeudalian mW1ajemen pelakaanaan kebijakan KDH 
Penang~ kaaua p~a wilayah pem.erintahan dlbawahnya 
lnvcnta.rieaei Haeil Pengawasan 
Gerakan Oleiplin Naaional (GDN) 
Koordinaai pengawaaan yang lebih kOmprehen&l! da!am penyelenggaraan dan ketertiban umum 
Evaluui berkala temuan haail pengawa.an 
Monitoring & Evaluaai Pelakeanaan APBD Bid. PU, Pendidikan dan Keaehatan 
Reviu Laporan Keuanpn Pcmerintah Da.etab dan Reviu R.KA 
Kormonev Sietem Pengendalian Intern Pemerintah (SPlPldi linJkungan Pemerintah K.abupaten LM>pung 
Se\atan 
Penyueunan La~ Pe&akunaan lnprq No.5 Tahun 2004 ~ntang Laporan Percepat.an Pembe~ta118.t'1 
Korupai 
Evaluaai L.aporan AkuntabiJitu Kinerja Jnatanai Pcmerintah (LAKJP) 
Pemantauan Tindak Lanjut Temuan BPK dan APIP Eute.rn l..ainnya 
Pembuatan Peraturan Bupat.l l.ampungSclolAtl tentwlg Pengawaaan 
Penila.ian Anglea Kredic Jabatan F'ungslonal 
Pcnehuan dan Penilaian Laporan Piijak-Pejak Pribadl PNS di lingkungan Pcmerintah Kabupatcn Lampung 
SelalM 
lnventariaaai Data Alamat Tempat Tlnll.Pl P~abat taelon II, Ill, IV d.i l.ingkunsa.n Pemcrintah Kabupatcn 
Lampung Selatan 
Monitoring Diliplin K:erja PNS ac·Lampung Selatan 
l'q\ilal8n Mandiri Pdalce&naan Refonnaai Bitolaui (PMPRSj 
Sotia1!e.1uli Lapor.n hJak·p~ak Prlb&dl dan Wotkahop PERMENPAN ~ Tahun 2012 
Soelaliuei ~f!PWOMn SKPO di tinglrungan ICabupaten lampung Selatan 
dst... 

"°'1nlm P•mlltntzan dar. Fa.emta.f lsng.loloa.n KeiiGtagan De.sa 
Evaluasi rancanpn peraturan desa centang APB Oeaa 
Evaluasi rancangan peraturan deea tentang pendapatan deea 
Penyuaunan pedoman pengelolaan l<cuanpn deea 

Program~ Dan IUatUtu hftl•Jofoaas x.uanecan ~l'l/Xota 
Evaluui rancanpn petatu...n dau'&b tentAUia APBD lcabupaten 
EYaluui rancanpn ~ KDH tentang pcnlabaran APBD kabupaten 
e•aluaai rancangan peta1Uran daerah tenaans ~ak da.erah dan retribull daer.h kabupaten 
Pcnyuaunan ltUUldar evaluui rancanpn peratwan daerah tentang APBD kabup•tcn 
Atietenc peayu.unan rancanpn regulaai pengelolaan buanpn daerah lc.abupaten 
Bimbigan t.ela\ie lliotem akuotanel pemerintahan 
dat ... 

Siatem Monitorln& Pqdolaan Eva1uui Penpwaaan PenyctapaA AnUaran 
Penpwuan dan Pemcrik..an ~- Daer-eh 
CeWc da.n Penyampalan SPPT P~ Bumi dan Bangunan (PBBJ 
Pengemb.-npn ApWrui dan Siatem lnfonoua MaiwJemen Barana Dauah 
Soeialieui Pl:tatur.n Daerah teniang Pengelolaan &rang Milik Durah 
Penyu&W1an Daftar Kebutuhan hra.ng Mllik Oaerah (DKBMD) dan Oal'w Kebutuhan ~melihataan 
B.rang Milil< Ourah (DKPBMD) 
Pemeliharaan dan Penin&katan Siatem ln!omuua Pengelolaan Keuangan Daerah 
Penatauaahaan Sur•t Penycdiaan Dana 
Penataueabaan Dana Bagi Haail 
Penatauuhaan Oan& Cada.nllU' 
Penatauaabaan Pinjaman Oaerah 
Petnutakhiran Oat.a PB8·P2 den Pendataan lndividual Objek Pqjalc PSB-P2 OolonSAA 4 dan 5 
Soelali.aai Dalam Ranjklk Meningkatkan PBB 
Penyuaunan dan Soaialitul Petbup tentana Standard Operuional Proeedi.ir (SOP) 1..&poran Kinetja 
Pemeriru&h Oaerah Berbaala Telcnologi ?n!ormaei 
Pelabanaan VerUlk.aai Bu Pcrolehan Mak Aw Tanah dan Bangunan 
PengeJolaan PBB dan Pembulruan Penerimaan ~ak PBB P2 
Bimbinaan Tek:nia 'Penyuaunan HPS dan Kon trek 
Koordinasi dan Monitoring BUMO PC>AM Tina Jue. Ka.bu paten lampung Selatan 
Optimeliaaai Peningbtan Poienei P.iak Air Tanah 

1.20. 21. 08 
1.20. 21 . 09 

1.20. 21 . (f'1 

1.20. 21. 06 

1.20. 21 
1.20. 21 . 01 
1.20. 21 . 02 
1.20. 21. OJ 
L20. 21. 04 
1.20. 21. OS 

1.20. 20. 19 
1.20. 20. 20 
1.20.20.21 
1.20. 20. 22 
1.20. 20. 23 

1.20. 20. 18 

l.20. 20. 13 
l.20. 20. 14 
1.20. 20. 15 
1.20. 20. 16 
1.20.20 17 

l.20. 20. 12 

. 1.20 . 20 . 0 l 
1.20. 20. ® 
1.20. 20. 03 
1.20. 20. 04 
i.so. 20. OS 
1.20. 20. 06 
1.20. 20. 07 
l.20. 20. 08 
l.20. 20. 09 
l.20. 20. 10 
1.20.20.11 

1.20. ~ 

1.20. 19 
1.20. 19. 01 
1.20. 19. 02 
1.20.19.03 

l.~.11 
1.20. 18. 01 
1.20. 18. 02 
1.20. 18. 03 
1.20. 18. 04 
1.20. 18. OS 
1.20. 18. 06 
1.20.18. 07 

1.20. 17. 106 
1.20. 17. 107 
1.20. 17. 108 
1.20. 17. 109 
1.20. 17 .110 

1.20. 17. 98 
l.20. 17. 99 
1.20. 17. 100 
l.20. 17. IOI 
l.20. 17. 102 
1.20. 17. 103 
1.20. 17 . lO<I 
1.20. 17. 105 

1.20. 17. 92 
l.20. 17. 93 
1.20 . 17 . !>4 
1.20. 17. 95 
l.20. 17. 06 
l.20. rr. 91 



Progrum Penfngkotan S,,U.r Agama 
Musabaqoh Tilawatil Qur'an 
Training Center (TC) Kafilah dengan LPTQ Provinsi 
Pengiriman Kafilah ke Tingkat Provinai 
Pcmbinaan Imam dan Khotib 
Posko Terpadu hari Besar K.eagamu.n Nasional 
Sosialiaaal Membangun P,,radaban. Zalcat 
Pembinaan Remaia Islam Masjid (RJSMA) 

Program Petestarian Ntla.t Kepohla.wanan don Kejuangan 
Peningkatan Rasa Persatuan dan Kesatuan Bangsa 
Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Nilai-nilai Kepahlawanan 
Permgatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia Tingkat Kecamatan 
dst ... 

Program penataQ.n doerah otongmf baru 
Fasilits.si penyiapan data dan infonna.si pendukung prosea pemek&ran daz:rah 
Fasilitaai percepatan penyerahan PJD dari daerah induk kc: daerah pcmek&ran 
Faeilitasi pereepatan penyelesaian tapal bataa wilayah e.dministraai antar daerah 
Fasilitasi pemantapan SOTK pemenntah daerah otonom baru 
Pembuatan Peta Administraai Kecamatan ee- Kabupaten Lampung Selatan 
Penataan/Pemekanm Daer<ah 
lnventarisir dan K.oordinasi Data Personi1, Pendanaan, Sarena Prasarsna clan Dolcumen [P3D) Kabupaten 
Lampung Selatan 

J'rogram Penataan Peraturan Perundang-undaJ1Qtu1. 
Koordinaai kerja.ea.ma permasalahan perundang-undangan 

Penyusunan Rancangan Peraturan Perundang-Undangan dan Pelaksa.nu.n Program Legislasi Daerah 

Legislaei rancangan peraturan perundaag-undangan 
Faailitasi Soaialiea.ai Peraturan Perundeng-undangan 
Pu blikasi peraturan perundang-undangan 
K.ajian peraturan perundang-undangan terha.dap peraturan perundaagan yang baru le bih tinggi dan 
keeeraaian antar peraturan-undangan daerah 
Pcnyuluhan Hukum Tcrpadu, Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum 
Pengembangan Jaringan Dokumcntasi dan Informaai (JOI) Hukum 
Pendidikan dan pe1atihan implemcnta.ai. peraturan pcrundang-undangan 
Peinbuatan katllllogiaaai dan abatr&k peraturan pcrundang-undangan 
Penyusunan rencana kerja rancangan peraturan perundang-undangan bidang pemerintahan 
Fasilitasi dan aoaialiea.ai peraturan perundang-undangan pertanflhan dalam rangka tertib a'1mi.nistrasl 
pertanahan 
Publikasi peraturan perundang-undangan tentang kode wilayah administrasi pertanahan 
Pernbinaan Kadarkum dalam rangka lomba desa/P3KSS penyeleaaian sengketa hukum dan inventarisasi 
data PPNS 
Pembinaan Dess Sadar Hukum Dan Kadarkum Dalam Rangka Lomba Kadarkum Tingkat Provimu 
Legislasi Daerah 
Konsultasi den Bantuan Hukum Pih&k Ketiga 
Pembina dan Tim Kuaaa Hukum 
Pengkajian dan Penelaahan Hukum 
Soeialisasi Rcncana Aksi Halt Aaasi Menu Bia (RANHAMJ 
Sistem lnfonnu.1. Prociuk Hukum Pc:merintah Dacrah Kabupaten Lampung Selatan 
Penyempumaan Rancangan Ptoduk Hulcum Daerah 
Perencanasn dan Pc:laporan Bidang Hukum 

Program penfngkatan kerjasama ontar pemerlnblh daerah 
Fasilita.si/pembentuka.n kerjasama antar daerah dalarn penyediaan pelayanan publik 
Fasilitasi/pembentukan perkuatan kerjasama antar daerah pada bidang ekonorni 
Fasilitas pembentukan kerjasarna an tar daerah di bidang hulcum 
Fasilitaei pembentukan kerja sama antar daerah dals.m penyediaan sarana dan prasarana publik 
dst ... 

Program pengln~ penanganan pengaduan mayarakat 
Pembentukan unit khuaue penanganan pengaduan masyerakat 
Pembentukan unit khuaua pen~uan maayarak&t di bidang pertanahan 
Faailitaai Pengaduan dan Pembiniian Masyarakat oleh FOKORPlMCAM 
Medi.a.Bi dan Faailitaai Penyelesaian Permaaalahan Pcrtanahan di Kabupaten Lampung Selatan 
dst... 

Program Penate.on Dcieruh OCortcmd 
Penyusunan aistem in!ormasi terhadap layanan publik 
Pembuatan bulcu register administarsi pemerintahan Kecsmatan dan papan data/bank data Kecarnatan 
se-Kabupaten Lampung Selatan 
lnventarisasi dan Pembakuan Toponimi Niuna-Nama Unsur Rupa Bumi 
Pelacakan, Penyelesaian, Penetapan dan Penegssan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
dst ... 

Program penataa.n dan penyempumaan keb(lakan sbtem dan prosedur pengawa.san 
Penyusunan na.skah a)cademik kebijakan aistem prosedur pengawasan 
Penyu sunan kebijakan sietem dan prosedur pengawaaan 
dst, .. 

1.20. 29 
1.20. 29. 01 
l.20. 29. 02 
1.20. 29. 03 
1.20. 29. 04 
1.20. 29. 05 
1.20. 29. 06 
1.20. 29. 07 

1.20. 28 
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1.20. 28. 02 
1.20. 28. 03 
1.20. 28. 04 

1.20. 27 
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l.20. 27. 04 
1.20. 27. 05 
1.20. 27. 06 
1.20. 27. 07 

1.20. 26. 15 
1.20. 26. 16 
1.20. 26. 17 
1.20. 26. 18 
1.20. 26. 19 
1.20. 26. 20 
1.20. 26. 21 
1.20. 26. 22 
1.20. 26. 23 

1.20. 26. 13 
1.20 . 26 . 14 

1.20. 26. 07 
l.20. 26. 08 
1.20. 26. 09 
1.20. 26. 10 
1.20. 26. 11 
1.20. 26. 12 

1.20. 26. 03 
1.20. 26. 04 
1.20. 26. 05 
1.20. 26. 06 

1.20. 26 
1.20. 26. 01 
1.20. 26. 02 

1.20. 25 
1.20. 25. 01 
1.20.25.02 
1.20. 25. 03 
1.20. 25. 04 
1.20. 25. 05 

1.20. 24 
1.20. 24. 01 
1.20. 24. 02 
1.20. 24. 03 
1.20. 24. 04 
1.20. 24. 05 

l.20. 23. 03 
l.20. 23. 04 
1.20. 23. 05 

1.20. 23 
l.20. 23. 01 
1.20. 23. 02 

1.20. 22 
1.20. 22. 01 
1.20. 22. 02 
1.20. 22. 03 



I Program P•lakaaruzan Penataan Kelambagaan Keta.talakaanaan dan Analtsts Jczbatan 
Penataan Kelemb~aan Perani:i:.kat Daerah Kabupaten Lampung Sclatan 

Program FasfUtaa Penbtgkatan Faallitaa SDltl bklang Kormudkaai dan Dobnnant.a&t 
Penyertaan Pelatihan Kehumasan 
d11t. .. 

Program Penprnblutgan. KonwnUm.f, liiforma.R cfGR Artsd&a .-a.ca 
Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan 'Ragom Helau' 
Pembuatan Buku Data Fakta dan Kalender 
Pcngadasn buku agenda kerja 
Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi 
Pcngadean maket Lampung Sclatan 
Penyelenggaraan Pcmbinaan Keprotokolan Pemdakab. L.a.mpung Selatan 
dst ... 

Temu Kocrdinaai Tim Pembina Satgas Sekolah Peduli 8ahaya Narkoba da.n Satgas Desa/Kelurahan 

Sosialisasi Peningkatan Kapasitaa Kelompok ReBiko Tinggi 
Operaaional Sekretariat Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) 
Sosialisaai Babaya Narkoba bagi Aparatur Pemerintah dan Muyarakat 
Soaialisaai Penauggulangan HN /AIDS den VCT Mobile bagi Ma.ayarakat 

Program Penlngkatan Penanggulangan Narkoba, PMS tennasuk HTll/AIDS 

Peningkatan SOM Tim Pembina Satgae Sekolah Peduli Bahaya Narkcba clan Satgas Desa/Kelurahan 

Program Penlngkatan P•laJIGn.an Pem.rintah 2'8rhcldap Ma.sazah So~dal 
Pembinaan TP UKS Kecamatan den Tim Pel.ak&ana UKS Sekolah ee·Kabupaten Lampung Selatan 
'Temu Kader Poltjanal Posyandu Ka.bu paten dan Kader Posyandu 
Works.hop 'IF. UKS Kecamatan dan TP. UKS Kabu~t.ell 
So&ialieaai Poltjanal Posyandu Kccamatan dim Kader Posyandu 
Penilaian Sekoleh Sehat Tingkat Kabupeten dan Persiapan Lomba Tk. Provinai Lampung 
Operaalonal Rumah Singgah dan Orang Terlantar 
Pelatihan Pokjanal Posyandu Deea 
Pdatihan Tim Pembina UKS Sekolah 

Pcnilaian Sekolah Schat Tingke.t Kabupaten dahun rangka Pereiapan Lomba Tingkat Provinsi dan NWlional 

Pcndataan dan Penertiban Tcrhsdap Penderita Gangguan Jiwa di Kabupaten Lampung Selatan 
Soaiali8&8i Tim Pda.k&ana UKS 
Pcmbinaan Poltja Poayandu dalam rMgka Lomba Desa dan Kearek 

Operasional Penyerahan Bantuan Yayasan Pendidikan 
Operasional Penyerahan Bantuan TPA 
Opcrasional Penyerahan Bantuan Pondok Pesantren 
dst, .. 

Program Pentngkatan Peran dan Fungsi Sarana Dan Prasaro.na 
Penyerahan Ba.ntuan Rumah 1badah, TPA., Pondok Pesantren dan Yayasan Bernuansa Agarna 

Safari Ramadhan 
Syi'ar lalBJDiy$ 
Pelakaanaan Doa Ber&IUD.a (latighoaa,h) 
PeringaJan Iara Mijrad da,n Maulld Nabi 
Peringataµ. Ta.bun Baru Ial&.m 
Pcmbinaa,n Kelua,rga Sakine..h 
Bantuan OTD Haji dan BPIH Petugae Haji Da.erah 
Pengajian Rutin ASN dan Pcngajia.n Anak Yatim Piatu 
Penghargaan Umroh bagi Mus.lim 
Musabaqoh Tilawatil Qur'an Tingkat Kecamatan 
OTD TPHD 
Biaya Pcnyelengaraan lbadah Haji (BPIH) 
Training Center Qori-qori'ah di rumah Dewan Hakim dan Pondok Pesantren 
Seleksi Qori-qori'e..h Kab. Lampung Se Iatan 
Operasional Sekretariat MTQ 
Peralatan home etay kal"tlah MTQ 
Pemantapan Qori Qori'eh 
Pembinaan Ta'mir Maajid 
Perjalanan Spiritual Kc:agamaan 
Nikah M&Ssal 
Pengajian lbu-Ibu Maiclis Taklim se-Kabupaten Lampung Sela.tan 
Rumah Khatam Al-Qur'a.n 
Pengajian Akbar Tingkat Kecamatan 
Relautmen dan Pembinaan Calon Kaftlah MTQ Kabupaten Lampung Selatan 
Tabligh Akbar 
Pcngembangan dan Pemantapan Scni Buda,ya lalam 
Pcmbinaan Kerakunan Umat Be.rap.ma 
Pembinaan da,n Peningkatan Kualita& Qori qori'ah 
Pengajian m~clia taqlim deea 
Kunjungan safarijum'at 
Lomba Qoside,b Tingkat Kecamatan 
Perayaan Hari-Hari BesSJ" Islam 

1.20. 35 
1.20. 35. 01 

1.20. 34 
1.20. 34. 01 
1.20. 34. 02 

1.20. 33 
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1.20. 33. 07 

1.20. 32. 03 
1.20. 32. 04 
1.20. 32. 05 
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1.20. 32. 02 
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1.20 . 32 . 01 

1.20.31.10 
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1.20. 31 
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1.20. 30 
1.20. JI) 01 

1.20. 29. 08 
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1.20. 29. 11 
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1.20. 29. 13 
1.20. 29. 14 
1.20. 29. 15 
1.20. 29' 16 
1.20.29.17 
1.20.29.18 
1.20.29.19 
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1.20.29.21 
l.20. 29. 22 
1.20. 29. 23 
1.20. 29. 24 
1.20. 29. 25 
1.20. 29. 26 
1.20. 29. 27 
l.20. 29. 28 
1.20. 29. 29 
1.20. 29. 30 
1.20. 29. 31 
1.20. 29. 32 
1.20. 29. 33 
1.20. 29 '34 
1.20. 29. 35 
1.20. 29. 36 
1.20. 29. 37 
1.20. 29. 38 
1.20. 29. 39 



Prugnvn hn!n8Jc:atan Adm.tnlatnul X.camatan 

Bimbingan Teknia Sekcam dan Kaai Pcmmntahan dan Pengadaan Buku Adminiatrasi Kecamatan 
Soaialisaai Pcmc:karan Kecamatan 
Pembina.an Administrasi Kecamatan 

Sosialisasi dan evaluasi pengembangan budaya kerja Kabupatcn Lampung Selatan 
Penyusunan pedoman pakaian dinas 
Penyusunan rincian tugaa jabatan pada perangkat daerah 
Implemcntasi pengukuran indek kepuasan masyarakat (IKM) 

Reviei Perda No 06 Tahun 2008 tetang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangka.t Daerah 

Penyusunan Laporan lnpres No.5 tahun 2004 
Sosialisasi. dan Eveluaai KelembagaanPerangkat Daerah Kabupaten La.mpung Selatan 
Pelakaanaan Analisis Jabatan pada Perangkat dacrah Kabupaten Lampung Selatan 
Bimbingan Telmis Analieis Jabatan 
Sosialieasi den E\<aluaai pengembangan Budaya Kerja 
Pela.kaanaan Pcrmendagri No. 54 dan Sosialiaaai. tentang tatanaaks,h Dine.a 

Penyusunan Laporan Pengukuran Indeks K.epuaaan Masyarakat terhadap kinc-;rja unit pelayanan publik 

Sosialiaaai Pakaian Dinaa Bupati dan PNS 
Penyusunan Laporan Penetapan Kinerja 
So8ialisaai Undang-Undang Nqmor 25 'l'ahun 2010 tentang Pelayanan Publik 
Penyusunan dan Soaialiaaai Tata Naakah Din.as, Kodc-Kode Surat Dinae, Fungsi Koordinasi, Pakaian 
Dinas dan Evaluaai Pe.ngembangan Budaya Kerja 
Sosialisasi dan Bimbingan Teknls Standar Operasional Proeedur (SOP) 

Penyusunan Pcnetapan Kincrja (PK) dan Penyusunan Implementasi lndcks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

Sostalisasi dan Bimbingan Teknia Penyuaunan Standar Pelayanan Publik {SPP) 
Sosialisasi dan Birnbingan Teknis Peraturan Mcntcri Pcndayagunaan Aparatur Negara dan Reforrnasi 
6irokras.i Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan 

Reformasi Birokrasi Bidang Kelernbagaan di Ungkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Sele.tan 

Revisi Perda tc:ntang struktur organiaaai Kabupaten Lampung Selatan 
Pela.ksanaan. Analiais Be ban Kerja Pada Pcrangkat Da.erall Kab. Lam.eel 
Survci lcepuasan maeya.rakat 
Pela.kSllnaan reformaai birokrasi bidang ketatalakaa.naan 
So&ialisasi dan Bimbinpn Telmie Peninglcatan Kualite.s Aparatur da1ain Pcnyuaunan SOP di Lingkungan 
Kabupaten Lampung Selatan 
Pclaksanaan Penyusunan Revisi, Soslalise.sl dan Bimbingan Teknie Tata Naskah Dinas 
Evaluasi dan Penate.an Kelembagaan Pcrangkat Daerah 
Pembuatan Pakta lntegritas PNS di Llngkungan Pernerintah Kabupaten Lampung Selatan 
Bimbingan Teknia Standar Kompctenei Jabatan den Evaluaai Jabatan di Ungkungan Pemerintah 
Kabupaten Lampung Selatan 
Pcnyusunan Road Map Refonnasi Birokrasi 
Pilot Project Reformaei Birokraai 
Forum Sekretaria Daerah Scluruh lndonesia [FORSESDASl) Provinsi Lampung 
Pcngadaan Atribut Pakai.an Dine.a PNS Eeelon II dan Ul SKPD Kabupatcn Lampung Selatan 
Sosialisasi Peraturan Bupati tentang Pakaian Dinaa Pegawai Negeri Sipil 
Pemetaan Fonnasi Jabatan pada Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Bimbingan Teknis Penyusunan Pelaporan dan Pencrapen Standar Pelayanan Minimal {SPM) 

Penyu sunE1J1 Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Ke bu paten Lampung Seletan 

f..valuasi dan Pelaporan Pelaksanaan Refonnasi Birokrasi 
Penyusunan Standar Operasional Prosedur {SOP) Pemerintah Ka.bupaten Lampung Sclatan 
Penyusunan Standu Pelayanan Publik 
Evaluaei dan Pcnataan UPf se Ka.bu paten Lampung Selatan 
Pelakeanaan Penyuaunan Evaluasl Jabatan 
Pelakaanaan Penyuaunan Standar Kompetenei Jabatan 
Reviai Penyusunan Road Map Reformaai Biroktaai 
Penyusunan dan Pcla.kaanaan Quick Wins Refonnaai. Birokraai 
Grand Design Rei'onnasi Birokrasi 
Pembuatan Buku Prom Reformasi Birokrasi 
Survey Kcbijakan Publik Bidang Pcmerintahan Umum 
Penyusunan Predikai Kebutuhan PNS di Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan dan evaluasi analiaia bcban kcrja 
Pengembangan dan pcmbentukan kelompok budaya kerja 
Evaluasi kelmnbsgaan Perangkat Daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran 
Monitoring dan Evaluaai. pelaksanaan rincian tugasjabatan perangka.t daerah 
Pelaksanaan Penyusunan Standar Kompetenlli Jabatan (SKJ) pada Lembaga Teknia Daerah 
Pelaksanaan Penyuaunan Evaluaai Jabatan (EJ) pada Lembaga Teknis Daerah 
Monitoring dan Evaluasl penyelenggaraan Unit Pelaksana Teknia (UP'Ij 
Pern.etaan Uruean Pemerlntahan di Lingkungan Pcmerintah Kabupaten Larnpung Selatan 
Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungei {Tupoksi) Perangkat Daerah 
Penyusunan Perjanjian Kinerja di Lingkungan Pemcrintah Kabupaten Lampung Sclatan 
Penataan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan 
Monitoring Pelaksanaan Standar Opcraalonal ProD<:dur (SOP), StandQt" Pelayanan Publik (SPP), dan 
Standar Pela.ya.nan Minimal (SPM) 
Monitoring Pclaksanaan Pengcmbangan Budaya Kerja Aparatur 
Penyusunan Pclayanan Akuntabilitas Kinerja lnstanai Pemerintah (l.AKIP) 
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1.20. 35. 64 
1.20. 35. 65 

l.20 . J'i ' 40 
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1.20.35.20 
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1.20. 35. 18 
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1.20. 35. 14 
1.20. 35. 15 
1.20. 35. 16 
1.20. 35. 17 
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1.20. 35. 05 
1.20. 35. 06 



Penvelenuaraan Diklat Pene:awasan TK/SD 

Program Penfn411catan Kapasita.s Sumb41rda1Ja Aparatur 
?endidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS De.erah 
Pendidikan dan pelatiha.n Struktural bagi ?NS daerah 
Pendidikan dan Pelat.ihan Teknia TUgaa dan Fungui Bagi PNS Dacra.h 
Pengiriman Peaerta Dildat Prajabatan CPNSD Fonnaai Umum 
Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honwer Kategori I dan ll 
Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angakatan 11 
Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angaka.tan llI 
Penyelenggara.an Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan 11 Angakatan IV 
Penyelenggaraan Dilclat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan ll Angakatan V 
Penyclengge.ruan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angakatan VI 
Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan )! Angakatan VII 
Penyelenggaraan Diklat Prajbat.1.11 CPNSO Honorer Kategori I dan ll Angakatan VU! 
Penyelenggara.an Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I da.n II Angakaten IX 
Penye!cnggaraan Dilclat Prajbatan CPNSO Honorer Katcgori 1 dan ll Angakatan X 
Penyelenggaraan Diklat Prajbatan CPNSD Honorer Kategori I dan II Angakatsn XI 

Program. Penclptaan tkztm usaha bell menengah 
?enyu!uhan dan pebinaan usaha mikro keel! dan menengah 
dst ... 

Program. Penlngkatan Pl.D di bidang J}'!rtdnan 
Soaialisasi dan koordmaei dalam nmgka meningka.tkan pelayanan peria:inan terpadu satu pintu 
Pembahasan terpadu tim teknia Dinas/Instansi tentang perueahaan skala menengah dan besar yang 
mengajukan perlzinan 

Operasional Tim Monitoring dan Evaluasi Bidang Perizinan dan Non Perizinan di Kab.Lampung Selatan 

dst... 

Progrwn Penfnllkatan Ketahanan Pangan 
Monitoring Pendiatribu.Lan Raskin di Kahupatcn Lampung Sela.tan 
Pemantauan Harga Sembako dan Baha.n Penting Lainnya di Kabupa.ten Lampung Selatan 
Monitoring dan Koordinaai Program Corporate Social Respona.ibility (CSR) 
Pemantau Inll.ae.i. Daerah Kabupaten Lampung Sclatan 
dat ... 

Program Penlngkatan Bantuan Scirarui Dan Pra.sarana Desa Penurlfang Bcigl Perru:rlntahcin Desa 

Pernbinaan Pendataan da.Jam rangka Pembentukan BUMDes 
Asuransl Keseiahteraan Hari Tua Bagi Kepale Dess ee K.abupaten Lampung Selatan 
Perbei.kan Kantor Desa/Balai Desa 
Pembinaan terhadap de81l tertinggsl 
dst. .. 

Program hngernbang1J11 dan Pemantapan Pemerintahan Dua 
Birnbingan Teknis Adminiatrasi Desa dan Keuangan Desa 
Penyuluhan Juklak den Juknis Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan Kelurahan 
Pemilihan Kepala Desa se Kabupaten Lampung Selatan 
Pernekaran Desa di Kabupaten Lampung Selatan 
ASKES Bagi Aparat Desa 
Peningkatan Sumber Daya Apare.tur Pernerintahen Desa sarana kantor desa dan Pembinaan Dalam 
Rangka Lorn ba Oesa 
Pembinaan Bagi Anggota BPD 
Adminiatrasi /Jokaai Dana Deaa 
Monitoring dan Evaluaai Penyaluran OPPUO 
Sosialisu.i Pemekara.n Kecamatan 
Pembinaan Kepala Desa 
'Pcmbinaan Sekretaria De81l dan Validasl. Data Sekdea Se·Kabupaten Lampung Selatan 
Pembinaan Keuangan Deaa se-Kabupaten Lampung Sclatan 
Pembinaan Sekdea dan Pelantlkan Pengurus FORSEKDE:Sl Ka.bupatcn Lampung Selatan 
Pembinaan dan Penlngkatan Sumber Daya Aparatur Pemerintahan De88. 
Pembinaan Kaur Pemerint&han Desa ae-Kabupaten Lampuns Selatan 
Penyuaunan Peraturan Oaerah Tentang Pemerintahan Desa 
Pembinaan Rukun Tetangga sc-Kabupaten Lampung Selatan 
Penyaluran Dana Tali Aaih Rukun Tetangga se Kabupaten Lampung Selatan 
Pembinaan Sekretaria. Desa. de.n Kaai ~erintahe.n Kecamatan se-Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Pera.turan Bupati tentang Pemerint&han Desa 
Pasilitaai Pcnyclcaaian Permaaalahan Dea.a 
Pembinaan Administrasi Dess 
Soeielisasi Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Tentang Desa 

Program Penye1Alnggaraa.n Pemerintaluln IJG1l(J Tnl:RSJ1CZl'GA8i dan AbntablHt.aa 
Penyusunan LPPD dan IPPD Kabupaten La,mpung Selatan 
dat ... 

?enyu sunan Kode dan Data Wilayah Administrasi 
dst ... 

1.20. 43 
1.20. 43. 01 
1.20. 43. 02 
1.20. 43. 03 
1.20. 43. 04 
1.20. 43. 05 
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l.20 . 43 . 11 
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1.20. 43. 15 
i.so . 43. 16 
1.20. 43. 17 
1.20. 43. 18 
1.20. 43. 19 

1.20. 42 
l.'20. 42 . 01 
1.20. 42 . 02 

1.20. 41 . 04 

1.20.41.03 

1.20. 41 
1.20. 41 . 01 
1.20. 41 . 02 

1.20. 40 
1.20 .40. 01 
1.20. 40. 02 
1.20 .40. 03 
l.20. 40. 04 
1.20. 40. 05 

1.20. 39. 01 
1.20. 39. 02 
1.20. 39. 03 
1.20. 39. 04 
1.20. 39. 05 

1.20. 39 

1.20. 3B .07 
1.20. 38. 08 
1.20. 38. 09 
1.20. 38. 10 
1.20. 38. 11 
1.20. 38. 12 
1.20. 38. 13 
1.20. 38. 14 
1.20. 38. 15 
1.20. 38. 16 
1.20. 38. 17 
1.20. 38. 18 
1.20. 38. 19 
1.20. 38. 20 
1.20. 38. 21 
1.20. 38. 22 
1.20. 38. 23 
1.20. 38. 24 

1.20. 38 
1.20. 38. 01 
1.20. 38. 02 
1.20. 38. 03 
1.20. 38. 04 
l.20. 38. 05 
1.20. 38. 06 

1.20. 37 
1.20. 37. 01 
1.20. 37. 02 

1.20. 36. 04 
1.20. 36. 05 



Program Pllno•mban.oan Uaaha JfiJCro Keetl .lle,..ngah 
Faailitaa Pertemuan clan Penyuluh.an Pelaku Ullllha EkDnouii Kerakyatan 
Monitorimz Perkembanimn Uaaha Perekonomian KerAkvatan 

Program PcrsgemlKlngan Komodlta.. Daerah 
Pendataan dan monitoring perkembangan usaha sektor perekonomian 
Pelaporan Perekonomian Ke.b. Lampung Sele.tan 
Pameran Lampung Fair 
dst ... 

Program PcrrHndungan dan Pengembangan Lembaga Kmnagakerjaan 

Pemilihan perusahaan pembina tenega kerja wanita. terbaik Tingkat Ke.bupaten Lampung Selatan 

dst. .. 

Pro9ram Penclptaan tkHm u.saha yang sehac 
Fasilitasi kcrjasa.ma kemitraan pa~ar pisang dan pro!il paear piaang 
Pembuatan pr11fil piaang di Kabupaten Lampung Selatan 
dst ... 

Program PengclCl&nln .Az.sa Koutnd:.8• 
Pembinaan jasa. lmnstrukal 
Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Pengadaan Jasa. Konstniks.i 
Bimbingan Teknia Sistem Manajemen Keaclamatan dan Keaehatan Kerja (SMK3] 
Dst ... 

Program Penln9Jcatan Ketarampilan Ccdon Tenaga Kerja 
Penyelenggaraan diklat teknia montir sepeda motor 
Penyelenggaraan dildat teknla menjahit can bordir 
Penyelenggaraan diklat teknik la& listrik dan karbit 
Penyelenggaraan dildat inatalasi. listrik rumah tangga 
Penyelenggaraan dildat teknologi hasil pertanian 
Penyelenggaraan dildat teknik mobil bcnain 
dst ... 

Program Pembtnaan clan Pengernban9an Aparatur 
Seleksi Penerimaan Calon PNS 
Penempatan dan Pengembangan Karir PNS dalam Jabatan StrUktural dan Fungsional 
Updating/Pengembangan Sistem lnformasi Kepegawaian Daerah 
Selekai Berkaa Pendaftanul Calon Praja !PON 
Ujian Dinas dan Ujian Penyeeualan Kenaikan Pangkat 
Pelaksane.an Pelayanan Pcnsiun PNS Terpadu 
Pemberian Pengh.argaan SLJ<.S PNS dan Penertiban Kartu-kartu Kepegawaian 
Pembuatan Tanda Pengenal (ID CARD) PNS 
PenyeleMian Penilaian den Penetapan Anglea. Kredit PNS Fungsional Guru da.n Pengawas Sekolah 
Penyelesaian Usulan Kenaikan Pangkat PNS dan Gaji Berkala PNS 
Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan CPNSD Ke.bupaten Lampung Selatan Golongan 11 dan 111 
Pem berian Cindera mata Puma Bhakti PNS 
Pernberian Kartu Ucapan U\ang Tahun PNS 
Sosialisas! Peraturan Kepegawaian dan Kediklatan ke Kecamatan se Kabupaten Lampung Selatan 
Evaluasi Kehadiren PNS dan THL.S dalam Rangka lmplementasi PP 53 Tahun 2010 dan Perbup 11 Tahun 
2011 
Penglriman Pegawai BKD untuk mengikuti Bimtek/Diklat Teknia 
Pelaksanaan Sumpah Janji PNS 
Pengiriman Dtklat Kepemimpinan Tingkat II 
Pengiriman Dilclat Kepcmimpinan Tingkat lll 
Penyelenggataan Oiklat Kepemimpinan Tingkat IV, Angkatan I 
Penysjian Media lnformaal Kepegawaian Oaerah 
Penyelenggaraan Diklat Kepemimpinan Tingkat lV Angkatan Il 
Penyusunan Arsip Elektronik dllJ1 Buku Informasi. Kepegawaian 
Pembangunan Sistem lnfonnasi Kepegawaian THLS Kabupaten Lampung Selatan 
Pelaksanaan Penasehat Perkawinan dan Perceraian (P4) aerta Penyeleaaian Kasus-Kaaua Pelanggaran 
Disiplin Pegawei 
Penyelesaian Usulan Mutasi/Alih Tugas PNS dan THLS 
Penyelenggaraan Assesment Pejabat Struktural 
Penyelenggaraan Bimbingan Teknia Pengclolaan Aaet Dacrah 
Penyeleaaian Proses Pengadaan CPNSD Forme.si Honorer Kategori 11 
Penyelenggaraan Pembcrian Pcnghargaan PNS dan THLS yang Berpreatasi 
Seleksl Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama 
Selek.i Berke.Al Pendaftaran Calon Praja STI'D (Sekolah Tinggi Transportasi Darat; 

Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 
D1kla1 praj aberan golongan I & II Reguler Angkatan V 
D1klat prajabatan golongan I & II Reguler Angketan VI 
Diklat prajabatan golongan I & II Reguler Angkatan VII 
Diklat prajabatan golongan I & 11 Reguler Anglea.tan Vlll 
Pengiriman Pegawai Tugaa Belaja; 
Pengiriman Pegawai Bimbinpn Telcni11/Diklat Telcnis 
Pcngiriman Bimbingan Teknis/Diklat Teknia den Diklat Fungaional 
Sosialisa.ai Peraturan Kepcgawaian dan Kcdiklatan 

1.20. 50 
1.20. 50. 01 
1.20. 50. 02 

1.20. 49 
1.20. 49. 01 
1.20. 49. 02 
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1.20. 49. 04 
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1.20. 45 
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1.20. 45. 02 
1.20. 45. 03 
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1.20. 45. 06 
1.20. 45. 07 

1.20. 44. 26 
1.20. 44. 27 
1.20. 44. 28 
1.20. 44. 29 
1.20. 44. 30 
1.20. 44. 31 
1.20. 44. 32 

1.20. 44. 16 
1.20. 44. 17 
1.20. 44. 18 
1.20. 44. 19 
1.20. 44. 20 
1.20. 44. 21 
1.20. 44. 22 
1.20. 44. 23 
1.20. 44. 24 
1.20. 44. 25 

1.20. 44 
1.20. 44. 01 
1.20. 44. 02 
1.20. 44. 03 
1.20. 44. 04 
1.20. 44. 05 
1.20. 44. 06 
1.20. 44. 07 
1.20. 44. 08 
1.20. 44. 09 
1.20. 44 . 10 
1.20. 44. 11 
1.20 . 44 . 12 
L.20. 44 13 
1.20 . 44 . 14 
1.20. 44 . 15 

1.20. ~.). 20 
1.20.'l\ 21 
l.20 . 43 . 22 
1.20. 43. 23 
1.20. 43. 24 
l.20. 43. 25 
l.20. 43. 26 
1.20. 43. 27 
1.20. 43. 28 



Penyuaunan Mllllter Pl.an Deaa Mandiri Pangan 
Pengembangan Mod pisang dWl Produk Unggulan Khas Kabupaten Lampung Selatan Menuju Go 
lnternasional 
ldentilika.si dan Sosialisai Mutu Pangan Segar 
Penyusunan Master Plan Desa Mandiri Pangan 
Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat 
Pembangunan Gudang Cadangan Pangan 
Pemberdayaan Petani Jamur Tir1:1rn 

Pen1tembanRan Rumah Pam!an Lestari 

Kel:aJa.iulan PIUlpll 
Prvgram Psnmgbt.an Ketahanan Pangan 

Pemantauan dan Analisia Ak&e8 Pangan Muyarakat 
lnve.ntariaaai dan ldenti.Bkaai Produk Pangan Sepe 
Pengembangan Lumbung Pangan Dcaa 
Penyu11unan Data Baae, NBH/PPH dan SKPG 
Pcngue.t.an Penganckaragarnan Konsumsi Pangan {P'2KP) 
Pendamping Diversifikaai Pangan 
Penguatan Desa Mandiri Panga.n 
Penyusunan Laporan Sistem Kewaspadaan Pangan dan G~ (SKPG) dalem ra.ngka Pcnanganan Daerah 
Rawan Pangan 
Partiaifasi Gerakan Masyarakat (Siger Mas) Melalui Kegiatan Pangan Olahan 
Pengembanga.n Unggulan Komoditi Piaang untuk Peningkatan Kctahanan Pangan 
Penguatan Dewan KetahanM Pangan 
Pemantauan dan Analieis Harga Pangan Masyarakat 
Pembangunan Lumbung Pangan dan Lantai Jemur 
Penyusunan Data Base Kctahanan Pangan 
Penumbuhan dan Pengernbangan Komoditas Lokal Sebagai SumberPangan Alternatif 
Pengawasan Mutu d.an Keamanan Pangan Segar 
Pcnumbuhan OKKPD Ka.b.Lampung Selatan 
Percepatan Penganekaragaman Konaumai Pangan 
Pcnguatan Lembaga Distribulli Pangan Masywakat 
Sertifikaai Produk Pangan Segar (Sayuran dan Buahl 
ldentifikas.i Produk Pangan Segar, Sosialisasi Mutu dan Keamanan Pangan 
Penyediaan Cadangan Pangan 
Pembinaan dan Pemantauan Mutu Komoditi Unggulan I Pepaya Calopomia Way Panji I 
Penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan 
Penguatan Penp.waaan Keamanan Pangan 
Penyusunan Percncanaan Pembangunan Pertanian 

Advokasi dan Sertilikaai. Pepaya. California, Buah Nags. dan Bclimbing McndukUng Komoditi Ungulan 

Progro.m Pen~ngbtan Komodlta.s Unggulan Kabupaun Lampuft9 Se Iatan 
Koordinasi dan Monitoring Program Unggulan 
Sosialisasi Program Unggulan Keeamatan 
dst ... 

Program Panataan Batas AdndnL&trasl Pemerintah Kabupaun La.mpung Sclatan 
Penyeleaaian, Pcnetapan dan Penegasan Batas Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
dst ... 

Program Intens(flka.si dan Ekstcns(flkasi Pendapatan AaU DGerah 
Evalu asi dan Monitoring Dalam R.angka Optimalisaai Peningkatan Pajak Daerah 
dst ... 

Pro9ram Pentn9katan Kapa.stta.a .Sumberdaya Aparatur KORPRI 
Soaraliaasi Kelernbagaan Bagi Anggota l<ORPRJ 
Pelatihan Kewirau sahaan Bagi Anggota KORPRI 
Pencataan Anggota KORPRI 
Perlombaan Anggota KORPRl di Llngkunga.n Pemerintah Dae.Tab Kabupaten Lampung Selatan 
Soaialiaasi rancangan Undang-undang aparatur aipil nep.ra 
Sosialiaaai Kebijakan Program KORPRJ 
Opcrasional Kegiatan Dewan Pengurus KORPRI dan Sckretariat Dewan Pengurua KORPRI Kabupaten 
Laznpung Sclatan 

Pembinaan daJaID rangka Peningkatan Peran Perempuan menuju Keluerga Sehat Sejahtere. (P3KSS) 

Pembentukan Badan Pembinaan Olahraga (BAPOR KORPRI) bagi PNS 
Pembentukan Lembaga Koneultasl Bantuan Hukum (LKBHI bagi PNS 
Penyediaan Obat-Obatan untuk Balai Pengobatan KORPRI 

Program Pclatihan Ketarumpflan Sarorienta.ft La,pangan x.r;a 
Fasilitaai Manajemcn Ueaha Bagi Kelompok Ueaha Perempuan 
dst ... 

Progr'Gm Pentngkat.an Pelaganan dan Admi!nl$tra6C Ma.syaralcat 
SoaiaJisaai Sietem Peneatatan dan Pelaporan KORT 
det ... 

Penyusunan Profil Perekonomian Kabupatcn Lampung Sclatan 
Analiaie Kebijakan Pcrkembangan Perekonomia,n 
det ... 
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1.21. 15. 04 
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1.21. 15. 08 
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1.20. 56. 0] 
l.20. 56. 02 
1.20. 56. 03 

1.20. SS 
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1.20. 55. 02 

1.20. 54 
1.20 . 54 . Ol 
1.20. 54. 02 

1.20. 53. 09 
1.20. 53. 10 
1.20. 53. 11 

1.20. 53. 08 

1.20. 53 
1.20. SJ. 01 
1.20. 53. 02 
1.20. 53. 03 
l.20. 53. 04 
1.20. 53. 05 
1.20. 53. 06 
1.20. 53. 07 

1.20. 52 
l.20. 52. 01 
1.20. 52. 02 

1.20. 51 
1.20. 51. 01 
1.20. 51. 02 

1.20. 50. 03 
1.20. 50. 04 
1.20. 50. 05 



Program Perdn9.katan ICapasitaa Aparatur Pf111111rlntah DNa 
Sosialisasi Pmmdang - Undangan begi. pengurua BPD 
Monitoring dan Pengawasan Alokaai Dana Deaa. 
Pemberian Bantuan Alokaai Dana Dcsa (ADD) 
Bil1ltUilJl Operaaional BPD 
Pelatihll1l dan pembinaan pengelolaan keuangan ADD 
Pelantilcan Anggota BPD 
Operaslonal Penyaluran Alokasi Dana Desa 
Penta Peni.bahan tcntang Pea:ibentukan BPD ( PROLEGDA ) 
Pembinaan Apare.tur Peinerintah Desa 
Bimbingan Tmu11 Penyusunll1l Peraturan Desa 
Pembinaan Penatauu.haan Keuan11:an Desa. 

Progra.m Penlngka.tan Pard.aipcurt Masyarakat Dalam Mflmba,.gun Dflsa 
Pembinaan kelompok masyarakat pembangunan desa 
Pelaksanaan musyawarah pembangunan desa 
Pembangunan stimulan pembangunan desa 
Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat 
Pernugaran rumah sehat & lingkunga.n kumuh 
PNPM-PPK 
Pendampingan clan Monitoring Kel. Simpan Pijam Perempuan PNPM-Mandiri Perdesaan 
Pembangunan embrio pasar ralcyat dan eemenisaei rumah kumuh 
TN! Mil1lunggal Mea:abangun Desa (TMMD) dan Katya Bhakti TN! 
Musyaw11rah perencanaan pembangunan (MusrenbllJlg) desa/kelurahllJl 
Pembina.an lembaga pemberdayaan maeyarakar (LPM) 
Musrenbang Desa 
Semenisa.&i Rumah Kumuh 
Soaialisasi proli.1 Desa 
Pem binaan Adminiatraai Desa 
Jdentifikaai Potensi dan Pcnyusunan Road Map Program Pengembangan Desa Pesisir Terpadu 
Bimtek Profi.1 Dea.a dan Monitoring Profll De'IJa 
Lomba Pelalolana Gotong Royong Terbaik 
Bimbingan Teknie Pengelote.an Pesisir TClpadU bQ&i Desa Peaisir Se·Kabupaten Lampung Selatan 
Sosialisai akai daerah penghapusan bentuk - bentuk pekerjaan terburuk unruk anak 
Masterplam percepatan dan pengure.ngan kemiskinan indoneaie. (MP3Kl) 
Pembukaan dan Penutupan Kaiya Bhakti TNI/TMMD 
Stimulan Rumah Tidak Sehat dllJl Ungkungan Kumuh 
Pembinaari Polrjanal Poeyandu 
Perbaikan Sarane. Praaarana Deea Binaan (P3KSS) 
Pengembangan Desa Berbasis IT 
F'asilitasi Pemberdayaen Masyarakat dalam Penguatan Program Penyediaan Air Min um dan Sanitas1 
Berbasis Me.syarakat (PAMSIMAS) 
Pendampinga.n Gerbang Deaa 
Fasilitasi Program Kawasan Perdeaaan 

Prognun hngcmbclngan £embaga Elconomt Pfldesaan 
Program pengembangan lembaga akonomi pedeeaen 
Pelatihan keterampilil11 usaha budidaya tanaman 
Pelatihan keterampilan manajemen badan usaha inilik negara 
Pelatihan keterampilan usaha induatri kerajinan 
Faailitas permodalan bagi usaha mikro kecll dan menengah dipedesaan 
Casilitas kemitra.an swa.sta dan usaha mikro kecil dan menengah di pedeeaan 
Monitoring, evaluaai dan pelaporan 
Penyiapan masyare..kat dan pengembangan tehnologi tepat guna (pengolahllJl pisang) 
Pa.meran/Gelar Teknologi Tepat guna Pedesaan 
Pengembil1lgan UBaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam {UED·SP] 
Pelatihan Kader Posyantekdee 
Soaialiaasi BUM des 
Pelatihan Teknologi tepat guna 
Pelatihan BUM des 
Monitoring Pelak8anaan BUMDES 
Monitoring Paasr Desa. 
Bimbingan Tekni11 Badan Usaha Mililc Desa (BUMDes) 

Pemberd.a7au. Muyankat dAll. Deu. 
Program~ Jfaapxrakat dan Dao 

Peberdayaan lembaga dan orpniaaai 
F'enyelengguaan pendidikan dan pelatihan tenaga tekni11 clan maayarakat 
Penyelenggsraan cliaeminaai informaai bagi maeyarakat desa 
Lomba Desa/Kelurah&n d&n Lomba P3·KSS 
Pemberian Makenan Te.mbahan Anak Sekolah 
Tim Koordinaei Penenggulangan Kemiakinan 
Pelatihan Keterampilil11 Masyarakat 
dst ... 

Promosi Makanan Lckal Khas Lampung Selatan 
Lomba Kegiatan Ketahanan Pangan 
Pern bangunan Sarana Pengolahan Pangan 
Festival Makanan Berbahan Baku Pangan Lokal dale.m Rangka Peringatan Hari Pangan Sedunia 
Gerakan Optimaliaaai Pemanfaatan Lahen Pekarangan untuk Ketahanan Pangan 
Penyuaunan Kajia,n Diatribuai Pangan Kabupatcn Lampung Selatan 

1.22. 18 
l.22 .18 .01 
1.22. 18. 02 
1.22. 18. 03 
1.22' 18. 04 
1.22. 18. 05 
1.22. 18. 06 
1.22. 18. 07 
l.22. 18. 08 
1.22' 18. 09 
l.22. 18. 10 
1.22 .18. 11 

1.22. 17. 28 
1.22. 17. 29 

1.22. 17 
1.22 . 17 . 01 
l.22. J 7. 02 
1.22. 17. 03 
1.22. 17. 04 
1.22. 17. OS 
1.22. 17. 06 
1.22. 17. 07 
1.22. 17. 08 
l.22. 17. 09 
1.22. 17. 10 
1.22 . 17 . 11 
1.22. 17 . 12 
1.22 . 17 . 13 
1.22.17.14 
1.22 . 17 . 15 
1.22. 17. 16 
1.22. 17. 17 
1.22.17.18 
1.22. 17. 19 
1.22' 17. 20 
1.22. 17. 21 
1.22. 17. 22 
1.22. 17. 23 
1.22' 17. 24 
1.22. 17. 25 
1.22 . 17 . 26 
1.22 . 17 . 27 

1.22. 16 
1.22. 16 . 01 
1.22. 16. 02 
1.22. 16. 03 
1.22. 16. 04 
1.22. 16. 05 
1.22. 16. 06 
1.22.16.07 
1.22. 16. OB 
1.22. 16. 09 
1.22 . 16 . 10 
1.22. 16. 11 
1.22. 16. 12 
1.22 . 16 . 13 
1.22. 16. 14 
1.22 . 16. 15 
1.22' 16. 16 
1.22' 16. 17 

1.22 
1.22. 15 
1.22. 15. 01 
1.22. 15. 02 
1.22. 15. 03 
l.22 . 15 . 04' 
1.22. 15. 05 
1.22. 15. 06 
l.22 . 15 . 07 
1.22. 15 . OB 

1.21 . 15. 36 
1.21 . 15 . 37 
1.21.15.38 
1.21 . 15. 39 
1.21 . 15 . 40 
1.21. 15 '41 



Komuuikasi dan Juformatika 
Prognzm Pengembanga.n Komuntlcaat. l1\fonnaJ1t dan Media Ma.asa. 

Fasilitasi penyempumaan peraturan perundangan penyiaran dan KMIP 
Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Infonnasi 
Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Komunikasi dan lnfromas.i 
Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
Pengadaan alat etudio dan komunikasi 
Pengkajian dan Pengembangan Sistem lnformaei 
Penerbitan Tabloid Pemda Kabupaten Lampung Selatan 
Pembuatan buku els.ta - fakta 
Pengadaan KaJender Pemda Kabupaten Lampung Selatan 
Pengadaan buku agenda kerja Kabupaten Lampung Selatan 
Pengadsan peralatan peliputan 
Publikasi Kegiatan Media Cetak dan Elelctronik 
Pernbuatan Buku Potensi Daerah, Leaflet dab Buku Agenda Kerja 
Pembinaan dan Pengembangan Fortal/Website Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Pembuatan Panel Foto Bupati-Wakil Bupati Untuk Sekolah dan UPTD . 
Pembuatan Panel FotD Bupa.ti-WAkil Bupatl untuk Puak.eamas, Puak.eades, UPTD dan Uspika Kabupaten 
Lunpung Selatan 
Pembuatan Panel Foto Ketua-Wakil Ketua TP-PKK Lampung Selatan untuk Desa dan UP'Y'D 

Penyelenggaraan Pembinaan Kehumasan dan Pembina.an Radio Pemda Kabupaten Lampung Selatan 
Penyelenggaraan pembinaan keprotokolan Pemda Kabupaten Lampung Selatan 
Penyusunan Buku Data P'akta Kabupaten Lampung Selatan 
Pembinaan Humes Pemerintal'l daerah Kabupatcn Larnpung Selatan 
Pelaksanae.n K.egiatlln Keprotokoleran Kabupaten Larnpung Selatan 
Pcnycbarluasan lnformasi melalui radio Pemerintah daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Tour Media clan Publikasi Kelliatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 

Program ~nmokatan kualita.l pelaJlanan ftiformaal 
Penyusunan dan penbertiban naskah sumber ars.ip 
Penyediaan e.arana Jayanan infonnasi arsip 
Sosialisasi/penyuluhan kearsipan dilingkungan instan&i pemerintah/swaata 
dst ... 

.Program penwJHha.raan "4tfn/berkala .an:ina dan pnuaruna banrfpan 
Perneliharaan n.itin/berkala pengolahan den penyimpanan arsip 
Pemeliheraan rutin/bcrkela arsip daerah 
Monitorin& evaluaei dan pelaporan kondilli llitua.ai data 
dat .. 

Program pengelamatan dan pelc.starian dokwnen/arsip daerall 
Pengadaan sarana pengolahan dan penyimpanan arsip 
Pendataan dan pena1aandokumen/ ars.ip d91lrah 
Penduplikatlln dokl.imen/arsip dai:rah dalem bentuk informatika 
Pembangunan eistem keamanan penyimpanan data 
dst ... 

Kelll'lllp- 
Program. pt1rbatkan •fat.em Gdmlnl.stnui kaarafpan 

Pembangunan data base informasi kearaipan 
Pengumpulan Data 
Pengklaaipikaaian data 
Penyuaunan aistern katalog data 
Pengadaan sarana penyimpanan 
Kajian siatem administras.i kearsipan 
Pemeliharaan peralatan jaringan infonnBBi kearsipan 
dst ... 

Statbtik 
Program pengembangan datQ,ttr\{ormasf,latatbttk daerah 

Penyusunan dan pengumpulan data dan atatistik dae.rah 
Pengolahan, updating dan anali8a. data dan atatiatik deerah 
Penyusunan clan pengumpulan data PDRB 
Pengolahan, updating dan analisa PDRB 

Program Peningkatan Ke~rdcgtJQn Masyanzkac PedHaan 
Pernbinaan Perangkat Desa 

Program l'enlngkatan Pera.nan .Pen!mpuan dt PedeaaCll\ 
Penguatlln Kelembagaan Posyandu 
Pelatihan Kader Pusyantekdea 
PKK Kabupeten Lampung Selatan 

Pembinaan AdminietraBi Pertanahan Deaa 
Operasional Rehab Kantor Desa Tejang Pulau Sebesi 
Sosialisasi dan Pelatihan Aparatur Pemerintah Desa [anggota BPD) 
Prolegda Perda dan Perbup 
Bimtek Penyusunan APBDea bagi aparatur pernerintah desa 
Pelatlhan S!MOA Desa 
Pelatihan Administras.i Keuangan Desa 

1.25.15.19 
l.25. 15. 20 
1.25.15.21 
1.25 . 1 s . 22 
l.25. 15. 23 
1.25. 15. 24 

l.25.15.17 
1.25. 15. 18 

1.25 
1.25 . lS 
1.25. 15. 01 
1.25. 15. 02 
l.25. 15. 03 
1.25. 15. 04 
1.25. 15. 05 
1.25 .15. 06 
1.25. 15. 07 
1.25. 15. 08 
1.25.15.09 
1.25. 15. 10 
1.25.15.11 
1.25.15.12 
1.25. 15 . 13 
1.25. 15. 14 
1.25 . 15. 15 
1.25. 15. 16 

1.24. 18 
1.24 . 18 . 01 
1.24. 18. 02 
1.24 . 18 . 03 
1.24 . 18 . 04 

l.24. 17 
1.24. 17. 01 
1.24. 17. 02 
1.24. 17. 03 
1.24. 17. 04 

1.~4. 16 
1.24. 16. 01 
1.24. 16. 02 
1.24. 16. 03 
1.24. 16. 04 
}.24. 16. 05 

1.24 
1.24. 15 
1.24 • 15 • 01 
1.24. 15. 02 
1.24. 15. 03 
1.24.15.04 
1.24. 15. 05 
1.24.15.06 
1.24. 15. 07 
1.24. 15. 08 

1.23 
1.23. 15 
1.23 . 15 . 01 
1.23. 15. 02 
1.23. 15. 03 
1.23. 15. 04 

1.22. 20 
1.22. 20. 01 

1.22. 19 
1.22. 19. 01 
1.22. 19. 02 
1.22. 19. 03 

1.22. 18. 12 
1.22 . 18 . 13 
1.22 . 18 . 14 
1.22 . 18 . 15 
1.22 . 18 . 16 
l.22 . 18 . 17 
l.22 . 18. 18 

/ 



UnaMllPWhaa 
Pert&a!.ul 

Program Penlngkatan ltdc/aht.l"Qan P.tanl 
Pelatlhan petani dan pelaku agribienis 
Penyuluhan dan Pendernpingan Petani dan Pelaku Agribisnie 
Peninglcatan kemampuan lembaga pete.ni 
Peningkatan eiatem intenoiC dan <tiaineenUJ bagi petani kelompok tani 
Penyuluhan dan bimblngen pemanl11atan dan pnxiuktiYitaa lahan tldur 
Pembinaan dan tindak lanjut revitalitaai perkebunan 
Peinbetdayun pcninaJcatan pendapatan pctani (P4) 
Penaembanpn KomunitP Nilluu {O.uw AD HOCK! 
Saraaehan 
Ptmbinaan Maayarakat Miakin {Siget Maa) 
Temu Uuha den K.emitrun 
Mcmitoring dao &-talueal Oap0ktan Penerim4 PUAP 
Pembinaan Oeaa Mlakin Melalui Opti.maliaaai 1.ahan Pelcarangan 
Pemberdayaan Kelembagaan Kelompok Tani Bett>ui8 Perkebunan 
Temu Mitra Pet&ni Perkebuaa.n 
Pengembangan Uaeha Agriblania Pe.rdeeaan (PUAP) 
Temu Mitra Pe.tani. Pcninllkatan Uaaha Kelomnok Tani Berbui• Perkebunan 

Program PP8~ da.n P•~ B&daAQ .trtfp Vital dan Statia 
Akuiaiti Arei.p ~abat Bupad dan Wakil BupatJ Kabupaten LampungSelatan 

l'nlpramP_,.~ .Dobunallta.r 
OUdat Ookumcntaei 
Pendokumenta.aian Kegiatan Penterintah Oaetah 
dat ... 

Program Pengembang41l P•rpuf't4kaan 
Bimbingan Teknia Perpuetakaan 
Dildat Perpustakaan 
Gerakan gemar membaca maayarakar 
Oiklat Perpuatakaan, Araip dan Ookumentaai di Jakarta 
Penamb!Ulan Kolebi Bacaan/Buku 
Pdayanan mobll perpu atakaan keliling 
Pengembenpn pcrpuetaJcaan wxu.un (petpuetakaan deea dan eckolahl 
Petllbelltukan ~.,. b&ca maeywakat 
Oetakaa Oemar Membeca Ma.yarakat 
Lomba dan ~ 9uku Oalam Ran&Jca Ocrokan oemar Mein~ Muyarakat 
Penyediaan Jua Pda,yanan Admin18UUI Perpuatakaan 

Perput.akaaJl 
,_gcmbcmgcm Perpu.seakaatt .oa..nih 

Akuiaisi Araip 
Diklat Keansipan 
Bimbingan 1'eknia Kt:anipan 
Dildat Keanlpan 
Soaialiaaai Kearaipan dan Perpueta.kaan 
Jadwal retenai &\relp 
dat .•. 

Program Opctman.a.t Penvu4faat.an hb.olog• "1/orrna.t 
Faailitaai Lay8nan Pe.npdaan Secara Elektronik (LPSE} 
det ... 

Jlrofram JretjGJUurto llif Of"frtatl UltgGJt MIU l&dfa 
Publikaai lmplementaai Kebijeka.n Berba&~ Sektor Oi Kab.Lampung Seletan 
dat ... 

Progromfa.stlruut fkJttfngkatan SDJ4 btdanQ Jconwnllcas~ dan tt\{onnatika. 
Pelalihan SOM <lalam bidang komunikaai dan infonnaai 
Penyertaan pelatihan dan sosialieaai kehumasan 
Study Peneropan E·Oovemment 
dat ... 

Jl'NoAtM Pwftg'"1f/llua clan ,._..IUmn B14ang 11'fonrt11M clan Bonuudka.tf 
Pengembangan lCT P=kAb !Ampung Selatan 
Ptnyu.unan Ran~ Peraturan Oacreh Tencang Poa dan Telekomunikeai 
Monitoring Warung lntemet 
Oat. .. 

Pengelolaan Webaite Pemerintah Daerah Kabupaten l.ampung Selatan 
Pembuatan Panel Foto Bupati-WaJdl BupaU den Ketua-Wa.lOl 1P-PKK Le.mpung Selatan untuk SO. 1'K dan 
PAUO 
Kehumaaan dan Peliputan Kegiatan Pemerintah Oaerah Kabupatc:n 1.ampung Selatan 
Publika.oi Kcgiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan 
Pelayanan tnronna.ai dan Dolcumentaai Pemerintah ICabupaten Lampung Seloian 
Penerbitan Majalah Pemda Kabupaten Letnpung Selatan 
Monitoring Menara Te\ekomunikaei den P~binaa.n Provider Telelcomunikaal 
dat ... 

2 
2.01 
3.01. rs 
2.01. 15. 01 
2.01. 15. 02 
2.01.15.03 
2.01 . 15. 04 
2.01 . 15. 05 
2.01. 15. 06 
2.01. 15. 07 

:2.01. 15. 08 
2.01. 15. 09 
2.01. 15. 10 
2.01. 15. 11 
2.01 . 15. I~ 
2.01 . 15. 13 
'l.01 . IS. 14' 
2.01 . 15. 15 
2.01.15.16 
2.01. lS.17 

1.26. 18 
1.26 . 18. 01 

1.a6. 11 
t.26. 17. 01 
l.26. 17. 02 
1.26. 17. 03 

1.26. 16 
1.26. 16. 01 
1.26. 16. 02 
1.26. 16. 03 
1.26. 16. 04 
1.26. 16. 05 
1.26. 16. 06 
l.~6. 16. 07 
1.26. 16. 08 
1.26. 16. 09 
l.26. 16. 10 
l.26 . 16. 11 

l.26 
l.~.15 
1.26.15.01 
1.26. 15. 02 
1.26. 15. 03 
1.26. 15. 04 
1.26. 15. OS 
1.26. 15. 06 
1.26 . 15. <YT 

1.25. 19 
1.25. 19. 01 
l.25. 19. 02 

1.25. l8 
1.25. 18. 01 
1.25. 18. 02 

l.2S. 17 
l.25.17.01 
1.25. 17. 02 
1.25. 17. 03 
J.25. 17. 04 

l.25. 16 
l.25. 16. 01 
l.25. 16. 02 
l.25. 16. 03 
t.25. 16. 04 

1.25. lS. 27 
1.25.15.28 
1.25. 15. 29 
1.25. JS. 30 
1.25. 15. 31 
l.25. IS. 32 

1.25.15.25 
l.25. 15. 26 



Program PeAin,glcatan Parnaaczran Ha.11tl Produk.111• J'ertQ:ntan / Perkabunan 
Penelitian dan oerurembangan pemaeaJ1Ul haoil i;>roduksi pertanian perkebunan 

Progrum Peninglcatan x.tahanart Pangan 
Penanganan daerah rawan pangan 
Penyusunan Database Potensi Produksi Pertanian 
Analisia dan penyuaunan pols. konsum.si dan suplai pangan 
Analisis jumlah penduduk terhadap jum!ah kebutuhan pangan 
Laporan Berkala Kondisi Ketahanan Pangan Daerah 
Kajian rantai pasokan dan pernaaaran pangan 
Promosi Atas Hasil Pertanian Unggulan Daerah 
Monitoring evaluasi dan pelaporan kebijakan subeidi pertanian 
Pemanfu.tan Pekarangan Untuk Pcngembangan Pangan 
Pemantauan clan analisis akser. pangan maayaralcat 
Pcmantauan dan Analisis HaJ"ga Pangan Pokok 
PcnanS(Ul&n pUCA panen pengolahan haail pettanian 
Pengembangan cadaDgan pangan daerah 
Pengembengan deaa mandiri pengan 
Pengembangan lntenslfikaai Tanmnan Padi dan Palawija 
Pengembangan Diverslfilcasi Tanaman 
Pengembangan pertanian pada lahan kcring 
Pengembangen Lumbung Pangan Desa 
Pengernbangan model distribusi pangan yang eflsien 
Pengembangan perbenihan perbibitan 
Pengcmbangan &lstem ekonomi pasar 
Pcningkatan Mutu dan Keamanan Pangan 
Koordinui kebijakan perbesaran 
Koorclinaai perumuaan lubijakan pertanahan dan infraatruktur pertanian dan pedesaan 
Penelitian dan pengembangan sumberdaye pcrtanian 
Penelitian dan pengcmbangan teknologi bioteknologi 
Penclitian dan pengcmbangan tcknologi budideya 
Penelitian dan pengembangan teknologi pasca pancn 
Peningkatan Produkai, Produktivitas dan Mutu Produk Perkebunan/Produk Pertanian 
Penyuluhan &umber pangan alternatif 
Monitoring, evalua.si dan pelaporan 
Penyusunan percncanaan pembangunan perkebunan 
Pengembangan al.at meein pcrtanian 
Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Pertanian Kawasan Hortikultura 
Pengelolaan Laban clan Afr 
Pene.nggulangan dcaa miakin melalui pcngembanpn pembibitan 
Pengembangan Sentra Produkai Holtik\.lltura (Pendmnping TPl 
Penguatan Lembaga Ueaha Ekonomi Pedeaaan (LUEPJ 
Pengemb1mgan sentra produkai dan agribisnia hortikultura 
Penyusunan perencanaan penyuluhan pertanian 
Pcnanganan pasca panen komoditas unggulan 
Pcnangenan desa miakin (Siger Ma&) 
Akurasi data dan promost pembangunan perkebunan 
Diversifikasi kelapa den pisang 
Partisipaai gerakan masyarakat melalul pcngembangan komoditas kakao 
Pemantapan eumber benih kakao dan karet (DANA AD HOCK) 
Peningkatan sarana dan prasarana produkei (Dana OAK ) 
Pcngembangan Teknologi Pcrumian 'Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Pemeliharaan kebun aumbcr benih/bibit tanaman pcrkcbunan 
Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Perkebunan 
Peningkatan aarana dan prasarana produk!U. {Dana OAK dan Pendampingan) 
Musyawarah Rencana Pembangunan Pertanian Kabupaten Lampung Sclatan 
Peretatistikan dan Sistem lnformasi Perla:bunan 
Pengernbangan Keterparluan Kawasan Perkebunan 
Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Pelaksanaan Progre.rn/Kegiaran dan Anggaran 
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Pertanian TPH 
Monitaring, Evalus.si dan Pengendalian Pelakaanaan Program./Kegiatan dan Anggaran 
Pengembanga.n Cadangan ~ih Daerah 
Peningkatan 5arana dan Praiianma Pcrkebunan 
Pengembangan Rumah PengotanPl.lpuk Organilc [RP?O) 
Pcngembangan Sistem Integraei Keiapa Sa.wit dan Sapi (aial(a.pi) 
Pengembangan komoclitas kelapa kopyor puan kalianda 
Pengembangan komoditas eengkeh 
Pengembangan Prasarana dan Sarana Perkebunan (OAK den Pendamping) 
Percepatan tanam pacli dengan aplikasi teknologi budideya salibu 
Peningkatan Ptoduktivitas Padi dc:ngan Penerapan GPm 
Peningkatan Produktivitas Jagung dcngllil Penerapan GPPTI 
Fasilitasi lnvestasi, Pennodalan dan Kemitraan Tanaman Pangan dan Hortikultura 
Pengembangan Sistem lntef$r'lu;ii KWtao dan Sapi 

Penguatan Kelembagaan Penyuluh 
Gebyar Bangl<it Tani 
Pembinaan Kelompok Tani/Gabungan Kelompok Tani Mitra Binaan Program CSR(PKBL 
Peningkatan Fungsi Pos Penyuluhan Desa (Posluhdes) 
Penguatan K.elemb~ Petanl Tembakau 
Pembtnean Peolahan Ha.ii Pcrkcbunan 

2.01. 17 
2.01. 17 .01 

2.01. 16 
2.01. 16. 01 
2.01. 16. 02 
2.01. 16. 03 
2.01 . 16. 04 
2.01 . 16. 05 
2.01 . 16 . 06 
2.01 . 16. 07 
2.01 . 16. 08 
2.01. 16. 09 
2.01. 16. 10 
2.01 . 16. 11 
2.01 . 16 . 12 
2.01. 16. 13 
2.01. 16. 14 
2.01 . 16 . 15 
2.01 . 16 . 16 
2.01 . 16 ' 17 
2.01 . 16. 18 
2.01. 16. 19 
2.01. 16. 20 
2.01 . 16 . 21 
2.01. 16. 22 
2.01. 16. 23 
2.0l. 16. 24 
2.01. 16. 25 
2.01. 16. 26 
2.01. 16. 27 
2.01 . 16. 28 
2.01. 16. 29 
2.01.16.30 
2.01.16.31 
2.01. 16. 32 
2.01.16.33 
2.01. 16. 34 
2.01. 16. 35 
2.01. 16. 36 
2.01. 16. 37 
2.01.16. 38 
2.01. 16. 39 
2.01. 16. 40 
2.01.16.41 
2.01. 16. 42 
2.01 . 16 . 43 
2.01. 16. 44 
2.01 . 16. 45 
2.01. 16. 46 
2.01. 16' 48 
2.01. 16 .49 
2.01. 16. 50 
2.01. 16. 51 
2.01. 16. 52 
2.01 . 16. 53 
2.01. 16. 54 
2.01 . 16 . 55 
2.01 . 16. 56 
2.0l . 16. 57 
2.01 . 16. 58 
2.01. 16. 59 
2.01. 16. 60 
2.01.16 .61 
2.01. 16. 62 
2.01. 16. 63 
2.01. 16. 64 
2.01. 16. 65 
2.01. 16. 66 
2.01. 16. 67 
2.01 . 16 . 68 
2.0l . !6. 69 
2.01.16.70 

2.01.15.18 
2.0 L . l 5 . 19 
2.01.15.20 
2.01.15.21 
2.01 . 15. 22 
2.01. 15. 23 



Program Penlngkatan Prvdulad Pertanian / Perkebunan 
Pcnyuluhan peningkatan perodukm pcnanian pcrkcbunan 
Penycdian Sarana Produksi Penanian/ Perkebunan 
Pengembangan Bibit unggul Pertanian I ?erkebunan 
Sertifikaai bibit unggul pertanian/perkebunan 
Penyuluhan keoijakan J>f!nccge.han alih fungsi tahan pertanian 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
Pengembangan keterpaduan kawasan atrategia perkebunan 
Pengembangan scntra komodita.a perkebunan 
Pengolahan lahan dan air untuk perkebunan 
Pengcmbangan lcawasan agropolitan melalui penyediaan sacana produkai. 
Pengembangan keterpaduan hutan kemaayaraka.tan dcngan komoditas perkebunan 
Pelatihan peningkatan produk8i. dan mutu produk makanan 
Perbaikan lnfratruktur Lahan 
Pengcmbangan Holtikultura Unggulan dan bemilai Ekonomia Tinggi 
Penyediaan Fiaik Sarana dan Ptasarana Pengclolaa.n Lahan dan Nr ( OAK 1 
Penyediaan Fiaik Sarana dan PJ'aaarana Pensdolaan Laban dan Nr I Pendamping OAK) 
Peninalmtan Sarana/Praaarana Perkebunan 

Pn>gram Pentngka.tan Penerapctn T•hnologf Perta.nlarVPcrkebunan 
Penelitian dan pengembangan teknologi penanian/perkcbunan tepat guna 
Pcngadaan sarana dan praearana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna 
Pcmeliharaan n.ttin/berkala eara.na dan prasarana teknologi pertanian /perkebunan tepat guna 
Kegiatan Penyuluban Penerapan Tehnologi Pertanian Tepat Guna 
Pelatiban dan bimbingan pengopraaian teknologi pertanian /pcrkebunan tcpat guna 
Pelatihan pencrapan teknologi pertanian/perkebunan modem bercocok tanam 
Monitoring. evaluaai dan pelaporan 
Peningkatan kualitaa aumber daya manusia petanijarak mcnuju dcaa mandiri enecgi 
Demplot Pertanian Organik 
SL ?M' Padi (Penanda Padil 
SL pertanian organik 
SL aapi 
SL ikan lmlam 
SLPHT jagUng 
SLPHT kels.pa dalem 
SlPHT kelapa aawit 
Pengembangan deaamandiri energi berbaaia perkebunan IDana AD HOCK) 
Pengelola.an Manajemen Cyber Extention 
Pengembange.n Teknologi Perlcebunan 
Pcrcepat.an tanam padi dengan aplikasi teknologi budida,ye. salibu 

Fasilitas kerjasama rcgional/nasional intemasional pcnyediaan basil produksi pertanian/perkebunan 
kornplement 

Pcrnbangunan sarana dan praearana pasar kecamatan pedesaan produksi hasil pertanian perkebunan 

Pembangunan pusat-puaat etalase eksebiai,promosl atas hasil produksi pertanian /perkebunan 
Pemeliharun rutin berkMla sarana daD praaarana paear kecamiUWl pedeeaan produksi has.ii pertanian 
pcrkebunan 
Penyuluhan puaat-puaat ctala.Be ekeebis.i,promosi ataa he.ail produlcai pertanian /perkebunan 
Promoei Ataa Hasil Produksi ~ian/Perkebunan unggulan decrah 

Penyuluhan pemaaaran produksi pcrtanian perkebunan guna menghindari tengkulak dan aietem ijon 

Pembangunan puaat-pusat penampungan produkei basil pertanian perkebunan masyarakat yang akan 
dipasarkan 
Pengolahan informasi permlntaan pasar aw haeil produksi pertanian perkebunan masyarakat 
Penyuluhan distribusi pernasaran atau basil produksi pertanian 
penyuluhan lrualita.s dan teknia kemaaan hasil produksi pertanian 
Monitoring, cvaluasi dan pelaporan 
Kerjasama Pengembanpn Pengolahan Kelapa T!!rpadu 
Pembangunan Jalan Aksea Menuju Sub Terminal Agribisnie, Paear Tani den Pasar Lelang 
Fasilitaai lcerja aama pemaaaran dan gelar teknologi perkebunan 
Penyebarluasan Inform.a$ Pet.anian Melalui Media Elektronik (Siaran pedesaan] 
Cetaka.n media pertanian 
Promcsi dan informasi paaar hasil produksi pertanian 
Pembinaan dalam rangka Lomba desa 
Pcmbinaan dalam rengka Lomba Peningkatan Peranan perempuan menuju Keluarga sehat Sejahtera 
!P3KSS) · 
Promosi Atae Haeil Produksi Perkebunan Unggulan Daerah 
Pelatihan Pcngawaa Mutu Hasil Tanarnan Kakao 
Pernbinaan Pasca Panen Tanaman Perkcbunan dan Seminar Perkelapaan 
Temu Usaha dan Kemitraan 
Pcmbinaan Pa.sea Panen 1'anaman Pec~bunan dan Hart Perkelapaan 
Pembinaan dalam rangka Lomba Kceejahtenum Raknyat (Kcsrakl 

Pengembangan Tenninal Agibien.is (TA), Sub Terminal Agribisnia (STA), Pasar Tani dan Pasar Lelang 

Pencatatanjejaring uaaha tingkat Kab. dalam mendukung Terminal Agribisnis 
Pengolahan lnformasi Paaar (dalam ranglca mendukung terminal agribisni1) 
Fasilitaai Pemasaran Produk TJn~lan Daerah 
Pernasaran Produk Beras Organik 
Peningkatan Nilai Tambah Hasil Perkebunan 

2.01. HI 
2.01 .19 .01 
2.01. 19. 02 
2.01. 19. 03 
2.01. 19. 0.. 
2.01. 19. 05 
2.01. 19. 06 
2.01. 19. 07 
2.01. 19. 08 
2.01. 19. 09 
2.01. 19. 10 
2.01 . 19. 11 
2.01 . 19. 12 
2.01 . 19. [3 
2.01 . 19 . 14 
2.01 . 19. 15 
2.01 . 19. 16 
2.01.19.17 

:Z.01 • 18 
2.01. 18. 01 
2.01. 18. 02 
2.01. 18. 03 
2.01. 18. 04 
2.01. 18 .05 
2.01. 1B. 06 
2.01. 18. 01 
2.01. 18. 08 
2.01 . 18. 09 
2.01 . 18. 10 
2.01 . 18 . 11 
2.01 . 18. 12 
2.01. 18. 13 
2.01 . 18. 14 
2.01. 18. 15 
2.01. 18. 16 
2.01.18.17 
2.01. 18. 18 
2.01. 18. 19 
2.01. 18. 20 

2.01. 17. 31 
2.01. 17. 32 
2.01.17.33 
2.01.17 .34 
2.01. 17. 35 

2.01. l7 .24 
2.01 . 1 7. 25 
2.01. 17. 26 
2.01. 17. 27 
2.01. 17. 28 
2.01. 17. 29 
2.01 . 17. 30 

2.01 . 17. 10 
2.01 . 17 . 11 
2.01 . 17 . 12 
2.01 . 17. 13 
2.01.17.14 
2.01.17.16 
2.01.17.18 
2.01. 17. 19 
~.01. 17. 20 
2.01. 17. 21 
2.01. 17. 22 
2.01 . 17 . 23 

2.01. 17. 09 

2.01. 17. 06 
2.01. 17. 07 
2.01. 17. 08 

2.01. 17. 04 
2.01 . 17. 05 

2.01. ]7 .03 

2.01.17 .02 



Program hnlngkatan .P.neraJHU& Teknologi, Sarana dan Pnua.rana hternakan 
Penelitian dan pengembangan tcknologi peternakan tepa.t guna. 
Pengadaan sarana dan prasarana. teknologi petemBlc&n tcpat guna 
Pemeliharaan rutin berkala. sarana dan pra.sarana. telmologi petemakan tepat guna 
Kegiatan penyuluhWl pcncra.pan tcknologi penr:rapan tepat guna 
Pelatihan dan Bimbingan Pengopcrasian Teknologi Petemakan. Tepat Guna 
Monitoring, Evaluasi da.n Pelaporan 
lntroduksi. bibit ternak 'oaru 

Program Pengolahan cfAn Pe11111aanin HaJIU Produbt P.t.makan 
Pcnelitian dan pengembangan pemasaran haail produksi petemakan 

Fal!lilitas kerjaaama regional/na.aional/intern8.3ional penyedi.aan ha.ail produksi peternaka.n komplemcnter 

Pembanguna.n sara.na. dan pra.sarana. pa.sar produksi hasil peternak.an 
Pembangunan pusat-pua.a.t ctalaae /eksebiai promoai a.ta.a haail produksi petcrnakan 
Promosi atas ha.ail produkai petemakan unggulan daera.h 
Penyuluhan pemaaaran produks petcmakan 
Promosi aw Ha.ail Produksi Petcrnakan Unggulan Dacrah 
Expo I Promosi Potensi dan Hasil Pembangunan Peternakan 
~binaan Kd.embegaan Pemuaran Hull Produbi Petemakan 
Oebya.r Petcmakan 

Program Pen,ngkaton Populast dan Produkst Temak 
Peningkatan Sarana dan Prasarana dalarn Rangka Peningkata.n Produktivitas 
Peningkatan Sarana dan Prasarana AdminiBtraai Provek 
Pemanfaatan Lahan Kering ( DAK l 
Pemanfaats.n Lah.an Kering ( Per.damping DAK ) 
Siger Mas 
Peningkatan Sarana dan Pra.sarana Perbibitan 
Peningka.tsn Produksi tcmak dea.a. miakin ( Sigcr Mu ) 
Pengembangan Bibit Temak 

Program Pencegahan dan Penanggulanga" Pengakit Temak 
Pcndataan maealah peternakan 
Pemeliharaan Keaehatan dan Pencegahan Penyakit Menular Temak 
Pcmusnahan tcmak yang teriangkit penyaldt endemik 
Pengawaeen pen:tagangan ternak antar dacrah 
Monitoring. evaluaai dan pelapora,n 
Penanganan dan ~g~dalian Penyiikit Avian lnfluen&a 
Kegiatan pemberantaaan clan pengendalian Avian Influenaa 
K.egiatan pelayanan keaehatan hewan 

Program PemkrdGJIGlUI Penyuluh Pertanlan/Perkebun.an. Lapangan 
Peningkatsn kapuitaa tanaga pcnyuluhan pcrta,nian /pel'kcbunan 
Peningkatan ke&ejahteraan tenqa penyuluh pen.nian / perkebunan 
Penyuluhan dan pcndampingan bagi pcrtanian /perkebunan 
Peningkatan Opcraeional Penyuluh Pcnanian 
Temu teknia penyUluh pertanian, perikanan da.n kchutanan 
Pcnghargaan petani dan penyuluh preetaai 
Penilaien angka kredit point 
Penilaian kelas kemampuan kelornpok tani 
Penyuluhan perencanaanjpenyuluhan pcrtanian 
BPP model · 
Penguatan dan pengernbangan kelembagaan BP4K dan BP? 
Sarena pcnyuluhan Pertanian, ?erikanen dan Kehutanan 
Studi Banding penyuluhan Pertania.n 
Sosialisaei Pengembangan uaaha agribianis pedeeaan ( PUAP) 
Pengelolas.n ManEtjemen Cyber Extention 
Fasilitasi Penilaian Anglea Kredit Point Penyuluh dan Scleksi Penyuluh Tcladan dalarn Rangka 
Peningkats.n Profeeiona.lisme Penyuluh 
Penyusunan Program Penyuluha.n Tingkat Kabupaten, BPP dan Desa 
Perencanaan Pcngcmbangan Komis.i. Penyuluhan 

Perccpatan Pembangunan Daerah 
Penyediaan Sarana. Pengendalian Organisme Pengganggu Tana.man (OPIJ 
Pengembangan Sentra Komoditaa Pcrkcbuna.n Mclalui Pcmbibitan Tanaman Perkebunan 
Pengembangan Bibit Unggul Pertanian/ Perkebunan 
Pengendalian Hama. da,n Penyakit Tanaman Perkebunan 
Sosialisa.ai Pengembangan Komoditi Tembakau di Kabupaten Lampung Sela.tan 
Pengembangan Komoditaa Unggulan Kakao 
Pengembanpn Komoditaa 1Jnggu1an Kakao di K.ecamatan Merba.u Ma.taram 
Pengcmbanpn Komoditaa Unggulan Kela.pa Sawit 
Pengembangan Komoditaa 1Jnggu1an Keeamatan Penengahan 
Pengembangan Komoditas Un@:gulan Kecama.tan Sragi 
Pengembangan Komoditaa Unggulan Kecamatan Way Panji 
Peningkatan Kualita11 Tembaka..i 
Pengembangan Kawasan HortikUltura Mendukung Operaaional Terminal Agribienis 
Penyediaan sarana pengendalia.n organisme penganggu tanaman (OPJ') 
Pengembangan l{gmod1taB Unggulan Kecamatsn 
faailitasi Penyaluran Pupuk beraubaidi untuk komuditas perkebunan 
Pcnyediaan Fiaik Sarana. dan Prasarana. Pengelolaan Lahan dan Air 

2.01. 24 
2.01. 24. 01 
2.01. 24. 02 
2.01 . 24 . 03 
2.0l. 24. 04 
2.01 . 24. 05 
2.01. 24. 06 
2.01. 24. 07 

2.01.23.03 
2.01. 23. 04 
2.01. 23. 05 
2.01.23.06 
2.01. 23' 07 
2.01. 23. 08 
2.01. 23. 09 
2.01. 23. 10 

2.01. 23 
2.01. 23. 01 
2.01 . 23. 02 

2.01. 22 
2.01 . 22. 01 
2.01. 22. 02 
2.01. 22. 03 
2.01 . 22. 04 
2.01. 22. 05 
2.01. 22. 06 
2.01. 22. 07 
2.01. 22. 08 

2.01. 21 
2.01.21.01 
2.01 . 21 . 02 
2.01. 21 . 03 
2.01.21.04 
:a.01. 21. 05 
2.01. 21 . 06 
2.01. 21 . 07 
2.01. 21 . 08 

2.01. 20. 17 
2.01. 20. 18 

2.01. 20 
2.01. 20 .01 
2.01. 20 .02 
2.01. 20 .03 
2.01. 20 .04 
2.01. 20 .05 
2.01. 20 .06 
2.01. 20. 07 
2.01 . 20. OB 
2.01 . 20. 09 
2.01 . 20. 10 
2.01 '20. 11 
2.01. 20. 12 
2.01. 20. 13 
2.01 . 20. 14 
2.01.20.15 
2.01. 20. 16 

2.01.19.18 
2.01. 19. 19 
2.01. 19. 20 
2.01 . 19. 21 
2.0l. 19. 22 
2.01 . 19. 23 
2.01. 19. 24 
2.01 . 19. 25 
2.01. 19. 26 
2.01. 19. 27 
2.01. 19. 28 
2.01.19.29 
2.01. 19. 30 
2.01.19.31 
2.01.19.32 
2.01 . 19. 33 
2.01.19.34 
2.01. 19. 35 



Program Pemetaan Ka'UICUCZft Peternakan 
Pcmbuatan Data. Bue Petemakan 
Pembuatan Peta Potensial Pcngembangan Temak 

Program PengendaUan Keaeharan Ternak dan BruU Temak 
PemerikBaan Keeehatan Oaging den Telur 

Program Peng•mbanflan. Zana Agribf.snts dan P•ntngkata.n SDJ4 Petvgaa 
Pengembangan Kambing PE 

Program Aplika.si Teknologi Usczha Temczk Rakyat 
Perbaikan Mutu Oenetis Temak 

Program Pcngembangan WU'olf"h Strategia untuk Opttmasi Da.y" Saing K"was"n dan Produk 
Pengembangan Zona Agribianis dan Peningkatan SDM Petugas 
Pemetaan Kawasan Petemakan 

Program Pern.an,faatan J.aluut 'l'idur dan P•ng•mbanflan Komoditi Lokal 
Pemaanfaatan Lahan non Produlctif untuk Pengembangan Ternak 

Program P•rn.an,faata.n LUnbc:ih P•rtankua &ba(/"i B"luut Pembuatan Kompo• 
Pemanfaatan Biomaaaa eebqa.i Bahan Biogaa dan Kompoe 

Program P•noamana.n T•rnak 
Pencanangan dan penanggulangan 'penyakit avian infiuensa 
Pelayanan Keeehatan temak 
Pemcliharaan Keeehatan den Pencegahan Penya.kit Menular Temak 
Pengendalian Kcaehatan Temak dan Haail Temak 
Penanggulangan Penyaldt Hewan Menular, Strategis dan Zoonosi.s 
Pengembangan Sarana-Prasarana Kesehatan Hewan dan Keeehatan Masyarakat Veteriner 
Pengadaan Sarana-Prasarana Rumah Potong Hewan (RPH) 
Penanggulangan Gangguan Reproduksi dan Peningkatan Pela,yanan Kesehatan Hewan 
Peningkatan Pelayanan Keeeha.tan Ma.syarakat Veteriner 
Revitalisasi Puakeswan 

Program peningkgtan produbi hwdl pertanlan 
Peningkatan sarana dan prasarana (OAK dan Pendamping) 
Ost ... 

Program Pereru:a-iaan Kegiatan 
Pembuatan laporan, moniteringdan evalua!li data 
Dana pendamping kegiatan tugas pembanruan APBN 
Pendamping Dana Alokasi Khueus I OAK) 
lnventariseai Temak Pernerintah 

Program P•ng•mban(J"n Agnblsnls Peterngkan 
Pelatihan, magang, pameran dan lomba 
Kontes temak 
Peinbuatan Inatalaol Biome.ssa ( Kotoran Sapi ) 
Expo/Promosi Potenai den Haail Pembangunan Petemaken 
Lomba Kelompok Petemakan dan Petugas Petema),can 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pasar Temak 
Pelayanan, Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Usaha Petemaken 
Pengembangan Kawa.sari Ternimal Agribisnis 
Kontes Burung 
Gebyar Petemakan 
Pcningka.tan dan Pmgembangan Usaha Petemakan Aywn Raa 

Program Pendam,pb\Qan Keglata.n 'l'ugaa Pembant&um 
Pendamping tugaa pembantu peningkatan Produkaitivitu perkebunan 
Pendampingan tugas pembantuan peningka.tan produkai perkebunan (Oitjen Bun) 
?endampingan tuga.a pembantuan pengolahan dan pernaearan haail perkebunan (Oitjen P2HP) 
Pendampingan tugaa pembantuan APBO 
Sekretariat den pembangu.nan petemakan 
Pendampingan tugas pembantuan pengelolaan lahan dan air (Ditjen Pl.A) 
Pendwnping Kcgi.atan Dana Ad-Hock 

Apllkasi Teknologi Usaha Temak Rakyat 

Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelestarian dan Pengembangan Plasma Nutfah Sapi PO (Unggulan] 

Pengembengan Pola Agribisnis Itik (Unggulan) 
Pengadaan Sarans dan Prasarana Pengembangan Kambing PE (Unggulan) 
Percepatan Pel.a,yanan Inseminasi Buatan (IB) melalui Peningkatan Teknologi. lnfonnaai, Komunikaai dan 
Transportasi 
Optimalisasi Kelahiran Melalui lnseminaai Buatan (IB) dan Transfer Embrio (TE} 
Pembangunan Peake.wan 
Pengembangan Sarana Pengolahan Limbah Temak 
Penycdiaan Sarana Pra&Ell'ana Puakeawan 
Faailitaai Pengolahan Pakan Tema.k 

2.01. 37 
2.01. 37. 01 
2.01. 37. 02 

2.01. 36 
2.01. 36. 01 

2.01. 35 
2.01'35.01 

l.01 '34 
2.01 . 34 . 01 

2.01. 32 
2.01.32.01 
2.01.32.02 

2.01. 31 
2.01. 31. 01 

2.01. 30 
2.01. 30. 01 

2.01. 29 
2.01 . 29' 01 
2.01. 29' 02 
2.01 '29 '03 
2.01. 29 '04 
2.01. 29 '05 
2.01.29.06 
2.01 '29. 07 
2.01. 29. OB 
2.01 '29. 09 
2.01. 29. to 

2.01. 28 
2.01.28.0l 
2.01. 28. 02 

2.01. 27 
2.01. 27. 01 
2.01, 27 '02 
2.01. 27. 03 
2.01. 27. 04 

2.01. 26 
2.01. 26. 01 
2.01. 26. 02 
2.01 '26. 03 
2.01. 26. 04 
2.01. 26. 05 
2.01. 26' 06 
2.01 . 26. 07 
2.01. 26. OB 
2.01. 26. 09 
2.01. 26. 10 
2.01. 26. 11 

2.01. 25 
2.01'25.01 
2.01 '25. 02 
2.01 '25. 03 
2.01 . 25. 04 
2.01 '25' 05 
2.01. 25. 06 
2.01. 25. 07 

2.01'24.13 
2.01 '24. 14 
2.01'24.15 
2.01. 24. 16 
2.01 . .24. 17 

2.01.24.10 
2.01 . 24' 11 
2.01 . 24. 12 

2.01'24'08 
2.01. 24. 09 



Program Pl!:mbangunan Dat«bfucr pcgawai dan pen]/"luh 
Perbaikan sistem administrasi pegawai dan penyuluh 
Pengelolaan sistem informasi manajemc:n penyuluh (aimluh) 

Program Pengsmbangan Kemtcraan Ayam Rcu 
FaailitaB Aicses Pennodal.an Kelompok Petcmak l\yam Ras 
Peningkatan clan Pengembangan Usaha Peternakan Ayam Ras 

Program Pengem,bangan Kawa.an Pembibitan dart BudkfQJl(Z Ternak 
Pengembangan Kawaaan Usaha Tani Terpadu PP.K {Pertanian, Pcrika.nan, Kehutanan) 
Pengembangan Kawasan Sapi Potong 
Pengem0angan Kawa.ean Kambilig Pcdaging 
Pengembangan Budida,ya Kambing 
Pengembangan Kawasan Unggaa Lokal 

Pfoogrom PertgembanQcm Agnblanf.s lttk 
Dernplot Uaaha Budidaya ltik 

I.am.ha Kefompok hternaJc: dan htr&gaa hternak.An 
Peii.~di.ean Sarena den Pruarana Paaar Hewan 

Program Pengemba.ngan Kualttcu SDM Aparatur Petemakan 
Peningkatan KualitaB SOM Aparatur Peternakan 
Peningkatan .Kualitas SDM Petemak 

Program Ketahanan Palcan 
Pelayanan.Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi Pakaa 
Demplot Manejemen daa Teknologi Pakan 

Program Penfngkatan &uunci daft Pnucirana Petarnakan 
Pembuatan Jalan Produkai. Petemakan 
Penyedlaan Sarana Pendukung RPH-R 
Pembangunan Jembatan RPH-R 

Program In~ AIJllkAui Teknologt a.prod.UC.I 
Pengembangan Sarana-Prasatana lnseminasi Buatan dan Kawin Alam 

Program Pelutarian dan Pengembangan SapJ PO 
Pelestarian dAii Pengembangan Plasma Nutlah Sapi PO 
Penguatan UPr Balai Pembibitan Sapi PO dan Instalaainya 
lntegraai Kambing Perah-Pisang 
Pengembangan Agribisnia Temak ltik 
Festival Petemakan 
Penguat.an UPr Balai Pembibitan Sa.pi Peranakan Ongole (PO) 

Program PentngJcatan SDM Petuga.s dan Kdompok Tant 
Pcm binaan Kelompok Tani 
Peninglcatan SOM Kclompok Tani lnaeminator 

Program Penyelenggaraan Pen]/"luhan Pert.antan, Perlkctnan dan Kshutancm 
Penyusunan Programs Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan 
Pelatihan Bagi Penyuluhan Pcrtanian. Pcrikanan, Kehutanan 
Demplot Tcknologi Pcrtanian, Perikanan dan Kchutanan 
Pcndampingen Kegiatan Pcmbangunan Pertanian, Perikanan dan Kehute.nan 
Pendampingan Pal.gcmbe.npn Pad.i Oqanik 
Pendampingan penyuaunan RDK dan RDKK 

Pendampingan SDM pcngembangan Hortikulrura (buah dan aa,yuran) mendukung terminal agribianie 

Magang/Pendidibn Penyuluh. Petugaa dan Petani 
Lomba Asah Tcrampil Pertanian, Perlkanan, Kehutanan 
Peningka.tan KapasitaB SDM Penyuluh, Pctugaa den Petani untuk Mendukung Kawasa.n Rumah Pangan 
Lestari 
Peningkatan Kapasitas SDM Peµyuluh dalam Mendukung Ketahanan Pangan 

Program Pengembangan Sumber Daya Manu.sia Kelemhagiaan 
Penataan Kelembaga.an Kelompok Petemak dan Apre11ia11i Petugas Lapangan 
Pembinaan Kclompok Tani Pengelola Temak Pemerintah 

hogram Pentngkatan Agnbf.snf.s Peumakan 
Pembinaan dan Pengembangan Kernitraan Usaha Peterna,kan AyBJTI Rae (Unggulan) 
Penerapan Tclcnologi Agribianis Usaha Pctemakan 

hogram Pengem,bangan Sarana dan ·Prasarana Pete:m.akan 
Peningkatan Sarana dan Prasarana UPTD Petcmakan 
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pos IB Pengolah Pakan dan Pcngolah Llmbah 

Program Penprdlaaft Sarana dan Prmarana Pabrik Pakan Temak Skctta Kectl ( DAK dan 
Pendampfng .D41Q 

Pcnycdie.an Sara,na dan Prasarana Pabrik pakan Tcmak Skala Kecil ( DAK dan Pendamping DAK) 

2.01 . 53 
2.0l .53 or 
2.0l . 53 02 

2.01. 52 
2.01. 52. 01 
2.01. 52. 02 

2.01. 51 
2.01 . 51 . 01 
2.01. 51. 02 
2.01. 51 . 03 
2.01. 51. 04 
2.01. 51. 05 

2.01. so 
2.01. 50. 01 

2.01. 49 
2.01.49.01 

2.01. 48 
2.01 . 48. 01 
2.01. 48. 02 

2.01. 47 
2.01 . 47 . 01 
2.01 . 47. 02 

2.01. 46 
2.01. 46' 01 

2.01 ,4S 
2.01. 45. 01 
2.01'45. 02 
2.01. 45. 03 

2.01. 44 
2.01.44.01 
2.01. 44. 02 
2.01. 44. 03 
2.01. 44. 04 
2.01. 44. 05 
2.01. 44. 06 

2.01. 43 
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2.01. 39. 02 

2.01. 38. 01 

~.01. 38 



Program pcrnbincuu1 Peruuau.ahaan hculf hutan 
Penyusunen pcraturan daerah mengenai pengelole.an industri ha.ail hutan 
Sosialisasi pl!l'e.turan daerah mengenai pengelola.an induatri haBil hutan 

Pengawaeen dan penertiban pelaksanaan peraturan daerah mengenai pengelola.an industri haBil hutan 

Monitoring, evaluasi clan pelaporan 

Program P.n11embangan Kef.embagaan Pen11elolaan 
Pcrtanian tanaman palawija, padi gogorancah 
~mbangan Hutan Kemaayarakatan ( HKm) 
Pemberde,yaan Muyarakat De11a &Cldtar lcawuan hutan 

Program PerHn4ungan Hiit.an 
Pcncegahan dan Peugcndalian Kebakaran Hu tan dan Lahan 
Soaialisasi pencegahan dan dampak kebakaran hutan dan lahen 
Bimbingan teknie pengendaltan kcbakaran hutan den lahsn. 
Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 
Penyuluhen Kesadaran Masye.rakat Mengenai Oampak Perusakan Hutan 
Pengamanan Hutan den Hasil Hutan 
Pembinaan Kader Konservasi dan Saka Wana Bakti 
Konservasi keanekaraga.man hayati dan perlindungan hutan 
Penyelesaian Kasus - Kasus di bidang kehutanan 

Program RehabUftast Lahan 
Koordinasi penyelenggaraan dan penghijauan hutan 
Pembuatan 8ibit Benih Tanarnan Kehutanan 
Penanarnan Pohon Pada Kawasan Hulan Industrt dan Hu tan Wisata 
Perneliharaan kawasan hutan industri dan hutan wisata 
Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan Oerakan Rehabilitasi Hu tan dan l..ahan 
Peningkatan Peran Serta Maayarakat Dalarn Rehabilitaui Hutan dan Lahan 
Optimalisaai pemanfaatan lahan ( Alokaai. deaa - deaa Miakin ) aigcr mas 
Penghijauan Laban Kritia dan Peningkatan Produktivitaa Lahan 
Pcngadaan Bibit Tanaman Kehutanan clan MPJ'S 
Oat ... 
Reboiaasi dan Penghijauan aerta Pengadaan Sarena dan Prasarana Pengamanan Hutan,Penyuluhan den 
KPH 
Oat... 
Pembinaan Penghijauan 
Pengembangan Hutan Kota Kalianda 
Bantuen Pembangunan Agroforestiy Park Bekerjasama dengan PERHJPJ'ANI 

K•bu.t&AUL 
Program hmantapan Batas Dajlntt(f Kawasan Rutan 

Pernbentukan kesatuan pengelolaan hutan produkai 
Pengembangan hutan tanaman 
Pengembangan haBil hutan non kayu 
Perencanaan dan Pengembangan Hutan Kemasyarakatan 
Optimalieasi PNPB 
Pengelolaan dan Pemanfaatan Hutan 
Pengembangan induatri. den pemanfaatan hasil hutan 
Pengembangan Pengujisn dan Pengendalian Peredaran Hasil Hu tan 
Pemeliharaan Batas Kawaaan Hutan 
Pembuatan Peta Kawasan Hu tan Kabupaten J.,ampung Seltitan 
Penan~an KonJlilc: Kawaaan 
Pembinaan Tata Ouna Kawasan Hutan 

Program Perdn11katan SDM dan KelBmbagaan 
Lomba Kelompok Peternak dan Petugas Petemaken 
Peningkatan SOM Aparatur dan Kelompok T11.ni Temak 

Program Pentngkatan Konsumsl Pangan Hewcini yan11 ASUH 
Peningkatan Pelayanan kesehatan Masyarakat Veteriner 

Prognun Pencegahan dan Panang11ulangan Penyakft Hewan 
Penanggulangan Penyakit Hewan Menular, Strategia dan Zoonoaia 
Penanggulangan Gangguan Reproduklll den Peningkatan Pelayanan Kesehatan Hewen 
Revitalitas Puskeawan 
Monitoring den Evaluasi Pemasukan den Pengeluaran Temak 

Pro9ram Penlngkatan ProduU. Haatl Petemakan 
Pemanf'aa.tan dan Pengolahan Pakan Teme.k 
Penggemukan Se.pi Potong 
Pengembangan KaWB8&.Jl Unggas Lokal 
Penguatan Pembibitan Sapi PO melelui Sentra Petemakan Rakyat (SPR) 

Program Swasembada Dtigtng Sapt 
Optirnalieasi Kelahiran Melalui Inseminasi Buatan (JB) dan Transfer Embrio (TE) 
Penggemukan Sapi Potong 

Program Ketahanan Eluirgf dan PUpuk Organik 
Pemanfaatan Kotoran Temali: untuk Pupuk Org11.nik dan Biogae 
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2.01. 55. 02 

2.01. 54 
2.01'54.01 



Program Pemlrinaan pengaUJOMU1. .scrta pengembangan Sumber Daya Mineral dan Alr Tanah 
Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Uaaha Pemanfa.atan Air Tanah 
Penelitian dan Pemeta.an Air Tanah di Kabupaten Lampung Selatan 
Penelitian Poten&i Mineral dan Pcmctaan ZonaBi Mitigaei Bcncana Alam 
Survei dan Penyusunan Data Sumber Daya Mineral den Pengawasan Air Tanah 
P"ngawaaan Pemanfa.atan Air Tanah 

Program Penga.WIUQn Dl.stribusi Penlmbunan BB.M dan Oal Burnt 
Penggunaan Penyaluran Minya.k: dan Gas Bumi 

Program Pembinaan dan Pengembangan Bldan11 KetenagaH.strUcan 
Pengembangan Potensi Panas Bumi 

Program Mtn,vczk.Ga.s Burnt da1l Keltatrikan 
Pengadaan pembangkit listrik tenaga surya di Kabupaten Lampung Sela.tan I SIGER MAS I 
Pengawasa.u uaaha keliatrikan aerta peman!aatan energi 
Pengawasa.u uaaha kelistrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan 
Konaultaai dan Pengawaae.n Penyaluran Minya.k: dan Gu Bumi 
Pembinaan dan Pengawaaan Pend.iatribuaian Minya.k: dan Gaa Bumi 
Pendataan, Pendiatribuaian Minyak dan Gas Bumi 
Pengawasan dan inventarillalli ketenaga liatrikan 

Program Pengelo[aan pengembangan energt altsrnatif 
Persiapan pengembangan dese mandiri energi 
Pematokan dan pemetaan ulang batas wilayah pertambangan 
Work shop, eosialisasi dan pelatihan energi baru terbarukan 
Pembmaan dan pengawasan potensi energi baru terbarukan 

Program Pembfnaan Dan Pengembangan BUfang Ketana.ga Ustnkan/Program~ngelola.~ 
Koordinaaei pengembangan ketene.galistrikan/Penyu11uanan Sistem lnfonnaai Pertambangan Lampung 
Selatan eerta Evaluasi dan Rc:ncana Uatrik Pedesaan 
Sosialisa&i UU, PP dan Perda Bidang Pertambangan 
Perneta.an Penyebaran Potensi Bahan Galian 

Program Pengawcuan Dan Penertiban Keglatan Rakyat Yang BeJPOtenel Merusak 
Pengawasan pencrtiban kegiatan pertambangan rakyat/Workl'Jhop dan pelatihan pembangkit liatrik 
tenaga mikro hidro (PLTMH) 
Dst ... 

ED.eqt daa Swnber11&7a Mineral 
Program Pemllfnacul dan i-.tngawuan Bidang Pertambanoan 

Penyuaunan Rc:gulaai. Mengenai Kegiatan ~nambwigs.n Bahan Galian C 
Sosialisaai regulaal mengenai kegiaum penambangan bahan galian C/ Koordinaai den pendata.an tentang 
hasil produksi dibidang pertambangan 
Koordinaei dan pendataa.n tentang hasil produksi dibidang pertambangan/Monitoring, evaluasi dan 
'pelaporan perizinan pertambangan umum, tambang rakyat den air bawah tanah 
Pengawasan terhadap pelalcsanaan kegiatan penambangan galian C 
Monitoring, evaluasi dan pelaporan 
lntensilikasi Pendapatan Pajak Behan Gillian C dan Pemantauan Dana Bagi Hasil Migas, PBBKAB dan 
ABT/AP 
Stu di Perencanaan Penetapan harga Dasar Bahan Galian C 

Pembinaan dan Penyuluhan serta Scsialisaei Perda den SK Bupati Bidang Pertambangan dan Energi 

Pemetaan geologi, pengawasan pemanfaatan air bawah tanah dan air pennukaan 
Monitoring pembinaan dan pengawaaan pertambangan umum 
Pemeran Promolli pembangunan pertambangan 
Pembinaan Pengusaha Tambang 

Program Pembtnaan Arurka Usaha Kehuta.na.n 
Pelatihan den Pc:ngembangan Budidaya Lebah Madu 

Program Pcnoemban{lan Kclambagaan Pengelolaan Huta.n 
Pembinaan dan Pengembangan Hlan 
Pembinaan dan Pengembangan Hutan Desa 

Program Pengelengga.raan Litbang dan Perencanaan Kehuta.na.n 
Penyuaunan Dokumen Rc:ncana Pengelolaan Rehabilit.aei hutan Dan Lehan ( RPRHL) 
Pcnyuaunan Ook\lmen R.encana ranunan Rehabilitaei Hutan dan Lahan ( RTnRHL l 
Penyelenggaraan Pameran Pembangunan Kehutanan 

Program Perencancw:n dan Pengembangan Hutan 
Pengembangan hutan maayarakat 
Pendampingan Kelompok Usaha Perhutanan Rakyat 
Dat ... 

Pembinaan dan Monitoring Penatau&&haan Hasil Hutan 
lnteneifikaei Penarikan PAD 
Pembinaan dan lnventarisaai Hutan Rakyat 
Pembinaan hutan tanaman rakyat 
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Kelautaa daa Perikanan 
Program Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Pestsfr 

Pembinaan ketompok ekonomi masya.rakat pcsi&r 
Pendarnpingan Program PEMP, PLBPM da.n Inventarisasi Ka.wasan Lingkungan Pemuldman Nelayan 
Ca.Ion Penerima Bantuan Progrlilnt PLBPM 
Peningkatan sarana den prasarana di Pulau-pulau kecil 
Pengelolaan terpadu wilayah kdautan, pesillir, dan pulau-pulau kecil 
Soaialisaai, Pembinean Kelompok, Monitoring dan Evaluaai Penyediaan Sarana dan Pre.aarana Pulau- 
Pulau Kecil 
Penyediaan Sumber tllata pcnc.aharian altematif dan penguatan cinta bahari mllB)'arakat peaisir dan 
putau-pulau lcecil 
Pengembangan aarana dan prasarana pemberda.yaan ekonomi maeyare.kat pesillir dan pulau-pulau kecil 
IDAK) 

Pr-ogra.m Pengembanfla.n kemltTUan 
Pengembangan dan Pengue.tan Lltbang, Kebudayaan dan Pliriwiaa.ta 
Peningkatan peran aerta masyarakat dalam pcngembanga.n kemitraan pariwiaata 
Monitoring,Evaluasi dan ?elaporan 

Peningkatan Pembangunan Sarana dan ?raearana Obyek Wisata Pemandian Way Belerang Simpur 
Peningkatan pengembangan sararia dan prasarana pllriwiaata 
Penyuluhan Kelompok Sadar Wisata 
Pelatihan Penjaga. Pantei 

Progrgm Pengembangan Destinast Panwtsata 
Pengembangan Obyek Pariwisata Unggulan 
Peningka.tan pembangunan aanuia dan Pre.aarana pariwieata 
Pengembangan jenis dan paket wisata unggulan 
Pengembangan daerah tujua.n wisata 
Pengembangan, Solialill88i., dan penerapan aerta pengawaaan standariBa&i 
Pengembangan Sumber Os.ya Manuaia dan Profesionaliame Bidang Pariwisata. 
Peningkatan Pembang1.man Sarana dan Prasarana Obyck Wisata Peeaniwahan Pulau Sebe&i 

Peningkatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Obyek Wisata Pemandian Way Belerang Kalianda 

Pariwlaata 
Program Pengembituasan Pemaaaran panKIYcrta 

Peningkatan Pengembangan Sarana dan Praaarana Ptomosi Pariwiaata Lampung Selatan 
Peningkatan Pcmanfa.atan Teknologi tn!ormaai Dalarn Pemasaran Pariwiaata 
Pelaksana.an promosi pa.riwisata nueantara di dalarn dan luar negeri 
Pengembangan Jaringau Kerjaaama ?romosi Pariwisata 
Pemantauan obyek-obyek wisata 
Pernbuatan media promosi pariwisara 
Pengernbangan atandbcoth anjungan Lam-Sel di TMI! 
Promosi Wisata Bahari Pesisir Lampung Selatan 
Pelaksanaan Sepeda Wisata Larnpung Selatan 

Program .PeneUttan ht.ft.ft dan PerncuVaatlus. Enetpi Baru Terfxuukan 
Pembinaan dan Pengawaaan Potensi Energi Baru Terbarukan 
Monitoring Pemanfaatan potenai Energi Terbarukan di Kabupaten Lampung Selata.n 

Program Pengadaan La~u Penerangan JalaA 
Perencanaan Pembangunan Pemasangan Lampu Jalsn di Kabupaten Lampung Selatan 
PengaW&BIUl Uaaha Kclietrike.n dan Pemeliharaan Lampu Jal.an Umut11 
Penatausahaan LPJU Milik Daerah ae-Kabupaten Lampung Selatan 
Pemasangan Lampu Jelan, Instalui Listrik dan Alus PLN 

Program Pemblnaan dan Pengawasa" Blda"g perto.mbangan, Enerpt dan Kel~rlkan 
Penyusunan regula.s.i mengenai Kegiatan pertambangan, Energi, dan Kelistrikan 

Prog~m .Desa Jlmadfrf Bnerpt 
Pcnyusunan Rcncana Implernentaai Desa Mandiri Energi 
Pemasangan Lampu .Jalan & perencanaan Keliatrikan Desa Talang baru, Sidomulyo 
Penelitian dan Pengembangan Energi Terbarukan 

Program P.ngelol4all Data dan 11\(ormrud di Bidan{I Pertambangan 
Pengs.wasan Uaaha Keliatrikan dan Pemeliharaan Lampu Jalan/Lampu Hiaa dan Taman 
Pcmasangan Lampu Penerangan Jalan Umum 
Pengs.waaan Eksploraai Panas Bumi Gunung Rajabasa 
Pengs.wasan/Pembine.an dan lnventariBa&i Ketenaga Llstrikan 

Program Pembfnaan Uaaha Pert.ambo:ngan 
Pembinaan Terhadap Pela,lcu Usaha Pertamba.ngan 
lntensiflkaa.i dan Ekatcnsifikasi Pertambangan Mineral Bulcan U>gam dan Batuan Dalam Rangka 
Peningkatan PAD 

l"r'ogrum Pengczwaaan dan Penerti.ban Usaha Pertambangan 
lntensirlkasi dan ekstensilikasi Pertambangan Minera.1 Logam, Bukan Logam dan Batuan 
Sosia.liaasi ~lakaanaan K3 dan Tata Cara penambangan yang Berwawa.san Lingkungan 
Pengawasan Terhadap Penerapa.n K3 dan Pelaksnaan Konversi Llngkungan 
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Proaram Pcrntngkatan Perencanaan Monttorlna dan Evaluaat Pembanaunan Perlkanan 

Program P•ntngkatan P•mbangunan Perilcanan 
lnventari&asi Data Kelau tan dan Perikanan 

Prognzm Psng•mbangan Btat16tik Kelautan dan perUcanan 
Penyediean Sarana Statiatik Perikanan (OAK+APBD) 

Program Penlngkotan Mutu Produkal Pa.ca Pan•n P.rtkanan 
Pembinaan produksi pases. panen perikanan dalam rangka mendukung Minapolitan 
Pelatihan dan pengolahan paSCA panen hasil kelautan dan perikanan 

Program penoembar&Qan lcawuan lnulidapl laut, air payqu ctan air tawar 
Kajian kawasan budida,ya laut air payau dan air tawar 
Operasional kawasan budidaya air P8¥RU dan air tawar 
Pengembangan Kawasan Bud.idaya (OAK+APBD) 

Prognzm OptimaUsa.si P•ngelalaan dan hmaaanin Produkat PerUccvaan 
Kajisn optimali&aBi pengelolaan dan pems.aaran produkai perikanan 
Promoai pembangunan perikanan 
Penyediaan dan Rehabilitaai Sarana Praaarana Pemasaran (DAK+APBD) 

Program peng,unbangan sistem ~np luhan pcrtkanan (DAX + APBDJ 
Kajian si11tem penyuluhan perikanan 
Penyediaan Sarana Penyuluh Perikanan (OAK + APBO) 

Program Pengemflcuwan Perikanan 'l'ang'luql 
Pendampingan pada kclompok nefa.yan 
Pembangunan dan pengembangan pueat pendaratan ( PPI ) Kalianda 
Pemeliharaan rutin berkala tcmpat pelelangan ikan 
Rehabilitasi aedang bcrat tempat pclclangan lkan 
Pengembangan lembaga usaha perdagangan pcrikanan tangkap 
Pembangunan TPI Bakau Heni 
Rehabilitasi dan pengembangan TPI Ketapang 
Pembangunan dan pengembangan earana perikanan tangkap 
Pengembangan Sarana Perikanan Tangkap (OAK+ APBD) 
Pengadaa.n Kapa! Patroli Pengawasan Perikanan (OAK + APBD) 
Pengembangan armada tangkap dan alat tangkap 
Penyusunan Rancangan Peraruran Daerah tentang Retribusi Tempat Pele1angan Ikan (TPl) dan Monitoring 
Evalua.si KUB dan Kapa! lnka Mina 
Peningkatan Sumbcr Daya Nclayan Pcrikanan Tangkap 
Peningkatan Sumber Daya Manuaia di Bidang Tangkap 
Pengernbangan Sarana PP! Kaliande. 

Program Pengemba.ngan Budtdaya PerUcanan 
Pengembangan Budidaya Perikanan di Kawasan Potensial 
Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya ikan 
Pembinaan dan pengembangan perikanan 
Pengembangan Budid&.Ya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Taajung Bintang 
Pembangunan dan rehabilitasi sarana dan prasarana fiaik: penge.wasan budidaya air payau 
Pilot Project Rumput Laut 
Budidaya perilcanan dalam rangka menunjang Siger Mas 
Penyediaan dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarane. Produkai Perikanan Budidaya (DAK+APBDI 
Pengembangan Budidaya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Palas 
Pengembangan Budidaya Air Tawar Kawasan Unggulan Kecamatan Tanjung Bintang 
Pengembangan Kawasan Unggulan Mlnapolitan Ketapang 
Peningkatan Produksi Budidaya Perikanan Melalui Restocking di Perairan Umum 
Pengembangan Budidaya Perikanan di Kawasan Potensial 
Sosialisasi. pemanrastan sarana prasarana demfa.rm budidaya 

Program perdngkatan aowtan budaya bllautan dan wawaaan rnarittm blpada maayanzkat 
Penyuluhan buda,ya kelautan 
Ost ... 

Program Penfogkatan keaadaran dan penegakan hukum dalam pandayagunaan $"Umber daya laut 

Penyuluhan hukurn dalam pendayagunaan eumber daya laut 
Rumponisasi dan Pengawasan Sumber Daya Laut 
Pengawasan Sumberdaya lau t 
Kajian mitigaai bencana alam laut dan prakiraan iklim laut 
Dst ... 

Program pernberdaJlaan ma.sJl(U"CZkat dalam pengawcuan dan ~ngenda Uan aumberd'aya 
Pembentukan kelompok maayarakat awakw&a pengamanan aumberdaye. kclautan 
Pembinaan Kelompok Masyarakat Kelautan Peaisir dan Pulau-pulau Kecil (KP3K) 
Penyediaan Sarana dan Prasarana K.awasan Konservasi Perairan (OAK~ APBD) 
Pembangunan Garasi Kapa! Pengawas Perikanan 
Pengadaan kendaraan pengawas kelautan dan perikanan 

Sosialiaasi Perda Nomor 18 tahun 2014 tentang Rencana Zon.a.si Pesisit Laut dan Pulau-pulau Kecil 

2.05. 27 

2.05. 26 
2.05. 26. 01 

2.05. 25 
2.05. 25. 01 

2.05. 24 
2.05. 24. 01 
2.05. 24. 02 

2.05. 23 
2.05. 23. 01 
2.05. 23. 02 
2.05. 23. 03 

2.05. 22 
2.05. 22. 01 
2.05. 22. 02 
2.05. 22. 03 

2.05. 21 
2.05. 21 . 01 
2.05. 21. 02 

2.05. 20. 13 
2.05. 20 .14 
2.05. 20. 15 

2.05. 20 
2.05. 20. 01 
2.05. 20. 02 
2.05. 20. 03 
2.05. 20. 04 
2.05. 20. 05 
2.05. 20. 06 
2.05. 20. 07 
2.05. 20. 08 
2.05. 20. 09 
2.05. 20. 10 
2.05. 20' 11 
2.05. 20. 12 

2.05. 19 
2.05. 19. 01 
2.05. 19. 02 
2.05. 19. 03 
2.05. 19. 04 
2.05.19.05 
2.05. 19 '06 
2.05. 19. 07 
2.05. 19. 08 
2.05. 19. 09 
2.05.19.10 
2.05. 19. 11 
2.05.19.12 
2.05. 19' 13 
2.05.19.14 

2.05. 18 
2.05. 18. 01 
2.05. 18. 02 

2.05' 17' 01 
2.05. 17. 02 
2.05. 17. 03 
2.05. 17. 04 
2.05. 17. 05 

2.05. l 7 

2.05. 16 
2.05. 16. 01 
2.05. 16. 02 
2.05. 16. 03 
2.05. 16. 04 
z.os . 16. as 

2.05' 15. 08 



Program Panoa- zcu. ... Uaan Dun Kcter'dbGli l'GMU' 
Pemtawasan kcberaihan d.an ketertiban paaar Pemda Kab. Lampung Selatan 

Program P•mbCnaan Pettaga.ng Ka.~t Llma Dun A.songan 
Kegiatan pembinaan orgenisa.si pedagang kalci lima dan seongan 
Kegiatan pcnyuluhsn peningka.tan disiplin pedagang kalci lima dan aeongan 
Kegiatan penataaii tempai us.aha. bagi ped.agang kakilima dan aaongen 
Kcgiatan fasilitaa modal us.aha bagi pedagang kaki lima dan aaongan 
Kegiatan pengawaaen mutu dagangan pedagang kald lima den asongan 
Kegiatan pembangunan gudang penyimpanan bare.ng pedegang kaki lime dan asongan 
Pcngadaan Sarana dan PrfilJarane. Keberaihan Paaar 
Pcmbinaan dan penyuluhan perdagangan dan perlindungan koneumen 
Pcmbinaan Pe.sar Deaa delarn rangka. mendukung Lomba Dess 
Lomba UPI' Paaar PEMDA Se·Kab. Lampung Selatan 
Pembinaan d.an Penataan Pedagang Pe.&ar PEMDA Kab.Lampung Selatan 
Kegiatan pembinaan Puar Dcsa 
Sosialiaaai Pcrun.danpn Pcngel.olaan Paaar 
Pcngadaan Cetak Karda dan Blanko Rotribual Paaar 

Program. P•ningkatan l1fbten61 Perdagangan Dalam N•11en 
Penyempumaan pcrengka.t peraturan kebijakan dan pelakeanaan operaaional 
Fasilitas kemudahan perizinan pengembangan usaha 
Pemba.ngunan Paear dan Distribuei Barang Produk 
Pengadasn kooetruksi/pengcmbangan pasar 
Pengembangan infonnasi pasar dan distribusi barang 
Pasar murah dalam rangka menyambut hari rays. Idul Fitri 
Pengadaan kontruksi/pc:ngembangan pasar (l.anjutan) 
Monitoring dan Evaluaai Harga Sembako dan Bareng Penting lainnya 
Pengadaan Kontrukai/ Pengembengan Qud.ang 
Bimbingan clan Penyuluhan Sistem Reai Gudang 
Sosialiaasi. dan Pcrencanaan Pembe.ngunan Paaar 
Pameren den Promosi Pcmbangunan Tingkat Kabupaten 
Pemb~atAn Profil Puul&ha.a.n dan Pemetaan Loki.Ii Puuaahaan 
Pengadaan Konatrukai/Pengembangan Pasar /Gudang 
Faailitalli Pclakaanaan Sistem Reai Gudang 
Monitoring, Evaluui dan Pembinaan Pa.da Pasar Pemda 
Pc:nunjang Pembengunan Paear 
Penunjang Opraaional gudang 
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Pcrdage.ngan 
Partisipasi Pameran Lampung Selatan Fair dan Lampung Fair 
Penyusunan Prognosc Kebutuhan Pokok Masyarakat 

Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor 
K.oordinasi dan aingkroniaaai kebijakan pengeinbangan industri 
Pcngembangan Jn!ormaa! peluang pa.ear perdagangan luar negerl 
Soeialiaaai kebijkan penyederhanaan proaedut den dokumen ekapor dan impor 
Pcngembangan databa&c in!onnaai potcnai unggulan 
Kerjasama standariaaai mutu baik naaional, bateral, regional dan intemasional 
Kerje.eama dengan lembsga intcmaaional dalam rangka. pc:ngembangan produk 
Koordinaai. pcnyelesaian masalah produkai clan distribusi sektor induetri 
Membangun jrjaring dengan eksportir 
Koordinaai program pengembangan c:kspor dengan instansi terkait 
Pengcmbangan kluteter ekspor 
Pemngkatan kapaaitaa lab pengaji mutu barang ekspor dan impor 
Pengembangan promos.i petdagengan intemasional 
Dst .. 

Program Pentngkatan IUr;Ja Sama Perdagangan. I11ternaaional 
Penyiapan databue kuota eetie.p jenis barl!.Jlg de.n ja.aa 
Penyebarluaaan in!onnaai database kuota 
Penyusunan tim daerah dalam perundingan perdagangan inteme.a!onal 
Fasilitaa penyele saian sengketa dagang 
Koordinasi pengelolaan isu-isu perdangangan intema.sional 
Dst ... 

Pordapapa. 
Program p,.,.11n4wigan KoMlllMft dart Pengcunanan hnlagangwi 

KoordinB.lli Pcningkatan bubungan kerja dengan lenibega perlindungan konsumen 
Faeilitaa penyelc:sai.an permaaalahan pengaduan konsumen 
Peningkat.an penge.WIWUt peredaran bu-ang dan jaaa. 
Operaaionaliaaai dan pcngembangan UPT kemctrologian dac:rah 
Pengadaan tabung pemeda.m lcc:bakaren 
Sosialieaai Undang-undang Metrologi legal dan perlindungan konsumen 
Pengawasan BDKT, UTTP dan bare.11g-barang yang beredar dtpasaran 
Fasilitasi Oprasionel Sarana den Prasarana Kemetrologian 
Pendataan sarana dan Prasarana Kcmetrologian 
Penyusunan Peraturan Daerah Tc:ntang Mc:trologi Legal dan Perllndungan Koneumen 

Penyusunan Profil Perikanan dalam Rangka Pereacanaan, Monitoring dan Evaluasi Pembangunan 
Penkanan 

2.06. 20 
2.06 '20. 01 

2.06. 19 
2.06. 19. 01 
2.06. 19. 02 
2.06. 19. 03 
2.06. 19. 04 
2.06. 19. 05 
2.06. 19. 06 
2.06. 19. 07 
2.06' 19 '08 
2.06. 19. 09 
2.06. 19. 10 
2.06. 19. 11 
2.06. 19. 12 
2.06. 19. 13 
2.06. 19. 14 

2.06. 18 
2.06. 18. 01 
2.06. 18. 02 
2.06. 18. 03 
2.06. 18. 08 
2.06. 18. 09 
2.06. 18' 10 
2.06 . 18 . 11 
2.06. 18. 12 
2.06. 18. 13 
2.06. 18. 14 
2.06. 18. 15 
2.06. 18. 16 
2.06. 18. 17 
2.06. 18. 18 
2.06. 18. 19 
2.06. 18. 20 
2.06. 18. 21 
2.06. 18. 22 
2.06. 18. 23 
2.06. 18. 24 
2.06. 18. 25 

2.06. 17 

2.06. 17. 01 
2.06. 17. 02 
2.06. 17. 03 
2.06. 17. 04 
2.06. 17. 05 
2.06. 17. 06 
2.06. 17. 07 
2.06. 17. 08 
2.06. 17. 09 
2.06. 17. 10 
2.06. 17 . 11 
2.06 . 17 . 12 
2.06.17 .13 

2.06. Hi 
2.06. 16. 01 
2.06. 16 '02 
2.06. 16 '03 
2.06.16.04 
2.06. lh 05 
2.06 . 1(1 . 06 

2.06 
2.06. 15 
2.06. 15. 01 
2.06. 15. 02 
2.06. 15. 03 
2.06. 15. 04 
2.06. 15, OS 
2.06. 15. 06 
2.06. 15. 07 
2.06. 15. 08 
2.06. 15. 09 
2.06. 15. 10 

2.05. 27. 01 



Program Perlbld'UllllGJ\ XonauP1Bn dan PeftllamotUUI PIJF'dagalt(Jan 
Pcnyu.luhan pcningkatan diaiplin dan pengetahuan pedagang ~longan ekonomi lemah 

Program Peningkatan Efts~n.st Perdagangan Dalam lk11•n 
Pengembangan lnformaei Pasa.r dan Distribuei Barang 

Program Penlnglcatan dan Peng•mban11an Ekspor 
Pembine.an terpadu pengembangan komoditi ekspor 

Prognvri Pengembangcan Sentra-aentra lndut:r"i Potan.slal 
Pembangunan aktie• transportaei eentra-eentra industri potensial 
Penyuluhan peningkatan d.isiplin dan pengetahuan pedagang golongan ekonomi lemah 

.Prugram hnataan ~r lnduatrl 
Kebijakan ketukaitan induatri hulu clan hilir 
Pengembangan infonnaai pasar dan distribusi be.rang 

Pen]IU81lnan Media lnformasl. 
Pembinaan kcmampuan teknologi industri 
Ost... 

Program Peng•mbangan lnduatrl KecU dan M•nengah 
Fasilitas bBgi induetri kecil dan menengah terhadap pemanfaatan sumberdaya 
Pembinaan Industrt ker.il dan menengah dalam memperkuatjaringan klaster industri 
Pembi.naan industri kecil dan menengah dalam. memperkuatjaringan klaster industri 
Pemberian kemudahan Wl1 usaha Induetri kecil dan menengah 
Pemberian kemudahan izin Ueahe industri kecil dan menengah 
Fasilita.a kerja.sams. kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 
Pelatihan Ketrampilan lndustri Bordir 
Pclatihan Keterampilan lndustri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan 
Pelatihan Keterampilan lndustri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan 
Pelatihan Keterampilan lndustri Kecil dalam rangka pengentasan kemiskinan 
Promosi dan motivasi industri dagang kecil dan menengah 
Pelatihan Keterampilan lndustri Kecil Genteng 
Promos.I dan Motivasi lnduetri Dagang Kecil dan Menengah 
Pelatihan Motive.ai Berprestasi (AMT) 
Pelatihan ketrampilan industri kecil pengolahan pieang 
Pembinaan dan Pendataan Kopecaei, Industri dan Pcrdagangan 
Pelatihan Keterampilan lnduatri Kecil Kerajine.n Kain Perea 
Pelatihan Ketrampilan lnduatri Kecil Batok Kelapa 
Sosialiaa.ei, Monltorins clan Evaluul Pcnanganan hmiu&l&han I.PG 3 KG 
Pelatihan Keterampilan Produk Unggulan Industri Kecil Keripilc Pi&ang 
Pelatihan dan bantuan peralatan ketrampilan produk unggulan sentra kerajinan indu1tri 
Penunjang dan Operasional Dekranasda 
Rehabilitasi Gedung Pamer Industri Kecil 
Pelatihan Ketrampilan lndustri Kecil Perbengkelan Las 
Pengembangan Ekonomi Kreatif 
lnventarisasi dan Pembina.an lndustri Kecil Menengah 
Penyu sunan Media lnformasi 
Pelatihan ketrampilan industri kecil kerajinan tuping 
Pelatihan dan Bantuan Keterampilan lndustri Kecil Maubeler dan Sulam usus 
Pelatihan dan Bantuan Peralatan Industri Kecil Pengc:lolaan lkan 
Fasilitasi kerjaeama diantar pelaku usahs. 
Pameran dan promoei tinglcat kabupaten 
Pameran Ekonomi Kreatif dan Jnovatif 
Pendataan dan lnfentarisasi Produk Unggulan Kabupe.ten Lampung Selatan 
Pendataan IndU•tri Kecil Menengah, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 

Perinclua~ 
.Prugra.m P•nift9katan K'aptutt.a. !pt.le Stst.m Produbt 

Koordine.ai. modal ventura bagi induatri berbaa£a teknologi 
Pelayanan pengembugan modal vcntura dan inkubator 
Pengembangan infrastruktur kelembagaan atandariaaai 
Pengembangan kapeaitaa penata pengukuran •tandariaaai pengujian dan kualltaa 
Pengcmbaiigan ai.Bt2m JnoY&Bi teknologj induebi 
Pengawasan BDKT, UTl'P dan barang-barang yang beredar dipaaaran 
Bimbingan penyuluhan (BlMBULUH) perlindungan konsumen 

Bimbingan dan P•rwuluhan (BtmbuluhJ PerUndun11an Konsurnsn 
Kcordine.ai. peningkatan hubungan kerja dengan lembaga perlindungan konsumen 
Fe.ai.litaa penyelesaian pennaaalahan pengaduan konsumen 
Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 
Operaeionalisaai dan pengembangan UPI' kemetrologian daerah 
Pengadaan tabung pemadam kebakaran 
Sosialisas.i Undang-undang Metrologi Legal dan Perliadungan Konsumen 
Pengawaaan 5DKT, UTrP dan Bareng-barang yang beredar dipasaran 

Progra.m Pengelolaan Pasar 
Penyusunan data/infonnasi pedagang pasar 

:J.07 • :z:z 
2.07' 2i. 01 

2.07. 21 
2.07. 21 . 01 

2.07. 20 
2.07. 20. 01 

2.07. 19 
2.07. 19. 01 
2.07. 19' 02 

2.07. 18 
2.07. 18. 01 
2.07. 18. 02 

2.07. 17 
2.07.17.01 
2.07. 17. 02 

2.07. 16 
2.07. 16. 01 
2.07. 16. 02 
2.07. 16. 03 
2.07. 16. 04 
2.07. 16. 05 
2.07. 16' 06 
2.07. 16 '07 
2.07. 16. 08 
2.07. 16. 09 
2.07. 16. 10 
2.07 . 16 . 11 
2.07. 16. 12 
2.07 . 16 . 13 
2.07. 16. 14 
2.07. 16. 15 
2.07. 16. 16 
2.07. 16. 17 
2.07. 16. 18 
2.07. 16. 19 
2.07. 16. 20 
2.07. 16. 21 
2.07. 16. 22 
2.07. 16. 23 
2.07. is . 24 
2.07. !6. 25 
2.07. 16. 26 
2.07. 16. 27 
2.07. 16. 28 
2.01. 10. 29 
2.07. 16. 30 
2.07. 16. 31 
2.07. 16. 32 
2.07. 16. 33 
2.07. 16. 34 
2.07. 16. 35 

2.07 
2.07. 15 
2.07. 15. 01 
2.07. 15. 02 
2.07. 15. 03 
2.07. 15. 04 
2.07. 15. 05 
2.07. 15. 06 
2.01. 15. 07 

2.06. 22 
2.06. 22. 01 
2.06. 22. 02 
2.06. 22. 03 
2.06. 22. 04 
2.06. 22. 05 
2.06. 22. 06 
2.06 . 22. 07 

2.06. 21 
2.06. 21. 01 



KRERLANI 

Pj. BUPATI LAMPUNG SELA.TAN, 

Program tra:namlgrast regional 
Penyuluhan transmigraei regional 
Pelatihan transmigrasi rezicnal 

Program 'J'hzrumfgraaf lakal 
Penyuluhan transmigrasi lokal 
Pelatlhan tranamigrasi lokal 

Program pengembanga:n wUayah tranamtflraat 

Penguatan SOM pemerintah daerah den masyarakat trenamigrasi di kawasan tranamigraai di perbatasan 
Peningkatan kerjasama enter wilayah, antar pelaku den antar sektor dalam rangka pcngembengan 
ka.wasan trensmigraai 
Penyedia.an den pengelolaan prasarana den serana aoe.ial den ekonomi di kawaaan transmigraei 
Penyediaan Lembega Keuange.n Daerah yang membantu modal usaha dikawasan transmigrasi 

Pengerahan dan rasilitasi perpindahan serta penempatan transmigraai untuk memenuhi kebutuhan SOM 

Trane.m.lcraal 
Program Pengera:han dan l'cuiHta.R Perptndahan aerta Pene'"1'4Ztan Tranamignui 

Penyuluhan Ketransmigrasian dalarn rengka penjaringan anlmo masyarakat 
Penyuluhan Paradigma baru Transmigraei di Era Otonomi Daerah 
Pengembangan Transmigrasi Melalui Pembinaan Peningkatan SOM di bidang Uaaha Pertanian dan 
Keterampilan Kejuruan 
Pembina.an Ketranemigrasian di bideng Prasarana Fisik dengan Pola Padat Katya 
Pcngirimen dan Penempatan Trensmigrasi Ice Luer Daerah 
Pendaftaran, Seleksi dan Pengiriman Transmigraei 

Program Pembltta:cui Ka:ld Lima dan Aaongan 
Pengawaaan BDKT, UITP dan Barang-Barang yang Beredar Dipasaran 
Koordinasi Peningkatan Hubungan Kerja Dengan Lembaga Perlindungim 
Bimbingen den Penyuluhan (Bimbuluh) Perlindungan Konsumen 

2.08. 18 
2.08. 18. 01 
2.08. 18. 02 

2.08. 17 
2.08.17.01 
2.08. 17. 02 

2.08. 16. 03 
2.08. 16. 04 
2.08. 16. 05 

2.08. 16. 02 

2.08. 16 
2.08. 16. 01 

2.08' 15. 04 
2.08. 15. 05 
2.08' 15. 06 

2.08 
2.08. 15 
2.08. 15. 01 
2.08. 15. 02 
2.08. 15. 03 

2.07. 23 
2.07. 23. 01 
2.07. 23. 02 
2.07. 23. 03 



P&Jak Reldam.e 
Reklarne Papan/Bill ?oard/Videotron/Megatron 
Reklame Kain 
Reklame Melekat/Stiker 
Reldame Selebaran 
Reklame Berjalan 
Reklame Udara 
Reklame Apung 
Reklame Suara 
Reklamc Film/Slide 

P&Jak Hibllftll 
Tontonan Film/Bioskop 
Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/Busana 
Kontes Kecantikan 
Kontes Binaraga 
Pamcran 
Oiakotik 
Karaoke 
Klub Malam 
Sirkua/ Akrobat/ Sulap 
Pennainan Biliar 
Permainan Golf 
Permainan Bowling 
Pacuan Kuda 
Balap Kendaraan Bennotor 
Permainan KetanglcalJan 
Pand Pijat/Reflekai 
Mandi Uap/Spa 
Pu1111t Kebugecan 
Pl!Jak Hlburen I Pertandingan Olahraga 

P&Jak ReatorBD 
Restoran 
Rumah Makan 
Cal~ 
Kan tin 
Katering 
Warung 
Bar 

PENDAPATAN 
PENDAPATAN ASLI DAERAH 
Pcnclapatan P&Jak Daerah 
P&Jak Hotel 
Hotel Bintang Lima Berlian 
Hotel Bintang Lima 
Hotel Bintang Empat 
Hotel Bintang Tiga 
Hotel Bintang Dua 
Hotel Bintang Satu 
Hotel Melati Tiga 
Hotel Melati Dua 
Hotel Melati Satu 
Motel 
Pajak Hotel I Cottage 
Losmen/ Ru mah Penginapan I Pesangg:raha /Hos~!/ Ru mah Kos 
Wiama Pariwisata 
Rum.ah Penginapan dan Sejenisnya 
Gubuk Pariwisata 
Peaanggrahan 
Rumah Kos dengan Jumlah Kamar Lebih dari 10 (Sepuluh} 

4.1.1.04 
4 . 1 ' 1 ' 04 . 01 
4 . l . l ' 04 . 02 
4 i . l. 04. 03 
4 . l ' l . 04 . 04 
4 . 1 . 1 . 04 ' 05 
4 . 1 . l . 04 . 06 
4 . 1 ' l . 04 . 07 
4.1.1.04.08 
4.1.1.04.09 

4.1.1.03 
4 . 1 . 1 . 03 . 01 
4 . 1 . 1 . 03 . 02 
4 . 1 . 1 . 03 . 03 
4 . 1 . 1 ' 03 . 04 
4.1.1.03.05 
4.1.1.03.06 
4.1.1.03.07 
4.1.1.03.08 
4.1.1.03.09 
4.1.1.03.10 
4.1.1.03.11 
4. 1 ' 1 . 03 . 12 
4 . 1 ' 1 . 03 . 13 
4 . 1 ' l . 03 . 14 
4 . l ' l ' 03 . 15 
4 . 1 . 1 . 03 . 16 
4.1.1.03.17 
4 . 1 . 1 . 03 . 18 
4. 1 . 1 . 03. 19 

4.1.1.02 
4 . 1 . 1 . 02 ' 01 
4 . 1 . 1 . 02 ' 02 
4,1.1.02.03 
4.1.1.0~.04 
4.1.1.02.05 
4.1.1.02.06 
4.1.1.02.07 

4 
4.1 
4. 1. l 
4. 1. 1. 01 
4. 1 . 1 . 01 . 01 
4 . 1 . 1 . 01 . 02 
4 . 1 . 1 • 01 ' 03 
4 . 1 . 1 . 01 ' 04 
4 . 1 . 1 . 01 . 05 
4 . 1 . 1 . 01 . 06 
4 . 1 . 1 . 01 . 07 
4 . 1 . 1 . 0 1 . 08 
4.l.1.01.09 
4. i . 1. 01. 10 
4.1.1.01.ll 
4 . 1 . 1 . 01 ' 12 
4 . 1 . 1 . 01 . 13 
4 . 1 . 1 . 01 . 14 
4 . 1 . 1 . 01 . 15 
4 . 1 • 1 . 01 ' 16 
4.1.1.01.17 

KODE REKENING PENDAPATAN l>ABRAll 
KABUPATER LAMPUNG SELATAN TAHUN ANGGARAH 2016 

LAMPlRAR VI : PERATURAR BUPATI LillPUMG SELATAN 
NO?lllOR : A'},.. TAHUN 2015 
TANGGAL i to tJ{)Vll~ Jiot.r 2015 



PaJak lllnanl Bukan Lopm daD Bataan 
Aabes 
&tu Tulia 
Batu Sctengah Pcnnata 
Batu Kapur 
Batu Apung 
Dst\ .. 

" Pl,fak Bumi daD BaDcwaan PerdeNAD dBD Perkotaaa. 
PBS Scktor Perkotaan 

Dihapua •••• 
Pajak Lingkungan 

PaJak Sara.ng Buru11g Walet 
Pajak Sarang Burung Walet 

PaJak A1r Bawah Tuah 
Pajak Air Bawah Tanah 

PaJakParldr 
Pajak Parkir 

Dlhapua .... 
As bes 
Be.tu Tulie 
Batu Setengah Permata 
Batu Kapur 
Batu Apung 
Batu <lunung/Kali 
Sirtu 
Pa.sir 
Tanah Timbun 
Batu Pecah/Kerikil 
Batu Permata 
Bentonit 
Dolomit 
Feldspar 
Garam Batu (Halite) 
Grafit 
Granit/ Andesit 
Gips 
Kal&Lt 
Kaolin 
Leuait 
Magncsit 
Mika 
Manner 
Nitrat 
Opsidien 
Oker 
Pe.sir Kuarsa 
Perlit 
Phospat 
Talk 
Tanah Scrap (Fullers earth) 
Tanah Llat 
Tawas (Alum) 
Tras 
Yarosif 
Zcolit 
Basal 
Trakit 
Mineral Bukan Logam dan Lainnya 

PaJak Peueranpn JalaJl 
Pajak Penerangan Jalan Dihaailkan Sendiri 
Pajak Pencrangan Jalan Sumber Lain 

Reklamc Perapan 

4. 1. 1. 12 
4 . 1 • 1 ' 12 . 01 

4.1.1.11 
4. 1 . 1 . 11. 01 
4.1.1.11.02 
4.1.1.11.03 
4.1.1.11.04 
4.1.1.11.05 
4.1.1.11.06 

4. 1. 1. 10 
4. 1 . 1 . 10. 01 

4. 1. 1. 09 
4. 1 . 1. 09' 01 

4.1.1.08 
4 . 1 . 1 . 08. 01 

4.1.1.07 
4 . 1 . 1 . 07 . 01 

4.1.1.06 
4 . I . 1 . 06 . 01 
4 . 1 . 1 . 06 . O!l 
4 . 1 . 1 . 06 . 03 
4 . 1 . 1 . 06 . 04 
4.l.1.06.05 
4 . l . 1 . 06 . 06 
4.1.1.06.07 
4.1.1.06.08 
4.1.1.06.09 
4.1.1.06.10 
4 . 1 . l . 06 . 11 
4 • 1 . 1 . 06 . 12 
4 . 1 . 1 . 06 . 13 
4 . 1 . 1 . 06 . 14 
4 . 1 . 1 . 06 . 15 
4 . l . 1 . 06. 16 
4. 1 . 1 . 06. 17 
4 . 1 . 1 . 06 . 18 
4.1.1.06.19 
4 . 1 . 1 . 06 . 20 
4. 1 . 1 . 06. 21 
4.1.1.06.22 
4 . 1 . 1 . 06 . 23 
4 . 1 . 1 . 06 . 24 
4 . 1 . 1 . 06 . 25 
4 . 1 . 1 . 06 . 26 
4 . 1 ' 1 . 06 . 27 
4 . 1 . 1 . 06 . 28 
4 . 1 . 1 . 06 . 29 
4.1.1.06.30 
4.1.1.06.31 
4 . 1 . 1 . 06 . 32 
4 . 1 . 1 . 06 . 33 
4.1.1.06.34 
4 . 1 . 1 . 06 . 35 
4 . 1 . 1 . 06 . 36 
4 ' 1 . 1 . 06 . 37 
4.1.1.06.38 
4 . 1 . 1 . 06 . 39 
4 . 1 • 1 . 06 . 40 

4.1.1.05 
4. 1 . 1 . 05. 01 
4.1.1.05.02 

4 . l . 1 . 04 . 10 



Retrlbwil Jaaa Usaha 
Retribusi Pemakaien Kekaye.an Daerah - Penyewe.an Tanah dan Bangunan 
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - Laboratorium 
Retribuai Pemalcaien Kdcayaan Daera.h - Ruangan 
Retribuai Pema.lcaian Keka.yaan Daerah - Kenclaraan Bermotor 
Retribusi PasaJ" Groair/Pcrtokoan 
Rctribuai Pa881'/Pcrtokoan yang Dikontrakkan 
Retribusi Pe.sar atau Pcrtokoan yang Disediakan/Diselenggarakan olch Pcmcrintah 
Dacrah 
Retribuai Tempat Pelelangan lkan 
Retribuei Tempat pelelangan Temak 
Retribuai iempat Pelelangan Haail Bumi 
Retribusi Tempat Pelelangan Haail Hutan 

Rctribull.i Alat PenanggUlangan Kebakatan 
Retribuai Alat Penyelematan Jiwa 
Retribuai Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta OasaJ" (Garia) 
Retribuai Penggantian Biaya Cetalc Peta Penyediaan Peta Foto 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Digital 
Retribuai Penggantian Biaya Cetak Peta Penyediaan Peta Tematik 
Retribuai Penggantian Biaya Cetak Peta Penyewaan Peta Teknia \Struklur) 
Retribusi PeJayanan Pendidikan Penyelenggaraan Pendidikan 
Retribuai Pelayanan Pendidikan Pelatihan Teknis 
Pernanfaatan RuMg untuk Mcnara Telckomunikasi - IRA 

H..u Rotzllnu1l Paorah 
Retrlbui Jaaa Umwn 
Rctribuai Pclayanan Keschatan - Puekesmaa 
Retribu&i Pelayanan Keaeha.tan Puakcamas kcliling 
Rcbibusi Pelayanan Kcschatan Puakesmas pembantu 
Retribusi Pelayanan Kcsehatan Balai Pengobatan 
Retribuai. Pclayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah 
Retribuai Pelayanan Keschat.an Tcmpat Pelayanan Kesehatan Lainnya yang Sejenis 
Y8lll Dimiliki dan/ a tau Dikelola. oteh Pemda 
Retribuai Pelayanan Pcr88.mpahan/Keberaihan 
Retribuai Pengangkutan Sampah dari Sumbernya dan/atau Lok.Elsi Pembuangan 
Sementara ke Lokasi Pembuangan/Pembuange.n Akbir S1UOpllh 

Retribuai Penyediaan Lokasi Pembuangan/Pemuanahan Akhir Sampah 
Retribuei Penggantian Biaya KTP da.n Akte Catatan Sipil - KTP 
Retribuai Penggantian Biaya Kartu Kctcrangan Bertcmpat Tinggal 
Retribusi Penggantian Biaya Kartu Identitas Kerja 
Retribuai Penggantian Biaya Kartu Penduduk Sementara 
Retribuai Penggantian Biaya Kartu Identitas Penduduk Musiman 
Retribuai Penggantian Biaya Kartu Kcluarga 
Rctribusi Penggantian Biaya Akta Catatan Sipil 
Retribuai Pelayanan Penguburan/ Pem~ 
Rebibusi Sewa Tempat Pemalcaman atau Pembakaran/ Pengabuan Mayat 
Retribuai Pelayanan Parklr Dl Tepi Jalan Umum 
Retribusi Pelayanan Pasar - Pelataran 
Retribuai Pelayanan Paaar - Loa 
Retribusi Pelayanan Pasar - Kios 
Retribusi PKB - Mobil Penumpang • Sedan 
Retribusi PKB - Mobil Penurnpang ·Jeep 
Retribuai PKB · Mobil Penumpang • Minibus 
Retribuai PKB - Mobil Bus - Miaobus 
Retribusi PKB - Mobil Bus - Bua 
Retribuai PKB - Mobil Barang/ Beban • Pick Up 
Retribuai PKB - Mobil Barang/ Beban · Light Truck 
Retrlbusi PKB • Mobil Be.rang/ Beban - Truck 
Retribusl PKB · Sepeda Motor - Sepeda Motor Roda 2 
Retribuei PKB - Sepeda Motor · Sepeda Motor Roda 3 
Retribuai PKB • Kendaraan Bermotor yang Oioperaaikan di Air 
Retribusi Pelayanan Pemeriksa.an dan/ atau Pengujian Alat Pemadam Kebakaran 

P!Vak. Bea Perolehu. Hak. atu Tauah dan Bangunaa (BPHTBI 
BPHTB - Pemindahan Hak 
BPH'lB - Pembcrian Hak Baru 

PBB Scktor Perdesaan 

4.1.2.02.08 
4.1.2.02.09 
4 ' 1 . 2 . 02 ' 10 
4 . 1 . 2 . 02 . 11 

4.1.2.02 
4 . l . 2 . 02 . 01 
4.1.2.02.02 
4.1.2.02.03 
4.1.2.02.04 
4.1.2.02.05 
4.l.!2.02.06 
4.1.2.02.07 

4 . 1 . 2 . 01 . 35 
4. 1 . 2. 01 . 36 
4 . 1 . 2 . 01 . 37 
4 . 1 . 2 . 01 . 38 
4 . 1 . 2 . 01 . 39 
4 . 1 . 2 . 01 ' 40 
4. 1 . 2. 01 . 41 
4 . 1 . 2 . 01 . 42 
4 . 1 . 2 . 01 . 43 
4.1.2.01.44 

4. 1 ' 2 . 01 . 09 
4 . 1 . 2 . 01 . 10 
4 . l. 2 . 01 . 11 
4.1.2.01.12 
4 . 1 . 2 . 01 . 13 
4. 1. 2. 01 . 14 
4 . 1 . 2 . 01 . 15 
4 . 1 . 2 . 01 . 16 
4. 1. 2. 01. 17 
4 . 1 . 2 . 01 . 18 
4.1.2.01.19 
4. 1 ' 2. 01 . 20 
4. 1. 2. 01 . 21 
4 . l . 2 . 01 . 22 
4 . 1 . 2 . 01 . 23 
4 . 1 . 2 . 0 l . 24 
4 . 1 . 2. 01 . 25 
4 . 1 . 2. 01 . 26 
4 ' 1 . 2. 01 . 27 
4. 1 . 2. 01 . 28 
4 . l . 2. 01 . 29 
4 . 1 . 2. 01 . 30 
4 . 1 . 2 . 01 . 31 
4 . 1 . 2 . 01 . 32 
4 . l . 2 . 01 . 33 
4 . 1 . 2 . Ol . 34 

4 . 1 . 2 . 01 . 07 
4 . 1 • 2 • 01 . 08 

4 .1. 2 
4. 1. 2. 01 
4. 1 . 2. 01 . 01 
4.1.2.01.02 
4 . 1 . 2. 01 . 03 
4. I . 2 . 01 . 04 
4. l . 2. 01 . 05 
4 . 1 . 2 . 01 . 06 

4. 1. 1. 13 
4 . l . 1 . 13. 01 
4. l . 1 . 13. 02 

4 . 1 . 1 . 12. 02 



Lain-lain Pendapatan AB11 DaHa.b. J'll.D& Sa.b. 
Haall PenJualan Aaet Daerah YllDI Tidak Dlpiaa.bka.n 

Pelepasan Hak Atas Tanah 
Penjualan Peralatan/Pertengkapan Kantor Tidak Terpakai 
Penjualan Mesin/Alat-alat Berat Tidak Terpakai 
Penjualan Rumah Jabatan/Rumah Dinae 
Pcnjualan Kendaraan Dinas Roda Dua 
Penjualan Kendaraan Dinaa Roda Empat 
Pcnjualan Drum Bekas 
Pertjualan Hasil Pcnebangan Pohon 
Penjualan Lampu Hiaa Bckas 
Pertjualan Bahan-bahan Bekaa Bangunan 
Penjualan Perlengkapan Lalu Lint.as 
Pcnjualan Obat-obatan dan Haail FannaBi 
Penjualan Hasil Pertanian 
Penjualan Haail Kehutanan 
Penjualan Hasil Perkebunan 
f'enjualan H11eil Petemakan 
Pel\iualan Haail Perikanan 

BqlaD Laba ataa Pen7•rtaa.D Mod.al pada PerusalJ.UD MWk Swuta 
Bagian Laba At.as Penyertaan Modal Pada Pcrusahaan Miillc Swaata 

Bqian Laba ataa Peayertaan Modal pada Peni..ahllll.D MWk Negua/BUMN 

Bagian Laba Ata.s Penyertaan Modal Pad.a Perusahaan Milik Pcmcrintah/BUMN 

Hu!I Peq•lolaaD Kekayaau Dura.b. Yll.D& Dlp'ubken 
Ba&lu Laba atu Penyertaan Modal pada Peniaahaan MWk Daerah/BUMD 

Bagian Laba Atas Penyertaan Modal Pada Pcrusahaan Milik Daerah/BUMD 
Bagian Laba atas Penyertaan Modal pa.da BUMD . 

Retribual PerizlnaD Terteatu 
Rctribusi Izin Mendirilcan Bangunan 
Retribuai Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
Retribusi lzin Gangguan tempat Ueaha/Kegiatan kepada Orang Pribadi 
Retribuei lzin Oangguan tempat Usaha/Kegiatan kcpada Bad.an 
Rctribuai Pemberian l%in Tra,yek kepada Orang Pribacli 
Retribuai Pembcrian lzin Trayek kcpada Bada.n 
Rctribuei Pembcri.an lzin usaha Perikanan kcpada Orang Pribadi 
Retribusi Pembcrian Izin usaha Perikanan kepada Sadan 
Retribusi Penggunaan Ruas Jalan Tertentu 
Retribusi Penggunaan Koridor Tertentu 
Rctribuai Penggunaan Kawasan Tertentu pada Waktu Tertentu oleh Kendaraan 
Bennotor Perseorangan dan Barang 
Pcmberian Perpanjangan !MTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Aaing • LRA 

Retribuai Tenn.inal • Tempa.t Kegia.tan Uaaha 
Retrtbuai Terminal~ P'asilita.s Lainnya di LingkUngan Terminal 
Retribuai Tempat Khusus Parkir 
Rctribuai Tempat Penginapan/Pesanggx-ahan/Villa 
Retribusi Pemerikaaan Kcsehatan Hewan Scbelum Dipotong 
Retribuai Pemeriksaan Kesehatan Hewan Sesudah Dipotong 
Retribusi Pelayanan Kepelabuhan 
Retribuai Tempat Rekreasi 
Rctribuai Tempat Pariwisata 
Retribusi Pelayanan Tcmpat Olahraga 
Retribuai Pcnyebrangan Orang 
Retrtbuai PelayanE111 Penyebrangan Barang 
Rctribuai Peajualan Produkal Usaha Daerah 
Retribusi Pengolahan Limbah Cair Rumah Tangga 
Retribuai Pengolahan Limbah Cair Perkantoran 
Rctribuai Pengolahan Limbah Cair Industri 
Retribuai Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus 

Retribusi Tempat Jasa Pelelangan serta Fasilitas Lainnya yarig Diacdiakan di Ternpat 
Pelelangan 
Retribuai Terminal - Tempat Parkir untuk Kendaraan Penumpang dan Bis Umum 

4.1.4 
4. r , 4. 01 
4 . l . 4 . 01 . 01 
4 . l . 4 . 01 . 02 
4 . l . 4 . 01 . 03 
4 . 1 . 4 . 01 . 04 
4 . l . 4 . 01 . 05 
4 . 1 . 4 . 01 . 06 
4. l • 4 . 01 . 07 
4. 1 • 4. 01 . 08 
4 . 1 . 4 . 01 . 09 
4. 1 • 4. 01 . 10 
4 . 1 ' 4 . 01 . 11 
4. 1 . 4. 01. 12 
4 . 1 . 4 . 01 . 13 
4. l . 4. 01 . 14 
4.1.4.01.15 
4. l . 4 . 01 . 16 

4. l. 4. 01 . 17 

4.1.3.03 
4 . l . 3 . 03 . 01 

4.1.3.0:il 

4 . l . 3. 02 . 01 

4. l. 3 
4. 1. 3. 01 

4. 1 . 3. 01 . 01 
4. l . 3. 01 . 02 

4. l . 2 . 03 . 12 

4.1.2.03 
4 . l . 2 . 03 . 01 
4.1.2.03.02 
4.1.2.03.03 
4.1.2.03.04 
4.1.2.03.05 
4.1.2.03.06 
4.1.2.03.07 
4.1.2.03.08 
4.1.2.03.09 
4 . 1 . 2 . 03 . 10 
4.1.2.03.11 

4 . l . 2 . 02 . 14 
4 . l . 2. 02 . 15 
4. l . 2 . 02 . 16 
4.1.2.02.17 
4 . l . 2 . 02 . 18 
4.1.2.02.19 
4 . l . 2 . 02 . 20 
4. l . 2. 02. 21 
4.1.2.02.22 
4.1.2.02.23 
4 • l • 2 . 02 . 24 
4 . l . 2 . 02 . 25 
4 . l . 2 . 02 . 26 
4 . l . 2 . 02 . 27 
4 . l . 2 . 02 . 28 
4 . 1 . 2 . 02 . 29 
4.1.2.02.30 

4 . l . 2 . 02 . 13 

4 . I . 2 . 02 . 12 

' ,. ) < ,__ ~ / • - : 
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Pendapata.D DOAd& Ratdbual 
Peadapatan Denda RetribuBi Pelayanan Kesehatan 
Pendapatan Denda Retribulli Pelayanan Pereampahan/ Kcberaihan 
Pendapatan Denda Retribulli Penggantian Bia,ya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil 
Pendapatan Dcnda RetribU&i Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
Pendapatan Denda Retribu&i Pelayanan Parlcir di Tepi Jalan Umum 
Pendapatan Denda Retribusi Pelayanan Pasar 
Pendapat£n Denda Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor 
Pendapatan Denda Retribuai Pemeriksaan Alat Pemadam Kebak.aran 
Pendapatan Denda Rctribuai Penggantian Biaya Cctak Peta 
Pendapatan Denda Retribu&i Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakua 
Pendapatan Denda Retribuei Pengolahan Um.bah Cair 
Pcndapatan Denda Retribuai Pelayanan Tera/Tera Utans: 
Pendapatan Denda Retribuei Pelayanan Pendidikan 
Pcndapatan Ocnda Retribusi Pengcndalian Menara Tclckomunikasi 
Pendapatan Denda Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah 
Pendapatan Denda Retribusi Pasar GroSir dan/ atau Pertokoan 
Pendapatan Denda Retribusi Tempat Pelelangan 
Pendapatan Denda Rctribuai Terminal 
Pendapatan Denda Retribuai Tcmpat KhullUB Parkir 

Pcudapatu Denda Pajak 
Pendapatan Dcnda Pe,jak Hotel 
Pendapatan Denda Pajak Reatoran 
Pendapatan Denda Pajak Hiburan 
Pcndapatan Oenda Pajak Reklame 
Pcndapatan Dcnda Pajak Pcnere.ngan Jalan 
Pendapatan Denda Pejak Pengambilan Bahan Galian Golongan C 
Pendapatan Denda Pajak Parkir 
Pendapatan Denda Pajak Air Bawah Tanah 
Pendapatan Dcnda Pajak Sarang Burung Walet 
Pendapatan Denda Pajak Llngkungan 
Pendapatan Denda Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 
Pendapatan Denda Bea Perolehan Hale Atas Tanah dan Bangunan 

Pe114apalllll Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekeljaaua 
Bidang Pendidikan 
Bidang Kesehatan 
Bidang Pekerjaan Umum 
Bidang Perumahan Rakyat 
Bidang Penataan Ruang 
Bidang Perencanaan Pembangunan 
Bi.dang Perhubungan 
Bidang Li.ngkungan Hidupn 
Bidang Pertanahan 
Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil 
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 

Ko.m.Jal, Poto11gllD, du Scll&lh Hllal Tukar Rupiah 
Pencrimaan Komilli Dari Pcnempatan KaB Daerah 
Penedmaan Potongan Dari ...... 
Penerimaan Keuntungan Selisih Nilsi Tukar Rupiah Dari ...... 

Tuntutan Gant! Kerugiaa. Dacrah ITGRJ 
Kerugian Uang 
Kerugian Barang 

Pe11ertmaan Bunga Depoalto 
Rekcning Depoaitc Pada Bank ...... 
Pendapatan Sunga Dana Bergulir . 

Pe11erUnaail JIUI& GU-0 
Jaaa Giro Kaa Daerah 
J&all Giro Pemegang Kas 
Jua Giro Dana Cadangan 

Penjualan Hasil Sitaan 
Haeil Penjualan Jalan, lrigasi dan Jaringan 

4.1.4.08.04 
4 . 1 . 4 . 08 . 05 
4.1.4.08.06 
4.1.4.08.07 
4 . 1 . 4 . 08 . 08 
4.1.4.08.09 
4.1.4.08.10 
4.1.4.08.11 
4. 1.4 .08.12 
4 . 1 . 4 . 08 . 13 
4. 1 . 4. 08. 14 
4 . 1 . 4 . 08 . 15 
4 . l . 4 . 08 . 16 
4 . l . 4 . 08 . 17 
4. l . 4. 08. 18 
4.1.4.08.19 

4.1.4.08 
4. 1 . 4 . 08. 01 
4. 1.4 .08.02 
4.1.4.08.03 

4.1.4.07 
4. 1 . 4 . 07 . 01 
4.1.4.07.02 
4.1.4.07.03 
4.1.4.07.04 
4.1.4.07.05 
4.1.4.07.06 
4.1.4.07.07 
4 . 1 . 4 . 07 . 08 
4 . 1 . 4 . 07 . 09 
4 . l . 4 . 07 . 10 
4.1.4.07.11 
4. 1 . 4. 07. 12 

4.1.4.06 
4. l . 4. 06' 01 
4 . 1 . 4 . 06 . 02 
4 . 1 . 4 . 06 . 03 
4.1.4.06.04 
4.1.4.06.05 
4 • l . 4 . 06 . 06 
4 . l . 4 . 06 . 07 
4.1.4.06.08 
4.1.4.06.09 
4 . l . 4 . 06 . 10 
4.1.4.06.11 
4 . 1 . 4 . 06. 12 

4.1.4.05 
4 . l . 4. OS. 01 
4.1.4.05.02 
4 . 1 . 4 . 05 . 03 

4.1.4.04 
4 . 1 . 4 . 04 . 01 
4.1.4.04.02 

4.1.4.03 
4 . 1 . 4. 03 . 01 
4.1.4.03.02 

4.1.4.02 
4. 1 . 4. 02 . 01 
4.1.4.02.02 
4.1.4.02.03 

4. 1 . 4', 01 . 18 
4.1.4.01.19 



Pe.a.dapataA De11.da Pemanfaatan AMt Dauah 
~dapatan Denda Sewa Aset Daerah 
Pendapatan Oenda Kerjaaama Pemanfaatan Aaet Daerah 
Pendapatan Denda Banguri Guna Sera.h 
Pendapatan Denda Bangun Serah Guna 

P•.ndapataD De.Ilda Atu PelaJaguaa Penta 
Pendapatan Denda Ataa Pelanggaran Penis. 

Labl.·lai.D PAD yang Sah La.1Ju1.ya 
Lain·l.ai.n PAD yang Sah Lainnya 

Hull dari pengelolaa11 da.oa berl(Ullr 
Haail dari pengelclaan dana bergulir 

Pendapatan BLVD 
Pendapatan Jasa La.yanan Umum BLUD 
Pendapatan Hlbah BLUD 
Pendapatan Ha.ail Kerjaaama BLUD 
Pendapatan Lain-lain BLUD 

PendapataD Zakat 
Pendapatan Zakat 

Hull dar1 hm&DfaataD X.kayau Dural& 
Haail dari Pemanfaatan Kekayaan Dacrah Sewa 
Haail dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah Kerjasama Pemanfaatan 
Hasil dari Pemanfaatan Kekaya.an Daerah Bangun Guna Serah 
Haail dari Pema.nfaatan Kekayaan Daerah Bangun Serah Guna 

Pendapatan Dari Angsurao/CJ<:ilao Peaju.alao 
Angsura.n/Cicilan Penjualan Rumah 
Angsuran/Cicilan Penjualan Kendaraan 

Pendapatan Dari Punyelenaiuaan Pendldikan dan Pelatib&a 
Uang Pendaftaran/Ujian Maauk 
Uang Sekolah/Pendidikan dan Pelatihan 
Uang Ujian Kenaikan Tingkat/Kelas 

Fullltu Soa1a1 du. Fullitu Umum 
Fa.ailitaa Soaial 
Faeilitas Umum 

Pe.adapatan Dari Poncomballan 
Pendapatan Dari Pengembalian Pajak Penghasilan Pasal 21 
Pendapatan Dari Pengembelian Kelebihan Pembayara.n Aauranai Kesehatan 
Pendapatan Dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan 
Pendapatan Dari Pengembelian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas 
Pendapatan Dari Pengembalian dari Uang Muka 

PendapatlUl Hlllill Ebekurd Ata• JllJlliJllUl 
Haail Eksekusi Jaminan Atas Pelaksanaan Pekerjaan 
Ha.sil Eksekuai Jaminan Atas Pembongkaran Reklame 
Hull Elaickusi Jaminan Ataa KTP Musi.man 

Pendapatan Denda Retribusi Tempat Penginapan/ Pesa.nggra.han/ Villa 
Pendapatan Denda Retribusi Rumah Potong Hewan 
Pendapatan Denda Rctribusi Pelayanan Kepelabuhan 
Pendapata,n Denda Retribu&i Tempat Rekreasi dan Olah rap 
Penda,patan Denda Retribuai Penyebrangan Air 
~dapata,n Denda Retribuai Pertjulllan Produkai Uaaha Daerah 
Pendapatan Denda ~tribu&i Izin Mendirikan. BangUnan 
Pe.ndapatan Denda Retribuai lmn Tempat Penjualan Minuman Bcl"alkohol 
Pendapatan Denda Retribuai lzin Gangguan 
Pendapatan Denda Retribuai Izin Trayek 
Pendapatan Denda Retribuei l;r;in Perikanan 
Pendapatan Denda Retribuai Pengendalian Lalu Lintaa 
Pendapatan Denda Retribuai Perpanjangan ban Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing 
(IMTA) 

4.1.4.20 
4. 1 . 4. 20. 01 
4.1.4.20.02 
4 . l . 4 . 20 . 03 
4.1.4.20.04 

4. 1. 4. 19 
4. 1 . 4 . 19. 01 

4. 1. 4. 18 
4. 1 . 4 . 18. 01 

4.1.4.17 
4.1.4.17.01 

4.1.4.lfi 
4 . l . 4. 16. 01 
4 . 1 . 4 • 16 . 02 
4. 1 . 4. 16. 03 
4 • 1 . 4 • 16 . 04 

4. 1. 4. 15 
4 . 1 . 4 • 15. 01 

4. i , 4. 14 
4. 1 . 4. 14. 01 
4 . 1 . 4 . 14 . 02 
4 . 1 . 4 . 14 . 03 
4 . 1 . 4. 14 . 04 

4. 1 . 4. 13 
4.1.4.13.01 
4 . 1 . 4. 13. 02 

4. 1 • 4. l:Z 
4.1.4.12.01 
4 . 1 . 4 . 12 . 02 
4. 1 . 4 . 12 . 03 

4.1.4.11 
4. 1. 4. 11 • 01 
4.1.4.11.02 

4. 1. 4. 10 
4 . 1 . 4. 10 . 01 
4.1.4.10.02 
4 . 1 . 4 . 10 . 03 

4 . l . 4 . 10 . 04 
4 . 1 . 4 . 10 . OS 

4.1.4.09 
4 . 1 . 4. 09. 01 
4.1.4.09.02 
4.1.4.09.03 

4 . 1 . 4 . 08 . 20 
4 . 1 . 4 . 08 . 21 
4 . l . 4 • 08 . 22 
4 • l . 4 . 08 . 23 
4.1.4.08.24 
4.1.4.08.25 
4,1.4.08.26 
4.1.4.08.27 
4 . 1 . 4 . 08 . 28 
4 . 1 . 4 . 08 . 29 
4 • 1 . 4 . 08 . 30 
4. 1 . 4. 08. 31 
4 . l . 4 . 08 . 32 

http:1'<11...1


Pendapatan Hlbah Dari Badan/Lelllbaga/Orpnl.aaa! Swaata Dala..m Negerl 

Badan/Lembaga/Organisa.si Swasta ...... 

Peadapataa Hibah Dari Pemeri.Dtah Daerah Lainnya 
Peroerintah Daerah 

LAIN-LA.IN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH 
Pen.dapatan. Hlbe.h 
Pendapatan Hlbah Dari Pemeri.Dtah 
Pendapatan Hibah Dari Pemerintah 

Dana Alokasl Khuaua 
Dana Alokasl Khuaua (DAKJ 
DAK Bidang Pendidilcan 
DAK Bidang Keaeha.tan 
DAK Bidang lnfra&truktur Jalan 
DAK Bidang Infrastruktur lrigasi 
DAK Bidang Infraetruktur Air Minum 
DAK Bidang lnCrastnlktur Sanitaai 
OAK Bida.ng Praaarana Pemerintahan Daerah 
OAK Bidang Kelau tan dan Perikanan 
DAK Bidang Pertanian 
OAK Bida.ng Lingkungan Hid up 
OAK Bidang Keluarga. Berencana 
DAK Bidang Kehutanan 
OAK Bidang Sarana Prasarana. Perdesaan 
DAK Bidang Perdagangan 
DAK Bidang Kcselamatan Transportaai Darat 
DAK Bidang Listrik Perdesaan 
DAK Bidang Scu-ana Prasarana Daera.h Tertingga.1 
DAK Bideng Sarana Prasarana Kawasan Perba.taaan 
DAK Bidang Perumehan dan K.s.waean Pemukiman 

Dana Aloka&l Ulllum 
Dana Alokasi Umum 
Dana Alokasi Umum 

Bail Hull Bukan ~ak/Sumber Daya Alam 
Bagi Haail Dari Iuran Hele Pengusahaan Hu tan 
Bagi Hull Dari Provis! sumber Daya Hutan 
Bagi Haail Dari Dana Rebcisasi 
Bagi Haeil Dari Iuran Tetap (Land-Rent) 
Bagi Hasil Dari Juran Eksplorasi dan Juran Eksploitasi (Roye.Jti) 
Bagi Hasil Dari Pungutan Pengusahaan Perikanan 
Bagi Haail Dari Pungutan Hasil Perikanan 
Bagi Haail Dari Pertambangan M.inyak Bumi 
Bagi Haail Dari Pertambangan Gas Bumi 
Bagi Haail Dari Pertambangan Panaa Bumi 

DANA PERil'4BANGAl'l 
Bae! Hull Pajak/Bae! Hasil Bukan Pajak 
Bail Hull Pajak 

Bagi Halli! dari Pajak Bumi dan Bangunan lldctor Pcrtambangan 
Begi Hasil Dari Bea Perolehan Hak Atas Tanllh dan Bangunan 
Bagi Haail dari Pajak Pcnghaailan Orang Pribad.i 
Bagi Haail dari Pajak Bumi den Bangunan lldctor Perkebunan 
Bagi Haail dari Pajak Bumi dan Bangunan lldctor Perhutanan 
Bagi Ha.ail Cukai Haail Tcmbakau 

Pen.dapatan Penyelenganan Sekolah dan Diklat 
Pcndapatan Pcnyc1cnggcu-aan Sekolah 
Pendapatan Penyelenggaraan Diklat 

Pendapatan Dana Kapltul JKN 
Pcndapatan Dana Kapitasi JKN 

HasU Po~ualaa Aaet Latanya 
Hasil Pcnjue.lan Aset Lainnya 

4.3.1.03.01 
4. 3. r , 03 

4.3.1.02 
4 . 3 . 1 . 02 . 01 

4.3 
4. 3. 1 
4. 3. 1. 01 
4 . 3 . 1 . 01 . 01 

4.2.3 
4. 2. 3. 01 
4 . 2 . 3 . 01 . 01 
4 . 2 . 3. 01 . 02 
4 • 2 . 3. 01 . 03 
4 . 2 • 3 • 01 . 04 
4 . 2 . 3. 01 . 05 
4. 2 . 3. 01 . 06 
4 . 2 . 3 . 01 . 07 
4. 2. 3. 01 . 08 
4 . 2 . 3. 01 . 09 
4 . 2 ' 3 ' 01 . 10 
4 . 2 . 3 . 01 . 11 
4 . 2. 3. 01 . 12 
4 . 2. 3. 01 . 13 
4 . 2 . 3 . 01 . 14 
4. 2. 3. 01 . 15 
4 • 2 . 3 . 01 . 16 
4 • 2 . 3 • 01 . 1 7 
4 . 2. 3. 01 . 18 
4.2.3.01.19 

4.2.2 
4. 2. 2. 01 
4.2.2.01.01 

4.2.1.02 
4. 2 . 1 . 02 . 01 
4 . 2 • 1 . 02 . 02 
4.2.1.02.03 
4.2.1.02.04 
4 . 2 . 1 . 02 . OS 
4 . 2 . 1 . 02 . 06 
4.2.1.02.07 
4.2.1.02.08 
4.2.1.02.09 
4 . 2 . 1 . 02. 10 

4.2 
4.2.1 
4. 2. 1. 01 
4 . 2 . 1 . 01 . 01 
4 . 2 • l . 01 . 02 
4. 2. l . 01 . 03 
4 . 2 . 1 . 01 . 04 
4. 2. 1 . 01 . 05 
4 . 2 . 1 • 01 • 06 

4. 1. 4. 23 
4 . 1 • 4 . 23 • 01 
4.1.4.23.02 

4. 1. 4. 22 
4. 1 . 4. 22. 01 

4. 1. 4. 21 
4. 1 . 4. 21 . 01 



KHERLANI 

PJ. BUPATI LAMPUBG SELATAif I 

Pendapatan Lafnnya. 
PeudapataD La!nuya 
Pendapatan Lainnya 
Ost ..... 

Bantuan Keuaagan Da.rl Kota 
Bantuan Kcuangan Dari Kota ...... 

Bantuaa Keu.anpn Dart Kabupaten 
Bantuan Keuangan Dari Kabupaten .... 

Bantuan Keuangan darl Provinal ata11 Pemerintah Daerab Lainn7a 
Bantwm Kewmga.n Da.rl Prvviui 
Bantuan Keuangan Dari Provinsi ...... 

Dana Keiatemewaan 
Dana Keistemewaan 

Dana Otonoml Khu.au.a 
Dana Otonomi Khusus 
Dana Tambahan lnfrastruktur 

Dana Pen7eaua.ia.D dan Otonosm Khu.au.a 
Dana Pen7eeua.ia.D 
Tunjangan Profesi Guru PNSD 
Dana Tambahan Penghe.s.ilan Guru PNSD 
Dana ln11entif Daerah 
Dana Proyek Pemerintah Daerah den Deaentraliaasi Provinsi 
Bantuan Operaaional Sekolah 

Dana Bagi haall La!nn7a 
Dana Bagi basil Lainnya 

Dana Bagi Basil Pajak Dart Kota 
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kota 

Dua Bl.Ii Haall ~all Da.rl Kabupaten 
Dana Bagi Hasil Pajak Dari Kabupaten 

Dana Bagi Haall PaJak Da.rl ProviDal 
Dana Bagi Haail Pajak Dari Provinsi 

Dana Bagi Haall Pajak d.arl Provbud dan Pemerintah Daerah Lalnnya 
Dua Bagi Haall Pajak Dart Provfnal 
Bllgi Huil Dari Pajak Kendaraan Bermotor 
Bagi He.Bil Dari Pajak Kcnclaraan Diatae Air 
Bagi Hasil Dari Bea Balik Name. Kendaraan Bermotor 
Bagi Hasil Dari Bea Balik Nama Kcndaraan Diataa Air 
Bagi Hasil Dari Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bennotor 
Bagi Hastl Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Be.wah Tanah 
Bagi Hasil Dari Pajak Pengambilan dan Pemanfae.tan Air Permukaan 

Dana Darurat 
Penangula.npn Karban/Keruakan Aldba.t Benc:a.na Alam 

Korban/Kerusakan Aki.bat Bencana Alam ...... 

Pendapataa. Hlbab Dart Luar Negerl 
Pendapatan Hibah Dari Bilateral 
Pendapatan Hibah Dari Multilateral 
Pendapatan Hibah Dari Donor Lainnya 

Pen4apataa Hibah Dari Kelompok llU)'arakat/Perorangan 
Pendapatan Hibah deri kelompok masys.rekat 
Pendapatan Hibah dari perorangan 

4.3.6 
4. 3. 6. 01 
3. 3. 6. 01 . 01 
4.3.6.01.02 

4.3.5.03 
4 . 3. 5. 03. 01 

4.3.5.02 
4 . 3 . 5 . 02 . 01 

4.3.5 
4. 3. s . 01 
4 ' 3. 5. 01 ' 01 

4.3.4.03 
4 '3 '4. 03. 01 

4.3.4.02 
4. 3. 4 ' 02 . 01 
4 . 3 ' 4 ' 02 . 02 

4.3.4 
4. 3. 4. 01 
4 . 3 . 4 . 01 . 01 
4. 3 . 4 ' 01 . 02 
4. 3. 4 ' 01 . 03 
4 . 3. 4 . 01 . 04 
4. 3. 4 . OJ . 05 

4.3.3.0S 
4. 3 . 3 . 05' 01 

4.3.3.04 
4 • 3 . 3 ' 04 • 01 

4.3.3.03 
4. 3. 3. 03. 01 

4.3.3.02 
4 . 3 . 3 . 02 . 01 

4.3.3 
4. 3. 3. 01 
4 . 3 . 3 ' 01 . 01 
4 . 3 . 3 . 01 . 02 
4 . 3 . 3 . 01 . 03 
4 . 3. 3. 01 . 04 
4.3.3.01.05 
4 . 3 . 3 . 01 . 06 
4 . 3 . 3 . 01 . 07 

4.3.2 
4. 3. 2. 01 
4. 3 . 2 . 01 . 01 

4.3.1.05 
4' 3 ' 1 . 05. 01 
4.3.1.05.02 
4.3.1.05.03 

4.3.1.04 
4 . 3 . 1 . 04 ' 01 
4.3.1.04.02 

\II 



Blaya Pemuniiuta.n Pajak Daerah 
Biaya Pcmungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 
Biaya Pemungutan Pajak Daerah 
Biaya Pernungutan Pajak Bumi dan Bangunan Pertambangan 
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkebunaa 
Biaya Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perhutanan 
Biays Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedeeaan 

lnMat:lf Pemuptaa Pajak Durab 
Inaentif Pemungutan Pe,jak Dacrah - Pajak: Kendaraan Bamotor 
Insentif Pemungutan Pajak: Daerah - Bea Balilc: Nama Kcndaraan Bermotor 
lnsentif Pemungutan Pajak Oacrah - Pajak Bahan Bakar Kcndaraan Berrnotor 
Ineentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Air Permukaan 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Rokok 
lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hotel 
lneentif Pemungutan Pajal< Daerah - Pajak Restoran 
Insentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Hiburan 
lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Reklame 
lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Penerangan Jalan 
Inaentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Parld.r 
lnsentif Pemungutan Piijak Daerah - Pajak Air Tanah 
lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak: Sarang Bu rung Walet 
Jnsentif Pernungutan Pajak Daerah - Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan 
lnsentif Pemungutan Pajak Daerah - Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan 

Be~a PoDerimaan lahua:ya PlmplAan da.D. anaota DPRD aerta KDH/WXDH 
Tuajangan Komunikaei Intenaif Pimpinan dan Anggota DPRD 
Belanja Penurtjang Operasional Bupati/Wakil Bupati 

Bc~a Tam.'bahan Pea&).l.a11laa PliS 
Tambehan Penghaailan Berdaaarkan Beban Kerja 
Tambahan Pcnghaailan Berdaaarkan Tempat Bertugaa 
Tambahan Penghasilan Berd.aaarkan Kondisi Kerja 
Taznbahan Pengha.eilan Berdaearkan Kclangka.an Profeai 
Tambahan Penghallilan Berdaearkan Preetaai Kerja 
Tarnhahan Pengha.silan Berdasarkan Pertimbangan Objelctif 
Tunjangan Profesi Guru PNSD 
Tambahan ~ghasilan Guru PNSD 

BELANJA 
BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Belu\ja l"l!p,.,u 
Be~a Ga,JI daD 'l'uajanpn 

Gaji Pokol< PNS/ Uang Repreaentasi 
Tunjangan Keluarga 
Tunjangan Jabat:a.n 
Tunjangan Fungsional 
Tunjangan Fungsional Umum 
Tunjangan Beras 
Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 
Pembulatan Gaji 
luran Jamin.an Kesehatan 
UangPaket 
Tunjangan Badan Musyawarah 
Tunjangan Komiei 
Tunjangan Badan Anggaran 
Tunjangan Badan Kehonnatan 
Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya 
Tunjangan Perurnahan 
Uang Duka Wafat/Tewas 
UangJasa Pengabdian 
Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 
Tunjangan Keeehatan DPRD 
Tunjangan Kesehatan Bupati}Wakil Bupati 
Juran Ja.minan Kecclakaan Kerja dan Jaminan Kematian 

S.1.1.05 
5 . 1 . 1 . OS . 01 
5.1.1.05.02 
5 . 1 . 1 . 05 . 03 ' 
5.1.1.05.04 
5.1.1.05.05 
5.1.1.05.06 
5 . 1 . 1 . 05 . 07 
5.1.1.05.08 
5.1.1.05.09 
5 . 1 . 1 . 05 . 10 
5.1.1.05.11 
5 • l • L • OS • 12 
5 . 1 . 1 . 05 . 13 
5 . l . I . 05 , 14 

5 . l ' l . 05 . 15 

5.1.1.04 
5 . I . l . 04. 01 
5.].l.04.02 
5 . 1 . 1 . 04 . 03 
5.l.l.04.04 
5.1.1.04.05 
5.1.1.04.06 

5.1.1.03 
5 • 1 . 1 . 03. 01 
5.1.1.03.02 

S,1.1.~ 
5. 1 . 1 . 02 • 01 
5 . 1 . 1 . 02 . 02 
5.1.1.02.03 
5.1.1.02.04 
5 . 1 . l . 02 . 05 
5.1.1.02.06 
5.l.l.02.07 
5.1.1.02.08 

5 
5. 1 
s . 1. 1 
5. 1. 1. 01 
5 . l . 1 . 01 . 01 
5. 1 . 1 . 01 . 02 
5 . 1 . 1 . 01 . 03 
5. 1 . 1 . 01 . 04 
5 . l . l . 01 . 05 
s. l . 1 . 01 . 06 
5 . l . l . 01 . 07 
5 . 1 . l . 01 . 08 
5 . 1 . 1 . 01 . 09 
5. 1 . 1 . 01 . 10 
5. l. 1. 01. 11 
5. 1 . 1 . 01 . 12 
5 . 1 . 1 . 01 . 13 
5. 1 . 1 . 01 . 14 
5 . l . 1 . 01 . 15 
5 . l . 1 . 01 . 16 
5.l.l.Ol.17 
s . 1 l. 01. l8 
5.l.1.01.19 
5. l . 1 . 01 . 20 
5.l.l.Ol.21 
5. 1 . 1 . 01 . 22 

LAllPIRA.K VU : PERA.TURAJI BUPl>TI LAllPURG SELA.TAN 
NOMOR : 4 Z- TAHUR 2015 
TANGOAL ; lO l'JOVtrM~tr 2ou 

KODE REKEMING BELAl'IJA DAER.AH 
lCABUPATZN LAMPUNG SELA.TAN TAHUN ANGGARAN 2016 



Bolaaja KilNlh Kepada Pemer1Dtabu De .. 
Belanja Hibah kepada Peruaahaan Daerah/BUMO ... 

BduJ• HllNlh kepada Pomerlntab Daerah lala.nJ'• 
Hibah kepada Pemerintah Provinsi 
Hibah kepada Pcmerintah Kabupaten 
Hibah kepiMSa Pemcrintah Kota 

BelaDJa Hlbah 
Belanja Hibah lcepada Pemerintah Pusat 

Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat 

Bel.aaj11o SulNll.d1 
Belaaja Subaldi kepada Peruaaluaan/Lcmbqa 

Belanja Subsidi kepada BUMN 
Belanja Subaidi lcepada BUMD 
Belaaja Subai.di kepada Pihak Ketiga Lainnya 

Bunp. tJtau1 Ob1Jcasl 
Bunga Utang Obligasi 
Ost . 

Bela.uja Bunp 
Bwip Ula.Di PblJam&D 

Bunga Utang Pinjaman Kepada Pemerintah 
Bunga Utang Piajaman K.epa.da ~111erintah Daerah Lainnya 
Bunp. Utan« Piajaman Kepada Lem.begs. Keuanga.n Bank 
Bunp. Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuanga.n Bukan Bank 
Sunga Utang Pinjaman kepada. BUMO 
Bunga Utang Piajaman kepada BUMN 
Sunga Utang Pinjamen Lainnya 
Ost. .. 

IDJ1entlf PealDDptan Retdllv.al Daerah 
Inaentif Pcmungutan Retribuai Daerah 
lnaentif Pemungutan Retribuai Oaerah - Pelayanan K.esehatan 
lnaentif Pemungutan RetribuBi. Oaerah - Peleyanan Peraampahan/ Keberaihan 
lnsentif Pemungutan RetribuBi. Daerah - Penggantian Biaya Ceta.k Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil 
lnaentif Pemungutan Retribuai Oaerah - Peleyanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat 
rnaenti! Pemungutan R.etribuai Daerah - Pelayenan Piu-kir di Tepi Jalan Umum 
lnsentif Pcmungutan Ret.ribuei Dacrah - Pela,yanan Pasar 
lnaenti! Pemungutan Ret.ribusi D~rah - Pengujian Kend.araan Bermotor 
lnacnt:if Pemungutan R.etribusi Daerah • Pemerikaaan Alat Pemadam Kebakaran 
lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penggantian Biaya Cetak Peta 
lnacntif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyediaan dan/atau Penyedotan Kaku s 
lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengolahan Lirnbah Cair 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Tera/Tera Ulang 
lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pelayanan Pendidikan 
lnsentif Pemungutan Ret.ribuai Daerah - Pengendalian Menara Telekomunikaai 
Inaentif Pemungutan R.etribuai Daerah - Pemakaian Kekayaan Daerah 
lnecntif Pcmungutan Rctribuai Daerah - Pua.r Orosir dan/ atau Pertokoan 
Inecntil Pcmungutan Ret.ribuai. Daerah - Tempat Pelel.angan 
lnsentif Pemungutan Rctribuai. Dacrah - Tc:nninal 
lnsentif Pemungutan RctribuBi. Daerah -Tempat Khuaua Parkir 
lnsentif Pemungutan Retribuai Daerah - Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/ Villa 
lnsent:if Pcmungutan Retribusi Daerah - Rumah Potong Hewan 
lnsentif Pemungutan Ret.ribusi Daerah - Pelayanan Kepelabuhan 
lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah -Tempat Rekreasi dan Olah raga 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penyeberangan Air 
lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Penjualen Produksi Usaha Daerah 
lnsentif Pemungutan Rctribus.i Daerah - lzin Mendirikan Bangunan 
lnacntif Pemungutan Retribusi Daerah - Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol 
lnsentif Pemungutan Retribuei Daerah - Izin Gangguan 
lnsentif Pemungutan Retribuai Dacrah - Izin Trayek 
Insentif Pemungutan Retribusi Daerah - lzin Perikanan 
lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Pengendalian Lalu Llntas 
lnsentif Pemungutan Retribusi Daerah - Perpanjangan Izin Mempekerja.kan Tenaga Kerja Asing 
(lMTA) 

Inaentif Pemungutan Pajak Dacrah - Bea Perolehan Ha,k Ate.a Taniili clan Bangune.n 
Ost ... 

:S.1.4.03 
5 . 1 . 4 . 03 . 01 

s.1.4.02 
5 . 1 . 4 . 02 . 01 
5.1.4.02.02 
5.1.4.02.03 

5. 1. 4 
5.1.4.01 
5 . 1 . 4 . 01 . 01 

5. 1. 3 
5. 1. 3. 01 
5 . 1 . 3. 01 . 01 
5 . 1 . 3 . 01 . 02 
5 . 1 . 3 . 01 . 03 

5.1.2.02 
s . 1 . 2 . 02 . 01 
s . 1 . 2 . 02 . 02 

5. 1. 2 
5.1,2.01 
5. 1 . 2 . 01 . 01 
5 . 1 . 2 . 01 . 02 
5.1.2 .01.03 
5 . 1 . 2 . 01 . 04 
5 . 1 . 2 . 01 . 05 
5 . 1 . 2 . 01 . 06 
5 . 1 . 2 . 01 . 07 
5 . 1 . 2 . 01 . 08 

5 . 1 . 1 . 06 . 05 
5.l.l.06.06 
5. 1.1.06.07 
5.1.1.06.08 
5.1.1.06.09 
5 . 1 . 1 . 06 . 10 
5.1.1.06.11 
5. I . l . 06 . 12 
5. I . l . 06. 13 
5 . 1 . l . 06. 14 
5 . 1 . 1 . 06 . 15 
5 . 1 . 1 . 06 . 16 
5.1.1.06,17 
5 . 1 . 1 . 06 . 18 
5.1.1.06.19 
5 . 1 . 1 . 06 . 20 
5 . 1 . 1 . 06. 21 
5 . 1 . 1 . 06 . 22 
5 . 1 . 1 . 06 . 23 
5.1.1.06.24 
5 . 1 . 1 . 06 . 25 
5 . 1 . 1 . 06 . 26 
5 . 1 . 1 . 06 . 27 
5 . 1 . 1 . 06 . 28 
5.1.1.06.29 
5.1.1.06.30 
5 . 1 . 1 . 06 . 31 
5 . 1 . 1 . 06 . 32 
5 . 1 . 1 . 06 . 33 

5. 1. 1. 06 
5 . 1 . 1 . 06 . 01 
5.1.1.06.02 
5.1.1.06.03 
5.1.1.06.04 

5 . 1 • 1 . 05 . 16 
5.1.1.05.17 
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Be~a Tidak Terduga 

Be~a Truuler Dana Ote1aoml Khuaua Kabupate.a./Kota 
Bel.Bnja Tranafer Dana Otonomi Khuaua Kabupaten/Kom 
Dst. . 

Belanja Bantuan Kepada Partal Politlk 
Belanja aamuan Kepada Partai Politik .... 
Ost. . 

Belan,Ja Baa.twm Keuan.pn Kepada Pemedntah Daerah/Pemedntah Dou lalnaya 
Belanja Bantuan Kcuangan Kepa.da Provinsi 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota 
Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa 

Be~a Ba.a.twm Keu.anpA kepada Deaa 
Belanja Bantuan Keuangan Kepa.da Deaa ...... 

Be~a Bantgan. Keuaiigan bpada Kabupatea/Kota 
Bdanja Bantuan Keuangan Kcpada Kabupaten/Kota .... 

BelanJa Bantuan Keuan1an kepada ProviDa.l/Kabupaten/Kota dan PemeriDtahan Desa 
BelanJa Bantll&D Ke11&Q&U upada Provhud 

Belanja Bentuan Keuangan Kepada Provinsi ...... 

Be~a Bagi. Haall Retribual Daerah K.epada PemeriDtah Desa 
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Pemerintahan Cesa ...... 

BellUl,ja Bagi Hasil Retribu11i Daerah Kepada Ka'bupaten/Kota 
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kepada Kabupaten/Kota . 

Bela.aja Bq1 Hull ~ak Daerah Kepada PemeriDtaha.D Deaa 
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pcmerintahan Desa ...... 

BeluJa Bql e..u P9,lak Daerah Kap•da Kaltupatea/Kota 
Belanja Bagi Haail Pajak Daerah Kepa.da Kabupaten/Kota ...... 

~· Bql e..u kopada Provhud/Ka'bupatea/Kota U. Pol!lorintah De.a 
BelaDJa Bql Hull P9,lak Daerah Kepada Provhud 

Belaaja Bagi Haail Plijak Daerah Kepada Provinsi ...... 

Be~a Bantll&D Kepsda Partal Polltlk 
Belanja Bantuan Kepa.da Partai Politik ...... 
Ost .. 

Be~a Bantu.n Boalal Kepada ADgota Muyarakat ...... 
Belanja Bantuan Soaial Kepada ...... 
Dst . 

Belu,Ja Butuan Soalal Kep•d• K.elompok llilu;yarakat ...... 
Belanja Bantu en Sosial Kepada ...... 
Ost. . 

BeluJa Bantuaa. Soaia1 
BelanJa Bmtuan So8!al kepada Orp.nJaaa.l Soalal Kemurarakatau 

Belanja Bantuan Soeial Organisasi Kemasyarakatan 
Ost .. 

BelaDja HUNah Dau BOS 
Belaaja~bahDanaBOSkeSDSwum 
Ost . 

Be~a Hibah ltepada Kelompok/ Angota M.uyuakat 
Belanja Hibah Dana BOS ke Saluan Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota ... 

Be~a IU'bah kepada Peniaahaan Daerah/BUMD 
Belanja Hibah kepada Kelompok Masyaraka.t 
Belanja Hibah kepa.da Anggota Masyaraka.t 

BellUIJ• IUbah kepada Badm/Lom'bap/Orcaniaaai 
Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi 
Dst ... 

5 .1. 8 

5.1.7.06 
5 . l . 7 . 06 . 01 
5.1.7.06.02 

5. 1 . 7. 05 
5 I . 7. 05. 01 
S . 1 . 7 . OS . 02 

15.1.7.04 
5 . 1 . 7 . 04 . 01 
5.1.7.04.02 
5 ' 1 . 7 . 04 . 03 

5.1.7.03 
5 . l . 7 . 03 . 01 

5.1.7.02 
5. l . 7 . 02 . 01 

5 .1. 7 
5. 1. 7. 01 
5 . l . 7 . 01 . 01 

S. 1. 6. OS 
5 . 1 . 6 . 05 . 01 

5. 1' 6. 04 
5 . l . 6. 04 . 01 

5.1.6,03 
5 . l . 6 . 03 . 01 

5.1.15.02 
5 . 1 . 6 . 02 . 01 

5.1.15 
5. 1. 6. 01 
5 . 1 . 6 . 01 . 01 

5.1.5.04 
5 . l . 5 . 04 . 01 
5 . 1 . 5 . 04 . 02 

S.1.5.03 
5 . 1 . 5 . 03 . 01 
5.1.5.03.02 

5. 1 . 5. 0:2 
5 . 1 . 5 . 02 . 01 
5.1.5.02.02 

5. 1. 5 
5. 1. 5. 01 
5 . 1 . 5 . 01 . 01 
5 . 1 . 5 . 01 . 02 

5.1.4.07 
5 . 1 . 4 . rYT . 01 
5.1.4.rYT.02 

5. 1. 4. 06 
5. 1 . 4 . 06. 01 

5.1.4.05 
5 ' l '4 . 05. 01 
5 . 1 ' 4 . 05 . 02 

5.1.4.04 
5. 1 . 4 . 04. 01 
5.1.4.04.02 
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BelBAJa .Jua Kantor 
Belanja Telepon 

Bclaa,Ja Ba.ha.o./M•terial 
Belanja Bahan Baku Bangunan 
Belanja Bahan/Bibit Tanaman 
Belaztja Bibit Temak 
Belanja Bahan Obat-Obatan 
Belanja Behan Kimia dan Pupuk 
Belanja Peracdiaan Makanan Pokok 
Belanja bahan untuk Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan 
Belanja slat llatrik dan elektronik 
Belanja bahan percontohan dan alat pcraga 
Belanja bahan untuk perilmnan 
Belanja baban untuk petemakan 
Belenja peralatan petemakan 
Belanja perlengkapan petemakan 

Belaaja Bara.ng dan Jasa 
BeluJa Bahan Pakai Hab!a 

Belanja Alat Tulis Kantor 
Belanja Dokumen/ Administraai Tender 
Belanja alat listrik dan elektronilc 
Bclanja Pcrangko, Matcrai Dan Benda Pos Lainnya 
Belanja Peralatan Keberldhan Dan Bahan Pembersih 
Belanja Bahan Bakar Minyak/Oas 
Belanja Pengiaian Tabung Pemadam Kebaks.ran 
Bclanja Pcngiaian Tabung Gas 
Belanja bahan ywi.g berkaitan dengen komputer 
Belenja Spanduk 
Belanja Banner 
Belaaja Baliho 
Bdanja papan naiD&/plang 
Belanja obat-obatan 
Belanja bahan keperluan laboratorium 
Belanja bahan alat olahraga 
Belanja bahan dan alat kesehatan 
Dst. .. 

Belll.Dja Pepwa! Pengelolaan JKN 
Belanja Pegawai Pengelolaan JKN pada FKTP 
(5.2.1.6.2. dihapus] 
{5.2.1.6.3. dihapus] 

BelaaJa ii.pwa.l PPl'.·BLUD 
Belanja Pegawai PPK·BLUD. 
(5.2.1.5.2. dihapua) 

Honorarium Pe.ncelola DIUI.& BOS 

Honorarium Pengelola Dana BOS 

UangLembur 
Uang Lembur PNS 
Uang Lembur Non PNS 

Honorarium Non PiiS 
Honorarium Pegawe.i Honorer/Tida.lc Tetap 
Honorarium Tim/Panitia 
Diubah menjadi belanja barang dan jasa (5.2.2.28.02) 

BELAB.JA LANGSOBG 
Bela.nJa Pepwal 

Honorarium PNS 
Honorarium Panitfo. Pelak1u;u'IQ Kegiatan 
Honorarium Tim Pengadaan Barang Dan .Jasa 
Honorarium Tim/Panitia 
Diubah menjedi belenja barang dan jasa (5.2.2.28.02) 

~a Tak Ter4up 
Bclanja Tidak Tcrduga 
Bclanja Tak Terduga Bencana Alam 
Bencana Tak Terduga Luar Biaaa IAinnya 

S.2.2.03 
s. 2 . 2. 03. 01 

5. 2. 2. 02 
5. 2. 2. 02. 01 
5.2.2.02.02 
5.2.2.02.03 
5.2.2.02.04 
5.2.2.02.05 
5.2.2.02.06 
5.2.2.02.07 
5.2.2.02.08 
5.2.2.02.09 
5.2.2.02.10 
5.2.2.02.11 
5 . 2 . 2 . 02 . 12 
5 . 2 . 2 . 02 . 13 

5.2.2 
5. 2. 2. 01 
5.2.2.01 .01 
5 . 2 . 2 . 01 . 02 
5 . 2 ' 2 . 01 . 03 
5 . 2 . 2 • 01 . 04 
5 . 2 . 2 . 01 . 05 
5 . 2 . 2 . 01 . 06 
5. 2. 2. 01 . 07 
5 • 2 ' 2 ' 01 • 08 
5 . 2 . 2 • 01 • 09 
5 . 2 • 2 . 01 • 10 
5. 2. 2. 01 . 11 
5 . 2 . 2 . 01 . 12 
5.2.2.01.13 
5 • 2 • 2 . 01 • 14 
5. 2. 2. 01 . 15 
5 . 2 . 2 . 01 ' 16 
5.2.2.01.17 
5 . 2 . 2 . 01 . 18 

5.:Z.1.06 
5 . 2 . 1 . 06 . 01 
5 ' 2 . 1 . 06 . 02 
5.2.1.06.03 

5.2.1.0S 
5. 2. 1. 05' 01· 
5.2.1.05.02 

5.2.1.04 
5. 2 . 1 . 04. 01 

5.2.1.03 
5 . 2 . ] . 03 • 01 
5 . 2 . l ' 03 . 02 

S.2.1.02 
5. 2. I . 02. 01 
5 . 2 . l . 02 ' 02 
5.2.1.02.03 

5.2 
5. 2. 1 
5 . ;z • 1 • 01 
5.2.1.01.01 
5 . 2 . l . 01 . 02 
5.2.1.01.03 
5. 2 . l . 01 . 04 

5. i . 8. 01 
5. 1 . 8. 01 . 01 
5 . I . 8 . 01 . 02 
5 . 1 . 8 . 01 . 03 
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lleluJa Jla)dnen an MJnuman 
Belanja Makanan Dan Minuman Harian Pegawai 

BeluJa Sowa hrleapapan Un. hralata.D Ka.D.tor 
Belanja Sewa Meja Kursi 
Belanja Sewa Komputer Dan Printer 
Belanja Sewa Proyektor 
Belanja Sewa Generator 
Belanja Sewa Tenda 
Belanja Sewa Pakaian Adat/Tradisional 
Sewa alat studio dan alat komunikasi 
Belanja Sewa Alat Kesenian 
Bclanja ecwa el.at olahraga. 

Bel&Dja Sowa Alat Berat 
Bdaltja Sewa Eskavator 
84!!1anja Scwa Buldoser 
Det ... 

Bel&Dja 8ewa 8arana lilobmtaa 
Belanja Sewa Sarana Mobilitas Darat 
Bclanja Scwa Se.rana Mobilitas Air 
Belanja Sewa Sarana Mobilitaa Udara 
Det ... 

Bel&Dja Sewa Rumah/Gedung/Gudane/Parldr 
Belanja Sewa Ru mah Jabatan/Rumah Dinas 
Belanja Sewa Gedung/Kantor/Tempat 
Belanja Sewa Ruang Rapat/Pertemuan 
Belanja Sewa Tern pat Parkir/ Uang Tam bat/ Hanggar Saran a Mobilitas 
Det . 

Bel&Dja Cetak claD Peqpnclaan 
Bclanja Cetak 
Belanja ~daan 
Fotocopy, Penjilid.an dan Kliping 

Bel&Dja Perawata.D Kendaraan Bermotor 
Belanja Jase. Service 
Belanja Penggantian Sulcu Ca.dang 
Bclanja Bahan Bakar Minyak/Gas Dan Pdumae 
Belanja Jass. KIR 
Belanja Pajak Kendaraan Bermotor 
Bela.rtja Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor 
Belania Surat Tamla Nomor Kendaraan 
Belar>ja Pcrpaitjangan Surat Ijin Mengemudi 

Bclaaja Pre.ml Aauni.1:111l 
Belanja Premi Aauranei Kesehatan 
Belanja Premi Asuransi Barang Milik Daerah 
Belanja Jasa lzin Sia.ran 
Det ... 

BclanjaAir 
Belanja Listrik 
Bclanja Jasa. Pengumuman Lclang/Pemcnang Letang 
Belanja Surat Kaba.r/Majalah 
Belanja Kawat/Faksimili/lntemet/lntranet/TV Kabel/TV Satelit 
Belanja Paket/Pengiriman 
Belanja Scrtiflkaai 
Belanja Jaaa Tranaaksi Keuangan 
Bclanja Jaea Admwatra.ai Pu.ngute.n Pejak Pencrangan Jalan Umum 
Belanja Jaaa Adrrun.ietrasi Pungutan Pejak Bahan Bakar Kcndaraan Bcrmotor 
Belanja TV Kabel, Internet dan Multimedia 
Belanja Ja.sa Pr:nguruaan Kendaraan Bermotor (SIM, STNK, PKB, BBNKB, KIRI 
Bclanja Lampu Jalan 
Bclaaja Jaea Penamba.hs.n Oe,ya Lietrik 
Belanja Jaea Lounchy 
Belanja Jasa. Peliputan/Penayangan Kegiatan 
Belanja Jass. Dokumentaei 
Belanja Jasa Kebereihan 
Belanja Jase. Sertifikasi Asel 

S.2.2.11 
5 • 2 . 2 . 11 . 01 

5. 2. 2. 10 
s.2.2.10.01 
s . 2 • 2 • 10 • 02 
5.2.2.10.03 
5.2.2.10.04 
5 . 2 . 2. 10. OS 
5 . 2 . 2 . 10 . 06 
5 . 2 . 2 . 10 . 07 
5 . 2 . 2 . 10 . 08 
5 . 2 . 2 . 10 . 09 

5.2.2.09 
5 . 2. 2 . 09. 01 
5.2.2.09.02 
5.2.2.09.03 

s.2.2.oa 
5.2.2.08.01 
5.2.2.08.02 
5.2.2.08.03 
5.2.2.08.04 

5.2.2.07 
5.2.2.07.01 
5 . 2 . 2 . 07 . 02 
5 . 2 . 2 . 07 . 03 
5 . 2 . 2 . 07 . 04 
5 . 2 • 2 . 07 • 05 

S.2.2.06 
s . 2 . 2 . 06 . 01 
5.2.2.06.02 
5.2.2.06.03 

5.2.2.05 
5 . 2 . 2 . 05 . 01 
5.2.2.05.02 
5.2.2.0S.03 
5.2.2.05.04 
5 . 2 . 2 . 05 . OS 
5 . 2 . 2 . 05 . 06 
5 . 2 . 2 . 05 . 07 
5.2.2.05.08 

5.2.2.04 
5 . 2 . 2 . 04 . 01 
5.2.2.04.02 
5 . 2 . 2 . 04 . 03 
5.2.2.04.04 

5.2.2.03.02 
5.2.2.03.03 
5.2.2.03.04 
5 . 2 . 2 . 03 . 05 
5.2.:2.03.06 
5.2.2.03.07 
5.2.2.03.08 
5.2.2.03.09 
5 . 2. 2 . 03. 10 
5.2.2.03.11 
5 . 2 . 2 . 03 . 12 
5 . 2 . 2 . 03 . 13 
5 . 2 . 2 • 03 • 14 
5 . 2 . 2 • 03 . 15 
5 . 2 . 2 • 03 . 16 
5.2.2.03.17 
5. 2. 2. 03 . 18 
5. 2. 2. 03. 19 
5.2.2.03.20 
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BelanJa Pemeliharaan 
Belanja Pemeliha.raan Jalan 
Belanja Pemellheraan Jembatan 
BelaJtja pemeliharaan a.lat-alat berat 
Belanje. pemclih8raan ale.t-alat angkutan darat bermotor 
Belanja. pcmeliharaan lat angkutan darat tidak bennotor 

BelanJa ,.mn1enpn ,.pwal 
Belattja Pemulangan Pegawai Yang Penai.un DalaJn Dacrah 
Belanja Pem.ulanpn Pcgawai Yang Penaiun war D~rah 
Belanja Pemulanpn Pcgawai Yang Tewa.a Dalrun Melakeanakan TUgaa 

BelanJa Perjalu.an Pindab Tues.a. 
Belanja Perjalanan Pindah TUgas Dalam Daerah 
Belanja Perjalanan Pindall TUgaa war Daerah 

BelaD,fa kunwa, pelatlhan, aoalellsaal dan blmblnc:an telmla PNS 
Betanja Kursua-Kursus Singkat/Pelatihan 
Belanja Sosialisasi 
Belanja Bimbingan Teknilj 
Dst .. 

BelanJa Beaabwa Pendldikala PNS 
Belanja Beaaiswa Tugas Belaiar 03 
Belanja Beaaiewa Tugas Belajar Sl 
Belanja Beaaiawa TUgae Belajar S2 
Belanja Beasiswa Tugas BeJiUar S3 
Oat .. 

~a hrjalaaaD DIDM 
Belanja Perjalanan Dine.a Dalam Daerah 
Belanja Perjalanan Dinaa Luer Daerah 
Belanja perjalanan dinas luar negeri 

BelaDJa PalraJaa khwusa d.an hut-bari tertentu 
Belanja Paka.ian KORPRI 
Belanja Pakaian Adat Daerah 
Belanja Pakaian Batik Tradisional 
Belanja Pakaian Olahraga 
Belanja pakaian khas daerah 
Belanja pakaian pramuka 
Belanja Paka.ian jas hujan 
dst ... 

Pakai.an kcrja cleaning service 
Belanja palcaian kerja sopir 
Belanja paka.ian kcrja montir 
Belanja pakajan k.erja Satpam 
Belanja pe,kajan kcrja petugaa pemadam kcbakaran 
Belanja pakaian kerja Tenap. Media dan Keaehatan 
Belwtja pakaian kcrja TUkang Kebun 
Belanja pakaian kcrja Petugaa Salar dan Kebersihan 
Belanja pakaiiui kerja htugae Parkir dan TPR 

Be1-ja Pakaiua Dlllu daa. Atrihubl7a 
Belanja Pakaian Dinae KDH Dan WKDH 
Belanja Pakaian Sipil Harian (PSH) 
Belanja Pakaian Sipil Lengkap (PSL) 
Belanja Paka.ian Dinaa Harian (PDH) 
Belanja Pakaian Dinas Upacara (POU) 
Belanja pakaian Linmaa 
Belanja Palcaian Polisi Pamong Praja 
Belanja pakaian Olah Raga 
Pakaian Dina.a Lapangan 
Pakaian Sipil Resmi 

BelanJa PalraJaa Korja 

Belanja Makanan Dan Minu11UU1 Rapat 
Belaqja Makanan Dan Minuman Tamu 
Belanja makanan dan minuman pe1ak8anaan Kegiatan 
Dat . 

s.2.2.20 
5. 2. 2 .» 20. 01 
5 ' 2 ' 2 . 20 . 02 
5.2.2.20.03 
s.2.2.20,04 
5.2.2.20.05 

6. 2. 2. 19 
5.2.2.19.01 
5. 2. 2 . 19. 02 
5.2.2.19.03 

5. 2. 2. 18 
5. 2. 2 . 18. 01 
5 . 2 . 2 . 18 . 02 

s . 2. 2. 17 
5.2.2.17.01 
5.2.2.17.02 
5 2. 2. 17. 03 
5.2.2.17.04 

s. 2. 2. 16 
5 . 2 . 2 . 16. 01 
5 . 2 . 2 . 16. 02 
5 . 2. 2 . 16 ' 03 
5 . 2 • 2 • 16 . 04 
5 . 2 . 2 . 16 . OS 

5. 2. 2. 1& 
5.2.2.15.01 
5 . 2 . 2 . 15. 02 
5 . 2 . 2 . 15 . 03 

5. 2. 2. 14 
5 ' 2 . 2 ' 14 . 01 
5 . 2 . 2 . 14. 02 
5 2 . 2 . 14 '03 
5 2.2.14.04 

5. 2 . 2. 14. 05 
5 . 2 . 2 . 14 . 06 
5 . 2 . 2 . 14 . 07 
5 . 2 . 2 . 14 . 06 

5. 2. 2. 13 
5. 2 . 2. 13. Ol 
5 . 2 . 2 . 13 . 02 
5 . 2 . 2 . 13 . 03 
5. 2 . 2 . 13 . 04 
5 . 2 . 2 . 13 . 05 
5 . 2 . 2 . 13 . 06 
5 . 2 . 2 . 13 . 07 
5. 2. 2 . 13. 08 
5 . 2 . 2 . 13 • 09 
s. 2. 2. 13. 10 

5.2.2. H 
5 . 2 . 2 . 12 . 01 
5 . 2 . 2 . 12 . 02 
5 . 2 . 2 . 12 . 03 
5 . 2 . 2 . 12 . 04 
5. 2 . 2. 12 . 05 
5. 2 . 2. 12 . 06 
5. 2 . 2. 12 . 07 
5 . 2 . 2 . 12 . 08 
5 . 2 . 2 . 12 . 09 
5. 2 . 2 . 12 • 10 

5.2.2.11.02 
5.2.2.11.03 
5.2.2.11.04 
5.2.2.11,05 



Bel.aDJr. Jua ~ Ketlp 
Belanja Jaaa Pihak Kctiga. Pclaksana Kcgi.atan 
Belmtja Jua Pihak Xeti Pendukung Kcgiatan 

Belanja Barur; dan Jasa PengelOlllJUl JKN 
8elanja Barang dan Jasa JKN pada FKTP 
Be[anja jaRA pen•wat...-:i d..., pengobatan 

Bc~ajua tcnap ahU/iutruld:ur/nuuumhor/poaerta 
Belanja jaaa tenaga. ahli/ instruktur / naraaumber kegia.tan 
Uang transport peserta 

Belaaja barul.&'/Jua PPK-BLUD 
Bele.nja bare.ng/jasa PPK-BLUD. 

Belanja bantuan sosial barang/jasa yang akan dlserahkan kepada Masyarakat 
Belanja bantuan so:sial barang/jasa yang alcan diserehkan k.epada pihak ketiga 

Bela.DJ• h1bab. barul/Jua )'&DC akan diaorahkaD Jupada muyarakat/plhak ketlia 
Belaaja hibah barang/jaaayang akan diaerahkan kepada Muyarakat 
Belanja hibah barang/ Jaaa yang akan diaerah.kan kepada pihak ketiga 

Belanja Sarani Untuk Dfjual kepada Muyarakat/Piha.k KeUga 
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Masyarakat 
Belanja Barang Yang Akan Dijual Kepada Pihak Ketige. 
Dat . 

Bel&UlJ• Banac Uutuk DlacrahJuui kepada Muyarakat/Plhak Ketlp 
Belanja Earang Yang Akan Diserahkan Kepada Masyarakat 
Belanja Barang Yang Akan Diserahkan Kepada Pihllk Ketiga 
Dst . 

BellU!Ja Baru.c Dua BOS 
Belanja Barang Dana BOS 

Belu,fa .Jaa Kamultaml 
Belanja Jaea Konaultanlli Penclidan 
Belanja Jasa Konaultanai Perenc.anaan 
Belanja Jaaa·Konaultanai Pengawasan 
Belanja Jase. kon11ultanai bantuan hukum 
Belanja Jasa penyuaunan aiatClll informa.ai 
Belrutja Jasa konaultanai. pcnelitian dan pengembangan (rcacarch and dc:velopmcnt) 
Bclenja Jasa Konsultanai audit 
Belanja Jaaa Konaultanai Managemen 

Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan di air berrnotor 
Belanja perneliharaan alat-alat angkutan di air tidak berrnotor 
Belanja pemeliharaan alat-alat angkutan udara 
Bclanje pemdihSJ"aan alat-alat bengkel 
Belanja pemeliharaan alat-alat pengolahan pertanian dan peternakan 
Belanja pemellheraan peralatan kantor 
Belanja pemcliharaan perlengkapan kantor 
Belanja pemelihara.an peralatan rumah tangga 
Belazja pemeliharAal'L alat-ale.t otucllo 
Belanja pemelihara.an alat-alat komunikasi 
Belanja pemcliharaan alat-alat ukur 
Belania pemeliharaan alat-alat kedolctere.n 
Belanja pemcliharaan alat-alat laboraturium 
Bclanja pemeliharaan konatrukai jaringan air 
Bel.mtja pemeliharaan penerangan jalan, tamen dan hutan kota 
Bclanja pemelihllJBSJl lnatalaai liatrik, air dan telepon 
Belanja pemeliharaan Jconatrukai bangunan gedung 
Belanja pcmelihara.an buku/kepusta.kaan 
Belanja pemeliharaan barang bercorak kescnian, kebudayaa.n 
Belenja pemeliharaan taman 
Betanja pemellharaan alat-alat persenjataan/keamanan 
Belanja pemeliharaan barang-barang perpustakaan 
Belanja pemeliharaan alat penerangan dan ram bu lalu Iintas 
Belanja pemeliharaan je.ringan kemputer 
Belanja pemeliharaan perlengkapan rumah tangga 
Perneliharaan meubelair 

s.2.:L30 
5 . 2 . 2 . 30 • 01 
5.2.2.30.02 

5.2.2.29 
s. 2 2. 29. 01 
5 . 2 . 2 ' 29 . 02 

5.2.2.28 
5.2.2.28.01 
5 . 2 . 2 . 28 . 02 

5. 2. 2. 27 
5 . 2. 2. 27 . 01 

5 . 2 . 2 . 26 . 01 
5 . 2 . '2 . 26 . 02 

5.2.2.26 

S.2.2.26 
5. 2. 2. 25. 01 
5.2.2.25.02 

5. 2. 2. 24 
5. 2 . 2 . 24 . 01 
5 . 2 ' 2 . 24 . 02 
5.2.2.24.03 

5 .2. 2 .::13 
5 . 2 . 2 . 23 • 01 
5 . 2 . 2 ' 23 ' 02 
5.2.2.23.03 

s.2.2.22 
5 • 2 . 2 • 22 • 01 
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BelaaJa Modal Ta.1111.h - Pengad-....n Tanah 11ntuk Banpnu. Bukail Gedu.ng 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Olah Raga 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Lapangan Parkir 
Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Lapangan Pcnimbun Barang 

Bcliuija Modal T-ah - Pellpduul Tuaah Untuk Pertamb1mp1i 
Belanja Modal Tanah - Pengadean Tanah Untuk Pertambangan 

BellLll.ja Modal Tanlolh - Penpclaa.n Tan.ah Untuk Ba.n~ GedUDI 
Belanje. Modal Tanah - Penga.dean Tanah Bangunan Perumahan/G. Ternpat Tinggal 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan lndustri 
Belanja Modal Tanah - Pengadean Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja/Jasa 
Belanja Modal Tan.ah - PcJliililaan Tan.ah Koeong 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Petemakan 
Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Tanah .Sangi.man Pcngairan 
Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tan.eh Bangunan Jalan dan Jembatan 
Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Tanah Lembiran/Bantaran/Lepe-lepe/Setren dat 

Bel&oja Modal Tan.ah • Peqadaa.n Tana.II. Penguna Lain 
Belanja Modal Tanah - Pengadean Tanah Pcnggalian 

BelutJa Modal Tan.ah • Penpdaa.n Tanah AlaDg-alaq dan Padalll Rum.put 
Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Tanah Alang-alang 
8el8ttja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Padang Rumput 

Beliuija Modal Tanah • Penp.daa.n Tan.ah Tudua/Ru.aak 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tandua 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Rusak 

BelaaJe. Modal Tanah - Pe11ga.da.all Kolam lkan 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Kolam lkan Tambalc 
Bcl&lija Modal Tunah • Penpdaan Kolaln lkan Air Tawar 

Be1-Ja Modal Tanah • Peqaclaaa. Tan.ah Danau/Ra- 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah RaWil 
Belanja Modal Tunah - Pengadaan Tanah Oanau 

Beliuija Modal Tan.ah • Ponpdaa.n Hutan 
Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Hutan Lebat 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Belukar 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Tanaman Jenis 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Alam Sejenis/Hutan Rawa 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Hutan Untuk Penggunaan Khusua 

BelaaJa Modal Tanah • Pengadaa.n Kebun Campuraa 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan BidangTanah Kebun Yang Tidak Ada Jaringan Pengairan 
Belaqja Modal Tanah - Pcngadean Kebun Tumbuh Liar Berc.ampur Jenia Lain 

Beliuija Modal Tan.ah - Pengadaa.n Ta.nab Perke!>unu 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Perkebunan 

Beliuija Modal Tan.ah • Penpd.aan Taaah Pertamlan 
Belanja Modal Tanah - Penga.daan Tanah Sawah Satu Tahun Ditanami 
Belaqja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Tega.Ian 
Belaaja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Le.dang 

Belaaja Modal 
BelanJa Modal Ta.1111.h - Pengadaa11 Ta11ah Perkampu11ga.n 

Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Kampung 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Emplaemen 
Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Tanah Kuburan 

Ua.ng untuk diberibn kepada Pihu Ket.lp/Ma.ayarakat 
Uang untuk diberikan kepada Pihak Ketiga 
Uang untuk diberikan kepada Masyarakat 

BelaDJa ••• peralatan pertalliaD,kellutaDa.D.,.kelautan 4aa perlluuum 
Belanja aewa peralatan kclautan dan perikana.n 

Beliuija Beaabwa Pend.ldlluui Pelaju 
Belanja Beaaiawa S 1 
Belanja Beaeiawa SMA /SMK 
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BelanJa Modal Peralatan du lleal.G • Pengadaan Alat Bengkel Bermeal.G 

BelauJ• Modal Peralatan clan Meabi • Peagaclaan Alat ADJllNt BenDotor Udara 
Bclanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Kapal Terbang 

Belanja Modal Peralate.n dan Meein • Pcngadaa.n Alat Angkut Apung Tak Bcnnotor Khusus 

Belanja Modal Peralatan den Meain • Penpdaan Alat Angkut Apung Tak Bennotor Penumpang 

Bela.DJ• Modal 1"9nlatul dan Moain • Penpdaau Alat An&Jmt Apun1 Tak Berm.otor 
Belaaja Modal Pcre..latan dan Mesin - Pengadaa.n Alat Angkut Apung Tak Bermotor Untuk Barang 

BelauJa Modal 1"9ralatau clan lle&dn • Poqpdau Alat ADPutau Darat Tak Berm.otDl' 
Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan Kcndaraan Bermotor Angkutan Barang 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Kcndaraan Tak Bcnnotor Berpenumpang 

Belu,fa Modal Penlllltau dan Mam • P.qadaan Alat AncJait Apwic Berm.otor 
Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan Alat Angkut Apung Bennotor Bar&ng 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Alat Angkut Apung Bennotor Penumpang 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Alat Angkut Apung Bennotor Khusus 

BelauJ11 Modal Pezalatau clan 14e&dn • Pengadaau. Alat Angkut1m Darat Bermotoz 
Belanja Modal Peralatan dan Meein • Pengadaan Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Kendaraan Bennotor Penumpang 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pcngadaan Kendaraan Bennotor AngkU tan Barang 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Kendaraan Bennotor Khuaus 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Kendaraan Bcnnotor Beroda Dua 
Belanja Modal Petalatan dan Melin • Pcngadaan Kcndaraan Bermotor Beroda Tiga 

Be~a llocSal P.1alatan clan llleala • Penpdaan Alat-alat Bantu 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pcngadaan Alat Pcnarik 
Belanja Modal Peralatan dan Mcein - Pengadaan Feeder 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pcngadaan Compresscr 
Belanja Modal Peralatan dan Mes.in - Pengadaan Electric Generating Set 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan Pompa 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Bor 
Bc:lanja Modal Peralatan dan Me:J.in - Pc:ngada.an Unit Pemeliha.ra.an Lapangan 
Bclanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengolahan Air Kotor 
Belanja Modal Pcralatan dan Me&in - Pengadaan Pembangkit Uap Air Panaa/Si&tem Generator 

Belallja Modal Pc:ralatan dan Mesln • Pcn1ad11a1i Alat-Alat Bc.ar Apwii:; 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Dredger 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan Floating Excavator 
Belanja Modal Peralatan dan Melin - Penga.daan Anlphibi Dredger 
Belanja Modal Peralatan dan Mesln - Pcngadaan Kapal Tarik 
Bel.anja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Mesin Prollea Agung 

BelaJtja 14oclal Peralata.n da.n llc&dn • Pell&•daau. Alat·Alat Bc.ar Duat 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Tractor 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Grader 
Belanja Modal Pcralatan dan Meain • Pengadaan Excavator 
Belanja Modal Peralatan dan Meein • Pengadaan Pile Driver 
Belanja Modal Peralatan dan Melin· Pengadaan Hauler 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaa.n Aaphal Equipment 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pcngadaan Compacting Equipment 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Aggregate & Concrete Equipment 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Loader 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pengangkat 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Mesin Proses 

Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Lapangan Pemanear dan Studio Alam 
Belanja Modal Tanah - Pcngadaan Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan 
Belanja Modal Tanah • Pengadaan Tanah Lapangan Terbang 
Bclanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangu.nan Jalan 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Air 
Betanja Modal Tanah • Penpdaan Tanah Untuk Bangunan Instalasi 
Belaitja Modal Tanah - Penpdaan Tanah Untuk Bangunan Jaringan. 
Belaitja Modal Tanah - ~gadaan T&nih Untuk Bangunan BereejlitBh 
BelmtjA. Modal TanAh - Penpdo.an Tanah Untuk Bangunan Gedung Olah Ra&a 
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Tempat lbadah 

s . 2 .3. 2:il 

5. 2. 3. 21 
s . 2. 3' 21 . 01 

5.2.3.20.03 

5.2.3.20,02 

S.2.3.20 
5 . 2 . 3 . '.20 . 01 

5. 2. 3. 19 
5. 2. 3. 19. 01 
5.2.3.19.02 
5 . 2 . 3 . 19 . 03 

S.2.3.18 
5. 2. 3. 18. 01 
5 . 2. 3. 18. 02 

5. 2. 3 .17 
5 . 2 . 3 . 17 . 01 
5 . 2 . 3 . 17 . 02 
5.2.3.17.03 
5.2.3.17.04 
S.2.3.17.05 
5. 2. 3. 17. 06 

5. 2. 3. 16 
5 . 2. 3. 16. 01 
5 . 2 . 3 . 16 . 02 
5 . 2 . 3 . 16 . 03 
5 . 2 . 3. 16 . 04 
5 . 2 . 3 . 16 . 05 
5 . 2 . 3 . 16 . 06 
5 . 2 . 3. 16. 07 
5 . 2 . 3 . 16 • 08 
5 . 2 . 3 . 16 . 09 

5. 2. 3. 15 
5.2.3.15.01 
5 . 2 . 3 . 15 . 02 
5. 2. 3. 15. 03 
5 . 2 . 3 . 15 . 04 
5 . 2 . 3 . 15 ' 05 

5. 2. 3. 14 
5.2.3.14.01 
5 . 2. 3. 14 . 02 
5 . 2 . 3 . 14 . 03 
5 . 2 . 3. 14 . 04 
5 . 2 . 3 • 14 . OS 
5 . 2 • 3 . 14 . 06 
5 . 2 . 3 . 14 . (YT 

5 . 2 ' 3. 14. 08 
5 . 2 . 3 . 14 • 09 
5 . 2 . 3 . 14 . 10 
5.2.3.14.11 

5 . 2 . 3 . 13. 04 
5. 2 . 3 . 13 . 05 
5. 2 . 3. 13 . 06 
5 . 2 . 3 . 13 . 07 
5 . 2 • 3 . 13 . 08 
5 . 2 . 3 . 13 . 09 
s . 2 . 3. 13 . 10 
s . 2 . 3 . 13 . 11 
5 . 2 . 3 . 13 . 12 
5 . 2 . 3 . 13 . 13 



Bela.J\la Modal Poralatan dan Mealn - Peugadall.ll Alat Ruma.h Taapa 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Meubelair 

BelaDJa Modal hralataa dan ldealA - hRpdaaA A.lat Kantor 
Bclaaja Modal Peralatan dan Meain - Pcngsda.an Meain Ketik 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Mesin Hitung/Jumlah 
Belanja Modal Pcralatan dan Meahl - Pengadaan Alai Reprodukai {Pcngganda) 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Penga.daan Alat Penyimpanan Perlengkapan Kantor 
Belanja Modal Peralatsn dan Meain - Pengadaan Alat Kantor Lalnnya 
Belanja Modal Perala.tan dan Mesin - Pengadaan Visual Elektronik 

Belanja Modal Peralatan clan Mesin - Pengadaan Alat Pemeliha.raan Tanaman 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pengadaan Alat Panen 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Penyimpanan 
Belanja Modal Peral.a.tan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium 
Belanja Modal Peralatan dan Meein - Penga.daan Alat Penangkap lkan 

BehmJa Modal Peralatan clan Mem - Peupdaa.u. Alat Pomellhuaa.u. Tau.aman/ Alat Penylmpan 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pcngadaan Alat Laboratorium Pertanian 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin • Penga.daan Alat Procesing 
Belenja Modal Peralatan dan Mesin - Penga.daa.n Alat Pase.a Penen 
Belenja Modal Pcralatan dan Mcsin - Pengadaan Alat Pengolahan Produksi. Perikanan 

BelaDJa Modal Peralatan dan Jl.!eai.D - Pengadaaa .Al.at Uku.r 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Universal 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengada.an Alat Ukur/Test lntelegensia 
Belaaja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Alat Ukur /Test Alat Kepribadian 
Bclanja Modal Pecalatan dan Meein - Pengadaan Alat Ukur /Test Klinis Lain 
BelaJtja Modal Peralatan da.n Meain - Pengada.an Alat Kalibre.ai 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Oscilloscope 
Belanja Modal Pcralatan dan Meein - Pengadaan Universe.I Tester 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin ·- Pengadaan Alat Ukur/Pembanding 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur Lainnya 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Timbangan/Blora 
Belanja Modal Peralatan dan Meein - Pengadaan Anak Timbangan/Biasa 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Tekaran Kering 
Belanja. Modal Peralatan dan Mcain • Pengadaan Takaren Bahan Bangunan 2 HL 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pcngadaan Takaran Latex/Getah Suau 
Bclanja Modal Pcralatan dan Mellin • Pengadaan Gelaa Takar Berbega.i Kapasitas 

BehmJa Modal Peralatan du. Mealn - Peagadaa.n. .Al.at PeagolahUl 
Belanja Modal PeralaWl dan Mellin - Pengadaan Alat Pengolahan Tanah dan Tanaman 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengsdaan Alat Panen/Pcngole.han 
Belanja Modal Perala.tan dan Mesin - Pcngadaan Ala.t-Ala.t Pctcmakan 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadean Alat Penyimpanan HatJil Pcrcobaan Pertanian 

Belaaja Mo~ Peralatll.ll daa Meeln - P.uipdaa.u. Alat BeRpel Tak Benne&lu 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengada.an Perkakaa Bengkel Konstruksi Logam 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaen Perka.kas Bengkel Listrik 
Belanja Modal Peralatan clan Mesin - Pengadaan Perkakas Bengkel Service 
BelaJtja Modal Peralatan dan Mesin - Pcngadaan Pcrkaka.s Pengangkat 
Belanja Mod.al PcraJatan dan Melin - Pcngadaan Pcrkaku Standar (Standart Tool) 
Belanja Modal Pmi.laWl dan Melin - Pengada.an Perkaku Khuaua (Special Tool) 
BelaJtja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkaka.s Bengkel Kerja 
Belanja Modal Pecalatan dan Mcsin - Pengadaan Peralatan Tukang-tukang Besi 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Penpdaan Peralatan Tukang Kayu 
Belanja Modal Perala.tan dan Meein - Pengadaan Pcralatan TUkang Kulit 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengada.anPeralatan Ukur, Gip & Feting 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penga.daan Perkakas Bengkel Usuik 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - PerkeJcae Bengkel Servi.cc 
Belanja Modal Pel'alatan dan Meain - Penp.daan Perka,kaa Pengangka.t Bermeein 
Belanja Modal Pcralatan dan Meain - Pengada.an Perkalcae Bengkel Kayu 
Belanja Modal Pera.Iatan dan Meain - Penga.daan Perkllkas Bengkcl Khusus 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Peralatan Las 
Belanja Modal Peralatan da,n Meein - Pcngadaan Pcrkaka.s Pabrik Es 

Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Perkakas Konstruksi Logam Terpasang pada 
Pondasi 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Perkakas Konatruklli Logam yang Berpind.ah 
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BelaDJa llrlodal Peralatan 4an llrleaia • Pengadaan Alat Kedoktel'liLll 
Bel.anja Modal Pcralatan dan Mes.in· Penga.daan Alat Kedokteran Umum 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Gigi 
Belanja Modtll Pcralatan dan Mesin - Pcngadaan Alat Kedokteran Keluarga Berencana 

Be~a Modal Peralatan d.aa Meala - Peqada.a.a. Peralatu. Pemancar 
Bclanja Modal Peralatan dan Mellin - Penga.daan Peralatan Pemancar MF/MW 
Belar\.ia Modal Pe.ralatan dan Mesin - Pcnga.daan Peralatan Pemancar HF /SW 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengarlaan Peralatan Pemancar VHF/FM 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Pemancar UHF 
Behutja Modal Peralatan dan Mesin - Pengade.an Peralatan Pemancar SHF 
Belanja Modal PcraJatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena MF/MW 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Antena HF/ SW 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Peralatan Antena VHF/FM 
Bel.anja Modal Peralatan dan Mesin • Penga.daan Pcralatan Antena UHF 
Belanja Modal Pe.ralatan dan Meain - Pcngadaan Pcralatan Antena SHF /Parabola 
Belanja Modal Perala&an dan Mellin - Pengadaan Pcralatan Translator VHF /VHF 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Perala.tan Tranelator UHF/UHF 
Bel.anja Modal Pcralatan dan Me sin - Pcnga.daan Pcralatan Translator VHF/ UHF 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Peralatan Translator UHF /VHF 
Belaitja Modal Peralatan dan Mes.in • Pengadaan Pcralatan Microvawe FPU 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Microvawe Tereatrial 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengade.an Peralatan Microvawe 'JVRO 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Dummy Load 
Belanja Modal Peralatan dtm Mesin - Pengadaan Switcher Antena 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pcngadaan Switcher/Menara Antena 
Belanja Modal Peralatan dan Mes.in - Pengadaan Feeder 
Bclanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Humitity Cont1'ol 
Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan Program Input Equipment 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penga.daan Peralatan Antena Penerima VHF 

Bellulja llo4a1 Pvalataa 4an Moala - PeR&&d&a.D Alat Kom11Dilm81 
Belaaja Modal Peralatan dan Meain - Penga.daan Alat Komunikasi Telephone 
Bel.anja Modal Pcrala.tan dan Mes.in · Pengadaan Alat Komunikasi Radio SSB 
Belanja ModaJ Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Komunikasi Radio HF/FM 
Belanja Modal Perala.tan dan Mellin - Pengadaan Alat Komunikasi Radio VHF 
Belanje. Modal Pcralatan dan Meain • Pengadaan Alat Komunikasi Radio UHF 
Belartja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Alat Komunikaai. Soaial 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pcngadaan Alat-alat Sandi 

Bel&Jtja Mod.al Peralatan dan Meeln - Pengadaan .Alat Studio 
Belanja Modal Peralatan dan Mes.in - Pengadaan Peralatan Studio Visual 
Belanja Modal Peralatan dan Mes.in - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Peralatan Studio Video dan Film A 
Bel.anja Modal Pcrelaian dan Mellin - Pengadaan Pcralatan Cetak 
Belanja Modal Pe.ralatan dan Mcain · Pengadaan Perala.tan Computing 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Penga.daan Peralaisn Pemetaa.n Ukur 

Belaoja Modal Peralatan dan Mcsln,- Penpdaan Meja Dan KUJ'lli Kerja/Rapat PeJabat 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Meja Kerja Pejabat 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Meja Rapat Pejabat 
Bel.anja Modal Pcralatan dan Meain - Pcngads.an Kursi Kerja Pejabat 
Bel.anja Modal Peralatan dan Meain - Pcnga.daan Kursi Rapat Pejabat 
Belaaja Modal Pe.ralatan dan Meain - Pengadaan Kursi Ha.dap Depan Meja Kerja Pejabat 
Belanja Modal Pe.ralatan dan Mesin - Pengadaan Kursi Temu di Ruangan Pejabat 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin . Pengadaan Lemari dan Arsip Pejabat 

BelaDJa Modal Peralatan daa Meala - Penpdaan Kamputer 
Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer Unit Jeringan 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pcngadaan Personal Koinputer 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penga.daan Peralatan Komputer Mainframe 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Pcralatan Mini Komputer 
Bela:tja Modal Peralatan dan Mellin - Penga.daan Peralatan Personal Komputer 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Peralatan Jwingan 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penga.daan Alat Pengukur Waktu 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Pembersih 
Belanja Modal Peralate.n dan Mesin - Pengadaan Alat Pendingin 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alal Dapur 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga La.innya (Home Use] 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Pemadam Kebakaran 
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Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan Alat Laboratorium Metalography 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penge.de.an Alat Laboratorium Proaes Pengelasan 
Belanja Modal Pcralatan dan Mcsin • Pengad88Il Alat La.boratorium Uji Proses Pcngelasan 

Belanje. Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Prosea Pembuatan Pola 

Belaitja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadasn Alat l.aboratorium Umum 
Belanja Modal Pere.Iatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Umum A 

Bclanja Modal Peralatan dan. Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kedokteran 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pcngadaan Alat l.aboratorium Microbiologi 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat LaboratoriJ'm Kimie. 
Belanja Modal Peralaten dan Meain - Pengadaan Alat Laboratorium Microbiologi A 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pcngade.an Alat Laboratorium Pe.tologi 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Ale.t Laboratorium lmmunologi 
Belanja Modal Perala.tan d~ Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hematologi 
Belaqja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat l.aboratorium Film 
Bclanja Modal Pere.Iatan dan Mesin - Pengade.an Alat l.aborat.orium Make.nan 
BelaJtja Modal Peralatan dan Mesin - Pengade.an Alat Laboratorium Standariaaai, Kalibre.si dan 
InstrumentaSi 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Alat Laboratorium Fannasi 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengade.an Alat Laboratorium Fieika 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengade.an Alat Laboratorium Hidrodinamika 
Belanje. Modal Peralatan dan Mesin - Pcngadaan Alat Laboratorium Klimatologi 
Belanje. Modal Peralatan dan Meein - Pcngadaan Alat La.boratorium Proses Pcleburan 
Belmtja Modal Peralatan da.n Mesin - Penga.daan Alat Laboratarium Paair 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratarium Proses Pcmbuatan Cetakan 

Belanja Modal Pere.Iatan dan Mellin - Pengadaan A1at Laboratorium Cocok Tanam 
Bclanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Alat La.boratorium Logam, Mellin. Liatrik 
Belanja Modal PeraJatan dan Mellin - Pcngadaan Ala.t Laboratorium Logam, Meain Liatrik A 

Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Alat l.aboratorium Aspal Cat & Kimia 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan Alat laboratorium Mekanik Tanah dan Batuan 

Be~a Mo4a1 J>.nlatan cla.u. Mcabi. • Peu.p4aan UoJt-U.lllt Laboratorium 
Belanja Modal Pere.le.tan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Kllnia Air 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengade.an Alat Laboratorium Microbiologi 
Belanja Modal Peralatan dan. Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Hidro Kimia 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pcngadaan Alat Laboratoriurn Model/Hidrolika 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengade.an Alat laboratorium Buatan/Geologi 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat l.aboratorium Bahan Bangunan Konstruksi 

BelaDJa Modal Pwalataa dan. Moaln - P.u.pdaan. Alat KcMbataa 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Alat Keaehatan Perawatan 
Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan Alat Kesehatan R.ehabilitasi Medis 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Kesehatan Ma.tra Laut 
Bclanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Alat Kesehstan Matra Udara 
Belanje. Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kedokteran Kepolisian 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Olahraga 

Belaitja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Mata 
Belanja Modal Pcralatan dan Meain - Penga.daan Alat Kedoktera.n T.H.T 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat R.otgen 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Farmaai 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan Kebidanan dan Penyakit 
Kandungan 
Belenja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadesn Mortua.ry 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Keeehatan Anak 
Belanja Modal Pcralatan dan Mcsin - Pengada.an Poliklinik Set 
Belaitja Modal Peralatan dan Meain - Pcngade.an Alat Kedokteran Penderita Cace.t Tubuh 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penge.de.an Alat Kedokteran Neurologi (syaraJ) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengade.an Alat Kedokteran Jantung 
Belanja Modal Perale.tan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Nulclir 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran Radiologi 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Ale.t Kedokteran Kulit dan Kelamin 
Bclenja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Alat Kedoktcran Gawat Darura; 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokicran Jiwa 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengade.an Alat Kedokteran Hewan 
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Bclartja Modal Pualatan dan Mesin • Pengadaan Radiation Detector 
Bclanja Modal Pcralaian dan Mc&in - Penpdaan Modular Counting and Scentilic 
Belanja Modal Peralatsn dan Mesin - Pengadaan ABSembly /Accounting System 
Belanja Modal Peralatan den Mesin - Pengadaan Recorder Display 

Belan,ja Mo4al Penlatan clan Medn • Penpdaan Alat Laboratorium Ftaika Nuldlr I Elektronika 

Belaltja llr'ladal Peral.at.an d.an llr'lealD • PeopclaaD UDit Alat Labaratorium K1mJa Nukllr 
Belanja Modal Peralatan den Meain - Pengadaan Analytical instrument 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin • Pengadaan Instrument Probe/Sen!JOr 
Belanja Modal Perallltan dan Mcain - Pengadaan General Laboratory Tool 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Instrument Probe/Sen1JOr A 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin • Pengadaan Glaasware Plastic/Utensils 
Belanja Modal ~alatan dan Mcsin - Pengadaan Laboratory Safety Equipment 

Belaaja Modal Peralatan dan lllleaiD - Pcllcadaan Alat Peraga/Pra.ktell Sellolab 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Bidang Studi : Bahasa Indonesia 
Belania Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : Matematika 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : !PA Daaar 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pcngadaan Bidang Studi : IPA Lanjutan 
Belanja Modiit Peral.a.tan dan Mellin - Penga.daan Bidang Studi : IPA Menengah 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Bidang Studi ; IPA Atas 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi : JPS 
Bclanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan Bidang Studi ; Agama !&lam 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pcngadaan Bidang Studi ; Kctrampilan 
Belanja Modal Pcralatan dan Meain - Pengadaan Bidang Studi : Kesenian 
Belanja Modal Pcralatan den Mellin - Pcngada.an Bidang Studi : Olah Raga 
Belanja Modal Pcralatan dan Mcsin • Penga.daan Bidang Studi : PMP 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Bidang Pendidikan/Ketrampilan Lai.n-lain 

Bclanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Alat Laboratorium Oceanograli 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat La.boratorium Llngkungan Perairan 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Biologi Peralatan 
Bclanja Modal Peralatan dan Mesin - Penga.daan Alat Laboratorium Biologi 
Belanja Modal Peralatan dan Mcain - Pengadaan Alat Laboriuorium Oeofisika 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pcngadaan Alat Laboriuorium Tam.bang 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pcngadaan Alat Laboratorium Prosea/Teknik Kimia 
Belanja Modal Peralatan dan Meain- Pengadaan Alat Laboriuorium Proses lndustri 
Bela.itja Modal Peralatan dan Mes.in • Pengadaan Alat Laboratorium Kesehatan Kerja 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin • Pcnga.daan Laboratorium Kearaipan 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Laboratorium Hcmatologi & Urinalisis 
Belanja Modal Peralatan dan Meain • Pengadaan Alat Laboratorium Lainnya 
Belanja Modal Peralatan den Mesin - Pengadaan Laboratorium Hematologi & Urinalisis A 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pcrtanian 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian A 
Belartia Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Alat Laboratorium Pertanian B 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Elektronika dan Daya 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium energi Surya 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Konversi Batubara dan Biomas 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kenunik 
Belanja Modal Peralatan dan Meein - Pengadaan Alat La.boriuorium Proecs Tcknologi setuteee 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Alat Laboratorium Uji Kulit, Karet dan Pia.stile 

Beliutja Modal Pcralatan dan Mesln - Pengadaan Alat Laboratorium Proees Teknologi Kulit Karet 

Belaaja Modal Peralatan dan Mesin - Pcnga.daan Alat Laboratorium Uji Tckstil 
Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pcngadaan Alat Laboratorium Proees Teknologi Keramik 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pcngadaan Alat Laboratorium Proses Tcknologi Tekstil 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin · Pcngadaan Alat Laboratorium Proses Pengolahan Panas 

Betanja Modal Pcralatan dan Meain - Pcngadaan Alat Laboratorium Matrologie 
Belanja Modal Peraletan dan Mesin • Pengadaan Alat Laboratoriurn Proses Pelapisan Logam 

Belanja Modal Pcralatan dan Mesin - Pengadaan A1at Laboratorium Proees Pembuatan Logam 
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Be~a Modal hralatan 411.D lilooalD • hApda&ll Amun.LR 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin • Pengadaan Amuniai Umum 

Beluja Modal PaalataA 41u( Mel1D - Peupd.aan. Puae~ataan lion Be~ata Apl 
Belanja Modal Pcralatan da.n Mellin - Pengadaan Alat Keamanan 
BelaJtja Modal Pera.la.tan da.n Meain - Pengadaan Non Seltjata Api 

Belanja Modal Peralatan dan Mesln • Pengad.a.BD SeDJata Api 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaen Senjata Genggam 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Senjata Pinggang 
Belanja Mod.al Peralatan dan Mesin - Senjata Bahu/Senjata Laraa Panjang 
Belanja Modal Peralatan dan Mes.in - Senapan Mesin 
Bclanja Modal Peralatan da.n Mellin • Mortir 
Belanja Modal Pcralatan da.n Meain - Anti La.pis Beja 
Belanja Modal Peralatan dan Meain -Artileri Medan (Armed) 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Artileri Pertahanan Udara (Arhanud) 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin -Peluru Kendali/Rudal 
Belanja Modal Peralatan dan Meain -Kavaleri 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin -Seltjata Lain-lain 

Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Pemcainan: Electrical Workshop 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan MOB 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Photo and Film Equipment 

Belanja Model Peralatan dan Mesin - Penp.daan Pemesinan Painting Shop 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Penpdaan Pemeainan : Ship Model Preparation Shop 

Belulja llodal Ponlatan dan Moam • Penpd.aaa PenlataD J.aboratorlum HiclrocUiuunika 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrcdinamika Towing 
Carriage 

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Wave 
Generator and Abaorber 
Belanja Modal Peralatan dan Mee.in • Pengadaan Peralatan Laboratorium Hidrodinamika Data 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Penge.daan Cavitation Tunnel 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Overhead Cranes 
Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Peralatan umum 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin • Pengadaan Pemesinan: Model Ship Workshop 
Belanja Modal Peralatan dan Mcain - Pengadaan Pemesinan : Propeller Model Workshop 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadean Pemeainan: Mechanical Workshop 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Penga.daan Pemesinan : Precision Mechanical Workshop 

Belanja Modal Pcrclatan dan Meain - Pengadaan Laboratorium LingkUngan 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Laboratorium Penunjang 

Beluaja llodal Penlabua du. Moala - Penpdaan Alat LUon.torlum Llnpanp.n Hldup 
Belanja Modal Pe.ralatan da.n Mellin - Pcngadaan Alat laboratorium Kualitae Air dan tanah 
Belaaja Modal PeralataJi dan Meain - Pengadaan Alat Laboratorium Kualitas Udara 
Belanja Modal Peralatan dan Mellin - Pengadaan Alat Laboratorium Kebisingan dan Getaran 

Belanja Modal Pcralatan da.n Mesin - Pengadean Pcralatan Hidrologi 

BelaQja Modal Poralatan dan Meebl - Penpdaan Ra41at.lon Aplicat.lon and Non I>cstru.ctive 
Teatln&: Lab 

Belanja Modal Peralatan dan Meain - Pengadaan Radiation Application Equipment 
Belanja Modal Peralatan dan Mcsin - Pengadaan Non Destructive Teat (NDT) Device 
Belwlja Modal Perala.tan dan Meain • Pengadun Peralatan Umum Kedoteran /Klinik Nuklir 

Belanja Modal PeraJQtan dan Meain - Pengadaan Alat Ukur Fi&ike. Keaehatan 
Belanja Modal PeraJQtan da.n Meain - Pengadaan Alat Keeehatan Kerja 
Belwtja Modal Pcralatan da.n Meain - Pengadaan Protek&i LingkUnpn 
Belanja Modal Peralatan da.n Meain - Pengadean Meteorological Equipment 
Belanja Modal Peralatan da.n Mesin - Pengadaan Sumber Radiasi 

Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan System/Power Supply 
Belanja Modal Perala.tan dan Meein - Pengadaan Measuring I Testing Device 
Belanja Modal Peralatan dan Meein - Pengadaan Opto Electronics 
Belaaja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadean Accelator 
Belanja Modal Peralatan dan Mellln - Pengadaan Reactor Expermental System 
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Be~& Modal GedWll dan Baap.naa - Penp.dlMID B&DpAIUl Bonejanh 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan latana Peringatan 
Belanja Modal Gedung den Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Adat 

BelanJa Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Perambut Penerangan Pantai T1dak 
Bermen&J'a 
Belanja Modal Gedung dan Bengunan · Pengadasn Bangunan Mcnara Telekomunikasi 

BelaDJa Modal Gedwi& daa Banpnaa - PeapdlUID Banguna.a Mcnara 
Belenja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadasn Bengunen Mcn&J'a Perarnbuan Pencrang Pantai 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Mess/Wiama/Bungalow /Tempat 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan ABl'ama 
Belanja Modal Gcdung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Hotel 
Bclanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Motel 
Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaan Bangunan Flat/Rumah Susun 

Belanja Modal Gedung dan BangUnan - Penga.daan Bangunan Pagar 
Belastja Mod.al Oodw:a1 dan BanpUllUl - Penpdaan Bllnpnaa Gedun& Tompat Tlnggal 

Belanja Modal Gedungdan Bangunan - Pengadaa.n Bangunan Rumah NepraGolongan I 
Belanje. Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Rumah Negara Golongan 11 
Belanja Modal Gedung den Bangunan - ~gadaan Be.ngunan Rumah Negara Goloongan Ill 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengsdaan Bangunan Gedung Tempat Kerje. Lainnya 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Garasi/Pool 
Belanja Modal Gcdung den Bangunan - Pengad.aan Bangunan Gedung Pemotongan Hewan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Pabrik 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Stuiun Bue 
BeJ.aaja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kandang Hewan/Tcmak 
BelQJ\ja Modal Gedung clan Bangunan - Pengad.aan Bangunan Gedurig Perpuetalcaan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedun1 Museum 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan B&ngunen Gedung 
Tenninal/Pclabuhan /Bandar 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pengujian Kelaikan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Lembaga Pemasyarakatan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunen - Pengadaan Banguna.n Rumah Tahanan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bengunan Gedung Kramatorium 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Pembakaran Bangkai Hewen 

Be\anja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Untuk Poe Jaga 

Belanja Modal Gedung dan Bangun1U1 - Pengadaan Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Olah Raga 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pcngadaan Bangunan Gedung Tempat Pendidikan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Ternpat Pertemuan 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengade.an Bangunan Gedung Tempat Ibadah 

Be1aDja Modal Gedwi.1 da:a. Ba.apUla.a - Penpdaa.n Banp11an Gedwi.1 Temp&t Kerja 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadasn Bangunan Gedung Kantor 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gudang 
Belanja Modal Gcdung dan Banaunan - Penpdaan Bangunan Gudang Untuk Bengkel 
BelaJtja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Oedung lnatalasi 
BelQJ\ja Modal Oedung dan Bangun1U1 - ~gadaan Bangunan Gcdung Laboratorium 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Kesehatan 
Belania Modal Gedung dan Bangunen • Pengadaan Banguna.n Oceanarium/Opservatcrtum 

BelaDja Modal Pcralat•n dan Meala ·Penpdaan Alat KelUllana.a dan Perli:a.dw:a1an 
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan A\at Bantu Keamanan 
Belanja Modal Pera.le.tan dan Mcsin -Pengadaan Alat Perlindungan 

Bel&Jda Modal PenlataA dan Hem -Pencadaa.n SeDjata Sh&ar 
Belanje. Modal Pcralatan dan Mes.in -Pengadaan Laser 

Belanja Modal Pcralatan den Mesin - Pengadaan Amunisi Darat 
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BolaAja MDdal J'alaa., lr1pai daD .Jarinp.n • Penpdaan Banawum Alt Piuiane s11n1t 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Paaang Sunlt 
Belanja Modal .Jalan, lrigaai dlUI .Jaringan • Pengadaan Bangunan Pengsmbilan Pasang Surat 

BoW>.ja Mod.al J'alan, lrlpsl clan J'ariapA • Pegpclaa:A BaaiWWI Air !rip.al 
Bel.anja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Peng,e,d.wl Bangunan Waduk Irigasi 
Belanja Modal Jal.an, lrigasi dan Je.rlngan - Pengadaan Bangunan Pengambilan 1rigasi 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan- Pengadaan Bangun1U1 Pembawa lrigtlsi 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang lrigaai. 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman lrigasi 
Belartja Modal Jalan, !rip.Bi dan Jaringan. Pengadaan BangunlUI Pelenglcap lriga.si 

B~a Modal Jalan, lripai clan Jarinpa. • Penpclaau. .Jembatan 
Belanja Modal .Jallul, lrigasi dan .Jaringan • Pengadaan Jembatan Negara/Nasional 
Belanja Modal Jalan, Iriga.ai dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Provinsi 
Bel.anja Modal Jalan, lrigasi den Jaringan - Pengadaan Jembatan Kabupaten/Kota 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengada.an Jembatan Desa 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Jembatan Khusus 
Belanja Modal Jalen, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pada Jalan Toi 
Belanja Modal Jalan, lrigasi den Jaringan - Pengada.an Jembatan Pada Jalan Ker.,la Api 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jarinpn · Pengadaan Jembatan Pada Landasan Pacu Pesawat 
Terbang 
Bclanja Modal Jalan, 1ri.gaai. dan Jaringan - Pengadaan Jembatan Pcnyeberangan 

BelaDJa Modal .Jdaa, lrl&-1 daD .Jarl.11.p.n • Pen~ Jalan 
Belanja Modal Jal.an, lrisa$ dan Jaringan • Pengadaan Jal.an Negara/Nasional 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Jalan Provinsi 
Belarua Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kabupaten/Kota 
Belanja Modal Jal.an, lrigasi dan Jaringan - Pengad.aan Jalan Oesa 
Belanja Modal Jalan, lrigasi. dan Jaringan - Pengadaan Jala.n Khusus 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Jalan Tol 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jalan Kereta 
Belanja Modal Jalan, lriga.ai dan Jaringan - Pengadaan Landaaan Paeu Pesawat Terbang 

Bela.a,ja Modal Gedung dan Bangunan • Penpd&.all Bangunan Rambu·R.anibu Lalu Lintaa Udara 
Belenja Modal Gedung den Bangunan • Pengadaan Runway/Threshold Light 
Belanja Modal Gedung den Bangunan - Pengadaan Visual Approach Slope Indicator [VASI) 
Belanja Modal Gedung den Bangunan - Pengadaan Approach Light 
Belanja Modal Gedung dan Bangunen - Pengadaan Runway Identification Llght(Rells) 
Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pengadaan Signal 
Belanja Mod.81 Gedung dan Bangunan - Pengadaan Flood Light 

Belaaja Modal Gedung dan Bangunan - Pengada.an Bangunan Ranlbu Tidak Bersuar 

BelanJa Modal Gedunc du Banpnan • Pcqadau Bancwi- Rambu-Rambu 
Belanja Modal Gedu.ng dan Bangunan - Pcngadaan Bangunan Rambu Bersuar Lalu Lintaa Darat 

Bela.a,ja Modal Gedung dan Ba.ngu.nan • Peagadaua Ba.npnaa Tup Tltik Kontrol/Putl 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu/Tanda Batas 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pcngadaan Bangunan Tugu/Tanda Bataa 

BebDja Modal Gedung dan Bll.D.gu.nan • Penpdaan Bancwi- M:onu.men/Ba.ncwi- Beraejarah 
la!nnya 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan • Pengadaan Bangunan Bersejarah 

Belaltja Modal Gedun1 dll.D. Banpnan • Pen111.daan Bll.D.IUD&D Candi 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Hindu 
Belanja Modal Gedung dan 8angunan - Pengadaan Bangunan Candi Budha 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Candi Lainnya 

Bolaaja Koda! GedUD.& dan Bu.pDan • l'eDpd.Ull Ban£WLIU1 Tup Perinptan 
Belanja Modal Gcdung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tugu Kemerdekaan 
Belanja Modal Gedung dan Bangunar, - Pengadaan Bangunan Tugu Pembangunan 
Belarija ModQ} Gedung de.n Bangunan - Pengadaa.n Bangune.n Tugu Peringatan Lainnya 

Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Makam Sejarah 
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Tempat Ibada.h Bersejarah 

Belanja Modal Oedung dan Bangunan - Pcngadaan Bangunan Rumah Peningggalan Sejarah 
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BeluJa Modal Jal.an, lrlps! dlUl JarlDp.n - Penpdaaa Banp.nan Air 

Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Air Laut 
Belaaja Modal Jalan, lrigaei dan Jaringan - Pcngadaan Bangunan AJr Tawar 

BelaDJa llDd.al.Jalan, lrlpal daA J"arlnpD - Pe11pdaan lkngwian. Alr Kotor 
Bclanja Modal Jelan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembawa. Air Kotor 
Be\anja Modal Jalan, Iriga.si dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Air Kotor 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuangan Air Kotor 
Bele.nja ModaJ JaJan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Air Kotor 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Air Kocar 

Bclanja Modal Jalan, lrigasi c1an Jaringan - Pcngadaan Bangunan Pelcngkap Afr Beraih/ Af.r Baku 

Belanja Modal Jalan, lriga.si dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pembawa Af.r Bersih 
Bclanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Penga.daan Bangunan Pembuang Afr Bereih/Air Baku 

BelaDJa llDclal .Jalaa., lripli daA Jaringu. • Pellpdaan Bu.lUDUl Air Benih/Baku 
Bclanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pcngadaan Waduk AJr Beraih/ Air Baku 
Bclanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengam bilan Afr Bersih/ Baku 

BehulJ• MDclal Jalaa., lrf&aa1 d.aa .JariDpa • Penpdaan Ban&WUA Peqemb&Dpn Sum.her Alr 
d8D Alr Tmlllh 

Belanja ModalJalan, Jrigasi dan Jaringan - Pcngadaan Bangunan Waduk Pengcmbangan Sumber 
Air 
Belanja Modal Jalan, Irigasi den Jaringan - Pcngadaan Bangunan Pengambilan Pengembangan 
Su mber Air 
Bclanja Modal JB.!an, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pernbawa Pengernbangan 
Sumber Air 
Beianja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pcngadaan Bangunan Pembuang Pengembangan 
Sumber /\it 
Belanja Modal Jalan, Irigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Pengembangan 
SumberAfr 
Belanja. Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pclengkap Pengembangan 

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Penga.daan Bangunan Pelengkap Pengamanan Sungai 

Belanja Modal Jalan, lriga.si dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengwnan Pengamanan Sungai 

Bclanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Penga.daan Bangunan Pengambilan Pcngamanan 
Sungai 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Penga.daan Bangunan Pembuang Pengarnan 
Belanja Modal Jalan, Irigaai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pengaman Sungai 

Bel.UJa MDd.al Jalan, lrip.sl clan JariDga.n. • Peapdaan Bugwian Pen1U11a.a Sunga! dAA 
PeDIUlU'Qlanpn BeaclUla 

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Waduk Penanggulangan Sungai 

Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pcngadaan Bangunan Pelengkap Pasang Rawa 
Belanja Modal Jalan, lrigasi een Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pengembangan Rawa 

Belrutja Modal Jalan, lrigasi den Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengamanan Paeang Surut 

Belartja Modal Jalan, lriga.ai dan Jaringan - Penga.daan BangUnan Pembawa Paeang Rawa 
Belanja Modal Jalan, Jriga.ai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Rawa 

Belutja Modal Jalan, Irigaai dan Jaringan • Pengadaan Bangunan Pcngembelian Puang Rawa 

BelaJtja MDd.al Jalan, lripal d.an JariDpa. • Pe11pdaa.a. Banewian Alr Rawa 
Belaaja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringa.n - Pengadaan Bangunan Air Pengembang Rawa dan Poder 

Belanja Modal Jalan, lriga&i dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Sawah Pasang Surut 

Bclanja Modal Jalan, lriga.si dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pelengkap Pasang Surut 

Belanja Modal Jalan, lrige.ai dan Jaringan - Pengadaan Bangunan Pengaman Pasang Surut 

Belenja Modal Jalan, 1rigasi dan Jaringan - Penga.daan Bangunan Pembawa Pasang Surut 
Belanja Modal Jalan, lrigaa.i. dan Jaringan- Pengadaan Bangunan Pembuang Pasang Surut 
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Be~a Modal JalaA, lrigul da.D .Jaringaa • Pengadaan Jaringa.n Ll.atrtk 
Belanja Modal Jalan, Irigui dan Jaringan - Penga.daa.n Jaringan Tranamiai 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Distribusi 

Behmja Modal Jalan, lrlpaf. d&D Julapn. • Penpdaan Jarinpn. Air lli.D.u.m. 
Bclaaja Modal Jalan, [ripai dan Jaringan - Penpdaan Jaringan Pembawa 
Belanja Modal Jalan, Irig85i dan Jaringan • Pengadaan Jaringan lnduk Distribuai 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan • Pengadaan Jaringan Ce.bang Distribuai 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Air Minum Jaringa.n Sambungan 
Kerumah 

Bclanja Modal Jahu:l, Iri&aal da.D. Jartncwa • Ponpd.aaa lmtalaal Poa.pman 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan lnatalaai Pengaman Penangkal Petir 

Belauja Modal .Jalan, lrlgaai dau Jariogan • Pengadaan luatalaai Oas 
8elanja Modal Jalan. lrigaei dan Jaringan - Pengadaan lnstalasi Oardu Gae 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan lnstalaei Jaringan Pipa Gas 

BelaDJa Modal .Jahu:l, lri1aaJ dan .JariAillJI - Pcn1adaaa la•talaal Portahanan 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan · Pengadaa.n Instalasi Pertahanan Di Darat 

h~a Mod.ill Jahu:l, lrilaal daD Jariagaa • Penpdll&D luatalut Ga:rdu UaUik 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan lnstalaai Gsrdu Listrik lnduk 
Belanja Modal Jalan, Irigaai dan Jaringan • Penga.daanlnatalaai Qsrdu Liatrik Distribuei 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Penga.daan lnste.Jasi Pus.at Pengatur Listrik 

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Penga.daan Instalaai Pembangkit Listrik Tenaga 
Samudera/Gelombang Samudera (Pl...TSm) 

Belanja Modal Jalwi, lrigasi dan Jaringan - Pengadaa.n Pembangkit Liatrik Tenaga Panas Bumi 
(PL'l'Pl 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan- Penga.daan Pembangkit Listrik Tenaga Tenaga Surya 
(PLTS) 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Liatrik Tenaga Biogas (PLTB) 

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Pernbangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG) 

Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Pernbanglcit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) 

Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Uap f PLTU) 

Bclanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Pcmbangkit Liatrik Tenaga Angin (PLTAN) 

Be~a Modal .Jala..a., lrlpal dall Jariapm • Penp4&aa lDatalut Pemb&aP!t Llatrik 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan J aringan • Pcngadaan Pc.mbangkit Liatrik Tenaga Air 
Belanja Modal Jalan, 1rigaai. dan Jaringan - Pcnga.daan Pcmbangkit Liatrilc Tenaga Diesel 
Belanja Modal Jalan, Iriiaai dan Jaringan - Pengadaan Pcmbangkit Liatrlk Tenaga Mikro (Hidro) 

Belanja Modal Jalan, lrigaai dan JBringan - Penga.daan lnatalaai Pengolahan Bahan Bangunan 

Belanja Modal Jala.n, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Inatalaai Pengolahan Sampah Non Organik 

Bel~a Modal .Jala..a., lrigaal dllJI .JaringllJI - Pea.pdaan 1.DaWaaJ Pengolahan Sa.npab 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengolahan Sampah Organik 

BelaDJa Modal .Jala..a., lrigaa! d11J1 Julnpn - Penpdaaa lmtalut Air Kot.o~ 
Be]anja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Afr Kotor 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Buangan lndustri 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan • Pengadaan Instalasi Air Buangan Pertanian 

Belal!Ja Modal Jalan, l:riaaal dan Julapa • Pea.pdaan lnatalu.l AJ.r Mlnum/ AU Beralh 
Belanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan - Penga.daan Air Muka Tanah 
Belanja Modal Jala.n, lrigaai dan Jaringan • Penga.daan Afr Sumber /Mata Air 
Belanja Modal Jalen, lrigaai dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Dalam 
BelaJtja Modal Jalan, lrigaei dan Jaringan - Pengadaan Air Tanah Danglall 
Bclanja Modal Jalan, lrigaai dan Jaringan • Penga.daan Air Bcnih/ Air Baku Lahmya 
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Bcla.Dja Modal .Uet Tetap Lalnnya • Pen.p.daan Hew.a..n 
Belanja Modal Aeet Teta.p lAinnya - Pengadaan Binai:ang Ternal<. 
Belanja Modal Met Teta Lainnya • Pcngadaan Bin Unggaa 

Belaaja Mo4al Met Totap Laimlya • Penpdaan Alat Olah Rap Lalnaya 
Belanja Moda1 Asel Tctap Lainnya • Pengadaan Alal Olah Raga Senarn 
Belanja Modal Asel Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Air 
Belanja Modal Aaet Tete.p Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Udara 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Alat Olah Raga Lainnya 

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebuday8BI1 Maket dan Foto 
Dokumen 
Belanja Modal Asel Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bcrcorak Kebudayaan Benaa-benda 
Bersejerah 
Belanja Modal Aaet Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kcbudaya.an Barang Kcrajinan 

Belartja Modal Aset Tetap Lainnya - Peng.adaan Sarani Bercorak Kebudayaan Tanda Penghargaan 

Belanja Modal Aaet Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebud.ayaan Alat Olah Raga 

Bclaaja Modal Aaet Tctap La!mlya - Pe.npclaaJl Bara.n.c ~rcorak Kebulla)'aaa 
Belanja Modal Aaet 1'etap Leinnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Pahatan 
Bclanja Modal Aaet 1'etap Le.innya • Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan Lukisan 
Belaaja Modal Aaet Tetap Lainnya - Pengadaan Barang Bercorak Kebudayaan J\l.a.t Kfsenian 

Belanja Modal Aeet Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpuatakaan Berkas Komputer 
(Computer File$) 
Belanja Moda1 Asel Tctap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpuslakaan Film Bergerak dan 
Rekaman Video 
Bclanja Modal Asct Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Tarscart 

Bclanja MIJdal Asct Tetap Lainnya • Pengadaan Barang-Barang Perpuatakaan Mueik 
Belanja Modal Aset 1'etap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Ke.rya Graflka. 
(Graphic Material) 
Belanja Modal Aeet Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpuatak.aan 17we Dimensional 
Artet.acs and Realit.a. 
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpuatakaan Bentuk Micro 
(Mit!roformJ 
Bclanja Modal Aaet Tetap Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpustakaan Rekaman Suara 

Bela.qJ& Modal Amct Tctap I.alDDya • PtinpdHn BuW-Buus h.rputUaAD 
Belaitja Modal Aeet Tetap Lainnya - Pengad.aan Barang-Barang Perpustakaan Peta 
Belaqja Modal Aset 1'eta.p Lainnya - Pengadaan Barang-Barang Perpuatakaan Naskah (Manu.sbip) 

BelaDJa Modal Aaet Tetap Lainuya • Pen.pd.a.an TerbJtan 
Belanje. Modal Aset Tetap Lainnya • Pengadaan Terbitan Berkala 
Bclaaja Modal Aset Tetap Lainnya - ?engadaan Buku 1..a.porBn 

BclanJa Modal .Met Tctap Lain.Dya - ~a.p.4aaA Buku 
Belanja Modal Aaet Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Jlmu Pengetahuan Umum 
Belaaja Modal Aaet 1'etap Lainnya - Pengedaan Buku Filsafat 
Belanja Modal Aeet Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Keagamaan 
Belanja Modal Aaet 1'etap Lainnya - Pengaclaan Buku Ihnu Sosial 
Belaitja Modal Aaet Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Ilmu Bahasa 
Behmja Modal ADCt 1'ctap Lairmya - Pengadaan Buku Matematika & Pengetahuan alam 
Belanja Modal Aeet Tetap t.ainnya. • Pengadaan Buku Ilmu Pengetahuan Praktis 
Belanjs Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Buku Arsitektur, Kesenian. Olah raga 
Belanja Modal Aac:t Tetap l.alnnya - Pengaaaan BUku Geografi, Biografi. Sejarah 

BelaDJa Modal Jllla.a., lrlpa1 dim Jadnpn • Penpdau Jadnpn Gu 
Belanja Modal Jalan, lrige.si dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pi.pa Gas Transmilli 
Belanja Modal Jalan, Inga...i dan JaringWl - Pengadaan Jiuingan Pipa Distribu&.i 
Belanja Modal Jalan, lrigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Pipa Dinas 
Belanja Modal Jal&l, lrigas.i dan Jaringan - Pengadaan Jaringan BBM 

BelauJa Modal Jalan, IriiHI dan Jarlnian • Pen.iadaan Jarlngau Telepon. 
Belanja Modal Jalan, lrigasi den Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Di alas Tanah 
Bdanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan • Pengadaan -Jaringan Telepon Di bawah Tanah 
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Telepon Didalarn Air 
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BelaQJa Modal AHt Tetap La!Ji,n7a - PenpdaaD AMt Tetap R.enovaal 
Belanja Modal A&et Tetap LcUnnya • Pengadaan Aaet Tetap Renovasi 

B~a Modal .&.et Tetap ~7a - Penpdaan Tanaman 
Belanja Modal A&et Tetap Lainnya - Penga.daan Tanaman Perkebunan 
Belaaja Modal A&et Tetap Lainnya - Pengadaan Tana.man Holtikultura 
Belanja Mod8t Aaet Tetap Lainnya • Pengadaan Tanaman Kmutanan 
Belaaja Modal Aeet Tetap Lainnya - Pcngadaan Tana.man Hiaa 
Belanja Modal A&et Tetap Lajnnya • Pengadaan Tanaman Obat dan Koemeti.ka 

Belanja ModeJ, Aaet Tctap LcUnnya • Pcnga.daan Binatang Mclata 
Bclanja Modal A&et Tetap Lamnya • Penga.da.a.n Bina.tang Ikan 
Belanja Modal A&et Tetap Lamnya - Penga.daan Hewan Kebun Binatang 
Belaaja Modal A&et Tetap Lainnya - Penga.daan Hewan Pengamanan 
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SI.a& BelanJa DAK 
OAK Bidang Pendidikan 
DAK Bidang Kesehatan 
DAK Bidang lnfrastruktur Ja.lan 
DAK Bidang lnfrastruktur Irigaei 
OAK Bidang lnirastruktu.r Nr Minum 
DAK Bidang Infrastruktur Sanitasi 
OAK Bidang Keluarga Bcrencana 
DAK Bidang Kehutanan 
OAK Bidang Perumahan den Kawasan Pemukiman 
OAK Bidang Kelautan dan Perikanan 
DAK Bidang Praearana Pemerintahan 
DAK Bidang Transportaai Perde&aan 
DAK Bidang Perdagangan 

KoreWSU.PA 
Korekei SiLPA 
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya 
Lain-Lain 

SIM. Leblh Perbitwip.n Angana Tahun Anggara.n Bobdumnya 
Sisa Lebih Perhitungiui. Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya 

KeptNI LanjutNI 
Kegiatan Lanjutan 
Kegiatan Lanjutan Pembayaran Utang T.A 2011 

Kewaj!baa Kopacla Pihak Kotiga Sampai Denga.n A.kblr Tahwi Bc!um 
Tenelea~ 

Uang Jaminan . 
Potongan Taspen 
Potongan Beras 
ASKES 

SI.a& Poillghcmatan BelanJa at&u Aklbat Lain.ll.ya 
Bclanja Pcgawai Dari BelaJtja Tidak Langeung 
Bclanja Pegawai Dari Bclanja Langaung 
Be\ar\ja Barang dan Jaaa 
BeJanja Modal 
BelaJtja Bunga 
Bclanja Subaidi 
Belanja Hibah 
Belanja Bantuan Soaial 
Belan,ja Belanja Bagi Ha.sil 
Belanja Bantuan Keuangan 
Belanja Belanja Tidak Terduga 

Pelampauan Peneriinaan Lain-I.ha PendapatN1 Daorah yailljt Sah 
Pelarnpauan Penerimaan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 

Pelampauan Penerlmaa.D. Dana Pertm.banpa. 
Bagi Hasil Pajak 
Bagi Haeil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam 

PDIBIAYAAl'f PAERAH 
PENERJMAAJI PEMBlAYAAlli' DABaAH 
S!u wlllla Perbitupu .bgprllll Ta.hwa .bgaru Sebeluamya 

Pelampauau Penerlmaaa PAD 
Pajak Daerah 
Rctribusi Da.erah 
H&Bil Pengelolaan Kckll,yaan Dacrab yang Dipiaahkan 
Lain·Lain PAD yang Sah 
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Penerimaan Piutanc Daerah 
Penerimaan Phd;ang Daerah Dari Pendapatan Daerah 

Pe.norlmaan keinball Pemberian PinJaman 
Penerimaan Kemball Pemborian PinJa.man 

Penerima.an Kembali Penerimaan Pinjaman 

Penerlmaau. Hull PenerbltaA Oblipat Daerah 
Obligaei Atae Ne.ma ...... 

Pe.nerimaan Piajaman Daerah Dari Lembaa-a Ke11&11.pn Bllkan. Bank 
Lembaga Keuangan Bukan Bank ...... 

Pe.nerimaan Piajaman Daorah Dari Lembap Keuanpn Bank 
Bank ...... 

Pen.e:rlmaan PIDJaman Daerah Dari Pemerintah Daerah Lain 
Pemerintah Daerah ...... 

Pe.nerime.e.n PinJaman Daerah 
Penerimaan PinJauian Daerah Dari Pemeri.Dtah 

Penerusan !1.njaman ...... 

Heall Pe~ualan A.set MWk PemedJ!tah Daera.b yanc Dlkezjaaamakao 
DenclUI Plhak Ketlca 

Hull Pem3ualaa KekaJaaa, Daerala Jim& 41~1·bkan 
Hull PeDJualan Peruahau. llllJll Daerah/BUllD 

BUMD ...... 

Pencab'an Dana Cadaapn 
Pe.Dcakau. Dana CadaApn 

Pe.ncairan Dana Cadangan Nomor ...... 

Siu Bolall.Ja Dana Tambuao IDlraatnlktur 
Dana Tambe.ban lnfrastruktur Papua 
Dana Tambe.ban lnfrastruktur Papua. Barat 
Ost. .. 

SUia Balaaja Dana Otonoml Khu.au.a 
Dana Otonomi Khusua Aceh 
Dana Otoncmi Kbueue Papua 
Dana Otonomi Khueus Papua Barat 
Oat. .. 

Siu Bela!!Ja Dana PeD)Yeauala.D. 
Dana Penyesu.aian BOS 
Dana Penye.uaian Tambahan Penghaailan Guru PNSD 
Dana Penyeauaian TUnjangan Profesl Guru PNSD 
Dana Penyesuaian Tunjangan Sc:rtlfikaai Guru PNSD 
Dana Penyesus.ian 010 
Ost . 

Siaa Balaaja Dana Bagi Haall 
Dana Bagi !-lasil PBB 
Dana Bagi Hasil PPh 
Dana Bagi Hasil SDA luran Hak Pengusaha Hutan 
Dana Bagi He.ail SDA Sumber Daya Hutan 
Dana Bagi Hasil DR 
Oat. . 

OAK Bidang Lingkungan Hidup 
OAK Bidang Sarene. dan Praaarana Daerah Tertinggal (SPOT) 
OAK Bidang Penanian 
OAK Bidang Pertanien 
OAK Bidang Energi Pedesaan 
OAK Bidang Sarans. dan Pruarana Kawasan Perbataaan 
OAK Bidang Sarana dan Prasarana Kawasan Perbataaan 
DAK Bidang Keselamatan Tranaportaai Dare.t 
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Pem'beria.D PblJ(Ullan Daelllh 
Pembertan Plnjaman Daerah Kepada Pemerintah 

Pe.mb.U- Kembali Obllpal »-rah Sebelu.m. .Jatv.h Tempo 
Obligaai At.as Na.ma ...... 

Pelunasan Obllpd Da.enh Pad& Saat Jatuh Tempo 
Obligasi Ataa Nam.a ...... 

Pem'bayaran Pokok UtllDg Sebelum. .Jatuh Tempo JUipada Lembaga 
IUl1&a11.gan Bu.k.an Bank 

Lembaga Keuangan Bukan Bank ...... 

Pembayaru P<>kok UtaAI SeJ.elum .Jatuh Tempo Kepada Lembaga 
Kewmgan BIUlk 

Bank ...... 

PembqarllD Pokok Utanc Sebelum .Jatu.h Tempo !Ulpada Pemeril>.tah 
Dunh.Laln 

Pemerintah Daerah ...... 

Pem'bayaran Pokok Utanc Sebelum .Jatuh Tempo JUipada Pemerintah 
Peneruaan Pinjaman ...... 

PembayarllD Pakok Utan1 yanc .Jatuh Tempo Kepada Lembaca 1U11&a11.can 
Bllkaa Baak 

Lembaga Keuanga.n Bukan Bank ...... 

Pembayanm Pokok Utanc yan1 .Jatuh Tempo Kepada Lem'baga JUiua..ngan 
BaDk 

Sank BPD Simulaai 

Pem'bayaran Pokok Utanc yang .Jatuh Tempo Kep&da Pemeri.Dtah Daerah 
La.In 

Pemerintah Daerah 

Pembayarrm Pokok Ut:aq 
. Pem'bayuan Pakok Ut&DI 18.IJ.l .latuh Tempo Kepada PemeriDtab 

Peneruaan Pinjaman ...... 

Badaa. Uaaha M1llk Swuta 
Sadan ...... 

Badan Uaaha Mllik D11erah (BUMDJ 
Penyertaan Modal pada Bank 

Peayertaan Modal (lnveatuil Pemeri.Dtab Daerah 
Badan Ueaha MWk Pemeri.Dtah (BUMM) 

BUMN ...... 

PEKOEl.UARAN PEMBIAYAAN DAERAH 
Pem'be:o.tu.k.an Dana Cadangan 

PembeDtukan Dana CadllDp.n 
Pembentukan Dana Cadangan Nomor ...... 

Pellerim-ll PlutllDg Daerah Dari Lem'ba¥& KJiua..ngan Bu.k.an BllDk 
Lembaga Keuangan Bukan Bank ...... 

Penerlmaan P1utan1 Daerah Dari LemlNap Kouupa. Bank 
Bank ...... 

Peu.arlmaan Plutan1 Durah Dad PemeriDtah Durah LaiD 
Pcmerinblh Daerah ...... 

Pe11eriDJ.aan Piutlllll I>&erah Dari Pemeri.Dtah 
Penerimaan Piutang Dacrah Dari Pemerintah 

Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapata.n Pajak Daerah 
Penerimaan Piutang Daerah Dari Pendapatan Retribusi Daerah 
Penerimaan Piutang Daerah Dari Lain-lain Penda.pa.tan yang Sah 

6.2.4 
6. 2 '4. 01 

6. a , 3. 10 
6 . 2 . 3 . 10 . 01 

6.2.3,09 
6 . 2 . 3 . 09 . 01 

6.2.3.08.01 

6. 2. 3. 08 

6. 2 . 3 . 07 . 01 

6.2.3.07 

6 • 2 . 3 . 06 . 01 

6.2.3.06 

6. 2. 3. 05 
6 . 2 . 3 . 05 . 01 

6. 2. 3. 04 . 01 

6.2.3.04 

6 . 2 . 3 . 03 . 01 

6.2.3.03 

6 . 2 . 3 . 02 . 01 

6. 2. 3. 02 

6.2.3 
6. 2. 3. 01 
6 • 2 . 3 . 01 . 01 

6.2.2.03 
6 • 2 • 2 . 03 . 01 

6.2.2.02 
6 . 2 • 2 . 02 . 01 

6.2.2 
6. 2. 2. 01 
6 . 2. 2 . 01 . 01 

6.2 
6. 2. 1 
6. 2. i , 01 
6 . 2 . 1 . 01 . 01 

6. 1. 6. 05 
6 . l . 6. 05. 01 

6.1.6.04 
6 . 1 . 6 . 04 . 01 

6.1.6.03 
6 • 1 . 6 . 03 . 01 

6.1.6.02 
6 . 1 . 6 . 02 . 01 

6 . 1 . 6. 01 . 01 
6. l . 6. 01 . 02 
6 . l . 6 . 0 l . 03 



KBERLANI 

81SA LEBIH{KURABG PEM:BlAYAAlf TA.HUN BERKENAAlf 
Bia& Lebih{ Kurant Pemblayaan Tahu.a Berbnaan 

Sia& Lebih{ Kuraoi PerG.blaya&11 Tabun Berkenaan 
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkenaan 

PEllBL\YAAlf IfETTO 
hm.Waya&D Ifotto 

Bia& Lelllll Pemblayaan TabWl Berbn.aan 
Siaa Lebih Pembiayaan Angge.ren Tahun Bcrkenaan 

P9mberl&D ~amm Daorab Kepacla P9mui.Dta.b. Daerab Lain 
Pemerintah Daerah .•..•. 

Pemerintah 

6.4 
6 .4 .1 
6 .4. 1. 01 
6. 4 . 1 . 01 . 01 

6.3 
6.3.1 
6. 3. 1. 01 
6 . 3 . 1 . 01 . 01 

6.3.4.02 
6 . :;z • 4 . o:;z • 01 

6.2.4.01.01 
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II --- a.. Tambaha.n penghasilan berdasarkan 
beban keria : 

l)Beban Kerja Pejabat l Sekretaris Daerah Orang/Bulan 20.000.000 
2 Star Ahli Bupati Orang/Bulan 10.000.000 
3 Asisten Orang/ Bulan 12.000.00() 
4 Kepala SKPD Eselon II kecuali Ket>ala BPKAD Orang/Bulan 10.000.000 
5 Kepala SKPD Eselon Ill Orang/Bulan 6.000.000 
6 Kepala Bagian pada Setdaka.b. dan Carnat Orang/Bulan 5.00().00() 

2)Beban Kerja BAPPEDA 1 Kepala BAPPEDA Oranz/ Bulan 11.000.000 
2 Sekretaris Oran~/ Bulan 3.500.000 
3 Kepala Bidana Orang/Bulan 3.000.000 
4 Keoala Sub Bidana/ Sub Bazian Orang/ Bulan 2.500.000 
5 StafGoL III Orang/ Bulan 1.750.000 
6 StafGol. II Orang(Bulan 1.500.000 

3) Behan Kerja lnspektorat 1 lnspektur Orang/Bulan 11.000.000 
2 Sekretaris Orang/Bulan 3.500.000 
3 Inspektur Wilayah Orang/Bulan 3.000.000 
4 Pengawas Madya Orang/Bulan 2.750.000 
5 Kepala Sub Bazian Orang/Bulan 2.500.000 
6 Penaawas Pernerintahan Muda Orang/Bulan 2.250.000 
7 Auditor Ahli Muda Orang/ Bulan 2.250.000 
8 Penzawas Pemerintahan Pertama Orang/Bulan 2.000.000 
9 Auditor Terampil Orang/Bulan 2.000.000 
10 Pelaksana Gol. Ill Orang/Bulan 1.750.000 
11 Pelaksana Got. U Orang/Bulan 1.500.000 

41 Beban Kerja Sekretariat Daerah 1 Kepala Sub Bagian Orang/Bulan 2.500.000 
2 Staf Go!. Ill Orang/Bulan 1.750.000 
3 Staf Gol. II Orang/Bulan 1.500.000 

STANDAR BIAYA UMUM 
KABUPATEN LAMPUNG SELA.TAN TAHUN ANGGARAN 2016 

LAMPIRAN lX : PERATURAll BUPATI LAMPUNG SELATAB 
NOMOR : 40 TAHUN 2015 
TANGQAL: To (1/0f 20Ui 

' 



S)Beban Kerja TAPD dan Sekrctariat TAPD 
a) TAPD 1 Ketua Orang/ Bulan 3.000.000 

2 Wakil Ketua Orang/Bulan 2.800.000 
3 Sekretaris Oran /Bulan 2.700.000 
4 An Ota Orang/Bulan 2.600.000 

b) Sekretariat TAPD 1 Orang/Bulan 2.500.000 
2 ota Orang Bulan 2.400.000 
3 a tor Orang/Bulan 2.300.000 

21 Tunjangan Pengelolaaan 1 Orang/Bulan 27.500.000 
Keuangan Daerah 2 Oran /Bulan 25.000.000 

3 Orang/Bulan 20.000.000 
4 Kuasa BUD Eselon IIlb Orang/Bulan 15.000.000 
5 Kuasa BUD Eselon IV Orang/ Bulan 12.500.000 
6 Pelaksana BUD Eselon IV Orang/Bulan 10.000.000 
7 Pelaksana BUD Gol. Ill Orang/Bulan 6.000.000 
8 Pelaksana BUD Gol. II I Orang/Bulan 5.000.000 
9 Pelaksana BUD Non PNS Orang/ Bulan 2.500.000 

b. Tembahan penghasilan berdasarkan 
tempat bertugas : 
1) Dine.s Pendidikan 1 SDN Pulau Sebuku Kecamatan Raiabasa Oran /Bulan 500.000 

2 SON Pulau Sebesi Kecamatan Raiabasa Orang/Bulan 500.000 
3 SON Pulau Harimau Kecamatan Keta an Orang/Bulan 500.000 
4 SMPSwadi Pulau Sebesi Kecamatan Raiabasa Orang/Bulan soo.ooo 
5 SMA Swadi a Pulau Sebesi Kecamatan Raiabasa Oran /Bulan 500.000 
6 Orang/ Bulan 500.000 

2) Dinas Kesehatan Tenaga Medis di Pulau Sebesi, Pulau Sebuku dan Pulau Orang/ Bulan 2.000.000 Rimau 
c, Tambahan penghasilan berdasarkan 1 Orang/ Bulan 12.500.000 

kelangkaan profesi 2 Oran Bulan 1.000.000 
3 DokterUmum Orang/Bulan L000.000 

d. Tambahan penghasilan berdasarkan 
pertimbangan objektif 
1 I Vang makan harian 

a) Satuan Polisi Pamong Praja 1 PNS Orang/Hari 20.000 
2 Non PNS Orang/Harl 15.000 



bl Dinas Perhubungan PNS Orang/Harl 20.000 
NoPNS Orang/Harl 15.000 

cl Satuan Pemadam Kebakaran 1 PNS Orang/Harl 20.000 
2 Non PNS Orang/Harl 15.000 

d) Protokol 1 PNS Oran Harl 20.000 
2 Non PNS Orang/Harl 15.000 

2lTunjangan Perbaikan Penghasilan 1 Esclon Ula Orang/ Bulan 1.500.000 
2 Eselon Ill b Orang/Bulan 1.250.000 
3 Eselon IV Orang/Bulan 750.000 
4 StafGol. EV Orang/Bulan 500.000 
5 Staf Go!. lII Orang/Bulan 450.000 
6 Staf Gol. II Orang/Bulan 400.000 
7 StafGoL I Orang/Bulan 350.000 

2 HouorariU.DJ. 
- Pengguna Anggaran 1 Orang/Bulan 360.000 

2 Nilai .250 it Orang/Bulan 430.000 
3 Nilai Orang/Bulan 500.000 
4 Nilai Orang/Bulan 575.000 
5 Oran Bulan 720.000 
6 Orang/Bulan 900.000 
7 Orang/Bulan 1.100.000 
8 Orang/Bulan 1.300.000 

- Kuasa Pengguna Anggaran 1 Nilai Orang/Bulan 340.000 
2 Nilai a .250 luta Orang/Bulan 410-000 
3 Nilai . 500 luta Orang/Bulan 480.000 
4 Nilai .1 M Orang/ Bulan 550.000 
5 Orang/Bulan 700.000 
6 Orang/Bulan 800.000 
7 Orang/Bulan 950.000 
8 Orang/Bulan 1.100.000 

- Pejabat Penatausahaan Keuangan {PPK-SKPD) l Sekretariat Daerah, Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Orang/Bulan 1.000.000 dan Dinas Peke iaan Umum 

2 Sekretariat DPRD, BPKAD dan Rumah Sakit dr. Hi. Bob Orang/ Bulan 750.000 
Bazar S.Km 



4 

- Pejabat Pembuat Komitmen 1 Nilai Orang/Bulan 285.000 
2 Nilai Orang/Bulan 360.000 
3 Nilai Orang/Bulan 420.000 
4 Nilai Orang/Bulan 480.000 
5 Orang/ Bulan 605.000 
6 Orang/Bulan 665.000 
7 Orang/Bui.an 725.000 
8 Orang/Bui.an 905.000 
9 Orang/Bulan 965.000 

Orang/Bulan 1.030.000 

- Pcjabat Pelaksana Teknis Kcgiatan [PPTK) 1 Orang/Bui.an 150.000 
2 Orang/Bulan 175.000 
3 Orang/Butan 200.000 
4 Orang/Bulan 225.000 
5 Orang/Bulan 250.000 
6 Oran /Bulan 275.000 
7 Orang/Bulan 300.000 
8 Orang/Bulan 325.000 

- Tenaga Ahli 1 Sekretariat Daerah Orang/Bulan 6.000.000 
2 Sekret.ariat DPRD Orang/Bulan 3.000.000 

- Bendah.ara Pengeluaran Sekretariat Daerah, Dinas Pend.idikan, Dinas Kesehatan, Orang/ Bulan 800.000 Dinas Peke · aan Umum 

2 Sekretariat DPRD, BPKAD dan Rumah Sakit dr, Hi. Bob Orang/ Bulan 500.000 
BazarS.Km 

3 Badan/Dinas/Kantor / Sekretariat Dewan Pengurus Orang/ Bulan 400.000 KORPRI 
4 Kecamatan Orang/ Bulan 300.000 

- Bendahara Penerilnaan 1 DinasPenda tan Daerah Oran /Bulan 800.000 
2 Dinas Perhubungan, Komunik:asi dan Infonnatika/Dinas 

Kesehatan/Rumah Salcit dr.Hi. Bob Bazar, S.Km/Badan Orang/ Bulan 350.000 
Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Te adu. 

3 SKPD Lainn a Orang/ Bulan 300.000 



- ~J"FT-· - ··-"!- 
_, ,....- - - - 

I ", . : •\)I I . ·~~ ~ ,.·:.· .. -» . . 
. - -- . _,.._:-:,.,~·--· - . ,, ~1 ··~ ~~ .... ' . ... _ ... _.. ~· -- '· , i;. - , • - . 

- Bendahora Pengehseran Pembantu di SMP, SMK. clan SMA 
Negeri dan Puskcsmaa Orang/9ulan 150.000 

I 

- Pengewas Lapangan Orang/Bulan 300.000 

- Bendahara ~ngelua:ran PPKD dan Pembantu Bcndahara l Bendahara Pengcluaian PPKD Orang/Bulan 2.000.000 
Pcngcluaran PPKD 

2 Pcmbantu Bendabara Pcngeluaran PPKD Orang/Bulan l.000.000 

- Pcmbantu Pcjabat Pdalceana 1'ckn.is Kegiatan (PPJ'K) l Nilai oaJru dana a.d Rn. 100 iuta Orarul. Bulan )10.000 
2 Nilai nRQ'\1 dana di at.as Rn. 100 iuta s.d Ro.250 it Orana: Bulan 120.000 
3 Nilai oaJru dana di atu Ro. 250 iu.ta s.d RD. 500 Juta Orang, Sul.an 130.000 
4 Nilai oaJlU dana di etas Ro. 500 Juta s.d Ro. 1 M OrarurJ Bulan 14-0.000 
5 Ni.lai PaJ!U dana di at.as Ro. 1 M s.d Ro. 2 S M Oran«i Bulan 150.000 
6 Nilai Pagu dana di atas Ro. 2.5 M s.d -Rn. 5 M OranlZi Bulan 160.000 
7 Nil'li Pairu danadi atasRp. 5 M s.d Rp. 10 M Orang/Bulan 170.000 
8 Nilai PBIZU dana di at.as RD. 10 M Orang/Bulan 180.000 .. 

- Pembantu Pejsbat Penata.usahaan Keua.ngan (PPK-SKPO• l Oinas/Badan/Kantor/Sdaet.ariat maksllnal 2 orang Orang/Bulan 250.000 

2 Kecamataa l orano Orang/Bulan 150.000 

- Pcmbanru Bcndahara Pengeluaran/ Bendahara ~nerima.an l Sekretaria.t Daerah/DPRD Orang/ Bulan 300.000 
2 Dinas/Badan Orang/Bulan 250.000 
3 Kantor Orang/Bulan 200.000 
4 Seti.nglcat UPTD/cabang Dinas Orang/Bulan 200.000 
5 Kccamatan Ora:o.g/Bulan 150.000 
6 Puskesmas Orang/Bulan 150.000 

- Pengurus Barang Sekretariat Dacrah/Oinas Pendidilcan/ Oinas 
1 t<csehatan/Dl.na.s Pe.ketjaao Umum/Rumah Saldt Umum Orang/Bulan t.S00.000 

Daerah Dr. BOB BAZAR. SKM 
2 SKPO la.innya. yang memiliki UPI' di kccamatan Orang/Bulan 1.000.000 

3 Dinas /Sadan/ Kantor Orang/Bulan 750.000 
4 Kecamatan Orang/Bulan 500.000 
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- Penyimpan Barang Sekretariat Daereh/Dinas Pendidikan( Dines 
1 Kesehatan/Dmas Pekerjaan Umum/Rumah Sakit Umum Orang/Bulan 1.500.000 

Daerah Dr. BOB BAZAR, SKM 
2 SKPD lainnva vane- memiliki UPT di Kecamatan Orang/Bulan L000.000 
3 Dinas/Badan/Kantor Orang/Bulan 750.000 
4 Keca.matan Orang/Bulan 500.000 

- Pembantu Pengurus Barang/Pembantu Penyimpan Barang 1 Sekreta.riat Daerah/Dinas Pendidikan/ Dinas 
Kesehatan/Dinas Pekerjaan Umum/ Rumah Sakit Umum Orang/ Bulan 500.000 
Daerah Dr RnR BAZAR SKM 

- Petugas Kebersihan 1 Dina.s/Badan/Kantor Orarut./Bulan 500.000 
2 Keca.matan Orang/ Bulan 300.000 

- Petugas Penjaga Keeman.an 1 DinasfBadan/Kantor Orang/Bulan 500.000 
2 Kecamatan Orang/Bulan 300.000 

- Koordinasi Pelayanan Perizinan BPMPPT 
a. Tim Koontina.si 1 Pembina Orang/Bulan 1.000.000 

2 Penanggungjawab Orang/Bulan 850.000 
3 Ketua Orang/Bulan 800.000 
4 Wakil Ketua Orang/ Bulan 750.000 
5 Sekretaris Orang/Bulan 700.000 
6 Anggota Onmg/Bulan 600.000 

b. Sekretariat 1 Koordinator Orang/Bulan 600.000 
2 Anggota. Eselon IV Orang/Bulan 550.000 
3 Anggota Stal Orang/Bulan 300.000 

- Kegiatan Keprotokoleran 1 Penanggungjawab Orang/Bulan 1.300.000 
2 Pelaksana Orang/ Bulan 1.200.000 
3 Wakil Pelaksana Orang/Bulan 1.000.000 
4 Anggota GQl. ID Orang/ Bulan 900.000 
5 Anggota Gol. IV Orang/Bulan 850.000 
6 Petugas pengawal Bupati Lampung Selatan Orang/Bulan 1.000.000 
7 Petugas pengawal Wakil Bupati La.mpung Selatan Orang/Bulan 1.000.000 
8 Petugas penjaga rumah dinas Bupati Orang/Bulan 1.000.000 
9 Ajudan Bupati Orang/ Bulan 750.000 

., __ ,, - 



20.000 

& Uao Lembur watuk THLS/P11' 

4 
3 
2 
1 • Uang Lembur 

1 THLS m' • Uang Lembur 

4 Ua.a Lembur Pe wa.l Daerd./PKS 

l THLS • Koor<linasi Pelayanan Perizinan BPM'Wr 

6 THLS Tenaga Kebersihan di Dinas Kebersihan dan 
Pertamanan 

5 SMP SD dan Non.Pendidikan Formal 
4 SMU 
3 03 
2 st 

• Bia a Bcasiswa Bantuan Tu as Beia· 
7 Blaya Peacembaacan Swnber Da7a Manuia 

l Semua Golongan dan Non PNS _ Uang Makan Lembur 
6 vane 141.kao. Lembur 

THLS • Kegiatan ~protokoleran 

Orang/Bulan 2.000.000 
Orang/Bulan 1.700.000' 
Orang/Bulan l.500.000' 
Orang/Bulan 1.300.000 
Orang/Bu.Ian 1.100.000 
Orang/Bulan 900.000 

bulan 1.400.000 
buJan 1.300.000 
bu fan 1.200.000 

/bUlllD 1.100.000 
bulan 1.000.000 

Orang/butan 1.200.000 

Orang/buJen 250.000 

Orang/bulan 700.000 

lJam 25.000 Pemberian Vang Lembur' 
lJam 20.000 pad.a Han Ut>ur c1i)Cahlcan 
l Jam 17.000 200% dari beearan uang 
I Jam 13.000 lembur 

l 'am 10.000 

1 S2 • Tenega Harian Lepas Suk:arela 

6 Anggot.a 

1 S Wakil Koordinator 
' 4 Koordinator 

3 Se laetaris 
2 Ketua 

• Reviu RKA dan Laporan Keuangan oleh lnspektorat l Pembina 

12 Pengemudi randis khusus tamu 

3 Bonorarlum dan U'palt....uatuk Koca P~p.wal J>&enh/P1'S 

11 Ajudan Wakil Bupeti dan Sekretaris Daerah 
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Pcgawai Tugaa Be1-far Program D-3 di luar Provinsi l 1\utjangao ~ar I Ua.ng Bu.Jcu, Uang Saku, Uang eetahun 15.000.000 - Lampu.ng mabn, Pondokan. Biaya Riset/Skripai dan Wisuda 

- Pepwa.i Tupa Belajar S-1 diluar Provinsi Uullpwig I Tu.ctjangan Belajar I Uang Buku, Uaag Saku, Uang eetabun 20.000.000 makan, Pondokan, Biaya Riset/Skripsi dao Wisuda 

- PcgaweJ Tugae Bditjar S-2 cti luar Provi.ruri Lampung l Tuqjengan Bel.ajar/ Uang Bulru, Uang Saku, Uang 
eetahu.n 25.000.000 ma.kan, Pondokan, BiAya Riset/Sla-ipai dan Wisuda 

- Pegawai Tugaa bete,;ar Program Doktor (S·3) 1 Tunjangan Belajar I Uang Buku, Vang Saku, Ue.ng eetabun 47.750.000 zne.kan, Pondokan, Biaya Riset/Siaipsi dan Wisuda 

• B.iaya Bantuan ~odid.ilcan Penjectjangan Struktural 
- Dildat J>eajeaja.agaa PIM lV 

- Dal.am Provinei Lampwig 1 Uane Saku clan Biava Lainnva La 2.000.000 
- Lu.at Pr<mnei Lampung 2 Uang Saku dan Biava Lai.nnva Le 3.000.000 

- I>ildat Pcajeojanpn PIM Ul . Dalam Pr-oviasi Lampung 1 Uanll!: Saku dan Biava Lainnva L8 5.000.000 
- Lua.r Ptovmli Lampung 2 Uan« SaJcu dan Biava Lainnva La 10.000.000 

- Diklat Pcajenjangan PIM JI 
- 06lam Provin.si Lampung 1 Uaru? Saku dan Biava Lainova .... 15.000.000 
- Lttar Provinsi Lampung 2 Uaniz Saku dan Biaya Lainnya La 26.000.000 

' 

• Pegawai Tugas BeleJ• 03, S 1, dan S2 Seturuh Bie.yanya 1 UangSaku Orang/Bulan 300.000 
clitanggUng o~h Pemerintah Pusat/Pelak.sana 

• Biaya Bantuao Ua.ng Sak\l Pcndidikan Formal dan lnfonnal 
- DalaJn Provinsi Lampung 1 Golonean. IV Orau. Hari 200.000 

2 GolonganW Or&D2. Han l75.000 
3 10olonmn ll Oran.gi Harl 150.000 
4 Golon.l!'An I Orang/Harl 125.000 

- Luar Prorinsi Lampung 
I Buoati, Waldl Buoati serta Unsur PimDinan OPRD Oran11../Harl 450.000 
2 Golonean fV Qt-Ano/Harl 300.000 
3 Golon.ean m Orang, Hari 275.000 
4 Oolon . ...:an U Orangi Harl 250.000 
s Golonll!'Bll J 0f'llrul 'Harl 225.000 

..,, ..... 



7.500.000 
1.200.000 

750.000 
7.800.000 

20.000.000 
25.000.000 

7.500.000 
1.200.000 

750.000 
8.000.000 

21.000.000 
27.500.000 

7.500.000 
1.200.000 

750.000 
8.500.000 
7.500.000 

17.500.000 

7.500.000 
1.20().000 

750.000 
15.000.000 
20.000.000 
25.000.00() 

7.500.000 
1.200.000 

750.000 
15.000.000 i 

20.000.000 i 

35.000.000 

Unit Tahun , 
Urut/Tahun 
Unit/Tahun , 

6 
s 
4 
3 

antian suku cad 1 • WAKIL KETUA DPRD 
2 

6 
5 
4 
3 
2 
1 • KETUADPRO 

6 Pembclian Ban 

3 Bia 
2 

• SEKRETAAIS DAERAH 

5 
4 
3 
2 

tian sul<u cadan 1 • WAKlLBUPATJ 

6 
s 
4 
3 
2 
1 - BUPATI 

9 Blay& Pe•ellbanau Alat-alat Angkutaa 

• Biaya Makanan dan Minuman Harian 
• Bia.Ya Makanan dan M.inuman Rapat 
- Biaya Mak.anan dan M.inuman l'amu 
- Bia.ya Maka.nan Pelaksanaan Kegiatan 



- Biaya Pcnggantien Suku Cadang 1 l Tehuo 5.000.000 
2 1 Tahun 10.000.000 

- Biaya~cc 1 1 Tahun 1.500.000 
2 1 Tehun 1.750.000 

· Biaya Pembclian BBM 
1. Mobil Kepala SKPD, Sekretaris SKPD dan Kendaraan 

Dinas Operasional lainnya dan Anggota DPRD 1 Mobil Dina.$ Unit/Bulan 3.500.000 

2. Sepeda Motor (BBM dan Pemeliharaan) 1 Se Motor Unit Bulan 300.000 

- Biaya Pembclian Pelumas 1 Mobil Minibus Unit Bulan 400.000 
2 Mobil Jee Unit Bulan 500.000 
3 Mobil Bus% Unit Bulan 500.000 
4 Mobil Bue Besar Unit Bulan 600.000 
5 Mobil Truck Unit Bulan 700.000 

- Pembelian Accu 1 Mobil Minibus, Jee Unit Tahun 750.000 
2 Mobil Bus 3 4, Bus Besar 1.500.000 
3 Mobil Truck Tibum Bus3 4 1.500.000 

10 Belanja Pemellharaan Rutin Bang1man Geclung 
- Bangunan Gedung Perlcantoren 1 Sekretarlat Daerah Unit Tahun 100.000.000 

2 Sekretarlat DPRD Unit/Tahun 75.000.000 
3 Dioas Badan Kantor Unit Tahun 25.000.000 

11 Belanja Pemellharaan Komputer tlan Perlengkapaonya 
- SKPD 1 esktop Unit Tahun 1.500.000 

2 Komputer Laptop, Notebook, Desknote atau yang sejenis Unit/Tahun 750.000 

3 Printer Unit Tahun 500.000 
12 Belanja Pemellhara-Alat-alat Kantor dan Rwnah Tangga 

· SKPD 1 Mesin Ketik Unit/Tahun 250.000 
2 Alat ~ alat Elektronik, dll Unit Tahun 500.000 

13 Honorarium/Upah 
- TIM/PANITIA KEGIATAN - honorarium tim/panitia 

- Sampai Dengan RplOO juta l Pen arah 300.000 kegiatan dengan pagu 
2 awab 260.000 anggaran sampai dengan 
3 Ketua 250.000 Rp.100.000.000,00 
4 WakilKetua 240.000 maksimal anggota 5 org 
5 Sekretaris koordinator 230.000 



- RplOO Juta - sampai dengan 300 juta Org/Ke /8ln 400.000 - honorarium tim/panitia 
0 /Keg/Bin 350.000 kegia.tan dengan pagu 

Ketua 0 /Keg/Bln 320.000 anggaran diatas 
4 Wakil Ketua Org/Keg/ Bln 280.000 Rp.100.000.000,00 
5 Org/Keg/ Bln 260.000 maksimal anggota 10 org 
6 Org Keg/Bln 220.000 

- Rp300 ju ta - sampai dengan RpSOO juta 1 Org/Kcg/Bln 500.000 - honorarium tim/panitia 
2 Pen an 0 /Keg/Bin 450.000 kcgiatan maksimal 
3 Kctua Org/Keg Bln 400.000 c:h.Derikan selama 6 bule.n 
4 WakilKetua Org/Keg/Bln 350.000 kecuali untuk petuge.s 
5 Org/Keg Bln 300.000 laomtl(Bn 
6 Or /Keg/Bln 250.000 

- 500.000.000,· keatas 1 0 /Keg/Bln 550.000 - Untuk kegiatan yang 
2 Pen an 0 /Keg/Bin 500.000 melibatkan lintas sektor 
3 Ketua Org/Keg/Bln 450.000 jumlah anggota dapat 
4 Wakil Ketua Org/ Keg/Bln 400.000 melebihi kctetapan 
5 Org/Ke /Bln 350.000 
6 Org/ Keg/Bln 300.000 

- P&JABAT PENGADAAN BARANG/JASA 1 Nilai OB 300.000 
2 Nilai OB 350.000 
3 Nilai OB 400.000 

Jumlah bulan disesuaikan 

- PEJABAT PENERIMA HASlL PEKERJAAN 1 Nilai OB 200.000 
dengan volume pekerjaan 

2 Nilai OB 250.000 
3 Nilai . 200 iuta OB 300.000 

- PANITIA PENGADAAN JASA KONSTRUK.SI /UNIT LAYANAN 1 O/P 475.000 Per Paket 
PENGADAAN (KONSTRUKSl) 2 0 p 570.000 

3 0 p 730.000 
4 O/P 835.000 
5 O/P 935.000 
6 O/P 1.145.000 
7 O/P l.250.000 



- PA.NITIA PENGADAAN BAJJ.ANG/JASA LAJNNYA/UNIT Nilai 400.000 
lAYANAN PENGADMN (NON KOHTRUKSI) Nilai 600.00Q 

Nilai 750.000 
4 Nilai 900.000 
5 Nilai l.000.000 
6 Nilai 1.100.000 
7 Nilai P 1.250.000 

- PA.Nl11A PENGADMN JASA KONSUL'l'ANSr /UNIT LAVA.NAN 1 Nilai 0 p 300.000 Per Paket 
PENGADMN (NON KONSTRUKSI} 2 Nilai 0 p 400.000 

~3 Nilai 0 p ~ SOQ.~Xt 
4 Nilai P 0 p 600.000 
5 Nilai 0 p 700.000 
6 Nilai 0 p 800.000 
7 Nilai OP 900.000 
8 Nilai ~ 0 p 1.000.000 
9 Nilai 0 p 1.100.000 

- PANITIA PENERIMA HASCL PEKERJAAN 1 OP 250.000 Per Paket 
KONSTRUKSl/BARANG DAN JASA LAINNYA 2 OP 350.000 

3 0 p 450.000 
4 0 p 550.000 
5 0 p 650.000 
6 0 p 750.000 
7 0 p 850.000 

14 BoaorarlDm U ah 
- Narasumber 1 OJ 1.700.000 

2 OJ l.400.000 
3 OJ 1.000.000 
4 OJ 900.000 
5 OJ 800.000 
6 OJ 700.000 
7 OJ 4()().000 
8 OJ 300.000 
9 OJ 250.000 

OJ 200.000 

- Moderator, Pembaca Doa dan Pembawa Acara l Moderator OJ 100.000 
2 Pembaca Do'a OK LS0.000 
3 Pemandu Acara OA 150.000 



Pf. BUPAn 1..AMPtJMO SJtLATAlf, 

• Uatuk Kegi.atan yang meUbatJcan FORKOMPIMDA atau lustanai Luar diatur dengan Keputusan Bupati 
15 Boaoradaal 

• Untuk Kqietan yang dilaksanakan diat.aa 3 hari d.ibuatkan SPK/Kontrak at.au MoU atAu Perjaajlan Sejenis Lainnya dengan Pibak Kctiga Taril d.iscsuaikan dengan Harga Ncgosiasi 

pp 
pp ·abat Eselon IV kebawah Daerah 

abat Eaelon D Daerah 
abet Eaelon lU kcbawah dari Pu sat 

pp 

abat E&elon Jl Pusat 

) ( :'I 


	201611042
	201611042 Lampiran

